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ARSTRAK 

Disertasi ini mengkaji hubungan pengawasan produk hukum daerah antara 
pemerintah dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia, 
dengan fokus u t m a  pada pengkajian konsistensi dan kesesvaian UU Pemerintahan 
Daerah dan UU Pajak dan Retribusi Daerah dengan UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dalam pengawaaan produk hukum daerah, serta kesesuaian implementasi 
pembatalan produk hukum daerah oleh Pemerintah dengan UU Pemerintahan Daerah 
selama tahun 2002-2006. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan 
pendekatan perundang-undangan (statute upproach) dan historis. Adapun metode 
analisis yang dipergunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, Pemerintah Pusat dalam konteks 
Negara Kesatuan RI berdasarkan UUD 1945 mempunyai kewenangan untuk 
rnengontrol unit-unit pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota. Yang 
dikorltrol oleh Pemerintah Pusat antara lain adalah norma hukum yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Daerah melalui produk hukurn daerahnya sepanjang untuk 
kepentingan nasional yang objektif. Kedua, Pemerintah Pusat (eksekutif) sudah 
sehmsnya tidak diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menilai dan 
membatalkan Peraturan daerah sebagaimana diatur oleh UU No. 32 Tahun 2004 atas 
dasar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena 
kewenangan pengujian ada di Mahkarnah Agung. Kztiga, dari 554 produk hukum 
daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri tidak ada satu pun yang 
pembatalannya tepat waktu sebagaimana ditentclkan oleh UU No. 22 Tahun 1999 jo 
UU UU No. 34 Tahun 2000 (satu bulan sejak diterimanya Perda) dan UU No. 32 
Tahun 2004 (enam puluh hari sejak diterimanya Perda). Di samping itu, dari 215 
produk hukum daerah yang dibatalkan pada masa berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 
tidak ada satu pun yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden, semuanya 
menggunakan dasar hukum Keputusan Menteri Dalam negeri. 

Penelitian ini merekomendasikan: Pertama, Pemerintah Pusat hanya 
melakukan pengujian terhadap produk hukurn daerah atas dasar alasan bertentangan 
dengan kepentingan umum dengan ruang lingkup ya'ng jelas dan tegas. Kedua, 
Pemerintah Pusat hanya melawan pengawasan preventif (eiecutive preview) secam 
terbatas pada rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi 
daerah, APBD, dan RUTR, serta memberikan pengesahan terhadap rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang APBD. Ketiga, pengawasan Pemerintah perlu 
diperluas cakupannya, tidak hanya pada Peraturan daerah yang mengatur tentang 
pajak daerah dan retribusi daerah, tetapi pada semua Peraturan Daerah yang telah 
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. 



ABSTRACT 

This dissertation is studying the supervisory of regional law product between 
Government and Local Government in Republic of Indonesia. The focus of the study 
is the consistency and concordance of Local Govement  Law, Tax Law and 
Regional Retribution with the 1945 Constitution of Republic of Indonesia under the 
scope of regional law product supervisory in addition to the concordance of the 
implementation of the regional law product cancellation during 2002-2006. 

Thc research method is law research with stztute and historical approaches. 
Meanwhile, the analysis method is qualitative descriptive analysis. 

This research resulted in some findings that : first, the Central Government in 
the context of Republic of Indonesia, based on the 1945 Constitution has the 
obligation to control the local government units of Provinces, Municipality Regions, 
and Cities. The central government controls the law norms stated by Local 
Government through the law products only with the purpose for the objective 
national's interest. Second, the central government (executives) should have not been 
given the authority to asses and cancel the Regional Law as regulated in Law No 32 / 
2004, based on the fact that it is against the higher level laws and regulations 
(peraturan perundang-undangan), as such authority is owned by Supreme Court. 
Third, of all the 554 regional law products cancelled by Internal Affair, none of the 
cancellations can be done zt the targeted time as already regulated by Law No 22 / 
1999 jo Law No.34 / 2000 ( one month after the local regulation is accepted) and Lzw 
No. 32. / 2004 (sixty days after the local regulation is accepted). Besides, of the 215 
law products cancelled dcring the execution of Law .No 32 i2004, none of them is 
stated by Presidential Decree as all of them are based on the decree of Internal Affair 
kiinister. 

This research recommends that. : first, within the clearer and fim area the 
Central Government only examines the regional law products based on the reason 
that it is against the public interest. Second, the central government will only have to 
do limited observation (executive preview) on the Law and Regulation Draft 
concerning local tax, local retribution, provincial budget (APBD), and spatial 
planning (RUTR) iri addition to legitimating Law and Regulgtion Draft on the Head 
of Region. Third, the government supervisory should cover'wider areas not only on 
Local regulation concerning regional tax and retribution but also on all the Local 
Regulations issued by Local Government. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmaanirrahiim 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Robbi atas semua 

anugerah, lindungan dan bimbinganNya, karena hanya Dia yang pantas menerimz 

segala puja daq pu-ii. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad 

saw beserta keluarganya. Amin. 

Sejak adanya amandemen UUD 1945, telah terjadi perubahan paradigmatik 

dalam pengaturan hubungan antara pusat dan daerah, kekuasaan yang sebelurnnya 

terpusat (sentralistik) telah bergeser ke arah desentralistik, sehingga daerah 

mendapatkan kewenangan yang besar dalam mengatur dan mengurus urusan rumah 

tangga daerahnya. Perda sebagai produk politik legislasi daerah juga telah 

mendapatkan eksistensinya di dalam UUD 1945 (Pasal 18 ayat (6)) dan UU No. 10 

Tahm 2004 tentang Pembentukan Peraturtan Perundang-undangan. 

Sejak otonomi daerah digulirkan tahun 1999 hingga saat ini, pemerintah 

daerah banyak menerbitkan Perda dan produk hukum daerah lainnya tentang 

pungutan daerah berupa pajak dan retrubusi daerah .dengan alasan untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD). Namun, sebagian besar dari Perda 

atau produk hukum daerah tersebut secara substansial bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan m u m ,  dan menghambat arus 

investasi di daerah. Di sisi lain, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah 

mengamanatkan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah 

. . . 
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undang kepada Mahkamah Agung, akan tetapi UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah justru memberikan kewenangan pembatalan Perda dan produk 

hukum daerah lainnya kepada Pemerintah. Disinilah letak kompleksitas persoalan 

hubungan pengawasan produk hukum daerah antara pemerintah pusat dar, pemerintah 

daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Penulisan disertasi ini tentu iidak akan dapat diselesaikan tanpa budi baik dan 

dukungan dari berbagai pihak, karena banyaknya keterbatasan yang penulis miliki. 

Untuk itu, kepada semua pihak yang telah tulus ikhlas membantu penulis dihatilrkan 

terima kasih atas dukungmya selama ini. Tak lupa penulis haturkan terima kasih 

kepada yang terhorrnat: 

1. Prof. Dr. H. Moh. Mahhd MD, SH., selaku Ketua Tim Promotor dan Guri  Besar 

Ilmu Hukuin Tata Negara pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia, sekaligus guru bagi penulis, yang telah membimbing 

dan mengarahkan pemikiran keilmuan serta mendorong penidis untuk tidak saja 

segera menyelesaikan studi dan penulisan disertasi ini secara serius, tetapi juga 

rrtemberikan teladan seorang intelektual muslim yang k~nsisten pada ilmu yang 

ditekuni dan bersahaja dalam hidup. 

2. Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, SHY MSi., selaku Anggota Tim Promotor dan Guru 

Besar llmu Hukum Tata Negara pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia, yang sekaligus guru dan orangtua bagi 

penulis, yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan disertasi ini dengan 

penuh kesabaran dan keikhlasan, serta selalu memberikan teladan seorang 
- .  



intelektual muslim yang konsisten pada ilmu yang ditekuni dan bersahaja dalam 

hidup. 

3.. Prof. Drs. Pratikno, MSoc., Sc., Ph.D., selaku Anggota Tim Promotor yang telah 

berkenan memberikan bimbingan d m  arah%q dalam penulisan disertasi ini dengan 

penuh kesabaran dan keikhlasan di sela-sela kesibukan beliau. 

Semoga Allah swt berkenan memberikan balasan budi baik beliau, - guru- 

guru teladan bagi penulis - dengan memberikan anugerah dan kemuliaan di dunia dan 

akhirat. Amin. 

Penulis juga tidak bisa melupakan budi baik dan dukungan moril dari yang 

terhormat Prof. Dr. H. Taufik Sri Soemantri M, SH., dan Prof. Dr. H. Ateng 

Syafrudin, SH., yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan studi 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Beliau adalah guru-guru teladan yang 

luar biasa bagi penulis. Semoga Allah swt selalu memberikan kesehatan, panjang 

umur, dan kemuliaan di dunia dan akhirat kepada beliau. Amin. 

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang 

terhormat Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL., yang telah memberikan keleluasaan 

kepada penulis untuk melakukan penelitian di Mahkarnah Agung setiap saat sampai 

selesainya penulisan disertasi ini, serta pencermatan beliau dalam menelaah draf 

disertasi dan menguji. Semoga Allah swt memberikan kemuliaan di dunia dan 

akhirat. Amin. 

Tak lupa pula penulis haturkan terima kasih kepada yang terhormat Prof. Dr. 

Maria Farida Indrati Soeprapto, SH, MH., Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH., dan Dr. SF 



Marbun, SH, MHum., yang telah banyak memberikan masukan yang sangat berarti 

dan konstruktif dalam menelaah draf disertasi dan menguji, sehingga memudahkan 

penulis untuk melakukan penyempurnaan dan melengkapi segala kekurangan 

disertasi ini. Semoga Allah swt memberikan kemuliaan di dunia dan akhirat. Amin. 

Kepada yang terhormat Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, SH., penulis haturkan 

terima kasih atas ciukungm moril yang telah diberikan. Kehadiran buku-buku beliau 

sangat membantu penulis dalam pencarian dan pemecahan masalah yang penulis 

teliti. Semoga ilmu yang telah beliau sebarkan dalam berbagai media menjadi berkah 

bagi beliau sekeluarga. Amin. 

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang 
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1. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, MEc., Rektor Universitas Islam Indonesia, yang 
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memberikan balasan atas budi baik kalian dengan kebahagiaan dan kemuliaan di 

dunia dan akhirat. Amin. 

Kepada seluruh keluargaku yang tiada putus-putusnyqmemberikan kesabaran, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Salah satu aspek perubahan penting dan menarik untuk dikaji setelah 

jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto (pemerintahan Orde Baru) melalui 

reformasi tahun 1998, adalah perkembangan hubungan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah. Hubungan antara Pusat dan Daerah pada masa Orde Baru 

yang dicirikan sebagai hubungan yang bersifat sentralistik mengalami 

perubahan paradigmatik, ditandai dengan sifat hubungan yang deser~tralistik 

dengan melimpahkan urusan ke daerah melalui otonomi luas, nyata dan 

bertanggungjawab. 

Selain bertalian dengan cara-cara penentuan urusan rumah tangga 

daerah, persoalsui hubungan Pusat dan Daerah bersumber pula pada hubungan 

keuangan, hubungan pengawasan, dan cara menyusun d m  menyelenggarakan 

organisasi pemerintahan daerah. ' 
Penelitian yang pemah dilakukan oleh Bagir Manan pada 1990, dalam 

disertasinya "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas 

Desentralisasi Menurut UUD 1945"2, menemukan konsep dasar hubungan 

' Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Cetakan Pertama, Pusat Studi 
Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, Hlm. 36. 

2 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas 
Desentralisasi Menurut UUD 1945, disertasi doktor dalam Hukum Tata Negara, Fakultas 



pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi, yaitu: (1) dasar 

permusyawaratan; (2) dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip 

pemerintahan asli; (3) dasar kebhinekaan; dan (4) dasar negara hukum. 

Disertasi ini menyimpulkan, baik berdasarkan pengkajian perbzindingan. 

maupun pengkajian atas peraturan perundang-undangan Indonesia yang ada 

dan yang pernah ada, ditemukan satu kecendei-ungan umum hubungan antara 

Pusat dan Daerah yaitu di satu pihak makill menguatnya kedudukan dan 

peranan Pusat, dan di pihak lain makin surutnya kemandirian (kebebasan) 

Daerah. 

Muhammad Fauzan dalarn disertasinya yang berjudul "Hubungan 

Keuangan Antara Pusat dan Daerah Dalam Tata Fenyelenggaraan 

Pemerintahan Di ~ndonesia",~ meneliti beberapa persoalan, apakah pengaturan 

mengenai hubungan antara Pusat dan Daerah khususnya yang berkaitan 

decgan masalah keuangan sudah sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) 

UUD 1945? Bagaimanakah pelaksanaan hubungan keuangan antara Pusat dan 

Daerah dalam tata penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia? 

Bagaimanakah hubungan keuangan antara Pusat. dan Daerah dalam tata 

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pada inasa yang akan datang? 

Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990. Dibukukan dengan judul "Hubungan 
Antara Pusat dun Daerah Menurut UUD 1945", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, Hlm. 
161-167. 

Muhammad Fauzan, Hubungan Keuangan Antara Pusat dun Daerah Dalam Tata 
Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, disertasi doktor Ilmu Hukum Tata Negara, 
Fakultas Pascasarjana, UNPAD, Bandung, 2005. Dibukukan dengan judul, Hukum 
Pemerintahan Daerah Kajian Hubungan Keuangan antara Pusat dun Daerah, Kerjasama 
PKHKD FH UNSOED dengan UII Press, Yogyakarta, 2006, Hlm. 13. 



Disertasi ini antara lain menyimpuikan bahwa hubungan keuangan antara 

Pusat dan Daerah di Indonesia diwujudkan dengan memberikan kewenangan 

yang lebih besar kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus sumber- 

sumber pendapatan daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan. Di masa yang akan datang, hubungan 

keliangan antara Pusat dan Daerah harus dapat merijamin pendistribusian 

kewenangan yang adil dan rasional antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
-2 

dalam ha1 memungut dan menggunakan sumber-sumber pendapatan 

pemerintah, pembagian yang adil d m  memadai di antara Pemerintah Daerah 

yang satu dengan lainnya atas sumber-sumber pendapatan dalam rangka 

pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, pelayamn umilnl dan 

pembangunan.4 

Pertelitian yang dilakukan oleh Tjip Ismail pada 2005 dalam 

disertasinya yang berjudul "Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Paradigma 

Pajak Daerah di ~ndonesia"~ menyimpulkan, bahwa apabila pengaturan pajak 

daerah di Indonesia dapat menciptakan keseimbangan antara beban pajak 

yang hams dibayar oleh wajib pzjak dan tingkat p'elayanan yang diberikan 

langsung oleh Pemerintah Daerah kepada wajib pajak, maka tingkat 

pelayanan yang langsung diberikan oleh Pemerintah Daerah itu akan dapat 

menjadi standar bagi pengembangan investasi di daerah yang bersangkutan. 

Ibid., Hlm. 301. 
Tjip Ismail, Irnplikasi Otonorni Daerah Terhadap Paradigrna Pajak Daerah di 

Indonesia, Disertasi Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2005. 



Pada akhirnya, ha1 ini dapat berdampak positif bagi perekonomian dan 

pembarlgunan daerah tersebut. Meskipun semua peluang investasi dibuka 

lebar oleh Pemerintah dan berbagai kemudahan serta insentif dit~warkan 

kepada para investor, tetapi paradigma pajak daerah tidak diubah dan masih 

tetap seperti sekarang ini, maka darnpak positif bagi perekonomian dan 

pembangunan yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah tidak akan tercapai. 

P. Agung Pamb-ddhi dalam tulisannya yang berjudul "Peraturan 

Daerah dan Hambatan 1nvestasiW,6 melihat eksistensi Terda dalam kaitannya 

dengan investasi dan iklim usaha. Tulisan ini mengkaji: 1) jenis-jenis Perda 

apa yang terkait kepentingan investasi, 2) apa saja jenis permasalahan Perda, 

3) apa sumber permasalahan Perda, dan 4) bagaimana upaya perbaikan 

kualitas darl implementasi Perda. Tulisan ini menyimpulkan, penerbitan Perda 

pungutan daerah sejak pelaksanaan otonomi daerah pada 2001 sampai saat ini, 

perlu menegaskm- prinsip close list jenis-jenis pungv-tan daerah yang 

diperbolehkan dipungut Pemerintah Daerah, tanpa kewenangan Pemerintah 

Daerah membuat jenis pungutan baru di l u x  jenis pungutan yang telah 

ditetapkan [Tndang-Undang. Hal ini tidak dim-akfidkan untuk memasung 

kewenangan daerah otonom, namun lebih untuk kepentingan kepastian usaha 

dan pelayanan untuk kepentingan perekonomian d a e r ~ . ~  

P. Agung Pambudhi, "Peraturan Daerah dan Hambatan Investasi", Jurnal Hukum 
Jentera, Edisi 14 Tahun IV, Oktober - Desember 2006, Hlm. 32. 

7 Ibid., Hlrn. 5 1. 



Merujuk pada penelitian-penelitian dan tulisan terdahulu, maka 

penelitian ini berkeinginan mengisi kekosongan yang belum sempat diteliti 

dalarn penelitian terdahulu. Penelitian ini mengambil objek hubungan antara 

Pusat dan Daerah dalam pengawasan produk hukunl daerah. Penelitian ini 

dipandang penting mengingat sejak kebijakan otonomi daerah digulirkan pada 

1999, hubungan Pusat dan Daerah menjadi sangat longgar, seolah Pusat 

mengalarni 'kerepotan' menghadapi berbagai tuntutan Daerah, meskipun 

Indonesia masih meneguhkan bentuk negaranya adalah negara kesatuan. 

Dtonomi daerah sering diterjemahkan oleh Pemerintah Daerah identik dengan 

xeningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak-banyaknya. Dan cara 

yang dipandang 'legal' untuk memungut dana dari masyarakat adalah melalui 

pembentukan Peraturan Daerah, misalnya melalui pajak daerah dan retribusi 

daerah. 

Oleh karena Indonesia masih memegang teguh bentuk negara 

kesatuan, maka sudah semestinya jika Pemerintah Pusat memiliki otoritas 

penuh untuk mengatur pula hubungan antara Pusat dan Daerah, khususnya 

melslui mekanisme pengawasan produk hukum . daerah agar tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan, terjadi sinkronisasi, 

harmonisasi dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pusat dan 

Daerah. 

Dalam penelitian ini diupayakan untuk mengkaji dan menemukan 

hubungan pengawasan antara pusat dan daerah dengan fokus kajian pada 



produk hukum daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri pada 

periode 2002-2006. 

Untuk menindaklanjuti Ketetapan NIPR RI No.XVlMPR/1998 tentang 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Peinbagian, dan Pemanfaatan 

Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perinibangan Keuangan Pusat 

dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan RI, pada 7 Mei 1999 lahirlah 

UU No. 22 T h u n  1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pada 19 Mei 1999 

lahir UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Tusat dan Daerah. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang 

dijadikan pedoman dalam UU No. 22 Tahun 1999 antara lain: (a) 

penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek 

demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. 

(b) pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi !uas, nyata dan 

bertanggungjawab. (c) pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh 

diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah 

propinsi merupakan otonomi yang terbatas. 

Melalui UU No. 22 Tahun 1999, Daerah &beri kewenangan dalarn 

seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar 

negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta 

kewenangan bidang lain (Pasal 7). Bidang pemerintahan yang wajib 

dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan 

umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, 



industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, 

koperasi, dan tenaga kerja (SPasal 1 1 ayat (2). 

Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini (UU No. 22 Tahun 1999) 

menurut Ryaas ~asj id ,*  n~emerlukan sekitar 33 (tiga puluh) Peraturan 

Pemerintah untuk mendukungnya dan sekitar 197 (seratus sembilan puluh 

tujuh) Keputusan Presiden untuk memungkinkan Pemerintah Daerah 

membuat Peraturan Daerah dalam batas kewenangannya, di b a w h  supervisi 

ketat dan pengawasan ketat dari Pemerintah Pusat. 

Dalam Sidang Tahunan MPR RI 7-1 8 Agustus 2000 telah dilakukan 

Perubahan Kedua UUD 1945 antara lein tentang Pemerintahan Daerah yang 

diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Dalam Pasal 18 ayat (2), 

ayat (5), dan ayat (6), ditegaskan sebagai berikut: 

(2) Pemerintah Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. 

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecu zi 1' 1 urusan 
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 
Pemerintah Pusat. 

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- 
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

Penegasan ini menjadi daszr hukum bagi seluruh pemerintahan daerah 

untuk dapat menjalankan roda pemerintahan (termasuk menetapkan Peraturan 

8 Keterangan Ryaas Rasjid yang disampaikan di hadapan Panitia Kerja RUU Tentang 
Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah DPR FtI, Senin, 2 
Agustus 2004. Lihat dalam "Risalah Panja RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 
I999 Tentang Pemeri~tahan Daerah", Sekretariat Jenderal DPR RI Sekretariat Panitia 
Khusus, Jakarta, 2004, Hlm. 6. 



Daerah dan peraturan lainnya) secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai 

dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik daerahnya masing-masing, 

kecuali untuk urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh Undang-Undang 

sebagai urusan Pemerintah Pusat. Meskipun Daerah diberikan hak untuk 

membentuk Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain dalam rangka 

melaksanakan otonomi daerah (ayat 6 di atas), ha1 itu bukan berxti 

Pemerintah Daerah boleh membuat peraturan yang bertentangan dengall 

prinsip-prinsip negara kesatuan. Untuk itu hak pemerintahan daerah tersebut 

sangat terkait erat dengan ketentum Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yakni 

mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Antara lain dengan 

pemahaman bahwa sumber daya daerah adalah sumber daya nasional yang 

ada di daer~ih .~ 

Di dalarn Pasal 18A UUD 1945 PerubAan Kedua, hubungan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hanya dirurnuskan secara garis 

besar, sehingga belum memberikan kejelasan tentang bagaimana hubungan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu dilaksanakan. Pasal 18A 

UUD 1945 menentukan: 

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

propinsi, kabupaten dan kota, atau antara propinsi dan kabupaten dan kota, 

MPR RI, Panduan ~ a l a m  Memasyarnkatkan UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dun Hasil Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2003, Hlm. 104-105. 



diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan 

keberagaman daerah; 

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam 

lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan 

dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 

Ketentuan di atas menegaskan bahwa hubungan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah baik yang menyangkut hubungan kewenangan 

maupun hubungan keuangan - .  dalam pelaksanaannya hams dilakukan secara 

adil, selaras dan memperhatikan kekhususan dan keberagamrn daerah serta 

harus diatur dengan Undang-Undang. Meskipun tidak ada satu ukuran tertentu 

mengenai hubungan yang adil dan selaras, pi-insip ini menunjukkan, bahwa 

daerah berhak memperoleh secara wajar segala sumber daya untuk 

mewujudkan pemerintahan dacrah yang mandiri dan kesejahteraan rakyat 

daerah yang bersangkutan.10 

Di samping melakukan Perubahan UUD 1945, dalam Sidang Tahunan 

MPR 2000 juga dikeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/2000 tentang 

Rekomendzsi. Kebijakan Dalam Penyelenggaraan 'Otonomi Daerah, yang 

ditujukan kepada Pemerintah dan DPR agar ditindaklanjuti. Isi rekomendasi 

tersebut antara lain sebagai berikut:' ' 

'O Bagir Manan, Menyorigsong ..., Op.Cit., Hlm. 17. 
Icetetapan-ketetapan MPR RI Sidang Tahunan MPR RI 7-18 Agustus 2000, 

Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta, 2000, Hlm.53. 



"Apabila keseluruhan peraturan pemerintah belum diierbitkan sampai 
dengan akhir Desember 2000, daerah yang mempunyai kesanggupan 
penuh untuk menyelenggarakan otonomi diberikan kesempatan untuk 
menerbitkan peraturan daerah yang mengatur pelaksanaannya. Jika 
peraturan pemerintah telah diterbitkan, peraturan daerah yang terkait 
harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah dimaksud." 

Rekomendasi MPR tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi 

jangan sampai terjadi kekosongan aturan hukum di daerah setelah UU No. 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah melimpahkan senlua urusan ke 

daerah dan menghindari terjadinya penyimpangan oleh Pemerintah Daerah 

dalsun mengelola potensi dan kekayaan daerah, sehingga Daerah diberi 

kesempatan untuk menerbitkan Perda. Perda tersebut hams dibahas dan 

disetujui bersama oleh DPRD dan BupatiIWalikota. Dengan kata lain, supaya 

tindakan BupatiIWalikota atau DPRD sah dan dapat dipertanggmgjawabkan 

kepada rakyat di daerahnya, maka semua kebijakan di daerah harus ada dasar 

pijakan yuridisnya, sehingga memudahkan untuk melakukan kontrol 

terhadapnya. 

Rekomendasi MPR nlelalui Ketetapan MPR No. IV/MPR/2000 

tersebut ternyata justru dijadikan celah hukum yaag dipandang 'legal' oleh 

daerah untuk menerbitkan Perda sebanyak-bkyaknya dalam rangka 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, terjadi keragaman 

di daerah dalam memaknai otonomi daerah. Sebzgian besar 'daerah 



menafsirkan kewenangan otonomi bagi daerah adalah seluruh urusan kecuali 

5 (lima) urusan yang menjadi urusan pusat.'2 

Diakui oleh Ryaas Rasjid, pada tingkat institusional, telah terjadi 

tabrakan dimana-mana, di samping terjadi kekosongan dalam peraturan 

perundang-undangan. Kekosongan itu yang dimanfaatkan oleh Penlerintah 

Daerah dan DPRD untuk membuat Peraturan Daerah tanpa acuan sama sekali. 

Mereka meilafsirkan sendiri pasal-pasal yang sederhana dalam UU itu, dan 

disitulah sebab kerusakan ini.I3 

Sejak 2000 seoiah terjadi "booming" Perda di seluruh Indonesia. 

Daerah beramai-ramai memproduk Perda yarlg dapat meningkatkan 

pendapatan asli daerah (PAD) melalui Perda Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, yang meliputi sektor-sektor pertambangan dan znergi, pertanian dan 

peternakan, perdagangan dan industri, sektor kehutanzn dan perkebtman, 

sektor kesehatan, pariwisata, ketenagakerjaan, perhubungan dan pertanahan. 

Temuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di tahun 2000 

cukup mengejutkan karena + ada 1.006 Perda di seluruh Indonesia ymg 

dianggap memberatkan dunia usaha. Atas (emu* tersebut Pemerintah 

(Presiden) akhirnya meminta Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk 

melihat dan memonitor pelaksanaan otonomi daerah agar tidak membebani 

para pengusaha di daerah. Dari temuan tersebut kemudian Depdagri 

Lihat Pasal7 UU No. 22 Tahun 1999. 
l 3  Ryaas Rasjid, 0p.Cit. 



melakukan kajian intensif terhadap seluruh Perda yang dikeluarkan oleh 

Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia. Perda "bermasalah" temuan Kadin 

tersebut sebagian mengatur tentang pungutan terhadap hasil bumi, pajak 

reklarne terhadap label dalarn botol minuman, dan seterusnya.'"etelah 

dilakukan kajian terhadap Perda "bermasalah" oleh Depdagri temyata te~liuan 

mereka berbeda dengan yang disampaikan oleh Kadin. Menurut Depdagri 

hanya ada 105 Perda mengenai retribusi daerah dan pajak daerah yang 

bermasalah. l 5  

Rekomendasi Kaciin terhadap Perda "bermasalah" juga mendapat 

perhatian dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang dalam draf Letter of 

Intent (LoI) IV memberikan sorotan khusus tcrhadap berbagai Perda yang 

dinilai bermasalah dan meminta pemerintah untuk mencabut Perda-Perda 

tersebut. Mengapa IMF sampai "turun tangan" untuk urusan Perda? 

Alasannya, Perda-Perda itu dinilai tidak menciptakan iklim usaha dan 

mengganggu perekonomian, karena banyak ketentuan yang mengharuskan 

pelaku bisnis membayar berbagai jenis pungutan dan retribusi.16 

Menanggapi permasalahail yang muncul di sekitar Perda "bermasalah" 

di atas, MPR dalam Sidang Tahunan 1-9 November 2001 telah mengeluarkan 

- - - 

l 4  Kompas, 6 September 2001. Majalah Pilar, Analisis Ekonoml & a is his, No. 
19/Th.lV/10-23 Oktober 2001, Hlm. 36-4 1. Lihat juga Ni'matul Huda, Otonorni Daerah, 
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm. 227. 

K~mpns, 10 September 200 1. 
l6 Kompas, 26 November 2001. Lihat juga Tjip Ismail, Implikasi ..., Loc.Cit. 

Dibukukan dengan judul Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta, 2008, 
Hlm. 190-194. 



Ketetapan MPR No. X/MPR/200 1 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan 

MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 

2001, yang merekomendasikari kepada Mahkamah Agung untuk melakukan 

uji material (judicial review) terhadap semua Peraturan Daerah yang 

bertentangan dengan peraturan penindang-undangan yang lebih tinggi, tanpa 

melalui proses peradilan kasasi sesuai Pasal 5 Tap MPR Nomor 

Sejak otonomi daerah digulirkan tahun 1999, sudah ribuan Perda 

diproduksi oleh sejumlah daerah di Indonesia, tetapi kesadaran Pemerintah 

Daerah untuk melaporkan Peraturan Daerah yang sudah dikeluarkan kepada 

Pemerintah Pusat masih rendah. Dari total Peraturan Daerah yang diterbitkan 

sekitar 13.520 peraturan, hanya 5.054 peraturan yang telah dilaporkan kepada 

Departemen Dalam Negeri, sehingga Pemerintah sulit untuk bisa memantau 

secara langsung Perda-Perda yang ada di seluruh 1ndonesia.18 Menurut 

Direktw Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Daeng M Nazier, saat 

ini sebanyak 515 Perda dari 1.262 Perda sudah djbatalkan Menteri Dalarn 

Negeri. Adapun 747 Perda lainnya masih dalam proses penilaian.'g 

l7 Sekretariat Jenderal MPR RI, Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, 
Jakarta, 200 1, Hlm.98. 

'* Kompas, Sabtu, 1 April 2006. 
l9 Kompas, 13 Oktober 2006. Perda-perda yang dipandang bermasalah tersebut 

menurut rekomendasi Menteri Keuangan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri 
adalah (1) tumpang tindih dengan pajak pusat; (2) pungutan ietribusi yang tidak sesuai dengan 
prinsip-prinsip retribusi; (3) menimbulkan duplikasi dengan pungutan daerali; (4) 
menghambat arus lalu lintas barang; (5) menimbulkan ekonomi biaya tinggi; (6) Berakibat 
meningkatnya beban subsidi pemerintah. Lihat juga Tjip Ismail, "Kebijakan Pengawasan 

. . 
. . 

. 



Pada 13 Juni 2006, sejumlah 56 anggota DPR dari unsur Partai Damai 

Sejahtera (PDS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 

menyampaikan "memorandum" menolak dan meminta Presiden mencabut 

berbagai Peraturan Daerah KabupatenKota mengenai "antimaksiat" yang 

diindikasikan bermuatan materi syariat Islam. Pemberlakuan Perda tersebut 

dinilai melanggar konstitusi dan Pancasila. Namun, pada 27 Juni 2006, 134 

anggota DPR lain dari unsur Fraksi PPP (42 orang), PKS (30 orang), PAN 

(30 orang), BPD (30 orang), PG (6 orang), PBR (8 orang), dan PKB (3 orang) 

menyampaikan "kontra memorandum" yang menolak pencabutan Perda-Perda 

"antimaksiat" tersebut. Mereka justru meminta Ketua DPR mengabaikan surat 

itu (bertanggal 13 Juni 2006). Perda yang dinilai 'bermasalah' oleh sejumlah 

anggota DPR RT bukan karena alasan meaghambat investasi di daerah, tetapi 

disinyalir Perda bermasalah karena bermuatan materi syariat  slam.'^ 

Atas Perda Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Menunjang Iklim Investasi Yang Kondusif', 
dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22-No.5 - Tahun 2003, Hlm. 31-32. Lihat juga Tubagus 
Ronny Rahman Nitibaskara, Paradoksal Konflik dun Otonomi Daerah, Cetakan Pertama, 
Peradaban, Jakarta, 2002, Hlm. 88-1 16. 

20 Sebagaimana diberitakan oleh majalah Tempo 1 4  Mei 2006, hingga sekarang 
sudah 22 kota dan kabupcten yang memberlakukan Perda yang. bermuatan materi syariat 
Islam. Ada yang menerapkan aturan antimaksiat, ada pula yang mewajibkan anak-anak 
sekolah memakai jilbab. Tidak sedikit pula daerah yang masih menyiapkan aturan serupa. 
Lihat Tempo, 14 Mei 2006, Hlm.26-33. Lihat juga disertasi Haedar Nashir pada Program 
Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 20 September 2006, 
yang dibukukan dengan judul Gerakan Islam Syari'at: Reprodubi SalaJyah Idoelogis di 
Indonesia, Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, Jakarta, 2007, Hlm. 
606. 

Produk hukum daerah ini mengambil bentuk bermacam-macam mulai dari yang 
paling umum, yaitu Peraturan Daerah hingga Surat Keputusan, Instruksi, dan Surat Edaran 
yang dikeluarkan oleh pellguasa setempat seperti Gubernur, Bupati dan Walikota. Perda 
berbasis syariat itu setidaknya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga hal, yaitu: (1) keteriiban 
masyarakat seperti pelarangan aktivitas pelacuran dan pembatasan distribusi konsumsi 
minuman beralkohol; (2) kewajiban dan ketrampilan keagamaan seperti pembayaran zakat 



Pada 4 Juli 2006, Ketua DPR RI Agung Laksono menyampaikan hasil 

Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi mengenai polemik 

antar anggota DPR mengenai Perda yang bermasalah dinyatakan selesai. 

Perdebatan lewat surat "petisi" dari 56 anggota DPR maupun "kontrapetisi" 

yang ditandatangani 134 anggota DPR sama-sama disepakati untuk diakhiri. 

Jika memang ada masyarakat yang berkeberatan dengan Perda tertentu, 

negara menyediakan saluran hukum untuk meminta pengujian.2' 

Untuk melakukan pengawaszn Pusat terhadap Daerah, Pasal 114 TJU 

No. 22 Tahnn 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang 

kepada Pernerintall untuk membatalkan Perda dan Keputusan Kepala Daerah 

yang bertentangan dengan kepentifigan mum atau peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi dda t au  peraturan perundang-undangan lainnya. 

Daerah yang tidak dapai menerima keputusan pembatalan Perda dan 

Keputusan Kepala Daerah, dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah 

Agung setelah mengajukannya kepada Pemerintah (adrninistratief beroep). 

Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 114 ayat (4 )  ditegaskan pengajuan 

keberatan kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir dilakukan 

selambat-lambatnya lima belas hari setelah adanya keputusan pembatalan dari 

Pemerintah. Pengawasan di sini lebih ditekankan pada pengawasan represif 

dan kemampuan baca Alquran; dan (3) simbolisme keagamaan berupa pakaian busana 
muslim. Hingga September 2008 tercatat ada 60 produk hukum daerah yang diindikasikan 
berbasis syariat yang tersebar di beberapa kabupaten dn kota. Lihat Jurnal Perempuan No. 
60, Cetakan Pertama, September 2008, Hlm. 11-13. 

2' Lihat Kompas, 5 Juli 2006. 



untuk lebih memberikan kebebasan kepada Daerah Otonom dalam mengambil 

keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan 

fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan otonomi daerah. 

Karena itu, Perda yang ditetapkan Daerah Otonom tidak memerlukan 

pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang. 22 

Pada Sidang Td-unan MPR RI Tahun 2000 telah dikeluarkan 

Ketetapan N1PR RI No. III/MPR/2000 tentang Surnber Hukum dan Tata 

Urutan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam Pasal 2, Peraturan Daerah 

(Perda) ditempatkan dalam w t a n  terakhir dalarn tata urutan peraturan 

perundang-undangan Republik Indonesia. Artinya, sejak iahirnya Ketetapan 

MPR tersebut Perda sebagai peraturan perundang-undangan telah diakui 

keberadaannya. Demikian pula dalam Undang-IJndang No. 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukaq Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1) juga 

22 Sistem pengawasan yang dianut oleh UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 
Tahun 2004 berbeda dengan yang diatur dalam UU No. 5 Tah~rn 1974. Perbedaannya adalah 
dianutnya satu sistem pengawasan yakni pengawasan represif dalam UU No. 22 Tahun 1999. 
Adapun sistem pengawasan yang dianut oleh UU No. 32 T?hun 2004 adalah pengawasan 
represif dan evaluasi Raperda tertentu. Sedangkan menurut.UU No. 5 Tahun 1974, dianut tiga 
sistern pengawasan yakni pengawasan urnurn, preventif dan repre'sif. Mekanisrne pernbatalan 
Perda ini dapat disebut juga sebagai rnekanisme pengujian, tetapi tidak dilakukan oleh 
lernbaga kehakirnan (judiciary) ataupun oleh legislator, rnelainkan o leh lernbaga 
pernerintahan eksekutif tingkat atas (pusat). Mekanisrne pengujian dernikian itu oleh Jirnly 
Asshiddiqie dinarnakan executive review. Barometer pengukur atau penilai yang dipakai oleh 
lembaga penguji, dalam ha1 ini Pernerintah Pusat, bukanlah UUD tetapi hanya undang- 
undang. Alasan pembatalan peraturan-peraturan itu semata-rnata karena peraturan-peraturan 
daerah itu dinilai melanggar ketentuan undang-undang yang lebih tinggi derajatnya dalarn 
hirarki peraturan pemndang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pengujian 
yang dernikian itu tidak dapat disebut sebagai pengujian konstitusionalitas (constitusional 
review). Lihat Jimly Asshiddiqie, Model-model Pengujian Konstitusional Di Berbagai 
Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, Hlm. 74-75. Lihat juga Ni'rnatul Huda, Negara 
Hukum, Dernokrasi & Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005, Hlrn. 71 -104. 



telah mengatur kembali Perda dalam jenis dan hirarki peraturan peruildang- 

undangan. 

Dalam agenda Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, MPR telah 

melakukan Perubahan Ketiga UUD 1945 antara lain terhadap Bab IX 

Kekuasaan Kehakimm. Di dalam Pasal 24A ayat (1) ditetapkan, Mahkamah 

Agung benvenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan 

perundang-lmdangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan 

mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. 

Kemudian dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No. 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakimm, ditentukan "Ivlahkamah Agung menlpunyai 

kewenangan menguji peraturan perundzng-undangan di bawah undang- 

undang terhadap undang-undang". Demikian pula di dalam Pasal 3 i UU No. 

5 Tahun 2004 tentang Mahkamah A w g ,  juga ditegaskan: 

(1) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang- 
undangan di bawah undang-unclang terhadap undang-undang. 

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan 
di b2wah undang-undang atas a.lasan bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak 
memenuhi ketentuan yang berlaku. 

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan' perundang-undangan 
sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan 
dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan 
langsung pada Mahkarnah Agung. 

(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 23 

23 Lihat Penjelasan PaSal 11 ayat (2) huruf b UU No. 4 Tahun 2004, menyatakan 
"Ketentuan ini mengatur tenfang hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang- 
undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Kak uji tersebut dapat dilakukan baik 
terhadap materi muatan ayat, pasal, dantatau bagian dari peraturan perundang-undangan 



Ketika berlakunya UU No. 32 Tahun 2004*~, prinsip otonomi daerah 

adalah otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan berdasarkan asas otonomi d m  tugas pembantuan, di luar yang 

menjadi urusan pemerintah pusst, yakni politik luar negeri, pertahanan, 

keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Daerah memiliki 

kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, 

peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang 

bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain dengan prinsip 

tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yag nyata dan 

bertanggungj awab. 

Dalam kaitan dengan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Daerah, 

dalam Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan, bahwa Perda 

disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum d d a t a u  peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. 

Keputusan pembatalan Perda ditetapkan dengh Perqturan Presiden paling 

lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda. Paling lama 7 (tujuh) hari 

tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun 
terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut." Menurut Peraturan 
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004, pengajuan hak uji materiil ke Mahkamah Agung hanya 
dilakukan melalui permohonan keberatan. Lihat Ni'matul Huda, Negara ..., Op.Cit., Hlm. 1 18- 
119. 

24 UU No. 32 Tahun 2004 telah mengalami perubahan inelalui UU No.12 Tahun 
2008 Tentang Perubal~an Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah. 



setelah keputusan pembatalan, kepala daerah hams memberhentikan 

pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut 

Perda dimaksud. Apabila Provinsi/KabupatenlKota tidak dapat menerima 

keputusan pembatalan Perda tersebut dengan alasan yang dapat dibenarkan 

o!eh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan 

keberatan kepada Mahkamah Agung. Apabila keberatan tersebut dikabulkan 

sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan 

Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk 

membatalkan Perda tersebut, Perda dimaksud dinyatakan berlaku. 

Ketentuan Pasal 145 UU No. 32 Tanun 2004 secara tegas 

mengisyaratkan bahwa bentuk pengawasan yang dianut adalah pengawasan 

represif (pembatalan) yang dilakukan oleh Pemerintah (Pusat) dan keputusan 

pembatalannya ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 

Kemudian dalarn Pasal 185 diatur kewenangan Menteri Dalam Negeri 

untuk mengevaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala 

Daerah tentang APBD, Perubahan APBD d m '  Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD. Apabila hasil evaluasi menyatakan Raperda dan 

rancangan Peraturan Gubernur tersebut bertentangan dengan kepentingan 

umurn dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak 

ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan tetap ditetapkan menjadi Perda, 

maka Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan Perda dan Peraturan 



Gubernur tersebut dan sekaligus menyatakan berlakunya Perda APBD tahun 

sebelumnya. Demikian pula dalam Pasal 186 diatur kewenangan Gubernur 

untuk melakukan evaluasi terhadap Raperda KabupatenlKota, dan apabila dari 

hasil evaluasi tidak ada tindak lanjut dari BupatiIWalikota dan DPRD, 

Gubernur benvenang membatalkan Perda dan Peraturan BupatiIWalikota. 

Penegasan dalam Pasal 185 dan Pasal 186 UU No. 32 Tahun 2004 

telah memperluas kewenangan Menteri Dalarn Negeri dan Gubernur dalam 

proses pembatalan Peraturan Daerah yang berasal dari Rancangan Perda 

tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Perubahan 

APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pertanyaan yang 

muncul, dapatkah Menteri Dalam Negeri dan Gubernur membatalkan 

Peraturan Daerah tersebut? Bukankah kewenangan pernbatalan Peraturan 

Daerah ada pada Pemerictah? Dapatkah Menteri Dalam Negeri dan Gubernur 

membatalkan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden? 

Dilibatkannya Mahkamah Agung dalam proses pengujian Perda baik 

UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004 menganut model 

pengujian tidak hanya executive review tetapi ..jugs judicial review. 

Pengkategorian masalah pembatalan Perda apakah merupakan kewenangan 

Pemerintah Pusat untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan otonomi 

daerah yang dilihat dari Perda-Perda yang diterbitkan Pemerintah Daerah 



ataukah masalah ini menjadi masalah hukum yang selanjutnya 

penyelesaiannya pun melalui penyelesaian h ~ k u m . ~ '  

Penelitian yang telah dilakukan peneliti di Mahkamah Agung 11 

Oktober 2006 dan 11 Desember 2006 ~nenunjukkan, ada beberapa Per-da atau 

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota yang sebagian juga telah dibata!kan 

oleh Menteri Dalam Negeri yang diajukan ke MA untuk diuji secara materiil. 

Dari tahun 2002 sampai dengan 2006 ada 28 permohonan uji materiil. Akan 

tetapi tidak ada satupun permohonan dari kepala daerah untuk menguji 

Keputusan Menteri Dalam Negeri yang membatalkan produk hukum daerah. 

Demikian pula, penelitian yang dilakukan pcneliti di Departemen 

Dalam Negeri pada 11 Desember 2006, me~emukan Perda, Keputusan 

Gubernur dan Keputusan BupatiIWalikota yang dibatalkan Menteri Dalam 

Negeri dari tahlm 2002-2006 sebanyak 554 produk hukum daerah, dan 

ternyata tidak ada keputusan pembatalan yang dikeluarkan oleh hlenteri 

Dalam Negeri yang tepat waktu seperti yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 

1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004. Dari 554 produk hukum daerah yang 

telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sampai 9 Oktober 2006, hampir 

semua keputusan pembatalannya telah kadaluarsa. Di samping itu, meskipun 

UU No. 22 Tahun 1999 telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004, namun 

keputusan pembatalan Perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah masih 

25 Indra J. Piliang dkk. (Editor), Otonomi Daerah Evaluasi & Proyeksi, Divisi Kajian 
Dernokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa bekerjasarna dengan Partnership for Governance 
Reform in Indonesia, Jakarta, 2003, Hlrn. 59. 



berbentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri. Padahal menurut UU No. 32 

Tahun 2004 pembatalan Perda yang dilakukan oleh Pemerintah menggunakan 

bentuk hukum Peraturan Presiden. Berbagai permasalahan yang muncul 

berkisar pada pertanyaan sebagai berikut: Lembaga manakah yang beiwenang 

mengfiji Peraturan Daerah? Bagaiinana kedudukan Peraturan Daerah dalam 

hirarki peraturan perundang-undangan? Dapatkah Menteri Dalam Negeri dan 

Gubernur membatalkan Perda? Bagaimana kedudukan hukum ke~utusan 

pembatalan (Keputusan Menteri Dalam Negeri) yang telah kadaluarsa tersebut 

di mata hukum? Bagaimana pula kedudukan hukum Keputusan Menteri 

Dalam Negeri tentang pembatalan Perds setelah berlakunya UU No. 32 Tahun 

2004? 

Mengingat banyaknya satuan pemerintahan daerah dan banyaknya 

keputusan tingkat daerah, nampaknya pengawasan represif akan sulit 

dilakukan dengan sempurna. Hal ini dapat diketahui dari pembatasan wsktu 

bagi Perda dan Keputusan Kepala Daerah untuk disampaikan kepada 

Pemerintah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Kemudian 

pembatalan Perda dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak 

diterimanya Perda. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keputusan 

pembatalan Perda, kepala daerah hams memberhentikan pelaksanaan Perda 

dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda d i m a k ~ u d . ~ ~  

26 Lihat Konipas, 13 Oktober 2006. Pemerintah (Menteri Keuangan) minta tambahan 
waktu dari 15 hari menjadi 30 hari untuk mengevaluasi setiap Raperda atau Perda yang masuk 



B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas permasalahan yang dapat dimunculkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah hubungan pengawasan produk hukum daerah antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia? 

2. Apakah pengaturan pembatalan produk hukum daerah dalarn Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945? 

3. Apakah implementasi pembatalan produk hukum daerah oleh Pemerintah 

selarna taliun 2002-2006 telah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 

Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telltang 

Pemerintahan Daerah? 

C. Tujuan Penelitian 

Atas dasar pennasalahan tersebut di atas penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mengkaji dan menemukan hubungan pengawasan produk hukum daerah 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesctuan 

Republik Indonesia 

ke Departemen Dalam Negeri karena perbandingan antara jumlah Perda barn yang muncul 
dan beban kerja di Depdagri dan Depkeu yang terns bertambah. 



2. Mengkaji kesesuaian pengaturan pembatalan produk hukum daerah dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dengan UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

3. Mengkaji dm menganalisis implementasi pembatalan produk hukum 

daerah oleh Pemerintah selarna tahun 2002-2006 ditinjau dari 

kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan UU 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

1. Kepentinga teoritik, yaitu bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, 

berupa temuan-temuan teoritik dalam konsep negara kesatuan, asas negara 

kesatuan dengan sentralisasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan, 

pengawasan norma hukum, pengawasan produk hukum daerah, dan 

hubungan pengawasan Pusat dan Daerah dalam negara kesatuan. 

2. Kepentingan praktik, yritu memberikan landasin, pedoman, dan rambu- 

rarr~bu bagi baddpejabat pemerintah (Presiden dan DPR) dalam 

mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah dengan otonomi dan tugas 

pembantuan, menyusun atag menyempurnakan peraturan pe&ndang- 

undangan, mengambil kebijakan dalam pengawasan terhadap produk 

hukum daerah. Disamping itu, memberikan landasan, pedoman, dan 



rambu-rambu bagi badadpejabat pemerintah daerah (Kepala Daerah dan 

DPRD) dalam melaksanakan otonomi daerah dan menyusun atau 

menyempumakan produk hukum daerah. 

E. Definisi Operasional 

Di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pengawasan adalah 

pengawasan preventif dan represif terhadap Peraturm Daerah dan Keputusan 

Kspala Daerah, terutama yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 

34 Tahun 2000, W No. 32 Tahun 2004, dan peraturan pelaksanaannya. 

Di dalam penelitian ini yang dimaksud produk hukum daerah adalah 

Peraturan Damah d m  Keputusan Kepala Daerah. 

Di dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat 

selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 2004. Adapun Pemerintah Daerah adalah 

Gubemur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 



F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normaiif dengan metode 

pendekatan perundang-undangan (statute approach).27 Pendekatan 

perundang-u~dangan (statute approach) dilslkukan dengan mempelajari dasar 

ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan, landasan filosofis 

peraturan perundang-undangan, dan ratio legis ketentuan peraturan 

perundang-undangan pemerintahan daerah. Disamping itu, menelaah 

hubungan pengawasan produk hukum daerah antara Pemerintah dengan 

Pemerintah Daerah, menelaah konsistensi dan kesesuaian Undang-Undang 

No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; konsistensi d a ~  kesesuaian Undang-Undang 

No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah 

No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 66 

Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 

1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 20041 konsistensi dan kesesuaian 

Keputusan Menteri Dalarn Negeri yang membatalkan Perda dan Keputusan 

- 

27 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Cetakan Ke-2, Kencana Prenada 
Media Group, Jakarta, 2006, Hlm. 102. Lihat juga Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi 
Penelitian Hukum Normatif; Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, 1-Ilm. 
302-303. 



Kepala Daerah selama 2002-2006 dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 

1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. 

Penelitian ini dilengkapi pula dengan pendekatan historis untuk 

memahami dasar pemikiran dan perkembangan pengaturan hubungan mtara 

Pusat dan Daerah baik yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) maupun dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menjadi 

obyek penelitian. Dengan pendekatan historis akan diketahui benang merah 

pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta 

pengawasar, produk hukum daerah oleh Pemerintah Pusat. 

2. Bahan Hukum 

Penelitian ini mernpergunakan bahan hukum primer (primary sources 

or authorities) dan bahan nukum sekunder (secondary sources or 

a~thorities).~' Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan untuk 

memperoleh: Pertama, bahan hukurn primer yang berupa: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Ketetapan NlPRS No. IV/MPR/2000 tentkg R.ekomendasi Kebijakan 

Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 

c. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 

1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

45 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada. Akhir Abad ke-20, 
Alumni, Bandung, 1994, Hlm. 134 d m  Hlm. 15 1. 



Pemerintah Daerah, UU No. 34 Tahun 2000 tentang tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah, UU No. 4 Tahm 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, No. 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 32 Tahm 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

d. PP No.21 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PP No. 65 Tahun 2001 tentang 

Pajak Daerah, PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, PP No. 

79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 53 tahun 2607 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerdl. 

e. Keputusan Menteri Dalam Negeri, khususnya yang mengatur tentang 

pembatalan Perda selama kurun waktu 2002-2006. 

f. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam 

Negeri dari 2002 sampai dengan 2006. 

Melalui bahan-bahan h u h m  inilah diharapkan akan ditemukan model 

pengaturan hubungan pengawasan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kedua, bahan hukum sekunder, yzitu yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian terdahulu, karya 



ilmiah dari kalangan ahli hukum dan non hukum yang relevan dengan obyek 

penelitian ini, risalah persidangan pembentukan undang-undang; jurnal 

ilmiah, dan ketiga, bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus dan 

e n ~ i k l o ~ e d i . ~ ~  

3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Bahan penelitian yang dikurnpulkan yang berupa Keputusan Menteri 

Dalam Negeri yang membatalkan Perda atau Keputusan Kepala Daerah dari 

2002 sampai dengan 2006 sebanyak 554 buah, diperoleh dari Departemen 

Dalam Negeri, Jakarta. Data tentang jumlah perkara pengujian Perda dan 

Keputusan Kepala Daerah yang diajukan ke Mahkamah Agung dari 2002 

sampai dengan 2006 sejumlah 28 perkara, diperoleh dari Mahkamak Agung 

RI, Jakarta. Dan bahan hukum berupa Risalah Pessidangan Perubahan Atas 

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diperoleh dari 

Sekretariat Jenderal DPP- RI, Jakarta. Teknik pengumpulan bahan hukum 

tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). 

Selain melakukan studi kepustakaan, penelitian ini juga didukung 

dengan melakukan wawancara dengan staf Biro Hukum Departemen Dalam 

Negeri dan Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. 

46 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatil; P.ajaGrafindo 
Persada, Jakarta, 1995, Hlm. 29. 



4. Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah diskriptif 

kualitatif. Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk 

mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti 

mernbuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk 

memudahkan pekerjaan analisis dan k ~ n s t r u k s i . ~ ~  

Data yang berupa Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang 

ciibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam 

IVegeri selama kurun waktu 2002-2006, disusun dalam bentuk tabel. Data 

tentang jumlah perkara pengujian Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang 

diajukan ke Mahkamah Agung selama k u m  waktu 2002-2006, juga disnsun 

dalam bentuk tabel, sedangkan data yang berupa proses pembatalan Perda 

disusun dalarn bentuk bagan. 

Data yang sudah disistematisasi kemudian dianalisis secara kualitatif 

dengan cara menginterpretasikan, menguraikan dan menyusun secara 

sisiematis-logis sesuai dengan tujuan penelitian. 

5. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlangsung di beberapa tempat yang secara langsung 

atau tidak langsung memberikan data yang sangat berarti dan relevan bagi 

muatan penelitian ini. Adapun lokasi yang dipilih adalah sebagai berikut: 

4' Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 
25 1-252. 



a. Departemen Dalam Negeri, dipilih karena berkaitan dengan lembaga yang 

berwenang membatalkan peraturan perundang-undangan daerah 

b. Mahkamah Agung terkait dengan penyelenggara uji materiil peraturan di 

bawah Undang-Undang. 

c. Sekretariat Jenderal DPR RI, untuk menemukan Risalah Persidangan 

Pember~tukan UU (Rancangan Perubahan UU No. 22 Tahun 1999 menjadi 

UU No. 32 Tahun 2004). 

G. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun secara sistematis yang terbagi dalarn 6 (enarn) 

bab dengan rinciaq sebagai berikut: 

Bab Pertama, Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan mengenai latar 

belakang masalah, rurnusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab Kedua, Kajian Teoritik tentang Hubungan antara Pusat dan 

Daerah. Pada bab ini dikaji secara teoritik mengenai negara kesatuan, teori 

desentralisasi dan otonomi daerah, teori pengawasaq dan pengujian norma 

hukum. Teori-teori inilah yang akan memberikan sandaran untuk membantu 

menganalisis permasalahan yang akan diteliti. 

Bab Ketiga, Landasan Teoritis dan Yuridis Pembentukan dan 

Pengawasan Produk Hukum Daerah. Pada bab ini dikaji berbagai peraturan 



perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan pengawasan 

produk hukum daerah. 

Bab Keempat, Praktek Pengawasan dan Analisis. Pada bab ini 

disajikan data Perda yang dibatalkan oleh Pemerintah sejak tahun 2002-2006. 

Dikaji tentang landasan hukum pembatalan, dan bentuk-bentuk pembatalan, 

tepat tidaknya pemberian wewenang pembatalan produk hukum daerah 

kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur, pengujian oleh MA, serta 

upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat untuk memantau pembentukan 

produk hukum daerah. 

Bab Kelima, Penutup. Pada bab ini disarnpaikan kesimpulan dan saran 

terhadap masalah yang diteliti. 



BAB I1 

KAJIAN TEORITIK TENTANG HUBUNGAN 

ANTARA YUSAT DAN DAERAH 

A. Negara Kesatuan 

Hubungan Fusat dan Daerah dalam negara kesatuan menarik untuk dikaji, 

karena kelaziman negara yang berbentuk kesatuan pemegang otoritas 

pemerintahan adalah Pemerintah Pusat atau dengan kata lain kekuasaan bertumpu 

di pusat pemerintahan. Kewenangan yang diberikan oleh Pusat kepada Daerah 

biasanya sangat terbatas. Seringkali disebut karakter negara kesatuan itu 

sentralistis. Hal itu berbeda secara diametrik dengan negara yang berbentuk 

federal. Dalam negara federal, negara-negara bagian relatif lebih memiliki ruang 

gerak yang leluasa untuk mengelola kekuasaan yang ada pada dirinya, karena 

kekuasaan negara terdesentralisir ke negara bagian. Karakter yang melekat pada 

bentuk regara federal adalah desentralistis dan lebih demokratis. I 

Menurut Fred Isjwara, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang 

paling ltokoh, jiks dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalarn negara 

kesatuan terdapat, baik persatuan (union) maupun keqatuhn (unity).2 Dilihat dari 

segi susunan negara kesatuan, maka negara kesatuan bukan negara tersusun dari 

beberapa negara melainkan negara tunggal. Abu Daud Busroh mengutarakan: 

1 Harun Alrasyid, "Federalisme Mungkinkah Bagi Indonesia (Beberapa Butir 
Pemikiran)", dalam Adnan Buyung Nasution dkk., Federalisme Unruk Indonesia, Kompas, 
Jakarta, 2000, Hlm. 7. 

Fred Isjwara, Pengantar Ilmu Polirik, Cetakan Kelima, Binacipta, Bandung, 1974, 
Hlm. 188. 



". . .negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa 
negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu 
sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalarn 
negara. Jadi dengan demikian, di dalam negara kesatuan itu juga hanya 
ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai 
kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. 
Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat 
memutuskan segala sesuatu dalam negara ter~ebut."~ 

Negara Kesatuan dapat dibedakan d a l m  dua bentuk: (1) Negara kesatuan 

dengan sistem sentralisasi. (2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. 

Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara 

langsung diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat dan daerah-daerah hanya 

tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat. 

Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah- 

daerah diberikaz kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus 

rumah ranggaya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah 

L.J.van Apeldoorn, mengatakan: ". . .suatu negara disebut nzgara kesatuan 

apabila kekuasaan hanya dipegang oleh pemerintah pusat, sementara provinsi- 

provinsi menerima kekuasaan dari pemerintah pusat. Provinsi-provinsi itu tidak 

mempunyai hak mandiri". 

Negara kesatuan sebagai negara dengan sentralisasi' kekuasaan, menurut 

Thorsten V. Kalijarvi ialah: 

3 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, Hlm. 
64-65. 

Fahmi Amrusyi, "Otonomi Dalam Negara Kesatuan", dalam Abdurrahman (editor), 
Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Media Sarana Press, Jakarta, 1987, Hlm. 56. 

Bonar Simorangkir et al., Otonomi Atau Federalisme Dampaknya Terhadap 
Perekonomian, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan dan Harian Suara Pembaruan, Jakarta, 
2000, Hlm. 14. 



"negara-negara di mana seluruh kekuasaan dipusatkan pada satu atau 
beberapa organ pusat, tanpa pembagian kekuasaan antara pemerintah 
pusat dengan pemerintah bagian-bagian negara itu. Pemerintah bagian- 
bagian negara itu hanyalah bagian pemerintahan pusat yang bertindak 
sebagai wakil-wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan 
administrasi setempat". 

Dalam negara kesatuan bagian-bagian negara itu laziin disebut dengan 

daerah, sedangkan istilah daerah ini merupakan istilah teknis bagi penyebutan 

suatu bagian teritorial yang berpemerintah~n sendiri dalam rangka negara 

kesatuan yang dimaksud. Untuk dapat lebih memahami istilah atau pengertian 

tersebut dapat ditambahkan, bahwa dengan kata daerah (gebiedsdeel) 

dimaksudkan lingkungan yang dijelmakan dengan membagi suatu kesatuan 

lingkungan yang disebut "wilayah" (gebied). Dengan kata lain, istilah "daerah" 

berrnakna "bagian" atau unsur dari suatu lingkungan yang lebih besar sebagai 

suatu ke~atuan.~ 

Menurur Sri Soemactri zdanya pelimpahan wewenang dari Femerintah 

Pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah ha1 itu ditetapkan dalam 

konstitlisinya, akan tetapi karena masalah itu adalah merupakan hakikat daripada 

negara kesatuan.' 

Alasan menjaga kesatuan dan integritas negara merupakan salah satu 

alasan Pemerintah Pusat untuk senantiasa mendominasi pelaksanaan urusan 

pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak Pemerintah Daerah untuk 

Lihat dalim Fred Isjwara, Op.Cit., Hlm. 179. 
7 J .  Wajong, Asas dun tujuan Pemerintahan Daerah, Jambatan, 1975, Hlrn.  24. 
8 Sri Soemantri M. ,  Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Rajawali, 

Jakarta, 1981, Hlrn. 52. 



ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola serta memperjuangkan 

kepentingan daerahnya. 

Ditinjau dari sudut politik terdapat perbedaan prinsipiil antara federasi 

dengan negara kesatuan. E. Utrecht mengemukakan bahwa: 

"Pada permulaan perkembangan kenegaraan, perlu adanya sentralisasi 
kekuasaan supaya kekuatan-kekuatan yang bertujuan akan meruntuhkan 
kesatuan yang bam itu dapat dilenyapkan. Apabila ternyata kekuatan- 
kekuatan itu sudah tidak ada lagi, hidup negara yang baru itu tidak 
terancam lagi oleh kekuatan-kekuatm yang bertujuan meruntuhkan 
kekuasaan, maka sentralisasi dapat dijadikan desentralisasi, bahkan lebih 
jauh !agi suatu desentralisasi yang bersifat federa~i."~ 

Pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam satuan- 

satuan teritorial yang lebih kecil dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk 

dekonsentrasi teritorial, satuan otonomi teritorial, atau federal. Selain bentuk- 

bentuk utama di atas, ada beberapa cara yang lebih longgar seperti konfederasi, 

atau uni, tetapi dua bentilk tzrzkhir 'ini tidak dapat disebut sebagai suatu 

pemencaran penyelenggarasn negara dan pemerintahan karena tidaic diikuti 

dengan pembagian kekuasaan atau wewenang. Masing-masing tetap secara penuh 

menj alankan kekuasaan sebagai negara. 10 

Dari bentuk-bentuk utama pemencaran penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan di atas, akan dijumpai paling kurang tigaabentuk hubungan antara 

Pusat dan Daerah. Pertama, hubungan Pusat dan ~ a e r a h  menurut dasar 

~p - 

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Cetakan XIII, Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta, 1991, hlm. 144 

10 Bagir Manan, Menyongsong FajarOtonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII, 
Yogyakarta, 2001, Hlm. 32. 



dekonsentrasi teritorial. Kedua, hubungan Pusat dan Daerah menurut dasar 

otonomi teritorial. Ketiga, hubungan Pusat dan Daerah menurut dasar federal. ' I  

Selain perbedaan, ada persamaan persoalan hubungan-hubungan pusat dan 

daerah dalam ketiga bentuk tersebut, terutama hubungan Pusat dan Daerah 

menurut dasar otonomi teritorial dan hubungan Pusat dan Daerah menurut dasar 

federal. Perbedaannya, dasar hubungan Pusat dan Daerah menurut dasar 

dekonsentrasi teritorial, bukan mempakan hubungan antara dua subyek hukum 

(publiek rechtspefsoon) yang masing-masing mandiri. Satuan pemerintahan 

teritorial dekonsentrasi tidak mempunyal wewenang mandiri. Satuan teritorial 

dekonsentrasi merupakan satu kesatuan wewenang dengan departemen atau 

kementrian yang bersangkutan. Sifat wewenang satuan pemerintahan teritorial 

dekonsentrasi adalah delegasi atau mandat. Tidak ada wewenang yang 

berdasai.kan airibusi. Urusan pemerintahan yang dilakukm satuan pemerintahan 

teritorial dekonsentrasi adalah urusan Pusat di daerah. Persamaannya, baik 

dekonsentrasi maupun otonomi, sama-sama hanya rnenyelenggarakan 

pemeriiltahan di bidang administrasi negara. Baik dekonsentrasi maupun otonomi 

sama-sama bersifat adtninistratiefrechttelijk, bukm staatsrechttelijk.I2 

Hubungan Pusat dan Daerah atas dasar otonomi teritorial merupakan 

konsep dalam negara kesatuan. Satuan otonomi teritorial rnirupakan suatu satuan 

mandiri dalam lingkungan negara kesatuan ymg berhak melakukan tindakan 

hukum sebagai subyek hukum untuk mengatur dan mengurus Sungsi 

per~erintahan (adrninistrasi negara) yang menjadi urusan rumah tangganya. Jadi, 

" Ibid, Hlm. 32-33. 
'' Ibid., Hlm. 33. 



hubungan Pusat dan Daerah atas dasar otonomi teritorial memiliki kesamaan 

dengan hubungan Pusat dan Daerah atas dasar federal yaitu hubungan antara dua 

subyek hukum yang masing-masing berdiri sendiri. Perbedaannya, dalam otonomi 

teritorial, pada dasarnya seluruh fi~ngsi kenegaraan dan pemerintahan ada dalam 

lingkungan Pemerintah Pusat yang kemudian dipencarkan kepada satuan-satuan 

otonomi. Pemencaran ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, 

undang-undang menetapkan secara tegas berbagai fungsi pemerintahan 

(administrasi negara) sebagai urusan rumah tangga daerah. Cara-cara ini mirip 

dengan cara-cara dalam sistem federal yang merinci kekuasaan negara bagian. 

Kedua, Pusat dari waktu ke waktu menyerahkan berbagai urusan baru kepada 

satuan otonomi. Ke'iga, pusat mengakui urusan-urusan pemerintahan tertentu 

yang 'dici~takari' atau yang kemudian diatur dan diurus satuan otonomi baik 

ksrena tida!c diatur dan diurus Pusat maupun atas dasar semacam concurrent 

power.13 Keempat, rnembiarkan suatu urusan yang secara tradisional atau sejak 

semula dikenali sebagai fungsi pemerintahan ymg diatur den diurus satuan 

otofiomi. Cara-cara penentuan urusan rumah tangga satuan otonomi ini akan 

menentckan suatu otonomi bersifat luas ztau terbatas. Perbedaan lain, hubungan 

antara kekuasaall federal dengan negara bagian bersifat ketatanegaraan. 

Sedangkan hubungan Pusat dan Daerah di bidang otonomi bersifat administratif.14 

Model hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara 

teoritis menurut Clarke dan Stewart dapat dibedakan menjadi tiga, yakni: 

13 Artinya .urusan pemerintahan yang penanganannyc dalarn bagian atau bidang tertentu 
dapat dilaksanakan bersarna antara Pernerintah dan pernerintah Daerah. Lihat Penjelasan Umum 
Angka 3 UU No. 32 tahun 2004. 

14 Bagir Manan, Menyongsong ..., Op.Cit., Hlrn. 34-35. 



"Pertama, The Relative Autonomy Model. Memberikan kebebasan yang 
relatif besar kepada pemerintah daerah dengan tetap menghorrnati 
eksistensi pemerintah pusat. Penekanannya adalah pada pemberian 
kebebasan bertindak bagi pemerintah daerah dalam kerangka 
kekuasa.an/tugas dan tanggung jawab yang telah dirumuskan oleh 
peraturan perundangan. Kedua, The Agency Model. Model dimana 
pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti 
sehingga keberadaannjra terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusat yang 
bertugas untuk menjalmkan kebijaksanaan pemerintah pusatnya. 
Karenanya pada model ini berbagai petlln.uk rinci dalam peraturan 
perundangar, sebagai mekanisme kontrol sangat menonjol. Pada model ini 
pendapatan asli daerah bukanlah hzl penting dan sistem keuangan 
daerahnya didominasi oleh bantuan dari pemerintah pusat. Ketiga, The 
Interaction Model. Merupakan suatu bentuk model dimana keberadaan 
dan peran pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah." I S  

Antara negara kesatuan dan federal bukan merupakan sesuatu yang hams 

dikonfrontasikan secara langsung. Hal itu lebih sebagai pilihan yang sangat 

berbeda mengenai pengaturan kekuasaan nasional. Perbedaan ditemukan dalam 

konsep pembagian kekuasaan, atau dalam istilah C.F. Strong, "pembagiar, 

kedaulatan". Menurut C.F. Strong, "The essence of a unitary state is that the 

souvereignty is undivided, or, in other word, that the powers of the ce~tral 

government are unrestricted, for the constitution of a unitary state does not admit 

of any other law-making body than the central one." (Hakikat negara kesatuan 

adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, .atau dengan kata lain, negara 

yang kekuasaan pemerintah pusatnya tak terbatas .k&ena konstitusi negara 

kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan 

pembuat undang-undang pusat). Pemerintah Pusat mempunyai wswenang untuk 

menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada Daerah berdasarkan hak otonomi, 

15 Richad Batley dan Geny Stoker, Local Government in Europe, 199 1, Hlrn. 5-6. 
16 C.F. Strong, Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study 

of Their History and Existing Form, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, 
London, 1966, Hlm. 84 



tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan Pemerintah Pusat. 

Jadi kedaulatannya, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar, 

sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. 

Lebih lanjut Strong mengatakan ada dua ciri mutlak yang melekat pada 

negara kesatuan, yaitu: (1) "the supremacy of the central parliament" and 

(adanya supremasi dari dewan penvakilan rakyat pusat dan) (2) "the absence of 

subsidiary sovereign bodies" (tidak adanya badan-badan lainnya yang 

berdaulat). ' 
Menurut van der Pot, setiap negara ltesatuan (unitary state, eenheidsstaat) 

dapat disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistem sentralisasi atau 

desentralisasi. Suatu pemerintahan sentralisasi dapat sepenuhnya dilaksanakan 

oleh dar. dari pusat pemerintahan (single centralized government) atau oleh Pusat 

bersama-sama organnya yang dipencarkan di daerah-daerah. Sentralisasi yang 

disertai pemencaran organ-organ yang menjalankan sebagian wewenang 

pemerinrahan Pusat di daerah dikenal sebagai dekonsentrssi (centralisastie met 

deconcentratie). Desentralisasi akan di dapat apabila kewenangan mengatur dan 

mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan - oleh 

Pemerintah Pusat (central government), inelainkan oleh satuan-satuan 

pemerintahan tingkat !ebih rendah yang mandiri (zelfstan'dig) bersifat otonom 

(teritorial ataupun fungsional).18 

" Ibid. 
18 C.W.van der Pot, Handboek van Nederlandse Staatsrecht, Tjeenk Willink, Zwolle, 1983, 

Hlm. 525 dst., dikutip kembali oleh Bagir Manan, "Politik Hukum Otonomi Sepanjang Peraturan 
Perundang-undangan Pemerintahan Daerah" dalam Martin H. Hutabarat dkk. (Penyunting), Hukum 
Dan Politik Indonesia Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dun Otonomi Daerah, Pustaka Sinar 
Harapan, Jakarta, 1996, Hlm. 140. 



Mengenai perbedaan antara federasi dengan negara kesatuan, 

fianenburg19 mengemukakan dua kriteria berdasarkan hukum positif sebagai 

berikut : 

1. Negara-bagian sesuatu federzsi memiliki "pouvoir constituant" yakni 
wewenang membentuk undang-undang dasar sendiri serta wewenang 
mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka dan batas-batas konstitusi 
federal, sedangkan dalam negara kesatuan organisasi bagian-bagian negara 
(pemerintah daerah) secara garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk 
undang-undang Pusat; 

2. Dalam negara federal, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk 
mengatur hal-ha1 tertentu telah terperinci satu per satu dalam konstitusi 
federal, sedangkan dalam negara kesatuan wewenang pembentukan undang- 
undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan wewenang 
pembentukan undang-undang rend.ahan (lokal) tergantung pada badan 
pembentuk undang-undang Pusat itu. 

Perbedaan ini oleh F. ~sjwara'di~ambarkan sebagai berikut. Dalam negara 

federal wewenang legislatif terbagi dalam dua bagian, yakni mtara badan 

legislatif puzat (federal) dan badan legislatif dari negara-negara bagian, sedangkan 

dalam negara kesatuan wewenang legislatif berada dalam tangan badan legislatif 

Pusat, sedangkan kekuasaan badan legislatif rendahan (lokai) didasarkan atas 

penentuan dari badan legislatif Pusat itu dalam bentuk undang-undang organik. 

Tetapi menurut Hans Kelsen dalam negara federal tidak hanya wewenang 

legislatif saja yang dibagi antara negara federal dan negara-negara bagian, akan 

tetapi juga wewenang eksekutif daii administratif (in thefederal state it is not only 

the legislative competence that is divided between the federation and the 

component states, but also the judicial and the administrative competence).20 

19 R. Krenenburg, Algemene Staatsleer, H.D. Tjeenk Willink, Haarlern, 195 1 Bab VI, lihat 
dalarn Miriam Budiardjo, Op.Cit., hlrn. 143. 

20 Miriam Budiardjo, Ibid. 



Ditinjau dari segi integrasi antara kesatuan-kesatuan politik yang 

bergabung itu, maka integrasi negara kesatuan lebih kokoh daripada negara 

federal. Rila ditinjau dari sudut kenegaraan dan sudut hukum, perbedaan antara 

negara federal dan negara kesatuan ymg didesentralisir hanya perbedaan nisbi 

saja. Dalam hubungan ini Kelsen mengemukakan bahwa perbedaan antara negara 

federal dengam negara kesatuan yang didesentralisir itu hanyalah perbedaan dalam 

tingkat desentralisasi. Tetapi apabila ditinjau dari sudut politik maka terdapat 

perbedaan pri~~sipiil antara negara federasi dengan negara ke~atuan.~'  

Model negara kesatuan, asumsi dasarnya berbeda secara diametrik dari 

negara federal. Formasi negara kesatuan dideklarasikan saat kemerdekaan oleh 

para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari 

satu negara. Tidak ada kesepakatan para penguasa daerah, apalagi negara-negara, 

ka re~a  diasumsikan bahwa semua wilayah yang termasuk di dalamnya bukarilah 

bagian-bagian wilayah yang bersifat independen. Dengan dasar itu, maka negara 

membentu!~ daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang kemudian diberi kekuasaan 

atau kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengurus berbagai kepentingan 

masyarakatnya, ini diasumsikan bahwa negaralah yang menjadi sumber 

2 1  Ibid., Hlm. 144. 
22 Andi A. Mallarangeng & M. Ryaas Rasyid, "Otonomi Dan Federalisme", dalam St. 

Sularto dan T. Jakob Koekerits (Penyunting), Federalisme Untuk Indonesia, Penerbit Kompas dan 
Friederich Ebert Stiftung, Jakarta, 2000, hlm. 18-19. Lihat juga dalam A1 Chaidar, Zulfikar 
Salahuddun, Herdi Sahrasad, Federasi atau Disintegrasi, Telaah Rwal Wacana Unitaris Versus 
Federalis Dalam Perspektif Islam, Nasionalisme dun Sosial Demokrasi, Madani Press, Jakarta, 
2000, hlm. 20 1-202. 



B. Desentralisasi dan Otonomi Daerah 

1. Desentralisasi dan Demokrasi 

Sebagai konsep, desentralisasi tumbuh dan berkembang seiring dengan 

tuntutan dan kebutuhan negara demokrasi sejak lama. Konsep desentralisasi baru 

banyak diperdebatkan, khususnya di negara-negara sedang berkembang pada 

tahun 1950-an. Pada periode ini dapat dikatakan sebagai "gelombang" pertama 

konsep desentralisasi t.elah mendapat perhatian khusus, dan telah diartikulasikan 

sebagai konsep yang paling relevan untuk memperkuat dan memberdayakan 

penyelenggaraan pemerintahan lokal. Gelombang kedua gerakan desentralisasi, 

utamanya di negara-negara sedang berkembang adalah pada akhir tahun 1970- 

an. 23 

23 Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hoessein, "Desentralisasi dan Otonomi Daerah", dalam 
Paradigma Baru Otorlomi Daerah, P2p-L.IPI, Jakarta, 2001, Jakarta, Iilm. 22. Dikutip kembali 
oleh Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah Pnsang Surut Hubungan Kewenangan arrtara DPRD 
dun Kepala Daerah, Aluinni, Bandung, 2004, Hlm. 114. Penelitian Rondinelli dan Cheema 
memberikan catatan, semenjak awal-awal 1950-an, kontrol terhadap upaya-upaya pembangunan di 
sebagian besar negara-negara Dunia Ketiga telah dipusatkan pada kementrian dan lembaga- 
lembaga pemerintah nasional. Kontrol terpusat memang sejalan dengan teori-teori utama 
pembangunan ekonomi yang muncul pada akhir 1940-an. Namun menjelang akhir 1960-an diakui 
secara luas bahwa perencanaan terpusat tidak berhasil mencapai tujuan-tujuan tersebut. 
Pertumbuhan ekonomi tetap berjalan lambat di sebagian besar negara-negara berkembang 
sepanjang 1950-an dan 1960-an; bahkan di negara-negara dengan raju ~erturnbuhan yang tinggi 
sekalipun, hanya kelornpok kecil yang biasanya rneraih manfaat dari peningkatan prcduksi 
nasional. Kesenjangan pendapatan antara si kaya dengan si miskin; dan antar daerah, melebar 
dibanyak negara. Tak diragukan lagi bahwa sebagian besar minat pada desentralisasi muncul dari 
kesadaran sepanjang 1970-an bahwa kontrol dan pengelolaar, terpusat terhadap perekonomian 
negara-negara berkembang tidak menjamin pertumbuhan ekonomi yang pesat dan bahwa hanya 
sedikit negara yang dapat menerapkan secara mudah anjuran-anjuran yang diberikan oleh para 
pakar ekonomi dan lernbaga-lembaga bantuan internasional bagi perencanaan yang kompiehensif 
dan berjangka panjang. Lihat Dennis A. Rondinelli d in  G. Shabbir Cheema, "Implementing 
Decentralization Policies; An Introduction", dalam G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli 
(Editors), Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries, 
Sage Publications, Beverly Hills/London/New Delhi, 1983, Hlm. 10-1 1. John M. Cohen dan 
Stephen B. Peterson, membahas pelaksanaan reformasi dan program desentralisasi melalui tiga 
fase: pertama, awa! 1960-an; kedua, pertengahan 1970-an sampai awal 1980-an; ketiga, sejak 
pertengahan 1980-an. Lihat dalam John M. Cohen dan Stephen B. Peterson, Administrative 
Decentralization, Kumarian Press, USA, 1999, Hlm. 2-3. 



Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang 

dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan 

I t  lokal (local government), di sana terjadi "... a superior" government - one 

encompassing a large jurisdiction - assigns responsibility, authority, or function 

to 'lower' government unit - one encompassing a smaller jurisdiction - that is 

assumed to have some dzgree ofauthonomy. " 24 Adanya pembagian kewenangan 

serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yailg 

diberikan kepada unit pemerintzhan yang lebih rendah (pemerintah lokal), 

merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi. 

Namun perbedaan konsep yang jelas ini menjadi remang-remang tatkala 

diterapkan dalam dinamika pemerintahan yang ~ e b e n a r n ~ a . ~ ~  

Dari aspek politik, Parson mendefinisikan desentralisasi sebagai "sharing 

of the governmental power by a central rulling group with other groups, each 

havirrg authority within a specijc area of the state ". 26 (pembagian kekuasaan 

pemerintahan dari pusat dengan kelompok lain yang masing-masing mempunyai 

wewenang ke dalam suatu daerah tertentu dari suatu negara). Sedangkan 

Mawhood mendeiinisikan desentralisasi adalah devolution ofpowerfrom central 

24 Hany Friedman, "Decentralized Development in Asia", dalam G. Shabbir Cheema dan 
Dennis A. Rondinelli (Editors), Decentralization and ..., Op.Cit., Hlm. 35. 

25 Riswanda Imawan, "Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan Good 
Governance", dalam Syamsuddin Haris (Editor), Desentralisasi dun Otonomi Daerah Naskah 
Akademik dun RUU Usulan LIPI, Pusat Penelitian Politik LIPI 2003 bekerjasama dengan 
Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI), Cetakan Kedua, LIPI Press, Jakarta, 
2004, Hlm. 40. 

26 Dikutip oleh Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hoessein, "Desentralisasi ...", Op.Cit., 
Hlm. 23-25. 



to local governments. (devolusi kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah ~ a e r a h ) . ~ ~  

Menurut Henry Maddick, desentralisasi mencakup proses dekonsentrasi 

dan devolusi, merupakan pengalihan kekuasaan secara hukum untuk 

melaksanakan fungsi yang spesifik maupun residual yzng merjadi kewenangan 

Pernerintah ~ a e r a h . ~ '  

Perbedaan ini muncul dari pemaknaan terhadap istilzh desentralisasi itu 

sendiri. Para pakar politik sependapzt bahwa dianutnya desentralisasi adalah agar 

kebijakan Peinerintah tepat sasaran, dalam arti sesuai dengan kondisi wilayah 

serta masyarakat setempat. Perbedaan menyeruak tatkala cara terbaik untuk 

mewujudkan keinginan ini. 

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, desentralisasi oleh Rondinelli dan 

Cheema didefinisikan cukup longgw, tetapi tergolong perspektif administrasi, 

yaitu " the transfer of planning, decision-making, or administrative authoriiy 

from central government to its field organizations, local administrative units, semi 

autonomous and parastatal organizations, local government, or non-government 

organizations ". 29 Cperalihan kewenangan perencanaan, pengambilan keputusan, 

dan administratif dari pemerintah pusat ke organisasi lapangan, satuan 

adminsitrasi daerah, lembaga-lembaga semi otonom dan antar daerah (parastatal), 

pemerintah ciaerah, atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat). 

27 Philip Mawhood, Local Government in the Third World, John Wisley and Sons, 
Chicester, UK, 1983. 

28 Henry Maddick, Democracy, Decentralization an Development, reprinted London, 
Asia Publishing House, 1966, Hlrn. 23. Diterjemahkan bebas dengan judul Desentralisasi dalam 
Praktek, Cetakan I ,  Pustaka Kendi, Y ogyakarta, 2004, Hlm. 34. 

29 Dennis A. Rondinelli dan G .  Shabbir Cheema, "Implementing Decentralization 
Policies; An Introduction", dalam G .  Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Editors), 
Decentralization and ..., Op. Cit., Hlm. 18. 



Aneka bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut 

tingkat peralihan kewenangan. Kewenangan untuk merencai~akan, memutuskan, 

dan mengatur dari pemerintahan pusat ke lembaga-lembaga yang lain. Ada empat 

bentuk utama desentralisasi, yaitu (1) dekonsentrasi, (2) delegasi ke lembaga- 

lembaga semi-otonom atau antar daerah (parastatal), (3) pelimpahar kewenangan 

(devolusi) ke pemerintah daerah, da11 (4) peralihan hngsi dari lembaga-lembaga 

negara ke lerribaga swadaya masyarakat (LSM).~' 

Yertama, dekonsentrasi mencakup redistribusi tanggungjawab 

administratif hanya di dalarn badan pemerintahan pusat. Menurut Henry Maddick, 

dekonsentrasi merupakan "the delegation of authority adequate for the discharge 

of specifled functions to staff of a central departement who are situated outside 

the headquaters" 31 (pendelegasian kewenangan sebagai fungsi-flungsi khusus dari 

pemerintah pusat terhadap staf yang ada di bawahnya). Parson mendefinisikan 

dekonsentrasi adalah "the sha;-ing ofpower between members of the same rulling 

grcup having authority respectively in diffrent areas of the state" 32 (pembagian 

kekuasaan antara anggota-anggota dari kelompok yang sma di dalam suatu 

negara). Mawhood yang menyamakan dekonsentrasi dengar? administrative 

decentralisation, mendefinisikan dekonsentrasi sebagai "transfer of 

administrative responsibility from central to local govern&ents." 33 (perpindahan 

tanggungjawab administratif dari Pusat ke Pemerintah Daerah). Menurut F.A.M. 

30~bid. 
3 I Henry Maddick, Loc. Cit. 
32 Dikutip oleh Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hoessein, "Desentralisasi . ..", Loc.Cit. 
33 Ibid. 



Stroink dekonsentrasi ialah atributielpenyerahan kewenangan menurut hukum 

publik kepada pejabat-pejabat, diwakili oleh pejabat-pejabat departemen.34 

Kedua, delegasi kewenangan untuk mengambil keputusan dan manajemen 

atas fungsi-fungsi khusus kepada lembaga-lembaga yang tidak berada di bawah 

kontrol langsung kementrian pemerintah puszit. Seringkali lembaga-lembaga yang 

menerima delegasi peran-peran pembangunan tersebut memiliki kewenangan 

semi otonom untuk melaksacakm tanggung jawabnya dan bahkan tidak berada di 

dalam struktur pemerintahan tetap.3s 

Ketiga, bentuk desentralisasi yang lain berupaya menciptakan atau 

memperkokoh tingkat atau satuan-satuan pemerintah independen melalui devolusi 

peran dan kewenangan. Melalui devolusi, pemerintah pusat melepaskan fungsi- 

fungsi tertentu atau membentuk satuan-satuan haru pemerintah y a ~ g  berada di 

luar kontrol langsungnya. Kempat, di bar,yak negara Cesentralisasi dilakukan 

melalui peralihan tugas perencanaan dan tanggung jawab administratif tertentu, 

atau peralihan fungsi publik, dari pemsrintah ke lembaga-lembaga sukarela, 

swasta atau non pemerintah (LSM). Pada. kasus tertentu, pemerintah dapat 

memindahkan hak untuk memberi ijin, mengatur, atau mengawasi anggota- 

anggotanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang sibelumnya dikontrol oleh 

pemerintah ke lembaga-lembaga paralel - seperti asosiasi industri dan 

perdagangan nasional, lembaga professional atau pakar, partai politik, atau 

34 F.A.M. Shoink, Pemahaman Tentang Dekonsentrasi, diterjemahkan Ateng Syafrudin, 
Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 7. 

35 Dennis A. Rondinelli dan G .  Shabbir Cheema, "Implementing ..., Loc.Cit., Hlm. 18. 
36 Ibid. 



Kelompok yang memaknai desentralisasi sebagai devolusi dan 

dekonsentrasi menyatakan bahwa bentuk konkret dari dianutnya asas ini adalah 

daerah otonom. Ciri utama dari daerah otonom adalah adanya lembaga 

penvakilan daerah dan eksekutif yang berfungsi sebagai lembaga politik lokal. 

Mereka yang bergelut dengan keseharian politik di tingkat lokal, karenanya 

memahami betul dinamika sosial yang terjadi. Adalah logis bila kepada mereka 

diberi hak untuk menentukan kebijakan pemerintallan sendiri, sesuai dengan 

harapan dan kondisi masyarakat senyatanya. Di sini devolusi merupakan jawaban 

yang paling tepat. Konsekuensiriya pada tataran pemerintahan lokal, lembaga 

perwakilan rakyat daerah (untuk kasus Indonesia: DPRD) menjadi aktor utama 

penentu k e b i j a k a ~ ~ . ~ ~  

Di kalangan ahli hukum Indonesia, desentralisasi didefinisikan secara 

beragam. Menurut RDH Koesoemahatriladja, secara harfiah kata desentralisasi 

berasai dari dua penggalan kata bahasa Latin yakni: de berarti lepas, centrum 

berarti pusat. Makna harfiah dari desentralisasi adalah melepaskan diri dari pclsat. 

Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan 

pemerint3han dari pusat kepada daerah-daerah. Desentralisasi merupakan 

staatkundige decentra!isatie (desentralisasi ketatanegaraan), atau lebih sering 

disebut dengan desentralisasi politik, bukan ambtelijke' decentralisatie, seperti 

halnya dengan dekonsentra~i.'~ Dekonsentrasi merupakan arnbtelijk 

37 Riswanda Irnawan, "Desentralisasi,. . .", dalarn Syarnsuddin Haris (Editor), Op. Cit., 
Hlrn. 41. 

38 RDH. Koesoernahatrnadja, Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di 
Indonesia, Binacipta, Bandung, 1979. Dikutip kernbali oleh M. Laica Marzuki dalarn Berjalan- 
jalan di Ranah Hukum, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal & 
Kepaniteraan Mahkarnah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlrn. 15 1. 



decentralisatie, disebut pula delegatie van bevoegheid, yakni pelimpahan 

kewenangan dari alat perlengkapan negara pusat kepada instansi bawahan untuk 

melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya, instansi bawahan 

melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat. Suatu delegatie van bevoegheid 

bersifat instruktif, rakyat tidak dilibatkan. Lebih tepat hubungan dekonsentrasi 

dinamakan mandaat varz bev~egheid. Dalarn pada itu, menurut R. Tresna, suatu 

pel impahan kewenangan (delegation of authority) dalam staatskundige 

decentralisatie berakibat beralihnya kewenangan pemerintahan pusat sacara tetap. 

Pemerintah pusat kehilangan kewenangan yang dilimpahkan, beralih kepada 

pemerintah daerah. 39 

Menurut ~oeciarto,~hesentralisasi adalah memberikan wewenang dari 

pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan 

tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Amrah Muslimin;" mengartikan 

desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan- 

golongan dalam masyarakat dalarn daerah tertentu untuk mengurus rumah 

tangganya sendiri. Irawan ~ o e j i t o ? ~  mengartikan desentralisasi adalah 

pelimpahan kewenangan Pemerintah kepada pihak laii untuk dilaksanakan. 

Sedangkan dekonsentrasi oleh Amrah ~ u s l i m i n ? ~  didefinisikan sebagai 

I pelimpahan sebagian dari kewenangan Pemerintah Pusat pada alat-alat 

-- 
39 M. Laiza Marzuki, Ibid., Hlm. 160. 
40 Joeniarto, Perkernbangan Pemerintahan Lokal, Bina Aksara, Jakarta, 1992, Him. 15. 
41 Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandl~ng, 1986, 

Hlm. 5 
42 Irawan Soejito, Hzibungan Pemerintah Pusat dun Pemerintah Daerah, Rineka Cipta, 

Jakarta, 1990, Hlm. 29. 
43 Amrah Muslimin, Op.Cit., Hlrn. 4 



Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Irawan Soejito, mengartikan dekonsentrasi 

adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya ~ e n d i r i . ~ ~  

Menurut Joeniarto, dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah 

pusat (atau pemerintahan atasannya) kepada alat-alat perlengkapan bawahan 

untuk menyelenggarakan urusan-urusamya yang terdapat di daerah.45 

Lebih jauh Amrah ~ u s l i m i n ~ ~  membedakan desentralisasi menjadi tiga 

macam, yaitu: desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi 

kebudayaan. Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari 

pemeri~tah Puszt, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga 

sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam 

daerah-daerah tertentu. 

Desentralisasi fungsionil adalah pcmberian hak d m  kewenangan pada 

golongan-golongan mengurus suatu macam atau golongan kepentingan dalam 

masyarakat, baik terikat ataupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti 

mengurus kepentingan irigasi bagi golongan tani dalam suatu atau beberapa 

daerah tertentu (waterschap; subak Bali). 

Desentralisasi kebudayaan (culturele decentralisatie) memberikan hak 

kepada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) 

menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (mengatur pendidikan, agarna, 

Demikian halnya dengan Irawan Soejito, yang membagi bentuk 

desentralisasi ke dalam tiga macam, yaitu desentralisasi teritorial, desentralisasi 

44 IrawanSoejito, Op.Cit., Hlrn. 34. 
45 Joeniarto, Op.Cit., Hlm. 10. 
46 Amrah Muslimin, Op.Cit., Hlm. 5. 
47 Ibid. 



fungsional, termasuk desentralisasi menurut dinaslkepentingan, dan desentralisasi 

administratif atau lazim disebut dek~nsentrasi.~' Desentralisasi teritorial ialah 

desentralisasi kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada suatu badan 

umum (openbaar lichaam) seperti persekutuan yang berpemerintahan sendiri. 

Desentralisasi fungsiona.1, yaitu pemberian kewenangan dari hngsi pemerintahan 

negara atau daerah untuk diselenggarakad dijalankan oleh suatu organ atau badan 

ahli yang khusus dibentuk untuk itu. Desentralisasi administratif (dekonsentrasi) 

adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan Pemerintah Pusat kepada alat 

perlengkapan atau organ pemerintah sendiri di daerah, yakni pejabat-pejabat 

Pemerinta!! yang ada di daerah, ~ ~ t u k  dilaksanakan. 

Desentralisasi adalah strategi mendemokatisasi sistem politik dan 

menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang merupakan isu yang 

selalu ada dalam praktek adniinistrasi publik. Berlawanan dengan sentralisasi 

dimana kekuasaan dan pengambilan keputusan berkonsentrasi pada pusat atau 

eselon atas, desentralisasi memperkenankan level kekcasaan pemerintahan yang 

lebih rendah atau di bawah dalam menentukan sejumlah isu yang langsung 

mereka perhatikan. Desentralisasi biasanya menyerahkan secara sistematis dan 

rasional pembagian kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab dari pusat 

kepada pinggiran, dari level atas pada level bawah, atau dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah lokal ( d a e r ~ ) . ~ '  

Dianutnya desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti 

ditinggalkannya asas sentralisasi, karena kedua asas tersebut tidak bersifat 

48 Irawan Soejito, Op.Cit., Hlm. 29-34. 
49 Raul P. De Guzman & Mila A. Referma, Decentralization Towards Democratization 

and Development, Eropa Secretariat, 1993, Hlm. 3. 



dikotomis, melainkail kontinum. Pada prinsipnya, tidaklah mungkin 

diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi. Sebab desentralisasi tanpa 

sentralisasi, akan menghadirkan disintegrasi. Oleh karena itu otonomi daerah 

yang pada hakekatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa, 

memerlukan bimbingan da~l  pengawasan Pemerintah, sehingga tidak menjelma 

menjadi kedaulatan. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah ciptaan 

pemerintah. Walaupun demikian, hubungan zntara daerah otonorn dan Pemerintah 

adalah hubungan antarorganisasi dan bersifat r e ~ i p r o k a l . ~ ~  

Dalam kontek demokrasi, keberadaan local government me~urut B.C. 

Smith: 

"Mainly &JO categories: there are that claim local government is good for 
natioi.la1 democracy; and there are those where the major concern is with 
the benejts to the locality of local democracy. Each can be futher 
subdivided into three sets of interrelated values. At the national ievel these 
values relate to political education, training in leadership and equality, 
liberty and responsiveness". '' (Ada dua kategori yang penting dalam 
pemerintahan daerah, pertamc, untuk membangun demokrasi di tingkat 
nasional, kedua memberikan keuntungan untuk demokrasi pada tingkat 
lokal atau daerah. Setiap tingkat selanjutnya di hagi ke dalam tiga ha1 yang 
saling berkaitan. Pada tingkat nasional -hal-ha1 tersebut berkaitan dengan 
pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan stabilitas politik. Pada 
tingkat lokal atau daerah berkaitan dengan kesamaan, kemerdekaan, dan 
tanggungjawab). 

Dalam sistem pemerintahan lokal, disamping dekonsentrasi dan 

desentralisasi, diselenggarakan pula tugas pembantuan (medebewirrd; co- 

administration: co-government) oleh pemerintah kepada daerah otonom. Berdasar 

50 Bhenyamin Hoessein, "Hubungan . . ., Op.Cit., Hlm. 199. 
5' B.C. Smith, Decentralization The Teritorial Dimention of  The State, George Allen & 

Unwin, London, 1985, Hlm. 19. 



asas ini, Pemerintah menetapkan kebijakan makro, sedangkan daerah otonom 

membuat kebijakan mikro beserta implementasinya. 52 

Menurut Koesoemahatmadja, medebewind atau zelfbestuur sebagai 

pemberian kemungkinan kepada pemerintawpemerintah daerah yang 

tingkatannya lebih atas untuk minta bantuan kepada pemerintah 

daerawpemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar rnenyelenggarakan 

tugas atau urusan rumah tangga (daerah yang tingkatannya lebih atas t e r ~ e b u t ) . ~ ~  

Istilah zelfbestuur merupakan pada~an dari kata selfgovernment yang di 

Inggris diartikan sebagai kegiatan pemerintahan di tiap bagian dari Inggris yang 

dilakukan oleh wakil-wakil dari yacg diperintah. Di Belanda zelfbestuur diartikan 

sebagai membantu penyzlenggaraan kepentingan-kepentingan dari pusat atau 

daerali-daerah yang tingkatannya lebih atas oleh alat-alat perlengkapan dari 

daerah-daerah yang lebih bawah. Dalam menjalankan medebewind itu, urusan- 

m s a n  yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah masih tetap merupakar, 

urusan pusat cq. Daerah yang lebih atas. Tidak beralih menjadi urusan rumah 

tangga daerah yang dimintakan bantuan. Akan tetapi, cara daerah otonom yang 

dimintakan bantuan itu melakukan pembantuamlya diserahkan sepenuhnya 

kepada daerah itu ~ e n d i r i . ~ ~  

Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum 

kepada masyarakat. Selain itu pemberian tugas pembantuan juga bertujuan untuk 

52 Lihat dalam Sadu Wasistiono, dkk., Memahami Asas Tugas Pembantuan, Fokusmedia, 
Bandung, 2006, Hlm. 6 .  

53 Ibid. 
54 Ibid. 



memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian pennasalahan serta membantu 

mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan 

karakteristiknya. Tidak semua kewenangan dapat dilaksanakan melalui asas 

desentralisasi maupun asas dekonsentrasi. Sementara disadari atau tidak Desa dan 

Daerah KabupatenIKota sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat 

dengan masyzrakatnya akan menjadi ukuran atau parameter bagi masyarakat 

dalam menilai kinerja pemerintahan secara keseluruhac. Dengan kata lain baik 

buruknya kinerja Pemerintah Daerah dalam berbagai segi akan mengimbas pada 

citra masyarakat tentang Pemerintah Pusat. Pemerintah sebagai penanggungjawab 

kemajuan wilayah dan kesejahteraan rakyat perlu untuk memberikan tugas 

pembantuan kepada Daerah dan ~ e s a . "  

Sentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan, 

melibatkan distribusi urusan pemerintahan oleh Pemerintah dalarn jajaran organ 

pemerintahan. Padr hakekatnya, urusan pemerintahan terbagi dalam dua 

kelompok. Pertama, urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh 

Pemerintah tanpa asas desentralisasi. Berbagai urusan pemerintahan tersebut 

secara eksltlusif menjadi wewenang Psmerintah, baik pemerintah negara kesatuan 

maupun pemerintah negara federal. Sejumlah urusan .pemerintahan tersebut 

diselenggarakan dengan asas sentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

Rondinelli pernah mengingatkan kepada para pembaca bukunya, bahwa: 

"...that not all function of the state can or should be decentralized. T h ~ s e  
functions that are essential to the survival of a nation, services the benefit 
@om economies of scale and standardization in production, that depend 
on Iarge networks of facilities or hierarchy of services, that can only be 
distributed equitable by a government Iarge and powerful enough to 

55 Ibid., H lm. 2. 



redistribute wealth in the face of opposition, that create territorial 
spillover eflects, or that depend on massive capital investments, may be 
better administered by central government than by decentralized units. " 56 

Kedua, sekalipun sejumlah urusan pemerintahan lain dapat 

diselenggarakan dengan asas desentralisasi, namun berbagai urusan pemerintahan 

tersebut tidak pernah secara eksklusif (sepenuhnya) menjadi wewenang daerah 

otonom. Di luar dari sejumlah urusan pemerintahan yang tidak dapat 

diselenggarakan oleh pemeriiitah subnasional, Maddick menjelaskan bahwa 

bagian dari urusan pemerintahan tersebut juga menjadi wewenang Pemerintah. 

Sementara bagian-bagian lainnya didesentrali~asikan.~' 

Prinsip kedua menunjukkan salah satu perbedaan yang mendasar antara 

daerall otonom (local government) di negara kesatuan atau di negara bagian 

dalam negara federal dengan negara bagian. Negara bagian memiliki sejumlah 

urusan pemerintahan secara eksklusif (sepenuhnya). Oleh karena itu, baik 

pemerintah federal maupun negara bagian masing-masing berdaulat dalam urusan 

pemerintahan yang dimiliki menunit konstitusi federal.58 

Ketiga, perlu disadari bahwa urusan pemerintahan bersifat dinamis. 

Urusan pemerintahan yang pada suatu saat tidak bisa didesentralisasikan, pada 

saat lain mungkin dapzt didesentralisasikan kepada .da&ah otonom. Sebaliknya, 

urusan pemerintahan yang pada suatu saat telah didesentralisasikan, pada saat lain 

56 Dennis A. Rondinelli, "Decentralization, Territorial Power and the State: A Critical 
Response", dalam Development and Change, Newbury Park and New Delhi: Sage, London, Vol. 
21, 1990, Hlm. 429. Dikutip kembali oleh Bhenyamin Hoessien, Ibid., Hlm. 200. 

57 Henry Maddick, Democracy, Decentralization and Development, Asia Publishing 
House Bombay, London, New York, 1966, Hlm. 39, dalam Bhenyamin Hoessein, Ibid. 

s8 K.C. Wheare, Federal  Government, Oxford University Press, London, 1953, Hlm. 11. 
Dikutip kembali oleh Bhenyamin Hoessein, Ibid., Hlm. 201. 



dapat diresentralisasikan. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

sentralisasi dan desentralisasi urusan pemerintahan.59 

Keempat, desentralisasi dalam arti penyerahan urusan pemerintahan hanya 

dilakukan olen Pemerintah kepada daerah otonom. Oleh karena itu tidak terjadi 

penyerahan wewenang legislasi dari lembaga legislatif dan wewenang yudikasi 

dari lembaga yudikatif kepada daerah otonom. Dalam negara federal sekali pun, 

desentralisasi dari negara bagian ke pemerintah lokal tidak pernah mencakup 

aspek legislasi dan yudikasi. Daerah otonom hanya mempunyai wewenang untuk 

membentuk peraturan daerah (local ordinance) dan bukan ~ n d a n ~ - u n d a n ~ . ~ O  

Menurut Hans Kelsen, yang disebut otonomi daerah adalah suatu 

perpaduan langsung dari ide-ide desentralisasi dengan ide-ide demokrzsi. Organ- 

organ pembuat norma-norna daerah dipilih olen para subyek dari norma-norma 

ini. Sebuah contoh dari satuan daerah olonom adalah kotaparaja atau kotamadya 

dan walikota. Ini zdalah sebuah pemerintahan daerah yang otonom dail 

desentralistis. Desefitralisasi menunjuk hanya kepada masalah-masaiah tertentu 

menyangkut kepentingan khusus daerah, dan ruang lingkp wewenang kotapraja 

atau kotarnadya dibatasi kepada tingkatan norma-norma khusus. Tetapi kadang- 

kadatlg lembaga administratif terpilih, yakni dewan .kotaprajafkotamadya, 

berkompeten untuk membuat norma-norma umum, yang disebut undang-undang 

otonom, tetapi undang-undang ini hams ada dalam kerangka undang-undang 

pusat, yang dibuat oleh organ legidatif negara.61 

59 Bhenyamin Hoessein,, Ibid. 
60 Ibid. 
6' Hans Kelsen, Teori Umum.. . , Op. Cit,, Hlm. 445. 



Desentralisasi merupakan cara sebuah rezim atau negara untuk 

menghadirkan suatu sistem yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokratis, 

karena sebagian kewenangan telah diserahkan kepada pemerintah lokal (daerah) 

untuk terlibat aktif dalam merespon hal-ha1 yang berkaitan erat dengan kehidupan 

rakyat di daerah. Dalam konteks desentralisasi ini, G. Shabbir Cheema dan 

Rondinelli, berpendapat bahwa penyerahan kekuasaan (devolution) memiliki 

karakteristik mendasar yaitu:62 

"First, local units of government are autonomous, independent, and 
clearly perceived as separate levels of government over which central 
authorities exercise little or no direct control. Second, the local 
governments have clear and legally recognized geographical boundaries 
withix which they exercisc ~uthority and perform public functions. Third, 
local governments have corporate status and the power to secure 
resources to perform their functions. Fourth, devolution implies the need 
to "develop local government as institutions" in the sense that they are 
perceived by local citizens as organizations providing services that satisJSl 
their needs and as governmental units over which they have some 
ifijluence. Finally, devolution is an arrangement in which there are 
reciprocal, mutually beneJicia1, and coordinate relationships between 
central and local governments; that is, the local government has the 
ability to interact reciprocally with other units in the system of 
government of which it is a part. " 
(Pertama, satuan-satuan loka! pemerintahan bersifat otonom, independen, 
dan dipandang sebagai perangkat pemerintah yang terpisah yang sedikit 
atau tidak tei-pengaruh oleh kontroi dari badan pemerintah pusat. Kedua, 
pemerintahan daerah memiliki batas-batas geografis yang jelas dan diakui 
secara hukuln sebagai tempat untuk melaksanakan kewenangan dan 
fmgsi-fungsi publiknya. Ketiga, pemerintah daerah memiliki badan 
hukum dan kekuasaan untuk memanfaatkan ' sumber daya demi 
menjalankan fungsi-fungsinya. Keempat, devolusi mengandaikan 
kebutuhan untuk "mengembangkan pemerintahan daerah sebagai 
lembaga" dalam arti bahwa mereka dipandang oleh warganegara setempat 
sebagai instansi yang memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan 
mereka dan sebagai satuan-satuan pemerintah yang memiliki pengaruh 
tertentu. Terakhir, devolusi merupakan kesepakatan hubungm yang 
berciri timbal balik, saling menguntungkan, dan serempak antara 

62 Dennis A. Rondinelli dan G .  Shabbir Cheema, "Implementing Decentralization 
Policies; An Introduction", dalam G .  Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Editors), 
Decentralization and ... , Op. Cit., Hlm. 22. 



pemerintah pusat dengan pemerintah daerah; yaitu pemerintah daerah 
memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara timbal balik dengan 
satuan-satuan lain di dalam sistem pemerintah yang menjadi induknya.) 

Dalam pandangan Brian C. Smith, ada peran penting desentralisasi di 

dalam proses demokratisasi. Smith membuat sembilan hipotesis yang berkaitan 

dengan konsekuensi politik desentralisasi. Sebagian besar dari sembilan hipotesis 

itu berkaitan dengan demokratisasi. Pertama, semakin terdesentralisasi sebuah 

sistem pemerintahan, semakin berpeluang bagi adanya distribusi kekuasaan yang 

lebih merata di dalam sebuah komunitas. Kedua, semakin terdesentralisasi sebuah 

sistem pemerintahan, secara politik masyarakatnya akan semakin terdidik. Ketiga, 

semakin terdesentralisasi sebuah sistern pemerintahan, sistem itu akan semakin 

stabii. Keempat, semakin besar desentralisasi yang diberikan, pemerintah it11 &an 

senlakin dekat dengan warga negaranya. Kelima, desentralisasi inerupakan sebuah 

ajang latihan bagi kepemimpinan politik yang dapat memobilisasi berbagai 

kegiatan politi!~ dan s~rtikillasi kepentingan. Keeizam, semakin besar desentralisasi, 

semakin tinggi partisipasi masyarakat. Ketujuh, semakin tinggi tingkat 

desentralisasi, semakin besar potensi konflik yang akan muncul. Konflik itu bisa 

terjadi di antara pusat dan dzerah maupun di daerah itu sendiri. Kedelapan, 

semakin besar desentralisasi, semakin kurang dukungah terhadap eksistensi 

persaingan bebas (laissez-$aire) dan perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan 

pribadi dan kepentingan-kepentingan kelompok. Kesembilan, semakin besar 

desentralisasi, semakin besar tingkat akuntabilitas dari pejabat di daerah.63 

63 Brian C .  Smith, Decentralization: ..., .Op.Cif., Hlm. 145-147. 



Dalam pandangan Rondinelli, sebuah pemerintahan yang tersentralisasi 

tetapi pejabatnya dipilih secara teratur jelas lebih demokratis daripada sebuah 

pemerintahan yang terdesentralisasi tetapi terkontrol secara ketat oleh sebuah 

partai politik yang otoriter. Pandangan seperti ini tidak lepas dari pokok perhatian 

Rondinelli yang lebih terfokus pada desentralisasi administratif daripada 

desentralisasi politik.64 

Desentralisasi dan demokrasi adalah dua konsep yzng berbcda. Meskipun 

ada yang mengkaitkannya dengan relasi antara negara dan pasar sebagaimana 

dilakukan oleh Bank Dunia dan INIF, secara umum desentralisasi lebih merujuk 

pada relasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan demokrasi berkaitan 

dengan proses dan prosedur berbagai proses politik yang melibatkan rakyat, baik 

di tingkat Pusat maupun di Daerah. 

E i  dalam realitas, di antara keduanya juga tidak selalu berseiring. 

Desentralisasi, misalnya, bisa dijumpai di negara-negara yang pemerintahannya 

otoriter atau totaliter. Di sini, desentralisasi lebih dinlaknzi di dalam konteks 

desentralisasi administrasi atau desentralisasi fiskal, yaitu berkaitan dengan 

pendelegasian sejumlah urusan kepada organ-organ pemerintahan yang a3a di 

daerah tanpa disertai transfer kekuasaan yang besar kepada.daerah. Cina termasuk 

negara totaliter yang melaksanakan kebijakan desentralisasi di dalam konteks 

seperti ini.Tidak mengherankan kalau Richard Crook dan James Manor kemudian 

mengatakan bahwa 'desentralisasi, pada akhirnya, bahkan bukan berarti memiliki 

makna demokrasi'. Agar keterkaitan di antara keduanya secara eksplisit ada, 

Kacung Marijan, Demokratisasi Di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung, 
diterbitkan bersama Pustaka Eureka dan Pusat Studi Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), 
Surabaya, 2006, Hlm. 26. 



keduanya lalu mengembangkan apa yang disebut dengan 'democratic 

decentralization' yang lebih dirujukkan pada adanya desentralisasi kekuasaan 

atau devolusi dari Pemerintah Pusat kepada ~ a e r a h . ~ '  

Pandangan yang mengkaitkan desentralisasi dan demokratisasi semakin 

kuat seiring dengan merebaknya perskripsi kebijakan desentralisasi bagi negara- 

negara sedang berkembang guna mengatasi berbagai permasalahan yang 

dihadapinya dan gelombang demokratisasi di berbagai penjuru dunia. Di dalam 

konteks seperti ini antara desentralisasi dan demokratisasi pada dasamya saling 

memperkuat satu sama lain. Kecenderungan demikian, misalnya, sangat menonjol 

di negara-negara di kawasan Amerika Latin di mana kebijakan desentralisasi itu 

muncul seiring dengan pendalamar! proses demokratisasi. Desentralisasi, 

misalnya, berseiring dengan proses perubahan di dalam pemilihan pejabat-pejabat 

di daerah. Sebelumnya, pejabat-pejabat di daerah merupakan tunjukan dari Fusat. 

Setelah ada kebijakan desentralisasi, pejabat-pejabat daerah itu didasarkan sltas 

pemilihan.66 

Pandangan bahwa desentralisasi itu memiliki relasi kuat dengan 

demokratisasi didasarkan pada asumsi bahwa desentralisasi dapat membuka ruang 

yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat di da'lap proses pembuatan 

keputusan-keputusan politik di daerah. Hal ini berkaitan dengan realitas bahwa 

setelah ada desentralisasi, lembaga-lembaga yang memiliki otoritas di dalam 

proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik itu lebih dekat dengan 

rakyat. Kedekatan itu juga yang memungkinkan rakyat melakukan kontrol 

65 Ibid., Hlrn. 25. 
66 Ibid., Hlrn. 27. 



terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan 

memiliki akuntabilitas yang lebih besar lagi. Tanpa adanya akuntabilitas, rakyat di 

daerah bisa menarik mandat yang telah iiberikan melalui pemilihan.67 

Menurut Bagir Manan, kehadiran satuan pemerintahan otonom dalam 

kaitannys dengan demokrasi akan menampakkm hal-ha1 b e r i ~ u t : ~ ~  

1. Secara umum, satuan pemerintahan otonom tersebut akan lebih 
rnencerminkan cita demokrasi daripada sentralisasi; 

2. Satuan pemerintahan otonom dapat dipandang sebagai esensi sistem 
demokrasi; 

3.  Satuan pemerintahan otonom dibutuhkan untuk mewujudkan prinsip 
kebebasan dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan 

4. Satuan pemerintahan otonom dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan 
yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai kebutuhan dan 
tuntutan yang berbcda-beda. 

Semua pengalaman desentralisasi di negara-negara berkembang, dan 

pengalaman program-program dan kebijakan lain, menunjukkan bahws 

pelaksanaannya bukan semata-mata proses teknis untuk nlewujudkan rencana- 

rencana awal, namun merupakan proses interaksi politik yang dinamis dan sedikit 

tak dapat diramalkan. Beragarn faktor politik, sosial, perilaku, ekonomi dan 

organisasi turut mempengaruhi tingkat pelaksanaan kebijakannya sesuai rencana 

semula da l  tingkat keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan. 69 

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan mensya&tkan interaksi dan 

koordinasi sejumlah besar lembaga pada tingkat pemerintahan yang berbeda, 

mengharuskan tindakan-tindakan pendukung oleh badan-badan pemerirrtahan 

67 Ibid. 
68 

. . Bagir Manan, "Politik Hukum ..., Op.Cit., Hlm. 143. 
69 Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, "Implementing ..., Op.Ci!., Hlrn. 29. 



daerah, regional, dan nasional, serta kerjasama oleh lembaga-lembaga swadaya 

masyarakat dan kelompok-kelompok yang bersangkutan. 

Efektivitas hubungan dan jalinan antar-lembaga yang melaksanakan 

kebijakan-kebijakan desentralisasi tampaknya bergantung pada:70 (a) kejelasan 

dan konsistensi tujuan kebijakan dan tingkat kejelasan arah yang dipahami oleh 

badan-badan pelaksana untuk menempuh upaya-upaya yang mengarah pada 

tercapainya tujuan kebijakan; (b) alokasi fungsi dan peran yang tepat di antara 

badan-badan pelaksana, berdasarkan kemampuan dan sumber dayanya; (c) tingkat 

standarisasi bagi prosedur perencanaan, penetapan anggaran, dan pelaksanaan 

yang pada giiirannya dapat mengurangi kadar interpretasi yang bertentangan yang 

menjadikan sulitnya program dan kebijakan dikoordinasikan; (d) akurasi, 

konsistensi, dan kualitas komunikasi antar-lembaga yang memungkinkan lembaga 

yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakm dapat memahami peran dan tugas 

mereka serta mendukung upaya-upaya pihak lain; dan (e) efektivitas ikatan antar- 

satuan kantor administratif terdesentralisasi yang menjamin berlangsungnya 

interaksi di antara lembaga dan memungkinkan koordinasi upaya. 

Dalam pandangan Rajni Kothari, penlerintahan yang terdesentralisir hanya 

bisa berhasil pada saat (a) proses desentralisasi djlihat sebagai suatu 

kesinambungan struktur pemerintahan negara, (b) suatu struktur 'bottom up' yang 

dinamis dari susunan pemerintahan lokal bergerak pada suatu basis sukarela, (c) 

kekuatan pembuatan keputusan pada tingkat ini sama-sama bisa dibagi oleh 

semua kelas sosial dan kelas ekonomi, dan (d) rakyat dimobilisir untuk 

' O  Ibid. 



melanjutkan perjuangan mereka untuk hak-hak demokratis melalui organisasi 

mereka sendirL7' 

Oleh karena itu, desentralisasi hams dipandang secara lebih realistis, 

bukan sebagai sebuah pemecahan umum bagi masalah-masalah keterbelakangan, 

tetapi sebagai salah satu cara yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan 

kepercayaan dari berbagai tingkat pemerintahan dalarn kondisi baik. 

Kelemahan-kelemahan potensial pada sistem administrasi pemerintahan 

yang terlalu sentralistis biasmya harus diimbangi dengan sistem yang lebih 

desentralistis, dengan memperluas wewenang atau otonomi pemerintah lokal. 

Desentralisasi bukan sekedar pemencaran kewenangan (spreiding van 

bevcegdheid) tetapi mengand~ng juga pembagian kekuasaan (scheiding van 

machten) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah negara 

antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintah tingkat lebih rendah.72 

Dengan demikian, sistem desentralisasi mengandung makna adanya pengakuan 

penentu kebijaksansan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah 

decgan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah dalam menyelenggarakan 

pemerintahan dan pembangunan, dengan melatih diri menggunakan ha1 yang 

seimbang dengan kewajiban masyarakat yang demokratis. . 

Walau pun begitu, tidaklah berarti bahwa kerakyatan tidak mungkin ada 

dalam suatu negara yang menjalankan pemerintahan sentralisasi. Oleh Bagir 

Manan dicatat juga pendapat Kelsen, bahwa cita-cita kedaulatan rakyat dapat juga 

" Abdul Aziz dan David D. Arnold, Desentralisasi Pemerintahan Pengalaman Negara- 
negara Asia, Cetakan I ,  Pondok Edukasi, Bantu], 2003, Hlm. 13. 

'* Bagir Manan, "Politik Hukum ..., Loc-Cit., Hlm. 140 
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tenvujud dalam suasana sentralisme. Tetapi adanya desentralisasi lebih demokrasi 

daripada ~entra l isas i .~~ 

2. Otonomi Daerah 

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah 

otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, pakni autos yang berarti 

sendiri dan nomos yang berarti undang-undang. Otonomi bema!!s membuat 

perundang-undangan sendiri (zeljivetgeving), namun dalam perkembangannya, 

konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti zeljivetgeving (membua; Perda- 

perda), juga utamanya mencakup zeljbestuur (pemerintahan sendiri). C.W. van 

dzr Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai eigen huishouding 

(menjalankan rumah tangganya ~ e n d i r i ) . ~ ~  

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, 

antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan 

pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan 

ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat 

digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila:7' Pertama, urusan-urusan rumah 

tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengerhbangannya diatur dengan 

cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem supervisi dan pengawasan 

dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan ltemandirian 

untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga 

73 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dun Daerah Menurut UUD 1945, Sinar 
Harapan, Jakarta, 1994,, hlm. 34. Lihat juga Hans Kelsen, General Theoly of Law and State, 
Russell & Russell, New York, 1973, hlm. 3 12. 

74 M. Laica Marzuki, Op. Cit., Hlm. 16 1 .  
75 Bagir Manan, Menyongsong ..., Op.Cit., Hlm. 37. 



daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang 

menimbulksln hal-ha1 seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang 

akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. 

Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip: Semua urusan pemerintahan 

pada dasarnya rnenjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan 

sebagai urusan Pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan 

paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidal dapat dikenali 

j u m l a h t ~ ~ a . ~ ~  

Prinsip urusan rumah tangga daerah di atas, beserta kecenderungannya 

yang makin meluas akibat perkembangan fungsi pelayanan, dapat dikatakan 

berkembang secara terbalik dengan pembagian urusan pemerintahan dalam negara 

federal. Prinsip residual power pada negara bagian dalam sistem federal 

mengala~i  berbagai modifikasi. Pertama, ada negara-negara federal yang sejak 

semula mene~tukan secara kategoris urusan pemerintahan negara bagian. Urusan 

yang selebik~ya atau residu menjadi urusan federal. Kedua, terjadi proses 

sentralisasi pada negara federal yang seinula menetapkan segala sendi urusan 

pemerintahan pada negara bagian bergeser menjadi urusan federal. 

Perbedaan kecenderungan atau perbedaan perjalanah arah antara otonomi 

dan federal di atas, menjadi suatu titik temu persarnaan antara sistem negara 

kesatuan berotonomi dengan sistem negara federal. Dengan demikian dapat 

disimpulkan, sepanjang otonomi dapat dijalankan secara wajar dan luas, maka 

'' Ibid. 



perbedaan antara negara kesatuan yang berotonomi dengan negara federal 

menjadi suatu perbedaan gradual belaka.77 

Otono~ni adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi 

wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan antara Pusat dan Daerah. Salah satu penjelmaan pembagian 

tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki se.jumlah urusan pernerintahan baik 

atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai umsan 

rumah tangga daerah. 

Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka 

penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan 

pemerintah pusat. Dilihat dari substansi (materj) penyelenggaraan otonomi 

daerah, ha1 dimaksud ditentukan oleh sistem rumah tangga (huishuoding) otonomi 

daerah yang diadopsi. 

Di kalangan para sarjana, istilah yang diberikan terhadap pembagian 

urusan antara Pusat dan Daerch dalarn konteks otonomi ternyata tidal: sama. R. 

Tresna menyebut dengan istilah "kewenangan mengatm rumah tangga".78 Bagir 

Manan menyebut dengan istilah "sistem rumah tangga d a e ~ a h " . ~ ~  Josef Riwu 

Kaho memberi istilah " ~ i s t e m " . ~ ~  Moh. Mahfkd MD.; memakai istilah "asas 

77 Ibid., Hlm. 38. 
78 R. Tresna, Op.Cit., Hlm. 32-36. Dikutip kembali oleh M. Laica Marzuki, Op.Cit., Hlm. 

152-154. Menurut Tresna terdapat tiga rnacarn cakupan isi (substansi) dan luas kewenangan 
rnengatur rumah tangga daerah otonorn, yakni: a) kewenangan rnengatur rumah tangga secara 
materiil (materieele huishouding). b) kewenangan mengatur rurnah tangga secara formil (formele 
huishouding). c) kewenangan mengatur rumah tangga secara riil (rieele huishouding). 

79 Bagir Manan, Hubungan ..., Op.Cit., Hlrn. 26-32. 
Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Edisi 1, 

Cetakan 1, Rajawali Pers, Jakarta, 1988, Hlm. 15-19. 



otonomi".*' Meskipun istilah yang dipergunakan berbeda-beda, tetapi mereka 

berpijak pada pengertian yang sama bahwa ajaran-ajaran (formal, material, dan 

riil) menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, 

tugas, dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

antara Pusat dan Daerah. 

Menurut R. Tresna, Bagir Manan dan Moh. Mahfud, terdapat beberapa 

sistemlasas rumah tangga daerah, yaitu s i s t e ~ ~  ruma1-1 tangga formal, sistem rumah 

tangga material dan sistem rumah tangga nyata atau r i i ~ . ~ ~  Namun, selain tiga 

sistem rumah tangga daerah sebagaimana disebutkan oleh Tresna, Bagir Manan 

dan Moh. Mahfud tersebut, menurul Josef Riwu Kaho masih ada sistem rumah 

tangga sisa (residu) dan sistem rumah tangga nyata, dinamis dan 

5ertanggungjawab.83 Demikian pula menurut S.H. Sarundajang, setidaknya 

terdapat lima macam otonomi yang pemah diterapkan di berbagai negara di dunia, 

yakni: 84 (1) otonomi organik (rumah tangga ~ r ~ a n i k ) ~ ' ;  (2) otonomi formal 

(rumah tangga formal); (3) ctonomi material (mmah tangga materiallsubstantif); 

(4) otonomi riil (rumah tangga riil); (5) otonomi yang nyata, bertanggungjawab 

dan dinamis. 

'' Menurut Moh. Mahfud MD., asas otonomi ada tiga yaitu asas otonomi formal, asas 
otonomi material dan asas otonomi riil. Lihat dalam Moh. Mahhd MD., Politik Hukum di 
Indonesia, LP3ES, Jakarta, Cet. Pertama, 1998, Hlm. 96-98. 

82 Bagir Manan, Hubungan ..., Loc.Cit., Hlm. 26. 
83 Josef Riwu Kaho, Loc.Cit. 
84 S.H. Sarundajang, Birokrasi Dalam Otonomi Daeraah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 

2003, Hlm. 76-82. 
85 Yang dimaksud otonomi organik atau rumah tangga organik adalah kesehruhan urusan 

yang menentukan mati hidupnya badan otonomi atau daerah otonom. Dengan kata lain, urusan 
yang menyangkut kepentingan daerah diibaratkan dengan organ-organ kehidupan yang merupakan 
suatu sistem yang menentukan mati hidupnya manusia. Tanpa kewenangan untuk mengurus 
berbagai urusan vital, akan berakibat tidak berdayanya atau 'matinya' daerah. Ibid. 



a. Sistem Rumah Tangga Formal 

Pada sistem rumah tangga formal, pembagian wewenang, tugas dan 

tanggungjawab antara Pusat dan Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan tertentu tidak ditetapkan secara rinci. 

Sistem rumah tangga formal berpa.ngka1 tolak dari prinsip bahwa tidak ada 

perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan Pusat dan yang 

diselenggarakan oleh Daerah. Apa saja yang dapat diselenggarakan aleh pusat 

pada dasarnya dapat pula diseienggarakan oleh daerah. Pembagian wewenang, 

tugas dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus suatu urusan 

pemerintahan semata-mata didasarkan pada keyakinan bahwa suatu urusan 

pemerintahan akan lebih baik dan lebih berhasil kalau diatur dan disrus oleh 

satuan pemerintahan tertentu, dan begitu pula sebaliknya. Pertirnbangan daya 

guna (dan hasii guna) merupakan titik perhatian untuk menentukan pembagian 

tugas, wewenang dan tanggungjawab ter~ebut.'~ 

Dalam sistem rumah tangga formal tidak secara apriori ditetapkan apa 

yang termasuk rumah tangga daerah itu. Tugas dari daerah-daerah tidak dirinci 

secara nominatif di dalam undang-undang pembentukannya, melainkan 

ditentukan dalarn suatu rumus umurn saja. Rumus umum,ini hanya mengandung 

asas-asas saja, sedangkan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada pemerintah 

daerah. Batasnya tidak ditentukan secara pasti, tetapi tergantung kepada keadaan, 

waktu dan tempat.87 

86 RDH. Koesoemahatmadja, Op.Cit., Hlm. 18. Dikutip kembali oleh Bagir Manan dalam 
Hubungan ..., Op.Cit., Hlm. 26. Lihat juga dalam Moh. Mahfud MD., Politik Hukum ..., Op.Cit., 
Hlm. 96. 

87 Josef Riwu Kaho, Op.Cit., Hlm. 17 



Secara teoritik sistem rumah tangga formal memberikan keleluasaan yang 

seluas-luasnya kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan menjadikan urusan tersebut sebagai urusan rurnah tangga 

daerah. Satu-satunya pembatasan terhadap Daerah adalah: "bahwa Daerah tidak 

boleh mengatur apa yang telah diatur dengan undang-undang c.q peraturan daerah 

yang lebih tinggi martabatnya. Apabila pihak yang lebih tinggi kemudian 

mengatur apa yang tadinya telah diatur oleh Daerah, maka Peraturan Daerah yang 

bersangkutan sejak itu tidak berlaku lagi''.8g 

Ditinjau dari perspektif hubungan antara Pusat dan Daerah, sepintas lalu 

sistem ruinah tangga formal memberikan peluang kuatnya kecenderungan 

desentralisasi, kuatnya susunan otonomi. Dalam kenyataannya tidaklah demikian, 

bahkan sebaliknya yang mungkin terjadi. Sistem rumah tangga formal 

merupakan sarana y ~ n g  baik urltuk mendukung kecenderungan sentralisasi. 

Ketidakpastian urusan rumah tangga daerah, tidak ada tradisi otonomi, rendallnya 

inisiatif daerah akan menjelmakan daerah yang serba filenunggu dan tergantung 

kepada Pusat. Terlebih lagi apabila keuangan daerah tidak mampu menopang 

kegiatannya dan tergantung pula pada bantuan keuangan dari p us at.'^ 

b. Sistem Rumah Tangga Material 

Dalarn sistem rumah tangga material ada pembagian wewenang, tugas 

dan tanggungjawab yang rinci antara Pusat dan Daerah. Urushn pemerintahan 

yang termasuk ke dalam urusan rurnah tangga daerah ditetapkan dengan pasti. 

Sistem rumah tangga material berpangkal tolak pada pemikiran bahwa memang 

88 R.. Tresna, Loc.Cit., Hlm. 32-36. Dikutip kembali oleh Bagir Manan dalam 
Hubungan ..., Loc. Cit., H lm. 26.  

89 Ibid., Hlm. 27-28. 



ada perbedaan mendasar antara urusan pemerintahan Pusat dan Daerah. Daerah 

diznggap memang mempunyai ruang lingkup urusan pemerintahan tersendiri yang 

secara material berbeda dengan urusail pemerintahan yang diatur dan diurus oleh 

pusat. Lebih lanjut sistem ini berangkat dari pemikiran bahwa urusan-urusan 

pemerintahan itu dapat dipilah-pilah dalam berbagai lingkungan satuan 

pemerintahan. 

Cara ini kurang begitu fleksibel, kzrena setiap perubaharl tugas dan 

wewenang daerah baik yang bersifat pengurangan maupun penambahan, hams 

dilakukan melalui prosedur yang lama dan berbelit-belit. Ini akan menghambat 

kemajuan bagi Daerah yang mempunyai inisiatiflprakarsa, karena mereka hams 

menunggu penyerahan yang nyata bagi setiap urusan. Kadang-kadan, 0 suatu 

urusan menjadi terbengkalai, tidak d i m s  oleh Pemerintal~ Pusat dan tidak pula 

oleh Pemerintah ~ s e r a h . ~ '  

Sistem rumah tangga material sebenarnya berpangkal to!& pada dasar 

pemikiran yang keliru yaitu anggapan bahwa urusan pemerintahan itu dapat 

dipilah-pilah. Memang dalam hal-ha1 tertentu tampak sifat atau karakter suatu 

urusan pemerintahan misa!nya yang menyangkut kepentingan dan ketertiban 

seluruh negara seperti urusan pertahanan keamanan, urus'an luar negeri, urusan 

moneter tertentu. Tetapi cukup banyak urusan pemerintahan yang menampakkan 

sifat atau karakter ganda. Lebih lanjut dapat pula diutarakan bahwa d a l m  setiap 

urusan pemerintahan mungkin terkandung berbagai dimensi atau bagian-bagian 

yang perlu diatur dan diurus secara berbeda, misalnya urusan pemerintahan di 

90 Josef Riwu Kaho, Op.Cit., Hlm. 15. 



bidang pertanian. Tidak mudah untuk menentukan urusan pembibitan masuk 

rumah tangga Daerah, sedangkan pasca panen masuk urusan Pusat. 

Dari kenyataan-kefiyataan di atas, sangatlah sulit untuk menentukan secara 

rinci urusan masing-masing satuan pemerintahan. Lebih lanjut, sistem rumah 

tangga material tidak meinberikan peluang untuk secara cepat menyesuaikan 

suatu urusan pemerintahan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Suatu 

urusan pemerintahan yang semula dianggap sebagai sesuatu yang bersifat 

setempat atau lokal, karena perkembangan dapat berubah menjadi suatu urusan 

yang bercorak nasional, sehingga perlu diatur dan diurus secara na~ional .~ '  

Dari analisis di atas Bagir Manan menyimpulkan bahwa sistem rumah 

tangga material tidak dapat dijadikan patokan obyektif untuk menciptakan 

hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah. 

c. Sistem Rumah Tangga Nyata (Riil) 

Dalarn sistem ini, penyerahan orusan atau tugas dan kewenangan kepadz 

daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan dan 

kemarnpuan yang riil dari Daerah maupun Pemerintah Pusat serta pertumbuhan 

kehidupan masyarakat yang terjadi. Karena pemberian tugas dan kewajiban serta 

wewenang ini didasarkan pada keadaan yang riil di dalam masyarakat, maka 

kemungkinan yang dapat ditimbulkannya ialah bahwa tugaslurusan yang selama 

ini menjadi wewenang Pemerintah Pusat dapat diserahkan kepada Pemerintah 

Daerah dengan melihat kepada kemampuan dan keperluannya untuk diatur dan 

diurus sendiri. Sebaliknya, tugas yang kini menjadi wewenang Daerah, pada suatu 

91 Bagir Manan, Hubungan.. . , Op. Cit., Hlrn. 29. 



ketika, bilamana dipandang perlu dapat diserahkan kembali kepada Pemerintah 

Pusat atau ditarik kembali dari ~ a e r a h . ~ ~  

Sistem rumah tangga ini lazim pula disebut (sistem) otonomi nyata atau 

otonomi riil. Disebut "nyata", karena isi rumah tangga daerah didasarkan kepada 

keadaan dan faktor-faktor yang nyata. Tresna menyebut sistem ini mengambil 

jalan t e r ~ ~ a h . ~ ~  Tentu yang cllmaksud jalan tengah antara sistem rumah tangga 

formal dan sistem rumeh tangga material. 

Wewenang yang dirumuskan secara umum pada sistem rumah tangga 

formal memberikan landasan untuk mewujudkan prinsip kebebasan dan 

kemandirian dalam rumah tangga. Di pihak lain, kelemahan sistem rumah tangga 

material akan merangsang timbulnya ketidakpuasan daerah dan spanning 

hubungan antara Pusat dar, Daerah. 

Jadi sisten~ rumah tanggs formal mengandung daszr-dzsar yang lebih 

kokoh untuk mev;ujudkan piinsip dan tujuan rumah tangga daripada sistem rumah 

tangga material. Dalam konteks pemikiran seperti ini dapatlah dipahami apabila 

sistem rumah tangga nyata meletakkan asasnya pada sistem rumah tangga formal. 

Hanya dengan sistem rnmah tangga formal yang disertai dengan unsur-unsur 

sistem rumah tangga material, tujuan rumah tangga, khususnya otonomi dapat 

diwujudkan secara wajar. 

Memang benar rumah tangga nyata mengandung ciri-ciri sistem rumah 

tangga formal dan rumah tangga material. Meskipun demilcian, rumah tangga 

nyata nlenunjukkan ciri-ciri h a s  yang membedakannya dari sistem rumah tangga 

92 Josef Riwu Kaho, Op.Cil., Hlrn. 17. 
93 Bagir Manan, Hubungan ..., Op.Cit., Hlrn. 30. 



formal dan sistem rumah tangga material, yaitu:94 Pertarna, adanya urusan 

pangkal yang ditetapkan pada saat pembentukan suatu daerah otonom, 

lnemberikan kepastian mengenai urusan rumah tangga daerah. Hal semacam ini 

tidak mungkin terjadi pada sistem rumah tangga formal. Kedua, di sarnping 

urusan-urusan rumah tangga yang ditetapkan secara 'material' daerah-daerah 

dalam rumah tangga nyata, dapat rnengztur dan mengurus pula semua urusan 

pemerintahan yang menurut pertimbangan adalah penting bagi daerahnya 

sepanjang belum diatur dan diurus oleh Pusat atau Daerah tingkat lebih atas. 

Ketiga, otonomi dalam rumah tangga nyata didasarkan pada faktor-faktor nyata 

suatu daerah. 13al ini memungkinkan perbedaan isi dan jenis urusan-urusan rumah 

tangga daerah sesuai dengan keadaan masing-masing. 

Dari ciri-ciri di atas, tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa rumah 

tangga nyata meinang mencenninkan sistem tersendiri yang berbeda dari sistem 

rumah tangga formal dan sistem mmah tangga material. Sebagai jalan tengah, 

sistem rumah tangga nyata diharapka~i dapat mengatasi kesulitan atau kelemahan 

I yang terkandung dalam sistem rumah tangga formal dan sistem rumah tangga 

material. 

d. Sistem Rumah Tangga Sisa (Residu) 

I Dalam sistem ini, secara umum telah ditentukan lebih dahulu tugas-tugas 

yang menjadi wewenang Pcmerintah Pusat, sedangkan sisanya menjadi urusan 

rumah tangga daerah. 

1 Kebaikan sistem ini terutama terletak pada saat timbulnya keperluan- 

I keperluan baru, Pemerintah Daerah dapat dengan cepat merigambil keputusan dan 

94 Ibid., Hlm. 32 



tindakan yang dipandang perlu, tanpa menunggu perintah dari Pusat. Sebaliknya, 

sistem ini dapat pula menimbulkan kesulitan mengingat kemampuan Daerah yang 

satu dengan yang lainnya tidak sama dalarn pelbagai lapangan atau bidang. 

Akibatnya, bidang atau tugas yang dirumuskan secara umum ini dapat menjadi 

terlalu sempit bagi Daerah yang kapasitasnya besar atau sebaliknya terlalu luas 

bagi Daerah yang kemampuannya terbatas." 

e. Sistem Rumah Tangga Nyata, Dinamis dan Bertanggungjawat 

Prinsip ini merupkan salah satu variasi dari sistem otonomi riil. Esensi 

otonomi yang nyata (riil) dalam arti bahwa pemberian otonomi kepada daerah 

harus didasarka~l pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan- 

tindaka~ atau kebijd-sanaan-kebijaksanam yang benar-benar dapat menjamin 

daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumzh tangganya 

sendiri. 

Otonomi daerah itu harus merupakan otonomi yang bertanggungjawab, 

dalam arti bahwa pemberian otonomi itu harus benar-benar sejalan dengan 

tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok 

negara dan serasi dan tidak bertzntangan dengan pengarahan-pengarahan yang 

diberikan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, serasi dengan pembinaan 

politik dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan serta dapat menjamin 

perkembangan dan pembangunan daerah. Tambahan istilah 'dinamis' tidak 

95 Josef Riwu Kaho, Loc.Cit., Hlrn. 15 



mengubah pengertian otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, akan tetapi 

hanyalah merupakan suatu penekanan (stressing).96 

Otonomi daerah merupakan wujud kehidupan demokrasi dalarn konteks 

penyelenggaraan negara kesatuan (eenheidstaat). Otonomi daerah merupakan 

wadah kchidupan demokrasi. Rakyat mela!ui para wakil mereka (DPRD), turut 

serta dalam penyelenggxraan pemerintahan, berdasarkan otonomi daerah yang 

dibangun dalam sistem yemerintahan desentralisasi. Rakyat mengatur rumah 

tangga mereka sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. 

Suatu negara kesatuan baru merupakan wujud pemerintahan demokrasi 

tatkala otonomi daerah dijalankan secara efektif guna pemberdayaan 

kemaslahatan rakyat, mencakupi kewenangan zelfietgeving (Perda-perda) yang 

mengakomodir kepentingan rakyat banyak dzn penyelenggaraan pemerintahan 

(zelfbestz~ur) yang diemban secara demokratis. Porsi otonomi daerah tidak cukup 

dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, tetapi harus 

diwujudkan dalam format otonomi daerah yailg seluas-luasnya. Adanya 

pandangan yang tidak menyetujui isti!ah otonomi daerah yailg seluas-luasnya 

dikhawatirkan konsep otonomi daerah yang seluas-luasnya berkonotasi 

membangun image bakal munculnya ide negara bagian dalam negara federasi 

(federal state). Hal tersebut menurut Laica Marzuki tidak beralasan, karena 

dengan mewjudkan otonomi daerah yang seluas-luasnya rakyat cenderung 

menahan diri membayangkan negara federal. Otonomi daerah yang seluas- 

luasnya tiada lain dari wujud negara bagian federal dalam format daerah otonom, 

kecuali antara lain beberapa kewenangan yang perlu dirumuskan secara limitatif. 

96 Ibid., Hlm. 19. 



Konsep otonomi daerah yang seluas-luasnya merupakan salah satu upaya 

rnenlbendung ide negara federal.97 

Persoalan hubungan antara Pemerintah Pusat dax Pemerintah Daerah pada 

negara dengan susunan organisasi desentralistik timbul karena pelaksanaan 

wewenang, tugas dan tanggungjawab pemerintahan negara tidak hanya dilakukan 

oleh (dari) satu pusat pemerintahan. Selain Pemerintah Pusat, terdapat satuan- 

satuan pemerintahan lebih rendah yapg juga melakukm wewenang, tugas dan 

tanggungjawab melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan 

atau yang dibiarkan atau yang diakui sebagai urusan daerah yang h e r ~ a n ~ k u t a n . ~ ~  

C. Pengawasan dan Pengujian Norma Hukum 

1. Pengawasan 

Dalam perspektif Islam, pengawasan adalah satu cabang dari amar ma'ruf 

nahi munkar dalarn politik dan perkara-perkara umum. Prinsip amar ma'rlfnahi 

munkar yang mempakan rujuan dari semusl kewenangan dalam Islam, 

sebagaimana yang dikatakan oleh 1'bnu Taimiyah: "Semua kewenangan dalam 

Islam tujuannya hanyalah amar ma'ruf nahi m ~ n k r r r " , ~ ~  pada hakikatnya - 

tersimbol dalam tugas pengawasan atas orang-orang yang memiliki kekuasaan - 

berarti mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam segala perkara-perkara umum 

dan juga dalam hukum, berawal dari kewajiban memberikan nasihat (yang tulus) 

yang mana itu telah diperintahkan oleh Rasulullah saw. dalarn sebuah hadist yang 

97 M. Laica Marzuki, Op.Cit., Hlm. 163. 
98 Bagir Manan, Hubungan ..., Op. Cit., Hlm. 16. 
99 Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halirn, A1 Hisbah ji Al-Islam, Madinah Al- 

Munawarah, A1 Jami'ah A1 Islamiyyah. Lihat juga dalam Ahrnad Azhar Basyir, Keuangan Negara 
dan Hisbah Dalam Islam, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1984, Hlm. 22-3 1. 



masyhur: "Agama adalah nasihat (ketulusan) kepada Allah, kepada Rasul-Nya 

dun kepada pemimpin-pemimpin h u m  muslimin juga kepada seluruh h u m  

muslimin". Dan firman Allah S WT: "Apabila mereka bernasihat (dengan ikhlas) 

kepada Allah dun Rasul-Nya" (Q.S.  At-Taubah : 9 1). Kemudian seterusnya 

melewati fase-fase mengubah yang munkar sebagaimana disebutkan oleh 

Rasulullali saw. dalam sabda beliau: "Barang siapa di antara kalian yang melihat 

kemungkuran maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia 

tidak sanggup maka ubahlah de~gan  lisannya, lalu jika dia tidak sanggup juga 

maka ubahlah dengan hatinya, dun sikap itu adalah selemah-lemah i m ~ n . " ' ~ ~  

Dalam pidato Abu Bakar sesaat setelah penobatannya, beliau mengatakan 

"...jika kalian melihat aku berada di atas kebatilan, maka luruskan aku," 

Cemikian pula Umar bin Khatab juga pemah mengatakan, "Jika kalian melihat 

pada diriku kebengkokan, maka luruskanlah aku." Pidato kedua tokoh Islam 

tersebut meneta?kan prinsip pengawasan atas para khalifA dan itu adalah 

kewajiban keislarnan. 

Tanggungjawab bersama dalam mengubah kemungkaran dalam politik 

atau dalam perundang-vndangan yang dilakukan ulil amri, memastikan prinsip 

pengawasan atas kerja pemerintah, sebab tidak cukup'untuk menjaga rakyat dari 

tindakan sewenang-wenang penguasa atau dari penyalahgunaan kekuasaannya 

bahwa penguasa komitrnen dengan bermusyawarah, tetapi harus ditambah dengan 

adanya satu jenis pcngawasan atas kerjanya, karena penguasa dapat bebas berbuat 

dalam batas-batss spesialisasinya dengan adanya kekuasaan evaluatif yang luas. 

Kekuasaan evaluatif ini bisa membuat keistimewaan musyawarah terabaikan, 

loo HR. Muslim, Mukhtshar Shahih Muslim, Al-Hafizh A1 Mundziri, Juz 1 ,  Hlrn. 16. 



kecuali bila musyawarah itu diikuti dengan pengawasan yang 

berkesinambungan."' Imam Al-Ghazali menganggap pengawasan adalah salah 

satu "kutub terbesar" dalam agama,lo2 maka tugas pengawasan atas orang-orang 

yang memiliki kekuasaan sebagai "kutub terbesar" pada sistem hukum dalam 

Islam. 

Menurut Prayudi,lo3 pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang 

membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu 

dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil 

pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau 

ketidakcocokan, dan apakah sebab-se5a5nya. Dengan demikian, maka 

pengawasannya dapat bersif~t (1) politik, bilamana yang me~jadi  ukuran atau 

sasziran adalah efektivitas dadatau legitimasi, (2) yuridis (hukum), bilamana 

tujuannya adalah menegakkan yuridiksitas dmdatau legalitas, (3) ekonomis, 

bilamana yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi, (4) moril dan 

susila, bilarnana yzng menjadi sasaran atau tujuan adalah mengctahui keadaan 

moralitas (moral = morals; moril = morale). 

~ u c h s a n ' ~ ~  berpendapat bahwa "Pengawasan adalah kegiatan untuk 

menilai suatu pelakscnaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan 

hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai 

lo' Farid Abdul Khaliq, Fi Al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi' Dusturi~yah ~ s ~ : ~ y u r a  
Al- 'Ad1 Al-Musawah, diterjemahkan oleh Faturrahman A. Hamid dengan judul Fikih Politik Islam, 
Cetakan Pertama, AMZAH, Jakarta, 2005, Hlm. 39. 

Io2 Imam A1 Ghazali, Ihya' Ulumuddin, Juz 2 ,  Hlm. 306. Dikutip kembali oleh Farid 
Abdul Khaliq, Ibid., Hlm. 41. 

103 S .  Prayudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Cetakan kesepuluh, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, 1995, Hlm. 84. 

Io4 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dun Peradilan 
Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1992, Hlm. 38. 



dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam ha1 ini berujud suatu 

rencanalplan)." Sedangkan Bagir Manan memandang kontrol sebagai lo' sebuah 

fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi kontrol, atau hak kontrol. 

Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan 

bertalian dengan  emb bat as an dan pengendalian bertalian dengan arah.an 

(directive). 

Menurut Bagir Manan, prinsip yang terkandung dalam negara kesatuan 

ialah bahwa Pemerintah Pusat berwenang untuk campur tangan yang lebih 

intensif terhsdap persoalan-persoalan di daerah.lo6 Pemerintah Pusat 

bertanggungjawab menjamin keutuhan negara kesatuan, menjamin pelayanan 

yang sama u n t k  seluruh rakyat negara (asas equal treatment), nlenjamin 

keseragaman tindakan dan pengaturan dalam bidang-bidang tertentu (asas 

uniformitas). Pembatasan atas keleluasaan Daerah dalam mengatur dan mengums 

urusan rumah tanggmya dengan beberapa kewajiban tersebut, merupakan 

konsekuensi logis dianutnya prinsip negara hukum.lo7 

Ditinjau dari hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

pengawasan merupakan "pengikat" kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi 

tidak bergerdc begitu jauh sehingga mengurangi bahkap'mengancan kesatuan 

(unitary): " . . . if local autonomy is not to produce a state of affairs bordering on 

' 05  Bagir Manan, "Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, 
Eksekutif dan Yudikatif', Makalah pada Forum Orientasi dun Tatap Muka Tingkat Nasional 
Kosgoro, Cipanas-Cianjur, 26 Juli 2000, Hlm. 1-2. 

'06 Bagir Manan, "Beberapa Hal di Sekitar Otonomi .Daerah Sebagai Sistem 
Penyelenggaraan Pemerintahan", Majalah Padjadjaran Jilid V ,  Bina Cipta, Bandung, 1974, Hlm. 
34-37. 
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anarchy, it must subordinated to national interest by means devised to keep its 

actions within bounds".'08 

Apabila "pengikat" tersebut ditarik begitu kencang, napas kebebasan 

desentralisasi akan terkurangi bahkan mungkin terputus. Apabila ha1 itu terjadi, 

pengawasan bukan lagi merupakan satu sisi dari desentralisasi tetapi menjadi 

"pembelenggu" desentralisasi. Untuk itu, pengawasan harus disertai pembatasan- 

pembstasan. Pembaiasm-pembatasan tersebut akan mencakup pembatasan 

macam atau bentuk pengawasan, yang sekaligus mengandung pembatasan tata 

cara menyelenggarakan pengawasan, dan pejabat atau badan yang berwenang 

melakukan pengawasan.Io9 

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa pengawasan terhadap segala 

kegiatan Pemerintah Daerah termasuk Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan 

Daerah, merupakan suatu akibat mutlak dari adanya negara kesatuan. Di dalam 

negara kesatuan kita tidak mengenal bagian yang lepas dari atau sejajar dengan 

negara, tidak pula mungkin ada negara di dalam negara.'10 Bahkan dapat 

dikatakan, tidak ada pemerintahan berotonomi tanpa pengawasan, padahal antara 

pengawasan dengan desentralisasi akan memungkinkan timbulnya spanning. I I I 

Dalam me~yelenggarakan tugas pemerintahan pada umunmya, haruslah 

diusahakan selalu adanya keserasian atau harmoni antara tindakan Pemerintah 

Sir William 0. Hart - J.F. Gamer, Introduction To The Law of The Local Government 
and Admi,vistration, Butterworths, London, 1973, Hlm.297. Dikutip kembali oleh Bagir Manan - 

dalam Hubungan .:., Op. Cit., Hlm. 18 1. 
' 0 9  Ibid 
'I0 Irawan Soejito, Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dun Keputusan Kepala 

Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1983, Hlm. 9. 
'I' Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, IJNSIKA, Karawang, 1993, 

him. 3. 



Pusat atau negara dengan tindakan Daerah, agar dengan demikian kesatuan negara 

dapat tetap terpelihara."' 

Oppenheim mengatakan: "Kebebasan bagian-bagian negara sama sekali 

tidak boleh berakhir dengan kehmcuran hubungan negara. Di dalam pengawasan 

tertinggi letaknya jaminan, bahwa selalu rerdapat keserasian antara pelaksanaan 

bebas dari tugas Pemerintah Daerah dan kebebasan tugas negara oleh penguasa 

negara itu. ,> 113 

Dalam kaitannya dengan persoalan tersebut, Van Kempen mengatakan 

sebagai bei-ikut: l 4  " . . .bahwa otonomi mempunyai arti lain dari pada kedaulatan 

(souvreiniteit), yang merupakan atribut dari negara, akan tetapi tidak pernah 

merupakan atribut dari bagian-bagiannya seperti Gemeente, Provincie dan 

sebagainya, yang hanya dapat memiliki hak-hak yang berasal dari negara, bagian- 

bagian mana justru szbagai bagian-bagian dapat berdiri sendiri (zelfsfandjg), akan 

tetapi tidak mungkin dapat dianggap merdeka (onafhankelijk). Lepas dari, 

ataupun sejajar dengm negara." 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mengatur hubungan yang 

sei-asi antara Pusat dan Pemerintah Daerah tidaklah mudah. Tidak ada peraturan 

perundang-undaiigan yang secara khusus mengatur selufuh segi hubungan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Ada kekhawatiran akan lepasnya kontrol dan kekuasaan Pemerintah Pusat 

terhadap Pemerintah Daerah tidak perlu ada. Karena bagaimanapui juga 

- - 

112 lrawan Soej ito, Pengawasan ... , Loc.Cit. 
113 Oppenheim, Nederlands Gemeenterecht, dikutip kembali oleh lrawan Soejito, Ibid. 
'I4 Van Kempen, Inleiding tot het Nederlandsch Indisch Gemeenterecht, dalarn Irawan 

Soejito, Ibid. 



Pemerintah Pusat masih tetap mempunyai posisi dan peran memutus kata akhir 

sesuai prinsip negara kesatuan. Oleh karena itu, otonomi daerah bukanlah dalam 

arti kemerdekaan yang berdiri sendiri terlepas dari ikatan dengan Pemerintah 

Pusat, melainkan otonomi yang mempunyai makna "kebebasan atas 

kemnndirian", yaitu suatu kebebasan yang dapat menjamin kemandirian dalam 

rangka mengembangkan pembangunan daerah atas dasar otoritas dan keleluasan 

yang diberi kan oleh Pemerinthh Pusat kepada Daerah. l 5  

Agar bandul kebebasan berotonomi tidak terlepas begitu jauh mengarungi 

dasar negara kesatuan, diperlukan pengikat kesatuan yaitu pengawasan. Antara 

kemandirian otonomi dan pengawasan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Agar otonomi tidak menciptakan suatu keadaan anarkis maka hans  

selalu ada cara-cara pengendalian yang menempatkan kebebasan tersebut di 

bawah kepemimpinan yang bersifat nasional."" 

Tetapi apabila ikatan tersebut terlalu kencang, sehingga napas 

kernandirian daerah berkurang atau bahkan hilang, maka pengawasan bukan lagi 

sisi dari otonomi daerah tetapi menjadi belenggu otonomi. Sendi yang semestinya 

dipertahankan adalah sendi kedaulatan rakyat dan sendi kemandirian di samping 

sendi negara berdasarkar, atas hukum. Dalam negara-yang besendikan kedaulatan 

rakyat dan berdasarkan hukum, sistem peilgawasan preventif sedapat mungkin 

William 0 Hart 
Administrastion, Buttenvorths, 
LOC. Cit. 

(et,al), Intraduction to The Law of Local Goverment and 
London, 1973. Lihat juga Bagir Manan , "Politik Hukum ..., 

'I6 Bagir Manan, Perjalanan ..., Loc.Cit,, hlm. 3. 



dihindari, karena pengawasan ini seolah-olah menghukum suatu perbuatan yang 

belum dilakukan, pengawasan yang utama adalah pengawasan represif.'17 

Negara kesatuan merupakan landasan batas dari pengertian dan isi 

otonomi. Berdasarkan landas batas tersebut dikembangkanlah berbagai peraturan 

(rules) yang mengatur mekaiisme yang akan menjelmakan keseimbangan antara 

tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi. Dan di sini pulalah letak kemungkinan 

"spanning" yang timbul dari kondisi tarik menarik antara kedua kecenderungan 

tersebut. l 8  

Tarik menarik i;u bukanlah suatu yang perlu dihilangkan. Upaya untuk 

menghilangkan tidak akan pernah berhasil karena ha1 tersebut merupakan sesuatu 

yang alami. Kehidcpan Sernegara atau pemerintahan tidak penlah lepas dari 

Icehidupan masyarakat, baik masyarakatnya sendiri maupun inasyarakat di 

luarcya. Negara atau pemerintah yang baik adalah yang berkiprah sesuai dengan 

dinamika masyzrakatnya. Dalarii kondisi itulah semestinya dilihat kecenderungan 

kesatuarl a t a ~  ke otonomi.' l9 

Kalau segalanya dikembangkan pada kepentingan masyarakat dan 

terwujud satu pemerintahan yang sehat, tarik menarik tersebut tidak boleh dilihat 

sebagai "spanning" di mana yang satu akan membahayakan yang lain, melainkan 

sebagai suatu bentuk dinamika yang alami yang &an secantiasa ada pada setiap 

tingkat perkembangan kehidupan bernegara atau berpemerintahan. Yang pokok 

'I7 lbid 
' '* Ibid 
'I9 Ibid 



adalah menciptakan mekanisme yang wajar agar setiap tarikan bukan saja berarti 

peringatan (warning) tetapi sekaligus sebagai masukan feeding;) bagi yang lain.120 

2. Mekanisme Pengujian Norma Hukurn 

Menurut Bagir Manan, tidak ada suatu sistem hukum positif di dunia ini 

yang secara ld~usus mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan. 

Kalaupun ada pngaturan hanya terbatas pada asas yang menyebutkan misalnya: 

"Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan penxndang- 

undangan yang lebih tinggi tingkatannya" atau dalam ha1 UUD ada ungkapan 

"the supreme law of the Land." Mengapa tidak diatur? Antara lain karena tata 

urutan itu mempuilyai konsekuensi, bahkan setiap peraturan perundang-undangan 

harus memiliki dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi tingkatannya. Peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Apabiia ternyata peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan 

perundang-undangan tingkatan lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan 

bahkan batal demi hukun~ (van rechtswege nietig). gonsekuensi ini telah 

dianggap ada walaupun tidak diatur, kecuali ada ketentuan yang sebaliknya, 

misalnya dalarn UUD (seperti UUDS 1950 dan KRIS) disebutkan "undang- 

undang tidak dapat diganggu gugat". Di sini prinsip tata urutan tidak berlaku. 

Undang-Undang (formal) akan tetap berlaku dan hams diterapkan walaupun 

bertentangan dengan UUD sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih 

I2O Ibid. 



tinggi tingkatannya. Prinsip atau ketentuan yang menyebutkan: "undang-undang 

tidak dapat diganggu gugat" bertalian dengan ajaran "supremasi parlemen". Di 

sini, UUD lebih dipandang sebagai "asas-asas umum" daripada sebagai kaidah 

h ~ k u m . ' ~ '  

Faktor lain yang menyebabkan tidak ada kelaziman mengatur tata urutan 

peraturan perundang-undangan, karena sistem hukum tidak hanya berupa 

peraturan pe~mdang-undangan, melainkan meliputi juga hukum-hukum tidak 

tertulis (yurisprudensi, hukum adat, atau hukum kebiasaan). Kaidah-icziidah 

hukum tidak tertulis ini dapat juga dipergunakan untuk menguji peraturan 

perundang-undangan atau sebaliknya, walaupun tidak bertalian dengan rata urutan 

peratursln perundang-undangan. Di Inggris, peraturan perundang-undangan di 

bawah undang-undang (delegated legislation) dapat diuji terhadap common law 

dan prinsip-prinsip umum seperti prinsip "bias ultra vires" dan lain-lain. Di 

Belanda, peraturan atau keputusan sdministrasi nzgara dapat diuji terhadap asas- 

asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang baik (beginselen van 

behoorlijk b e ~ t u u r ) . ' ~ ~  

Di dalam tata hukum, terutama yang berorientasi pada sistem Eropa 

Kontinental terdapat peratursui perundang-undangkn yakni berbagai jenis 

peraturan tertulis yang dibentuk oleh berbagai lembaga tertentu yang tersusun 

secara hirarkis. Semusl peraturan yang mengikat itu disusun secara hirarkis untuk 

menentukan derajatnya masing-masing, dengan konsekuensi bahwa jika ada dua 

peraturan yang bertentangan maka yang dinyatakan berlaku adalah yang 

12' Bagir Manan, Teori ..., Op. Cit.,Hlm. 20 1-202. 
Ibid., Hlm. 202-202. 



derajatnya lebih tinggi.'23 Jjka suatu peraturan dianggap bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi, maka cara memastikan keabsahannya biasanya 

dilakukan melalui uji materi oleh lembaga yudikatif atau yudisial. 

Ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan demikian 

rnengandung beberapa prinsip: '24 

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat 
dijadilian landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan 
yang lebih rendah ztau berada di bawahnya. 

2. Peraturan penmdang-undangan tingkat lebih rendah hams bersumber atau 
memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih 
tinggi. 125 

3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 
menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi tingkatannya (lex superior derogate legi i n f e r i ~ r i ) . ' ~ ~  

4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau 
diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling 
tidak dengan yang sederajat. 

5. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur 
materi yang sama, maka peraturan yang tsrbaru harus diberlakukan, walaupun 
tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut 
(lex posterior derogate priori). Selaiil itu, peraturan yang mengatur materi 
yang lebih khusus harus diutamakm dari peraturan perundang-undangan yang 
lebih umurn (lex specialis derogate lex generalis). 

Konsekuensi penting dari prinsip-prinsip di atas, hams diadakan 

mekanisme yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangi 

atau dilanggar. Mekanismenya yaiiu ada sistem pengujian secara yudisial atas 

setiap peraturan perundang-undangan, atau kebijakan maupun tindakan 

pemerintahan lainnya, terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

- 

Iz3 Moh. Mahfid MD., Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, 
Jakarta, 2007, Hlm. 127. 

Rosjidi Ranggawidjaja, Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang- 
undangan, Cita Bhakti Akademika, Bandung, 1996, Hlm. 19. 

125 Bagir Manan, Teori ..., Op,Cit.,Hlm. 207. 
Ibid 



tingkatannya atau tingkat tertinggi yaitu UUD. Tanpa konsekuensi tersebut, tata 

urutan tidak akan berarti. Suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih 

rendah dapat tetap berlaku walaupun bertentangan dengan peraturan perundang- 

undangan tingkat lebih tinggi.I2' 

Dalarn praktek, dikenal adanya tiga macam noma hukum yang dapat diuji 

atau yaiig biasa disebut sebagai norm control mechanism. Ketiganya sarna-sama 

merupakan bentuk nonna hukum sebagzi hasil dari proses pengarnbilan keputusan 

hukuin, yaitu: (i) keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan 

(regeling), (ii) keputusan norrnatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif 

(beschikking), dan (iii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman 

(jugdgement) yang biasa disebut vonis.I2* Ketiga bentuk norma hukurn tersebut di 

atas, ada yang merupakan individual and concrete norm,c., dan ada pula yang 

merupakan general and abstract norm, vonnis dan beschikking selalu bersifat 

individuul and concret, sedangkan regzling selalu bersifat general and abstract. 

129 

Terhadap berbagai bentuk norma hukum tersebut di atas dapat dilakukan 

kontro! atau pengawasan melalui apa yang biasa disebut sebagai mekanisme 

kontrol norma hukum (legal norm control mechanism). ' ~ ~ n t r o l  terhadzp norma 

hukum itu dapat dilakukan melalui pengawasan atau pengendalian politik, 

pengendalian administratif, atau melalui kontrol hukurn (judisial). Kontrol politik 

12' Ibid., Hlm. 207-208. 
Jimly Asshiddiqie, Hukurn Acara Pengujian Undang-Undang, Cetakan Kedua, 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm. 1. 
129 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-undang, Konstitusi Press kerjasama dengan PT 

Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2006, Hlm. 6. 



dilakukan oleh lembaga politik. Dalarn ha1 ini, mekanisme kontrolnya disebut 

sebagai "legislntive control" atau "legislative review". 

Demikian pula, apabila upaya kontrol terhadap norma hukum dimaksud 

dapat pula dilakukan oleh lembaga administrasi yang menjalankan fungsi 

"bestuur" di bidang eksekutif. Badan-badan yang memallg secara langsung diberi 

delegasi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan undang-undang 

yang bersangkutan dapat saja mengambil prakarsa untuk mengevaluasi dan 

apabila diperlukan memprakarsai usaha untuk mengadakan perbaikan atau 

perubahan atas undang-undang yang bersangkutan. Jika upaya tersebut berujung 

pada kebutuhan untuk mengubah atau merevisi undang-undang, maka tentunya 

lembaga eksekutif dimaksud benvenang melakukan langkah-langkah sehingga 

perubahan itu dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme kontrol 

yang dilakukan oleh lembaga eksekutif semacam inilah yang dapat kita sebut 

7 7  131 sebagai "administrative control" atau "executive review . 

M e n m t  Bagir Manan, untuk aenjaga agar kaldah-kaidah konstitusi yang 

termuat dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan 

konstitujional lainnya tidak dilanggar atau disimpangi (baik dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan maupun dalam . behtuk tindakan-tindakan 

pemerintah lainnya), perlu ada badan serta tata cara mengawasinya. Dalam 

literatur yang ada terdapat tiga kategori besar pengujian peraturan perundang- 

undangan (dan perbuatan administrasi negara), yaitu: (1) Pengujian oleh badan 

peradilan (judicial review), (2) Pengujian oleh badan yang sifatnya politik 

I3O Ibid. 
1 3 '  Ibid., Hlm. 6-7. 



(political review), dan (3) Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara 

(administrative review). '32 

Cappeletti, membedakan dua sistem pengawasan yang lazim dilakukan, 

yaitu pengawaszn secara yudisial (judicial review) dan pengawasan secara politik 

(polical review). Pengawasan secara yudisial artinya pengawasan yang dilakukan 

oleh badan atau badan-badan qudisial. Sedangkan pengawasan secara politik 

artinya pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan nonyudisial (lazimnya 

adalah badan politik). Baik peagawasan (secara) politik atau pun pengawasan 

(secara) yudisial dilakukan dengan cara menilai atau menguji (review), apakah 

suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya atau tindakan- 

tindakan pemerintah yang ada (existing) atau akan diundangkan (akan 

dilaksanakan) bertentangan atau tidak dengan ketentuan-ketentuan Undang- 

Undmg Dasar atau ketentuan-keteiltuzn lain yang lebih tinggi daripada peraturan 

perundmg-undangan atau tindakan pemerintah yang sedang dinilai. Wewenang 

menilai tersebut d a l m  kepustakaan kita disebut sebagai "hak menguji" 

(toetsingsrecht). 133 

Sejarah 'institusi' yang berperan melakukan kegiatan "constitutional 

review" di dunia berkembang pesat meialui tahap-tihap pengalaman yang 

beragam di setiap negara. Ada yang melembagakan fungsi pengujian 

konstitusional itu dalam lembaga yang tersendiri bernama Mahkamah Konstitusi. 

132 Bagir Manan, Empaf Tulisan fenfang Hukum, Program Pascasarjana BKU Hukurn 
Icetatanegaraan, Uriiversitas Padjadjaran, Bandung, 1995, Hlrn. 3. Dikutip kernbali oleh Ni'matul 
Huda dalarn Negara Hukum, Demokrasi dun Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005, Hlrn. 
73. 

133 Mauro Cappelleti, Judicial Review in the Contemporaiy World, the Bobbs-Merril 
Company Inc., 1979, Hlrn. 19-20. 



Ada pula yang mengaitkan fuilgsi pengujian itu kepada lembaga yang sudah ada, 

yaitu Mahkamah Agung. Ada pula yang memberikan tugas untuk menjalankan 

fungsi pengujian itu kepada badan-badan khusus dalam kerangka lembaga- 

lembaga lain seperti badan-badan pengadilan yang sudah ada; dan ada pula yang 

tidak menerima adarlya fungsi pengujian semacam itu sama sekali. Pengalaman di 

berbagai negara di dunia memperlihatkan bahwa tradisi yang mereka ikuti tidak 

sama dari satu negara ke negara yang lain. :34 

Pada umumnya, mekanisme pengujian hukum ini diterima sebagai cara 

negara hukum modem mengendalikan dan mengimbangi (check and balance) 

kecenderungan kekuasaan yang ada di genggaman para pejabat pemerintaha~ 

untuk menjadi sewenang-wenang. 

Istilah "constitzctio~al review" atau pengujian konstitusional harus 

dibedakan dari istilah ''judicial review". Pembedaan itu dilakukan sekurang- 

kurangnya karena dua alasan. Pertama, 'constitutional review' selain dilak~kan 

oleh hakim dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, 

tergantung kepada lembaga mana UUD memberikan kewenangan untuk 

melakukannya. Kedua, dalam konsep 'judicial review' terkait pula pengertian 

yang lebih luas objeknya, misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah 

UU terhadap UU, sedangkan 'constitutional review' hanya menyangkut pengujian 

konstitusionalitas, yaitu terhadap UUD. 13' 

Berkenaan dengan ha1 tersebut, memang dapat dikemukakan pula bahwa 

pengujian konstitusionalitas itu merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan 

'34 Jim1 y Asshiddiqie, Model-model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, 
Konstitusi Press, Jakarta, 2005, Hlm. 2-3. 

13' Ibid. 



oleh siapa saja atau lembaga mana saja, tergantung kepada siapa atau lembaga 

mana kewenangan untuk diberikan secara resmi oleh konstitusi suatu negara. 

Lembaga-lembaga. dimaksud tidak selalu merupakan lembaga peradilan, 

seperti sistem Perancis, disebut 'Conseil Constitutionnel' yang memang bukan 

'Cour7 atau pengadilan sebagai lembaga hukurn, melainkan Dewan Konstitusi 

yang merupakan lembaga politik. Jika dipakai istilah 'judicial review', maka 

dengan sendirinya berarti bahwa lembaga yang menjadi subyeknya adalah 

pengadilan atau lembaga jttdicial (judiciary). Namun, dalam konsepsi 'judicial 

review', cakupan pengertiannya sangat luas, tidak saja menyangkut segi-segi 

konstitusionalitas objek yaag diuji, melainkan menyangkut pula segi-segi 

legalitasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang- 

Undang Dssar. 136 

Dalam konsep pengujian Undang-Undang, khususnya berkaitan dengan 

pengujian oleh kekuasaan kehakiman, perlu dibedakan pula antara istilah 'judicial 

review' dan 'judicial preview'. Review berarti memandang, menilai, atau r~~enguji 

kembali, yang berasal dari kata re dan view. Sedangkanpre dan view ataupreview 

adalah kegiatan memandangi sesuatu lebih dulil dari sempurnanya keadaan objek 

yang dipandang  it^.'^^ 

Dalam hubungannya dengan objek Undang-Undang, dapat dikatakan 

bahwa saat ketika Undang-Undang belum resmi atau sempurna sebagai Undang- 

undang yang mengikat untuk umum, dan saat ketika Undang-Undang itu sudah 

resmi menjadi Undang-Undang, adalah dua keadaan yang berbeda. Jika Undang- 

Ibid. 
13' Jimly Asshiddiqie, Hukum ..., Op.Cit., Hlm. 4. 



Undang itu sudah sah sebagai Undang-Undang, maka pengujian atasnya dapat 

disebut sebagai judicial review. Akan tetapi, jika statusnya masih sebagai 

rancangan Undang-Undang dan belum diundangkan secara resmi sebagai 

Undang-Undang, maka pengujian atasnya tidak dapat disebut sebagai judicial 

review, melainkan judicial preview.'38 

Judicial review ztau controle juridictionale adalah pengawasan kekuasaan 

kehakiman (judicial power) terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Brewer - 

Carrias memandangnya sebagai tugas yang melekat dari pengadilan untuk 

menjamin tindakan hukum legislatif dan eksekutif sesuai dengan hukum tertinggi. 

Tepatnya dikatakan: "...the same inherent duty of courts to ensure that each legal 

action conforms to a superior law".'39 

Menurut Maurice Duverger, judicial control adalah pe~t ing agar ulidang- 

undang atau peraturan perundang-undangan tidak menyimpang dari undang- 

undag  dasar atau konstitusi. Undang-undmg dasar akan kehilangan asas-asasnya 

dan akan menjadi rangkaian kata-kata yang tidak ada artinya sama sekali kalau 

tidak ada lembaga-lembaga yang mempertahankan dan menjaga kehormatan 

hukum tersebut. Selain itu, kontrol terhadap tindakan badan eksekutif bertujuan 

agar tindakan badan eksekutif tidak ~e langgar  hukum. I" . 

Di beberapa negara yang menganut sistem civil law kewenangan ini hanya 

diberikan kepada satu lembaga tertinggi saja yang dikenal dengan Constitutional 

Court atau Mahkamah Konstitusi. Oleh karena tata cara pengujian dilakukan 

13' Ibid. 
139 Alan R. Brewer-Cariras, Judicial Review in Comparation Law, Cambrige University 

Press, 1989, Hlm. 84. Dikutip kembali oleh Irfan Fachruddin Pengawasan Peradilan 
Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, Him. 175. 

140 Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 2000, Hlm. 27 1. 



hanya oleh satu Mahkamah saja, maka sistem tersebut dikenal dengan nama 

sistem "sentralisasi", sedangkan metode pengujiannya disebut "principaliter". Di 

beberapa negara lainnya yang menganut sistem common law, judicial review 

diberikan kepada para hakim yang bertugas untuk menguji apakah peraturan yang 

dipermasalahkan dalam kasus yang sedang diperiksa bertentangan dengan 

konstitusi. Oleh karena prosedur pengujian tersebut dapat dilakukan oleh para 

hakim dalam pemeriksaan perkara secara konkrit, maka sistem ini disebut sistem 

"desentralisasi" dan metode pengujiannya disebut "incidenter". Atas putusan 

hakim rendahan dapat dimintakan banding sampai ke Pengadilan Tertinggi di 

negara tersebut (Mahkamah Agung-Supreme Court).141 Indonesia termasuk 

negara yan.g msnganut sistem tersentralisasi, yaitu untuk undang-undang terpusat 

di Mabkamah Konstitusi, sedangkan pengujian atas peraturan perundang- 

undangan di bawah undang-undang dipusatkan di Mahkamah Agung. 

Menurut Sri Soemantri, jika pengujian itu dilakukan terhadap isi undang- 

undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, dinamakan sebagai hak 

menguji material (materiele toetsingsrecht), jika pengujian itu dilakukan terhadap 

prosedur pembentukannya, disebut hak mengj i  formal (formele 

toetsingsrecht). '42 

Untuk menjaga kesatuan sistem tata hukum dalam negara, maka perlu 

dilakukan pengujian apakah satu kaidah hukum tidak berlawanan dengan kaidah 

hukum lain, dan terutama apakah satu kaidah hukum tidak ingkar dari atau 

14 1 Eddy Djunaedi, "Judicial Review di Beberapa Negara Suatu Kajian Perbandingan", 
Ulasan Hukum dalam Varia Peradilan No. 172, Januari, 2000, Hlm. '102-103. Lihat juga Jimly 
Asshiddiqie, Perihal ..., Op.Cit., Hlm. 7. 

14' Sri Soemantri M., Hak Menguji Materiil di Indonesia, Alumni, Bandung, 1982, Hlm. 
6-1 1. 



bersifat menyisihkan kaidah hukum yang lebih penting dan lebih tinggi 

derajatnya. Perbedaan dan pertentangan antara kaidah-kidah hukum dalarn satu 

tata hukum harus diselesaikan dan diakhiri oleh lembaga peradilan yang 

benvenang menentukan apa yang menjadi hukum positif dalam satu negara. 

Pekerjaan mengambil keputusan tentang sesuai tidaknya kaidah hukum dengan 

undang-undang dasar atau dengan kaidah konstitusi yang setaraf dengan itu, oleh 

Usep Ranawijaya disebut pengujian konstitusional secara material.'43 

Pengujian konstitusional secara material ini mendapat dasar yang kuat 

dalam negara yang mempunyai Undang-Undang Dasar sebagai satu kump~llan 

kaidah fundamental yang dianggap supreme dibanding dengan kaidah-kaidah lain. 

Dalam negara serikat pengujian konstitusional mempunyai arti tambahan yang 

penting dilihat dari segi keperluan menjamin hak negara bagian. D a l m  rangka 

gagasan trias politika dengan sistem checks and balances pengujian konstitusional 

mempunyai arti lebih memperkuat lagi kedudukan lembaga peradilan sebagai 

jabatan yang bebas dari pengaruh jabatan eksekutif dan legislatif. Secara umum 

dengar. pengujian konstitusional ini jabatan peradilan dapat membatasi atau 

mengendalikan tingkah laku jabatan legislatif dan jabatan eksekutif atas dasar 

konstitusi. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka menjamin hak asasi dan 

kebebasan dasar warga negara serta dalam mencegah terjadinya perbuatan 

sewenang-wenang penguasa. '44 

Dalain rangka judicial review ini hakim berhak melarang dan 

membatalkan tindakan-tindakan pemerintah yang: 

143 Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarya, Ghalia Indonesia, 
Jakarta, 1983, Hlm. 190-191. 

144 Jimly Asshiddiqie, Model-model ..., Op.Cit., Hlm. 



a. Dilakukan secara sewenang-wenang (arbitrary), semau-maunya d m  berganti- 
ganti (capricious), penyalahgunaan wewenang diskresioner (abuse of 
discretion) dan lain-lain tindakan yang tidak sesuai dengan hukurn. 

b. Bertentangan dengan hak-hak konstitusional, bertentangan dengan 
wewenanglkekuasaan, previlege atau immunitas. 

c. Melampaui batas wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang atau 
tidak didasarkan pada suatu hak apapun. 

d. Dilakukan tanpa memperhatikan atau menuruti prosedur yang telah ditentukan 
oleh hukum. 

e. Tidak didukung oleh kebenaran di dalam fakta-fakta persoalan yar~g 
bersangkutan yang merupakan suatu "substansial evidence" dalam tindakan 
pemerintah tersebut. 14' 

Kontrol yang dilakukan oleh hakim dalam judicial review itu meliputi 

juga putusan-putusdproduk pemerintah yang bersifat mengatur (reglementer) 

ataupun yang bersifat perseorangan (individual). Namun demikian dikenal pula 

beberapa perkecualian di mana hakim tidak dapat melakukan judicial review, 

yaitu: (a) putusan yang menyangkut masalah hubungan internasional; (b) masalah 

grasi; (c) masalah hubungan antara lcmbaga-lernbaga negara, misalnya ratifikasi 

dari suatu amandemen terhadap l~onsti tusi . '~~ 

Selain itu pula kontrol hakim tidak boleh memasuki ruang lingkup yang 

termasuk dalam wewenang diskresioner Pemerintah, dan harus berhenti sampai 

pada aspek legalitasnya saja dari suatu tindakan Pemerintah. Sekalipun pejabat 

administratif itu mempunyai wewenang diskresioner, tetaii bilamana pelaksanaan 

wewenang itu adalah sedemikian rupa hingga merugikan hak-hak asasi seseorang 

individu, maka hakim dapat melaranglmembatalkannya dengan alasan "abuse of 

discretion" seperti disebutkan di atas. Untuk sarnpai pada alasan ini maka dalam 

prakteknya hakim tidak cukup .hmya menilai segi-segi hukumnya saja, tetapi 

145 Paulus Effendi Lotulung, Beberapa Sistern tentang Kontrol Segi Hukurn Terhadap 
Pemerintah, Edisi Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlrn. 79. 

'46 Ibid., Hlrn. 80. 



dalam kasus-kasus tertentu sampai meluas pada penilaian terhadap fakta-fakta 

juga, sehingga batas-batas antara legality control dengan opportunisty control 

menjadi kabur/~amar-samar.'~~ 

Berbicara tentang judicial review di dalam politik hukum tidak dapat 

dilepaskan dari pembicaraan tentang hukum perundang-undangan atau peraturan 

perundang-undangan. Sebab, judicil review itu bekerja atas dasar peraturan 

perundang-undangan yang tersusun hirarkis. Fengujian oleh lembaga yudisial 

dalam judicial review adalah untuk menilai sesuai atau tidaknya satu peraturan 

perundang-undangan dengan peraturan ~erundang-undangan yang lebih tinggi 

secara hirarkis. Judicial review tidak bisa dioperasionalkan tanpa ada peraturan 

perundang-undangan yang tersusun secara hirarkis.I4' 

Judicial review merupakan ha1 yang sangat penting umtu!! menjamin 

konsistensi politik hukum nasional sebagai a l i~an dari konstitusi. Apalagi jika 

diingat bahwa arti konstitusi itu mencakup semua peraturan tentang organisasi 

negara yang bisa bcrbentuk 1. Tertulis: (a) clalam dokurnen khusus (UUD). (b) 

dalam dokumen tersebar (peraturan perundang-undangan lai). 2. Tak tertulis: (a) 

Konvensi. (b) Adat. Dengan demikian, konstitusi itu sebenarnya bukan saja 

mencakup UUD melainkan juga rnencakup peratman perundang-undangan 

lainnya yang juga tertulis. Hanya saja, ULTD merupakan dckumen khusus 

sedangkan yang lainnya merupakan dokumen biasa yang tersebar. Sebaran 

dokumen tertulis itu hams tersusun secara hirarkis agar lembaga yang benvenang 

14' Ibid., Hlm. 80-8 1. 
148 Moh. Mahhd MD., Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, 

Jakarta, 2007., Hlm. 126-127. 



membuatnya dan derajatnya di dalam peraturan perundang-undangan terlihat 

dengan jelas. 

Di Indonesia, sebelum adanya perubahan UUD 1945, kewenangan judicial 

review ada pada Mahkamah Agung tetapi dibatasi hanya pada peraturan 

perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Setelah adanya Pen~bchan UUD 

1945, muncul lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi yang benvenang 

melakukan jt~dicial review pada Undang-Undang terhadap Undang-Undang 

Dasar, sedangkan Mahkamah A p g  tetap pada kewenangan semula. 

Di dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

(PTLJN) secwa implisit diatur pula mengenai pengujian materiil, tetapi Eukan 

terhadap peraturan pemndang-undangan ~nelainkan terhadap Keputusan Tata 

Usaha Negara (beschikking). Badan peradilan yang diberi wewenang untuk 

menguji adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara. Di dalam Pasal 53 ditegaskan, "Seseorang atau badan hukum pcrdata 

yang merasa kepenticgannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara 

dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pecgadilan yang benvenang yang berisi 

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan 

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau 

direhabilitasi. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah: 

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 



b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan 

telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya 

wewenang tersebut; 

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak 

mengeluarkan keputusan, setelah mempertimbangkan semua kepentingan 

yang tersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai pada 

pengambilan keputusan tersebut. 

Stelsel perundang-undangan Belanda dan Indonesia mengenai ha1 ini 

menurut van der Burg dan Burkens rrlemiliki banyak titik temu. Menurut Artikel 8 

ayat (1) Wet Arob gugatan dapat diajukan kepada Afdeling Rechtspraak, Raad 

van Staat, dengan alasan sebagai b e r i k ~ t : ' ~ ~  

"(a) de beschikking met een algemeen verbidend voor schrift strijd; (b) het 
administratieve orgaan bij het geven van de beschikking van zijn bevoegdheid 
kennelijk tot een ander doe1 gebruik heef? gemaakt dan tot de doelieden, waartoe 
die bevoegheici gegeven is; (c) het administratieve orgaan bij afweging van de 
betrokken belangen niet in redelijkheid tot de beschikking heeft kunnen komen; 
(d) het administratieve orgaan anderzins heeft beschikt in sirijd met enig in het 
algemeen rechtsbewutzijn levend beginsel van behoerlijk bestuur". ((a) 
beschikking itu bertentangan dengan peraturan umurn yang bersifat mengikat 
umum; (b) bahwa organ administrasi pada waktu mengeluarkan beschikking itu 
ternyata telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan 
diberikannya wewenang; (c) organ administrasi waktu menimbangkan 
kepentingan-kepentingan yang tersangkut menurut nalar ~eharusnya tidak sampai 
mecgeluarkan beschikking yang bersangkutan; dan (d) organ administrasi telah 
memutus bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik yang hidup 
dalam kesadaran hukum umum). 

Badan peradilan administrasi Perancis dalarn menguji "acte administratif' 

menggunakan patokan "illegalitas" atau ketidak berdasarkan nukum. Illegalitas 

, - 
I q 9  Irfan Fachruddin, Pengawasan ... , Op.Cit., Hlm. 267. 



itu secara ringkas dikelompokkan kepada dua golongan, sebagaimana telah 

dibahas pada bab sebelumnya: '50 

1. Illegalitas ekstern atau menilai segi formal, meliputi: 
a. Tanpa kewenangan (kompetensi); 
b. Kekeliruan bentuk dan kekeliruan prosedur; 

2. lllegalitas intern, yaitu menilai segi substantif, meliputi: 
a. Bertentangan dengan undang-undang atau hukum; 
b. Penyalahgunaan kekuasaan (de 'tournement de pouvoir). 

Harnpir semua butir-butir dari pztokan "illegalitas" punya kemiripar~ 

substansi dengan yang terdapat dalanl Artikel 8 ayat 1 Wet Arob dan Pasal 53 

ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986. Berikut ini akan dibahas beberapa butir penting 

dari patokan terseht: 

Kategori pertama; keputusan yang bertentangan dengan peraturan umum 

yang bersifat mengikat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapai 

terjadi dalam hal: (i) tanpa wewenang, yaitu badan pemerintah mengeluarkan 

suatu keputusan tanpa dasar wewenang, atau ada wewenang tetapi wewenang itu 

ada pada instansi lain dan tidak terdapat adanya delegasi atau berdasarkan suatu 

delegasi yang tidak dapat dibenarkan oleh peraturan dasarnya; (ii) bertentangan 

dengan peraturan dasar, yaitu keputusan yang dikeluarkan itu bertentangan 

dengan peraturail dasarnya atau peraturan lain; (iii) peraturan dasar dari keputusan 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; (iv) keputusan bertentangan 

dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.15' 

Kategori kedua; dikenal juga dengan de 'tournement de pouvoir. Dasar 

pengujian ini bertolak pada pemikiran bahwa pemberian wewenang dimaksudkan 

- - 

I50 Paulus Effendi Lotulung, Beberapa ..., Op.Cit., Hlrn. 6. 
151 Ibid., Hlrn. 45-47. Lihat juga Irfan Fachruddin, Pengawasan ..., Op.Cit., Hlrn. 268. 



untuk tujuan tertentu, yang dapat diketahui dari sejarah lahirnya peraturan 

tersebut. Karena itu, apabila badan pemerintah menggunakan wewenang 

mengeluarkan keputusan administratif untuk tujuan lain, maka dengan demikian 

adalah bersifat melawan hukum. 

Kategori ketiga; dikenal dengan larangan willekeur atau menyimpang dari 

nalar (redelijkheid). badan atau pejabat pemerintah dalam menimbang semua 

kepentingan yang terkait menurut nalar seharusnya tidak sampai mengeluarkan 

atau tidak inengeluarkan keputusan. Dalam mengambil putusan, hakim 

mempertimbangkan walaupun hanya secara global, artinya sampai suatu batas 

(merge) tertentu. K ~ r e n a  itu, a?a yang dilakukan hakim tersebut dalam ha1 ini 

dinamakan "marginal toetsing" atau "pengujian marginal". Hakim hams tetap 

merlghormati kebebasan badan pemerintah untuk menentukan kebijaksanaannya. 

Dalam ha1 menimbang kepentingan-kepentingan yang terkait yang dilakukan 

pejabat pemerintah menurut nalar tidak dapat dipertahankan lagi, barulah ia 

nlelakukan pembatalan keputusan.1'2 

Tidak seperti Wet Arob, UU No. 5 Tahun 1986 tidak mencantumkan asas- 

asas umum pemerintahan yang baik sebagai alasan pengajuan gugatan. 

Kebanyakan ahli hukum administrasi di Indonesia berpendapat bahwa meskipun 

asas hukum tersebut tidak diadopsi oleh undang-undang, dapat digunakan oleh 

hakim administrasi dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan keputusan 

pemerintah. Asas-asas umum penyelengaraan pemerintahan yang layak, menurut 

Irfan Fachruddin, dapat diterapkan langsung dalam putusan badan peradilan 

administrasi sebagai hasil penemuan hukum atau pengisi kekosongan hukum 

lrfan Fachruddin, Pengawasan ... Ibid., Hlrn. 269. 



dalm ha1 undang-undang tidak mengaiurnya. Jika badan peradilan cenderung 

mempertahankannya, statusnya menjadi yurisprudensi yang merupakan salah satu 

sumber hukum dalam arti 

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum 

masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD Negara Republilc 

Indonesia Tahun 1945, UU No. 5 Tahun 1986 diubah dengan UU No. 9 Tahun 

2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan mei~genai wewenang PTUN 'menguji' 

Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 53 ayat (2) diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: "P-lascin-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. Ke~utusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas 

umum pemerintahan yang baik." 

Melalui perubahan tersebut, nampak bahwa asas-asas umum pemerintahan 

yang baik sudah menjadi peraturan hukum yang mengikat dan menjadi patokan 

dalarn penyelenggaraan pemerintahan dan bukan lagi sekedar kecenderungan etik 

dan moral pemerintahan umum belaka. 

Menurut Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, yang dapat 

dituntut di muka PTUN terbatas pada 1 (satu) macarn tuntutan pokok yang berupa 

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan 

penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah. Tuntutan tambahan yang 

153 [bid., Hlrn. 272. 



dibolehkan hanya berupa tmtutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa 

kepegawaian saja dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa 

tuntutan rehabilitasi. Adapun yang dimaksud dengan "asas-asas umum 

pemerintahan yang baik" sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf b, adalah 

meliputi asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; 

proporsionalitas; profesionalitas; dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam 

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Dari ketentuan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 ternyata bahwa yang dapat 

diuji bukan hanya pel-turan perundang-undangan tetapi juga Keputusan Tata 

Usaha Negara. Dengan demikian telah terjadi pergeseran serta perkembangan 

mengenai materi yang dapat diuji. Selain itu, mengenai badan peradilan yang 

dapat menguji menjadi semakin meluas, yaitu selain Mahkamah Agung juga 

Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilm Tinggi Tata Usaha Negara. 154 

Di samping melalui badan peradilan, terdapat negara-negara yang 

melakukan pengujian terhadap Undang-Undang yang sudah berlaku atau Undang- 

Undang yang belum diundangkan kepada badan yang bukan judicial. Badan yang 

dernikian lazimnya adalah badan politik.155 

Negara-negara yang tidak memiliki sistem 'judicial review', belum tentu 

tidak memiliki mekanisme 'constitutional review'. Bisa saja di satu negara tidak 

dikenal adanya 'judicial review' dalarn arti pengujian konstitusionalitas oleh 

154 Lihat dalam Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar llmu Perundang-undangan, Mandar 
Maju, Bandung, 1998, Hlm. 11 I. 

155 Lihat kembali dalam Mauro Cappelleti, Loc. Cit. Hlm. viii 



hakim, tetapi justru menerapkan pengujian oleh lembaga legislatif, atau bahkan 

oleh lembaga eksekutif. ' 56 

Di lingkungan negara-negara seperti ini, ada yang sama sekali tidak 

mengijinkan dilakukannya pengujian konstitusionalitas kecuali oleh lembaga 

legislatif yang ditentukan untuk itu. Sebagian besar, negara-negara yang 

menganut paham komuriisme tennasuk kategori demikian. Tetapi selain itu, 

banyak juga negara yang tidak mempunyai tradisi 'judicial review' memberikan 

kewenangan untuk mengadakan pengujian konstitusional (constitutional reviewj 

itu hanya kepada lembaga legislatif melalui prosedur yang dapat dinamakan 

'legislative review'. Is' 

Di lingkungan negara-negara komunis, berlaku doktrin supremasi 

parlemen (the supremacy of the Parliament), dimana konsepsi kedaulatan rakyat 

secara kolektif selalu dilembagakan ke dalam konsep 'Dewan Rakyat Tertinggi' 

yang memiliki susunan kelembagaan negara. Lembaga tertinggi inilah yang selalu 

dianggap paling berwenang untuk menjadi penafsir Undang-Undang Dasar, 

sehingga pengujian konstitusionalitas atas suatu Undang-Undang menjadi 

kewenangan mutlak lembaga tertinggi ini. Kalaupun suatu Undang-Undang akan 

direvisi, diubah, ataupun dibatalkan, rnaka yang dianggap berwenang untuk itu 

hanyalah lembaga yang membuatnya sendiri, bukan lembaga kekuasaan 

kehakiman. 15* 

Pengujian atas pcraturan sebagai produk pengaturan atau regeling, jika 

dilakukan oleh lembaga yang membuatnya sendiri, maka pengujian semacam itu 

156~imly Asshiddiqie, Model-model ..., Op.Cit., Hlm. 
ls71bid., Hlm. 71-72. 
'" Ibid. 



disebut legislative review atau regulative review. Jika perangkat hukum yang diuji 

itu merupakan produk lembaga legislatif (legislative acts), maka pengujiannya 

dilakukan melalui proses legislative review. 'jg 

Baik judicial review maupun political review keduanya dilakukan oleh 

suatu badan yang berada di luar pembentuk undang-undang. Apabila pembentuk 

Undang-Undang (legislatif), yang menurut UUD 1945 adalah Presiden dan DPR 

melakukan "pengujian", baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas perintah 

MPR, maka ha1 itu bukan dalam rangka hak menguji material, melainkan suatu 

proses legislatif biasa seperti membuat, mengubah atau mencabut Undang- 

Undang. Apalagi dengan adzya ketentuar, hahwa pernyataan tidak berlaku itu 

efektif pada saat Undang-Undang penggantinya mulai berlaku. Dengan demikian, 

legislctive review yang di!akukan oleh pembentuk Undang-Undang sendiri bukan 

merupakan suatu kekuasaan yang baru diberikan, tetapi memang sudah termasuk 

dalam pengertian "membuat" sebagaimana diatur dalam UUD 1945. 160 

Kekeliruan perundang-undangan setagai produk hukum politis dimana 

kedaulatan politik ada di tangan rakyat dan dilakukan di tingkat tertinggi oleh 

MPR dan di tingkat Pusat dilakukan oleh Presiden bersama DPR, dan di tingkat 

Daerah oleh PemerintA Daerah bersama DPRD; sdharusnya diuji rnelalui 

legislative review oleh badan legislatif yang membuatnya atau oleh badan 

legislatif yang lebih tinggi tingkatannya. 161 

Is9  Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara ..., Op.Cit., Hlm. 27. 
I6O Rosjidi Ranggawidjaja dan Indra Perwira, Perkembangan Hak ..., Op.Cit., Hlm. 23. 
161 Laporan Akhir" Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang MA dalam 

Melaksanakan Hak Uji Materiil (Judicial Review)", disusun oleh Tim di bawah pimpinan Prof. Dr. 
Paulus Efendi Lotulung, 199912000, HIm.6-8. 



Mauro Cappelleti mengemukakan, pengujian secara politik lebih bersifat 

preventif, yaitu pengujiari dilakukan sebelum suatu undang-undang diundangkan 

(promulgation). Tindakan yang bersifat preventif ini mengandung segi positif, 

sebab kemungkinm timbulnya resiko atau dampak yang tidak diinginkan akan 

dapat dihindari, karena undang-undang itu belum dilaksanakan (belum 

diundangkan), yang berarti belum mempunyai akibat hukum yang mengikat.'62 

Tujuan utama dilakukannya pengawasan (controle) terhadap Pemerintah 

menurut Paulus Effendie Lotulung adalah untuk menghindari terjadinya 

kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun jlang tidak disengaja, sebagai 

suatu usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi 

kekeliman itu, sebagai usaha represif. Dalam praktek, adanya kontrol itu sering 

dilihat sebagai sarana untuk mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan 

tugas pemerintahan dari apa yang telah digsuiskan. Di sinilah letak inti atau 

hakikat dari suatu pengawasan.'63 

Lebih lanjut Paulus E. Lotulung rnenyatakan,164 ditinjau dari segi 

kedudukan dari badadorgan yang melaksanakan kontrol itu terhadap badadorgan 

yang dikontrol, dapat dibedakan antara jenis kontrol yang disebut kontrol intern 

dun kontrol ekstern. Suatu kontrol intern b e r i i  bahwa Gngawasan itu dilakukan 

oleh suatu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam 

lingkungan Pemerintah sendiri, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh 

pejabat atasan terhadap bawahannya secara hirarkis, ataupun pengawasan yang 

dilakukan oleh tidpanitia verifikasi yang dibentuk secara insidentil dan biasanya 

' 62  Ibid. 
163 Paulus Effendie Lotulung, Beberapa ..., Op.Cit., Hlm. xv. 
'64 Ibid., H1m.x~-xvi. 



terdiri dari beberapa orang ahli dalarn bidang-bidang tertentu. Bentuk kontrol- 

kontrol semacam itu dapat digolongkan dalam jenis teknis-administratif atau 

lazim pula disebut sebagai suatu bentuk "built-in control". 

Suatu kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau 

lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar Pemerintah 

dalam arti eksekutif. Tennasuk pula koiltrol ekstern ini adalah kontrol yang 

dilakukan seczra tidak langsung melalui badan-badan peradilan (judicial control) 

dalam ha1 timbul persengketaan atau perkara dengan pihak Peinerintah. '65 

Ditinjau dari segi saatlwaktu dilaksanakannya suatu kontrol atau 

pengawasan, dapat dibedakan dalam 2 jenis kontrol, yaku kontrol a-priori dun 

kontrol a-posteriori. Dikatakan sebagai kontrol a-priori adalah bilamana 

pengawasap itu dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau 

ketetapan Pemerintah atau pun peraturan lainnya yang pengeluarannya memailg 

menjadi wewenang Pemerintah. Dalam ha1 ini tampak jelas unsur preventif dari 

maksud kontrol itu, sebab tujuan utamanya adalzh untuk rnencegah atau 

menghindari terjadinya keke1ir~an.l~~ 

Kontrol a-posteriori adalah bilamana pengawasan itu bsrc terjadi ses~ldah 

dikeluarkannya keputusdketetapan Peinerirtah . atiu sesudah terjadinya 

tindakadperbuatan Pemerintah. Dengan kata lain, arti pengawasan di sini adalah 

dititikberatkan pada tujuan yang bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan 

yang keliru. Peranan badan peradilan melalui suatu judicial control adalah selalu 

165 Ibid., Hlm. xvi. 
Ibid. 



bersifat kontrol a-posteriori, karena selalu dilakukan sesudah terjadinya suatu 

perbuatan atau tindakan.I6' 

Di samping kedua macam kriteria pembedaan tersebut, dikenal pula 

pembedaan yang ditinjau dari segi sifat kontrol itu terhadap objek yang diawasi. 

Dengan kata lain, apakah kontrol itu hanya dimaksudkan untuk menilai segi-segi 

atau pertimbangan yang bersifat hukumnya saja (segi legalitas), yaitu segi 

"r.echtmatigheid" dari perbuatan Pemerintah ataukah juga di samping segi 

rechtmatigheid ini dinilai pula benar tidaknya perbuatan itu ditinjau dari segi 

pertimbangan kemanfaatannya (opportunitas), yaitu segi "doelmatigheid". Jadi 

dibedakanlah antara kontrol segi hukum (rechtmatigheidstoetsing) dan kontrol 

segi kemanfaatan (doelmatigheid~toetsing).'~~ 

Kontrol yang dilakukan oleh badan peradilan (judicial ccntrol) pada 

prinsipnya hanya menitik beratkan pada segi legalitas, y3it.u kontrol segi hukum, 

sedangkan suatu kontrol t eh i s  administratif intern dalarn lingkungan Pemerintah 

sendiri (built-in-co;ztrol) bersifkt selain penilaian legalitas 

(rechtmatigheidstoetsing) juga dan bahkan lebih menitikberatkan pada segi 

penilaian kemanfaatan (doelmatigheidstoetsing) dari tindakan yang 

b e r ~ a n ~ k u t a n . ' ~ ~  Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa kontr.01 segi hukum itu 

merupakan salah satu ciri pokok dari tugas badan peradilan, yaitu melakukan 

penilaian (toetsing) tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan Pemerintah. 

Apabila dihubungkan dengan pengawasan terhadap Pemerintah, terlihat 

bahwa pengertian umum pengawasan masih tetap relevan, alasannya: Pertama, 

167 Ibid., Him. xvii. 
'68 Ibid. 
16' Ibid., Hlm. xvii-xviii. 



pada umumya sasaran pengawasan terhadap Pemerir~tah adalah pemeliharaan 

atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan 

dapat pula membawa kekuasaan Pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan 

masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalarn batas 

k e k u a ~ a a n n ~ a ; ' ~ ~  Kedua, tolok ukurnya adalah hukum yang mengatur dan 

membatasi kekuasaan dan tindakan Pemerintah dalam bentuk hukum material 

maupun hukum formal (rechfmatigheid), serta manfaatnya bagi kesejahteraan 

rakyat (doelmatigheid); Ketiga, adanya pencocokan antara perbuatan dan tolok 

ukur yang telah ditetapkan; Keempat, jika terdapat tanda-tanda akan terjadi 

penyimpangan terhadap tolok ukur tersebut dilakukan tindakan pencegahan; 

Kelima, apabila dalam pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari 

tolok ukur, kemudian diadakan koreksi melalui tindakan pembatalan, pemulihan 

terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisiplinkan pelaku kekeliruan itu. l7 '  

Selain pengawasan dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan 

dilaksanakan dengan baik, bukan untuk mencari-cari kesalahan, mecurut P. de 

Haan ada beberapa motif pengawasan. Yaitu untuk kepentingan koordinasi dan 

integrasi pemerintahan, pengawasan keuangan, dan pengawasan terhadap 

kecermatan penyelenggaraan pemerintahan berkenaan dingan perlindungan hak 

dan kepentingan warga negara.'72 

Menurut Versteden, pengawasan ditujukan sebagai sarana untuk 

mengawasi bahwa organ-organ yang lebih rendah menjalankan tugasnya dengan 

- -- 

170 SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dun Upaya Administratif di Indonesia, 
Liberty, Yogyakarta, 1997, Hlm. 12. 

. - 17' Irfan Fachruddin, Pengawasan ..., Op. Cit. ,Hlm. 90-9 1. 
172 Ridwan, Hukum Administrasi Di Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm. 126. 
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baik dan dalarn batas tertentu sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah negara 

kesatuan, yang dibutuhkan untuk menjarnin keberadaan negara kesatuan yang 

didesentralisasi (gedecentraliseerde eenheidsstaat). Di samping itu, pengawasan - 

juga digunakan untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Peraturan 

perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum biasanya berjalan paralel 

dengan pelanggaran hak dan kepentinpri warga negara.'73 

Secara m u m  dapat ddisebutkan, bahwa pengawasan sebagai pranata yang 

melekat pada desentralisasi bukanlah sescatu yang ~nesti dihindari. Namun 

demikian, pengawasan tidak boleh mengakibatkan pengurangrn atau 

penggerogotan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam dasar-dasar 

desentralisasi serta patokan-patokan sistem rumah tangga daerah (seperti dasar 

kerakyatan dan kebebasan daereh untuk berprakar~a). '~~ Pengawasan harus 

disertai pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan akan mencakup 

pembatasan macam atau bentuk pengawasan, yang sekaligus mengandung 

pembatasan tata cara menyelenggarakan pengawasan, ruang l ingk~p petlgawasan, 

dan pejabat atau badan yang benvenang melakukan pengawasan. 

Ada dua jenis pengawasan baku terhadap satuan pemerintahan oionomi 

yaitu pengawasan preventif breventief toezicht) . dah pengawasan represif 

(repressief toezicht). Pengawasan ini berkaitan dengan produk hukum dan 

tindakan tertentu organ pemerintahan daerah. Pengawasan preventif dikaitkan 

Ibid. 
174 Bagir Manan, Hubungan ..., Op.Cit., Hlm. 18 1. 



dengan wewenang mengesahkan (goedkeuring). Pengawasan represif adalah 

wewenang pembatalan (vernietigiizg) atau penangguhan (schorsing). '75 

Untuk menjaga kewibawaan Pemerintah Daerah dan kepentingan daerah, 

serta untuk menghiildari atau memperkecil kemungkinan-kemungkinan terjadinya 

penyalahgunaan kekuasaan (detournement de pouvoir) atau kelalaian dalarn 

adnlinistrasi yang dapat merugikan daerah danlatau negara maka dianggap perlu 

untuk menyelenggarakan pengawasan secara preventif terhadap Keputusan- 

Keputuan Kepala Daerah dan Peraturan ~ a e r a h . ' ~ ~  

Pengawasan preventif itu berbentuk memberi pengesahan atau tidak 

memberi (menolak) pengesahan. Sesuai dengan sifatnya, pengawasan preventif 

dilakukan sesudah keputusan daerah ditetapkan, tetapi sebelum keputusan itu 

mulai berlaku. Dengan kata lain, suatu keputusan daerah dalam arti luas, terrnasuk 

juga Peraturan Daerah, yang dikenakan pengawasan preventif hanya dapat mulai 

berlaku apabila keputusan itu telah lebih dahulu disahkan oleh penguasa yang 

berwenang mengesahkan. Bagi Peraturan Daerah, pengawasan preventif terhadap 

Peraturan Daerah tertentu, dilakukan sesudah peraturan-peraturan itu ditetapkan 

oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah, tetapi 

sebelum Peraturan Daerah itu d i ~ n d a n ~ k a n . ' ~ ~  

Pengawasan preventif hanya dilakukan terhadap Keputusan Kepala 

Daerah dan Peraturan Daerah, yang berisi atau yang mengatur materi-materi 

tertentu. Yang diletakkan di bawah pengawasan preventif itu pada umilrnnya 

materi-materi yang dianggap penting, yang menyangkut kepentingan-kepentingan 

175 Bagir Manan, Menyongsong ..., Op. Cit., Hlm. 154. 
'76 lrawan Soejito, Pengawasan ..., Op.Cit., Hlm. 12. 
'77 Ibid. 



besar terutarna bagi daerah dan penduduknya, sehingga dengan meletakkannya di 

bawah pengawasan preventif itu diharapkan sudah dapat ditutup sebelumnya 

kemungkinan timbulnya kerugian atau hal-ha1 yang tidak diinginkan bagi daerah 

tersebut. 

Bagi pengawasan preventif alasan-alasan yang dapat dipakai oleh pcjabcit 

yang benvenang tidak disebutkan secara tegas, sellingga secara teori pejabat 

tersebut dapat misalnya tidak memberi pengesahan berdasarkan alasan lain 

daripada alasan adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya.ng 

lebih tinggi tingkatannya atau dengan kepentingan umum. Di dalam praktek 

tidaklah mudah untuk menemukan alasan yang demikian itu. Pejabat jrang 

benvenang mengesahkan atau tidak memberi pengesahan itu biasanya juga hanya 

meninjau apakah keputusan itu bertentangan dengan kepentingan umum atau 

dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya atau tidak.179. 

Menurut Boo1 dan Oppenheim, pengesahan itu hanya diperlukan untuk 

terjadinya (het ontstaan), untuk menjadi sempurna (het perfect worden), tetzipi 

tidak untuk berlangsungnya (het voortbestaan) tindakan atau keputusan, dan 

bahwa hukum negara menggunakan cara-cara lain untuk meniadakannya, jika 

yang demikian itu dipandang perlu. lS0 

Pelaksanaan pengawasan preventif berada pada posisi "lebih 'awal" dari 

pengawasan represif. Daya carnpur tangan terhadap daerah juga menjadi lebih 

besar. Pengawasan preventif mengandung "prasyarat" agar keputusan daerah di 

17' Ibid., hlm 12-13. 
Ibid., Hlm. 36. 
Ibid., Hlm. 44. 



bidang atau yang mengandung sifat tertentu dapat dijalankan. Selama prasyarat 

tidak atau belum terpenuhi, keputusan tersebut tidak dapat dijalankan.'" 

Pada umurnnya diterima pandangan bahwa pembatasan terhadap 

pengawasan preventif lebih ketat dibandingkan dengan pengawasan represif. 

Salah satu bentuk pembatasan adalah dengan cara mengatur atau menentukan 

secara pasti jenis dan macam keputusan daerah yang meinerlukan pengawasan.Ig2 

Pengawasan represif dilaksanakan dalarn bentuk (a) menangguhkzn 

berlakunya suatu Peraturan Daerah dar, atau Keputusan Kepala Daerah; aan (b) 

membatalkan suatu Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah. 

Berbeda dengan pengawasan preventif yang hanya dapat dilakukan 

terhadap Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah tertentu, yang disebut 

Undang-Uridang atau Peraturan Pemerintah, pengawasan represif dapat dijalankan 

terhadap semua Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Dsaerah apabila 

peraturankeputusan itu dianggap bertentangan dengan peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi tingkatamya atau dengan kepentingan u ~ t u m . ' ~ '  

Khususnya mengenai penangguhan, perlu dikemukakan bahwa 

penangguhan itu merupakan suatu usaha persiapan untuk suatu pembatalan. 

Karena itu, di dalam konsiderans dari suatu keputusan.pehangguhan itu biasanya 

selalu disebut bahwa penangguhan keputusan itu dianggap perlu karena sedang 

dipertimbangkan suatu pembatalan dari keputusan tersebut. Ini tidak berarti 

bahwa setiap pembatalan hams didahului oleh suatu penangguhan. Pembatalan 

181 Bagir Manan, Hubungan.. ., Op. Cil., Hlm. 19 1. 
ls2 Ihid. 
183 Irawan Soejito, Pengawasan ..., Op.Cit., Hlm. 5 1. 



dapat langsung dilakukan tanpa adanya penangguhan lebih d a h u l ~ . ' ~ ~  Keputusan 

penangguhan dan pembatalan harus menyebutkan alasan-alasannya dan 

diberitahukan kepada kepala daerah yang bersangkutan. 

Berbeda dengan pengawasan preventif yang hanya dapat dilakukan di 

dalam jangka waktu yang terbatas, pengawasan represif dapat dilakukan setiap 

saat, juga apabila keputusan Peraturan Daerah itu sudalri mulai berlaku, bahkan 

apabila suatu keputusan sudah selesai dilaksanakan.lS5 

Tentang sifat hak pembatalan, dibedakan antara hak pembatalan karena 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dan karena 

bertentangan dengan kepentingan umurn. 

Sekalipun formil suatu pembatalan itu bukanlah suatu pengadilan, akan 

tetapi suztu tindak pemerintahan (bestuursdaad), namun, apabila penguasa 

membatalkan suatu keputusan daerah karena bertentangan dengan peraturan yang 

lebih tinggi tingkatannya, maka penguasa itu oleh banyak sarjana hukum 

dianggap melakukan pula suatu fungsi pengadilan.'86 

Hak pembatalan oleh pejabat yang benvenang tidak boleh digunakan 

sedemikian rupa, sehingga merupakan suatu usaha mencampuri urusan rumah 

tangga daerah secara berlebihan, sebab hak peinbatalari akan merupakan suatu 

senjata yang ampuh di tangan pejabat tersebut yang dapat mematikan otonomi 

daerah, untuk memaksa pemerintah daerah dalam mengatur rurnah tangganya 

mengikuti kehendak penguasa.18' 

-- 

184 Ibid., Hlm. 54. 
Is' Ibid. 
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Sebagai bahan perbandingan pengawasan di beberapa negara, berikut akan 

diuraikan bentuk pengawasan di Inggris, Perancis, dan Belanda. Di Perancis, 

pemerintahan daerahnya tersusun secara berjenjang - yang lebih tinggi 

mengawasi baik keuangan maupun administrasi daerah yang lebih rendah, 

sehingga lebih kepada dekonsentrasi. Hal ini berbeda dengan Inggris. 

Pemerintahan daerah Inggris tidak berada di bawah pengawasan satuan 

pemerintahan daerah yang lain. Pemerintahan daerah di Inggris lebih 

desentralistik. Sistem pemerintahan daerah Perancis mempunyai pengaruh yang 

luas. Di Asia dan Afrika pengaruh Perailcis masuk melalui penguasaan atas 

daerah-daerah tersebut. Indofiesia secara tidak langsung mendapat pengarl~h 

Perancis melalui Belanda. Desentralisasi Belanda berakar pada sejarah Belanda 

sendiri yaitu dari negara-negara kecil yang merdeka yang kemudian bersama- 

sarna terbentuk sebagai sebuah negara. Dengan kata lain, otonomi mendahului 

pembentukan negara. Dalam kaitan dengan Indonesia terdapat hubungan historis 

antarz kedua negara.Is8 

Di Inggris, terdapat tiga bentuk utama pengawasan, yaitu pengawasan 

legislatif, pengawasan administratif dan pengawasan yudisial (pengawasan ~ l e h  

atau melalui badan peradilan). Bentuk-bentuk atau macam-macam pengawasan 

administratif antara lain berupa pengesahan dan persetujuan (Confirmalion dun 

approval), yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam: 

1 .  Pengesahan bye-laws 
Dalam mempertimbangkan pengesahan bye-laws, Menteri: "Will consider 
wether it is in fact necessary, having regard to local conditions and national 

Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009, Hlm. 
135. 



policy. He must of course, also be satisfied that proposed bye-laws is intra 
vires. " 
Jadi, bukan hanya sekedar memeriksa sspek-aspek hukumnya tetapi sasaran 
yang hendak dicapai apakah bye-laws memang sesuatu yang diperlukan baik 
dilihat dari situasi setempat maupun kebijaksailaan secara nasional. 

2. Persetujuan atas rancangan atau usulan yang diajukan oleh daerah (Approval of 
Schemes) 
Beberapa undang-undang menentukan, bahwa daerah yang akan 
nlelaksanakan suatu fungsi pelayanan yang diserahkan kepada mereka, 
diwajibkan terlebih dahulu menyampaikan rancarlgan atau usulan atau rencana 
nlengenai cara melaksanakan fungsi pelayanan tersebut. Rancangan, usulan 
atau rencana itu hams disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh 
persetujuan. Setelah persetujuan diperoleh, barulah fungsi pelayanan yang 
diserahkan tersebut dapat diselenggarakarl. 

3. Persetujuan atas tindakan-tindakan tertentu (Consent for individual acts) 
Dalam beberapa hal, pemerintah daerah diperbolehkan melakukan suatu 
tindakan kalau telah mamperoleh persetujuan menteri. Misalnya penggunaan 
uang yang diperoleh karena mengadakan suatu undian. Apabila akan 
digunakan untuk tujuan lain daripada maksud semula (asalnya), hams terlebih 
dahulu rnemperoleh persetujuan Menteri. l a g  

Di ~ e r a n c i s , ' ~ ~  pengawasan administratif dilaksanakan dalam dua bentuk 

utama, yakni pengesahan atau persetujuan (approval). Sebelurn pembaharuan 

(1982), pengawasan atas keputusan Commune dilakukan Prefect (tingkat 

Departemen). Dalam ha1 yang tidak begitu penting, oleh Sub-prefect. Keputusan 

Departemen oleh Menteri Dalarn Negeri. Setelah pembaharuan, peran dan 

kekuasaan Prefect banyak dikusangi, bahkan jabatan Sub-prefect sarna sekali 

ditiadakan. Prefect sejak pembaharuan tidak lagi mempimyai wewenang 

membatalkan keputusan Commune. Memperhatikan tata cara (dan praktek) 

seperii diutarakan di atas, tidak tampak perbedaan yang berarti antara sebelum 

dan sesudah pembaharuan, kecuali mengenai wewenang membatalkan. Prefect 

secara material masih cukup besar perannya untuk mempengaruhi berbagai 

I a 9 ~ a g i r  Manan, Hubungan ..., Op.Cit., Hlm. 59. 
Ig0 lbid., Hlm. 77-78. 



kebijaksanaan atau keputusan Commune. Ditinjau dari segi jaminan hukum 

penunjukan badan peradilan (pihak ketiga) sebagai pengawas (yudisial), 

dipandang lebih baik dari pada oleh Prefect (Prefecture tutelage). Hal ini tidak 

berarti pengawasan adminitratif seperti pe~gesahan atau persetujuan tidak dapat 

diterima, bahkan paling dapat diterima, terutaina bagi Commune kecil. Bagi 

Commune kecil, Prefect tiddklah terutama dipandang sebagai pengawasan, 

melainkan lebih banyak menlbantu dan memberikan pertimbangan atau nasihat. 

Di ~ e l a n d a , ' ~ '  UUD 1983 membedakan d ~ a  macam bentuk pengawasan, 

yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dan represif lazim 

disebut sebagai bentuk pengawasan klasik. Disamping kedua bentuk pengawasan 

di atas, dalam berbagai kepustakaan disebut pi~la bentuk yang ketiga yaitu 

pecgawasan positif. Termasuk pengawasan positif adalah pembuatan petunjuk 

atau pedoman. Adanya bentuk pengawasan positif menimbulkan cara 

penggolongan lain yaitu pengawasan positif dan pengawasan negatif. 

Disebut pengawasan positif karena, pemerintah tingkat lebih tinggi aktif 

berinisiatif mclakukan tindakan menghalangi (tegen) kelalaian (nalaten) 

pemerintah tingkat lebih rendah. Disebut pengawasan negatif karena hanya 

menghalangi suatu tindakan yang sudah dilakukan baik tindakan yang belum 

mempunyai akibat hukum atau yang sudah mempunyai akibat hukum. 

Pengawasan preventif dan pengawasan represif digolongkan ke dalam bentuk 

pengawasm negatif.'92 

191 Ibid., Hlm. 107. 
192 Ibid. 



Di Belanda, pengawasan preventif bersifat struktural dan spesifik - karena 

sebelumnya telah ditetapkan keputusan-keputusan inana saja (jenis-jenis 

keputusan) yang harus disampaikan kepada pemerintahan tingkat lebih atas untuk 

memperoleh pengesahan. Pengawasan preventif dapat dibedakan menj adi dua 

macam, yaitu: ( 1 )  pertimbangan atau pengawasan dijalankan sebelum pemerintah 

tingkat lebih rendah mengambil atau menetapkan suatu keputusan. Pengawasan 

preventif ini disebut voortoezicht. Contoh voortoezicht adalah pernyataan tidak 

keberatan (de verklaring van geen benvaarj dari pemerintah tingkat lebih atas. (2) 

pertimbangan atau pengawasan dilakukan setelah pemerintah tingkat yang lebih 

rendah mengarnbil keputusan, tetapi sebelum keputusan itu berlaku dan 

mempunyai akibat hukum. Pengawasan preventif jenis kedua ini disebut 

middentoezicht. Contoh middevtoezicht yaitu pengesahan (goedkeuring) dan 

pengumuman atau pengundangan (afkondiging). Pada tingkat Gemeente, terdapat 

berbagai macam jenis pengawasan preventif dan yang paling utarna adalah 

pengesahan (goedkeuring).'93 

Mengapa perlu ada pengesahan? Dalain hubungan ini terdapat beberapa 

teori mengenai pengesahan, yaitu: Pertama: teori yang menyatakan bahwa 

pengesahan mengandung makna bahwa Raja. aiau Ratu mempakan 

"medegesfter". Teori ini berasal dari Thorbecke dan menurutnya ada tiga tujuan 

pengawasan preventif, yaitu: 

1.  Mempertahankan undang-undang atau kepentingan negara (handhaving van 
de Rijkswetten of van het Rijksbelang); 

2. Mempertahankan kepentingan daerah atau propinsi lain, karena peraturan 
yang bersangkutan dapat mengenai pihak ketiga (handhaving van de belangen 

I9'1bid., Hlm. 108. 



van andereplaatsen of provincien, welke bij deverordeningen eenerderde 
kunnen betrokken zijn). 

3. Mempertahankan kepentingan propinsi yang bersangkutan sendiri, dan 
kepentingan atau hak bagian-bagimya, Gemeente dan penduduk yang tidak 
diperhatikan oleh peraturan yang dibuat secara sepihak, salah dan bersifat 
memihak (handhaving van het belang der provincien zelve, van de belangen 
of regten haredeelen, gemeenten of ingezetteren, bij eenzijdige, onjuiste, 
partijdige provincieverordeningen, miskend). 19' 

Kedua: pengesahan merupakan hak placet. Teori ini yang paling urr.um 

diterima. Hak placet adalah hak untuk mencegah atau mengukuhkan suatu 

keputusan agar mempunyai atau tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh suatu 

badan pemerintahan yang berbeda dari badan yang membuat keputusan tersebut. 

Sekali pengesahm diberikan, keputusan tersebut rnempunyai kekuatan mengikat 

dan tidak dapat ditarik kembali. Ketiga: pengesahan merupakan suatu tindak 

lanjut dalam pembuatan suatu keputusan. Pengesahan bukanlah sesuatu tindakan 

mencabut palang pintu melainkan suatu tindakan lanjutan.19" 

Selain ?engesahan, terdapat jenis-jenis pengawasan preventif lain, yaitu: 

1. Pernyataan tidak berkeberatan (verklaring van geenbezwaar). Termasuk ke 
dalarn kategori ini adalah ketentuan-ketentuan mengenai bestemmingplan. 

2. Pemberian Kuasa (machtiging), misalnya dalam ha1 perubahan atau 
penghapusan suatu mata anggaran (pos anggaran) belanja. Perubahan atau 
penghapusan itu dilarang oleh undang-undang. Penghapusan atau perubahan 
dimungkinkan antara lain apabila Gedeputeerde . Staien secara khusus 
mengcsahkan keputusan Gemeente raad dalam bentuk pemberian kuasa 
(machtiging). 

3 .  Dispensasi (Ontheflng). Menurut UU Gemeente Pasal 81, Burgemeester 
diharuskan mernpunyai tempat tinggal tetap dalam Gemeente. Kalau 
Burgemeester menjabat pada lebih dari satu Gemeente, Gedeputeerde Staten 
dapat memberikan dispensasi untuk bertempat tinggal pada salah satu 
Gemeente. 

4. Persetujuan (toastemming). Pemerintah Gemeente dapat melaksanakan 
pengeluaran (uitgmen) untuk sebanyak-banyaknya sepei-tiga dari jumlah 
keseluruhan meskipun anggaran belum disahkan. Gedeputeerde Staten dapat 

Ig4 Ibid., Hlm. 108-109. 
"' Ibid., Hlm. 10.5)-110. 



memberikan persetujuan kepada pemerintah Gemeente untuk pengeluaran 
selanjutnya dari anggaran atau perubahan anggaran yang diperkirakan. 

5. Gedeputeerde Staten memberikan petunjuk-petunjuk kepada Pemerintah 
Gemeente mengenai isi bestemmingplan atau Menteri memberikan petunjuk- 

- - 

petunjuk kepada Pemerintah Propinsi mengenai isi rencana daerah (streek 
plan). lg6 

Adaun pengawasan represif dilakukan setelah suatu keputusan mempirnyai 

akibat hukum (rechtsgevolgen) baik dalam bidang otonomi maupun tugas 

pembantuan. Dalam Grondwet 1983, pengawasan represif dilakukan dalarn 

bentuk pembatalan jvernietiging). Di dalam Wet tentang Semeente selain 

pembatalan, juga diatur mengenai penangguhan (schorsing). Demikian juga Wet 

tentang ~rovins i ."~ 

Penangguhan bukanlah sesuatu pranata yang berdiri sendiri di samping 

atau di luar pranata pembatalan. Selama suatu penyelidikan atas keputusan yang 

diminta untuk dibatalkan maka peraturan tersebut ditangguhkan berlakunya. 

Pembatalan keputusan alat kelengkapan pemerintahan Gemeente dan Provinsi 

tidak hanya terjadi melalui pengawasan represif, tapi dapat juga melalui 

administratief beroep. Adanya kemungkinan pembatalan melalui administratie 

beroep merupakan salah satu pembatasan terhadap pelaksanaan pengswasan 

represif, sebab apabila keputusan tertentu dapat diminta pembatalan kepada 

badan peradilan maka tidak dapat dibatalkan melalui pengawasan represif.Ig8 

Untuk membedakan antara pembatalan melalui pengawasan represif dan 

pembatalan melalui perkara (beroep), pembatalan melalui pengawasan represif 

disebut pembatalan spontan (spontane vernietiging). Disebut "spontan" karena 

Ig6 lbid., Hlrn. 1 10. 
19' lbid., Hlrn. 110-1 11. 
I g 8  lbid., Hlrn. 11 1. 



pihak yang benvenang membatalkan dapat mengambil inisiatif sendiri tanpa 

menunggu pihak ketiga yang berkepentingan atas pembatalan atau perlu 

dilindungi oleh pembatalan tersebut. Selain itu, pembatalan dapat dilakukan 

secara langsung tanpa hams melalui penangguhan.'99 

Pengawasan represif dilakukan oleh; (1) Kroon (Mahkota). Pelaksanaan 

pengawasan ini ditetapkan dalam Koninklijk Besluit, berupa wewenang 

pembatalan (dan penangguhan).200 Selain wewenang pembatalan (dan 

penangguhan) ada pula wewenang semacam bentuk pengawasan yaitu Keputusan 

mengenai perselisihan antara Provinsi-provinsi dengan Gemeente-gemeente 

dengan Gemeente Provinsi atau Gemeente dengan Waterschappea, vzenschapgen 

dan veenpolders. Wewenang ini dibatasi oleh dua hal: Pertaxa, apabila 

penyelesaian perselisihen tersebut berada dalam wzwenang pengadilan. Kedua, 

P apabila kepuo~san penyelesaian sengketa tersebut oleh Undang-Undang 

1 diserahkan kepada badan atau pihak lain.201 (2) Pengawasan represif oleh badan-. 

1 badan lain. Selain oleh Kroon, pengawasan represif dapat juga dilakukan oleh 

1 pembentuk undang-undang, Commissaris van de Koning dan Gedeputeerde 

1 Staten dan badan peradilan.202 

Apakah yang dapat dijadikan sebagai alasan. uituk membatalkan suatu 

keputusan dalam rangka pengawasan represif? Dalam Grondwet ditentukan 

1 bahwa pembatalan dilakukan dengan alasan bertentangan dengan hukum atau 

1 kepentingan umum. Ketentuan ini berbeda dengan Wet tentang Gemeente 

Ig9 Ibid. 
Ibid. 

201 Ibid., Hlm. 1 12. 
202 Ibid. 



maupun Wet tentang Provinsi. Dalarn kedua Undang-Undang tersebut 

dipergunakan istilah bertentangan dengan undang-undang dan kepentingan 

umum. 203 

. - 
203 Ibid., Hlrn. 1 13. 



BAB I11 

LANDASAN TEORITIS DAN YURIDIS PEMBENTUKAN DAN 

PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH 

A. Materi Muatan dan Pembentukan Broduk Hukum Daerah 

1. Menurut UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 

Tahun 1999 rnerupakan titik balik penting dalam sejarah desentralisasi di 

Indonesia, karena akhirnya Pemeriiltah Pusat bersedia rnendesentralisasikan 

kewenangannya yang dibuka pada 7 Mei 1999 dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pada 19 Mei 1999 lahir UU No. 2.5 Tahun 

1999 tentang Perimbangan Kellangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Pricsip-prinsip pemberian otonorni daeiah yang dijadikan pedoman dalam 

UU No. 22 Tahun 1999 adalah: (1) penyelenggaraan otonomi daerah 

dilaksanakan deiigan xemperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, 

serta potensi dan keanekaragaman daerah. (2) pelaksanaan otonomi daerah 

didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. (3) pelaksanaan 

otonomi daerah yang has  dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah 

kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas. (4) 

Pelaksanaan otonomi daerah hams sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap 

terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-daerah. (5) 

Pelaksanaan otonomi daerah hams lebih meningkatkan kemandirian daerah 

otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi 

wilayah adrninistrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina 



oleh Pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, 

kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan 

pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, 

dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom. (6)  Pelaksanaan 

~tocomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif 

daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran 

atas penyelznggaraan pemerintahan daerah. (7) Pelaksanaan asas dekonsentrasi 

diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah 

administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang 

dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. (8) Pelaksanaan asas 

tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, 

tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan 

pembiayaan, sarana dan prasarana, sertz sumber daya manusia dengan kewajiban 

melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang 

menugaskannya. 

UU No. 22 Tahun 1899 tentang Pemerintahan Daerah yang secara 

substantif merubah paradigma hubungan Pusat dan Daerah dari corak sentralistik 

di bawah UU No. 5 Tahun 1974 menuju ke arah sistem pemerintahan yang 

desentralistik. Di dalam UU No. 22 Tahun i999 Pasal 7, ditegaskan bahwa 

seluruh urusan pemerintahan menjadi urusan Pemerintah Daerah, kecuali 

kewenangan dalam bidang: a) politik luar negeri; b) pertahanan keamanan; c) 

peradilan; d) moneter dan fiskal; e) agama, serta kewenangan bidang lainnya. 

Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan 



nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana 

perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian 

negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, peildayagunaan 

surnber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan 

standarisasi nasional. 

Adapun kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup 

kewenangan dalam bidang pemerintalian yang bersifat lintas kabupaten dan kota, 

serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kewenangan 

provinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum 

dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota. Kewenangan provinsi 

sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan 

yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah (Pasal9). 

Kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup semua 

kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 

dan Pasal 9. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah 

kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan 

kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman 

modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan ten6ga kerja. (Pasal 11 ayat 

(2)). Namun sayang, sampai berakhirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian 

diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah yang mengatur 

kewenangan daerah kabupatenlkota belum pernah diterbitkan. 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 UU No. 22 Tahun 1999, pada 6 

Mei 2000 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 



tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah 

Otonom. Di dalam Pasal 2 PP No. 25 Tahun 2000 ditentukan kewenangan 

Pemerintah Pusat lebih bersifat kebijakan tentang perencanaan nasional dan 

pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, 

sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan cian 

pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alarn serta 

teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. 

UU No. 22 Taliun 1999 memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi 

yang dibatasi hanya sampai pemerintahan Propinsi. Pemerintahan Kabupaten dan 

Kota telah tesbebas dari intervensi pusat yang sangat kuat melalui perangkapan 

jabatan Kepaia Daerah Otonom (Local Self-government) dan Kepala Wilayah 

Administratif (Field Administration). Bupati dan Walikota adalah Kepala Daerah 

Otonom saja. Sementara itu jabatan Kepala Wilayah pada kabupaten dan kota 

(dulu Kotarnadya) sudah tidak dikenal lagi. 

Bupati dan Walikota dipilih secara mandiri oleh CPRD KabupatenKota 

tanpa melibatkan Pemerintah Propinsi maupuil Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, 

BupatiIWalikota hams bertanggungjawab kepada dan bisa diberhentikan oleh 

DPRD sebelum masa jabatannya usai. Sementara itu Peherintah Pusat (Presiden) 

hanya diberi kekuasaan untuk 'memberhentikan sementara' seorang 

BupatiIWalikota jika dianggap membahayakan integrasi nasional. 

UU No. 22 Tahun 1999 memberikan perubahan mendasar dalarn desain 

kebijakan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Desentralisasi 

1 Pratikno, "Desentralisasi, Pilihan Yang Tidak Pernah Final", dalam Abdul Gaffar 
Karim (Editor), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia, Jurusan llmu 
Pemerintahan FISIPOL UGM kerjasama dengan Pusataka Pelajar, Yogyakarta, 2003 , Hlm. 42-43. 



kewenangan kepada pemerintah kabupaten dan kota dilakukan pada taraf yang 

signifikan. Pemerintah memberikan peluang yang sangat besar kepada daerah 

untuk mengatur daerahnya sesuai dengan potensi dan aspirasi yang berkembang 

di daerah tersebut, sepanjang tidak menyangkut urusan yang masih menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat. Sebagai pedoman atau pun aturan main di tingkat 

daerah, Pemerintah Daerah yang memiliki kesanggupan untuk melaksanakan 

otonomi daerah diperkenakan mengatii urusm daerahnya daiam bentuk 

Peraturan Daerah (Perda). 

Daerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri yang memiliki 

wewenang atributif - lebih-lebih sebagai subjek hukum (publiek rechspersoon, 

public legal entity) - benvenang membuat peraturan-peraturan untuk 

menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang mengztur ini ada pada 

Pemerintah Daerah (gejabat administrasi negara) dan DPRD sebagai pemegang 

hngsi legislasi di daerah. Perda merupakan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. 

Menurut UU No. 22 Tahun 1999, wewenang DPRD membentuk Perda 

dilakukan bersama gubernur, bupati, d m  walikota (joint authority), bahkan dalam 

Pasal 69 masih tergambar dominasi eksekutif dalam pembentukan Perda dengan 

menyebutkan: "Kepala Daerah menetapkan Perda aias persetujuan DPRD". 

Rurnusan ini sejalan dengan ketentuan UUD 1945, ~ a s a l  5 ayat (1) yang 

menyebutkan "Presiden memegmg kekuasaan membentuk undang-undang 

dengan persetujuan DPR". Ketentuan ini telah diatur kembali dalam ~ e h b a h a n  

Pertama UUD1945. Menurut ketentuan konstitusional yang baru (Pasal 5 ayat 

- - 

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Oionomi Daerah, PSH FH UII, Yogyakarta, 2001, 
Hlm. 70-7 1. 



(I)), Presiden hanya berhak mengajukan Rancangan UU. Dan di bagisn lain dari 

Perubahan Pertama UUD 1945 menyebutkan: "DPK memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang". Mengikuti perubahan konstitusional yang baru, 

maka semestinya ada perubahan pula dalam wewenang membuat Psrda. DPRD 

yang memptmyai kekuasaan membentuk Perda. Kepala daerah hanya mempunyai 

hak inisiatif mengajukan Rancangan Perda dan mengesahkannya setelah disetujui 

UU No. 22 Ttihun 1999 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda sebagai 

(1) Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD.' 
(2) Perda dibentuk dalarn rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan 

dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
(3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
(4) Perda dapat memuat lcetentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, ztau 

pidma kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya 
lima juta rupiah.6 

(5) Kcputusan Kepala Daerah ditetapkan u n t ~ ~ k  melaksanakan ~ e r d a . ~  
(6) Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalarn Lembaran 

Daerah. 
(7) Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran 

Perda (PPNS Perda dan keputusan kepala daerah). 

Ibid. 
Ibid., Hlm. 136-143. 
' Wewenang menetapkan Perda yang telah disetujui bersama ada pada kepala daerah, 

didasarkan pada dua hal. Pertama, pengaruh sistem parlementer. Dalam sistem parlementer kepala 
negara yang menetapkan atau mengesahkan RUU menjadi undang-undang. Kedua, pengaruh 
sistem checks and balances dalam sistem pemisahan kekuasaan. Ibid., Hlm. 136-137. 

Biaya paksaan penegakan hukum atau lazim juga disebut "dwangsom" adalah jumlah 
yang dikenakan pada seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan akibat 
suatu pelanggaran hukum. Selain sanksi "daya paksa" dan ancaman pidana di atas, Perda dapat 
juga memuat sanksi lain yang disebut bestuursdwang seperti pencabutan izin dan administratief 
boete (bestuurlijkeboete) yaitu denda yang hams dibayar akibat pelanggaran tertentu misalnya 
denda karena terlambat membayar. Bagir Manan, Ibid., Hlm. 141-142. 

' Lihat Pasal72 UU No. 22 Tahun 1999. 



Adapun lingkup wewenang membentuk Perda ditentukan bahwa Perda 

mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di 

bidang tugas pembantuan. Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur segala 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh Pusat 

(UU No. 22 Tahun 1999, Fasal 7). Di bidang tugas pembantuan, Perda tidak 

mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda di 

bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substaiisi 

urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat. Perda di bidang tugas 

pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan 

pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat. Khusus untuk Kabupaten dan 

Kota, UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 11 ayat (2) menentukan bidang-bidang 

pemerintahan yang wajib dilaksanakan. Bidang-bidmg itu adalah: "Pekerjaan 

umum, kesehatan, pendidikan darl kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri 

dan perdagmgan, penanman modal, lingkungan hidup, pertanian, koperasi, dan 

tenaga kerja. 

Kewenangan wajib tersebut yang selarna ini dijalankan secara sektoral, 

masih diatur dengan berbagai perundang-undangan yang tidak secara otomatis 

batal itarena kehadiran UU No. 22 Tahun 1999. UU .yarig mengatur kewenangan 

sektoral tersebut hams segera dilakukan sinkronisasi dengan UU tentang 

Pemerintahan Daerah. 

Ada berbagai urusan yang secara substantif merupakan bidang-bidang 

yang diatur dan d i m s  Pusat, tetapi penyelenggaraannya diserahkan kepada 

Daerah. Tugas pembantuan diadakan berdasarkan berbagai pertimbangan. 

Ibid., Hlm. 72. 



Pertama, agar suatu urusan dapat terselenggara secara efisien dan efektif. Pusat 

tidak perlu membentuk aparat sendiri di daerah, atau melaksanakan sendiri dari 

pusat. Pelaksanaan sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kedua, dalam 

pelaksanaan dimungkinkan penyesuaian-penyesuaian menurut keadaan masing- 

masing daerah. Tidak diperlukan keseragaman secara nasicinal. Daerah bebas 

menentukan cara-cara melaksanakannya. Kebebasan melaksanakan ini 

menunjukkan ada unsur otonomi dalarn tugas pernbantuan. Karena itu ada yang 

memasukkan tugas pembantuan merupakan bagian dari otonomi. Ketiga, selain 

fungsi efi siensi dan efektivitas, tugas pembantuan dapat juga dipergunakan 

sebagai cara persiapan sebelum suatu urusan diserzihkan menjadi urusan rumah 

tangga daerah. Keempat, tugas pembantuan merupakan cara pusat pemerintahan 

menunjang atau membantu Daerah dengan menyediakan dana atau fasilitas yang 

diperlukan tanpa hams mencampri pelaksanaan. Jadi, ada unsur timbal balik. 

Daerah membantu Pusat, dan Pusat membantu ~ a e r a h . ~  

Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas 

pembtintuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. Tidak begitu jelas apa yang dimaksud "penjabaran lebih lariut 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi". Suatu penjabaran lebih lanjut 

peraturan atau kebijakan yang lebih tinggi oleh satuan pemerintahan yang lebih 

rendah dapat dilakukan dalam rangka tugas pembantuan atau dekonsentrasi. 

Kabupaten dan Kota tidak mempunyai hubungan dekonsentrasi dengan 

satuan pemerintahan tingkat lebih tinggi. Karena itu Perda sebagai penjabaran 

lebih lanjut mestinya hanya mungkin dalarn tugas pembantuan. Propinsi 

Ibid., Hlrn. 74-75. 



mempunyai hubungan dekonsentrasi dengan satuan tingkat lebih tinggi. Tetapi 

hubungan ini tidak dengan Pemerintah Daerah Propinsi melainkan dengan 

Gubernur, sebagai wakil Pusat. Karena itu tidak mungkin dibentuk Perda untuk 

melaksanakan tugas dekonse~ltrasi.'~ 

Menurut Pasal 12 UU No. 10 Tahun 2004, "Materi muatan Peraturan 

Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi 

daerah dan tugas peinbaniuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta 

penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut 

Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004, jenis dan hirarki peraturan perundang- 

undangan adalah: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-UndangPerzturan Pemerintah Pengganti Undang-Cndang; 

c. Peraturan Pemerintah; 

d. Peraturan Presiden; 

e. Peraturan Daerah. 

Dengan perkataan lain, di sarnping untuk melaksanakan (i) ketentuan 

Undang-Undang, Peraturan Daerah juga dapat dibentuk untuk melaksanakan (ii) 

ketentuanundang- Undang Dasar secara langsung, ataipun untuk menj abarkan 

lebih lanjut materi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang lebih 

tinggi, yaitu (iii) Peraturan Pemerintah dan (iv) Peraturan Presiden. Jadi materi 

muatan Peraturan Daerah itu adalah (a) seluruh materi yang dibutuhkan dalam 

rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, (b) menampung 

kondisi khusus daerah, dan (c) penjabaran lebih lanjut. peraturan perundang- 

'O Ibid., Hlm. 137. 



undangan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan 

Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang.' ' 
Karena kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dan 

tugas pembantuan itu juga ditentukan sendiri oleh Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 

1945, maka Peraturan Daerah yang niemuat maieri yang diperlukan untuk 

menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan itu juga dapat dianggap secara 

langsung melaksanakan keteiltuan UUD. 

Menurut UU No. 22 Tahun 1999, kelembagaan daerah yang 

pembentukannya hams ditetapkan dengan Peraturan Daerah adalah pembentukan 

Badan Usaha Milik Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 

Di dalam Pasal 86 ditegaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah selarnbat-lambatnya satu bulan 

setelah ditetapkannya APBN. Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturn 

Daerah selarnbat-lanbatnya tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir. 

Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya tiga 

bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. 

Kemudian dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah, secara khusus tehh menetapkan landasan 

yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 

daerah, antara lain memberikan keleluasal dalam penetapan produk pengaturan 

sebagai berikut: 

" Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Kerjasama Konstitusi Press dengan PT 
Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2006, Hlm. 270-271. 



a. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan 

Peraturan Daerah; 

b. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat 

Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut; 

c. Kepala Daerah menyampaikan la2oran pertanggungl'awaban kepada DPRD 

mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi 

efisiensi dan efektivitas keuangan; 

d. Laporan pertanggungl'awaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen 

Daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. 

Pasal 19 ayat (3) UU No. 25 Tahun 1999 menentukan bahwa APBD, 

Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetzpkan dengan Perda. Dilanjutkan 

dalam Pasal20 ayat (1) dan (2) yang menyatakan APBD ditetapkan dengan Perda 

paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan. Perubahan APBD 

ditetapkan dengan Perda selambat-larnbatnya 3 (tigz) bulan sebelum berakhirnya 

tahun anggaran. 

Pasal23 ayat (1) menegaskan ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan 

keuangan daerah diatur dengan Perda. Penjelasan ayat (1) memerinci pokok- 

pokok muatan Perda tersebut, antara lain, kerangka d m  garis besar prosedur 

penyusunan APBD, kewenangan keuangan Kepala ~ a e r a h  dan DPRD, prinsip- 

prinsip pengelolaan kas, otorisasi pengeluaran kas, tata cara pengadaan barang 

d m  j asa, prosedur melakukan pinj aman, dan pertanggungj awaban keuangan. 

Pasal 23 ayat (2) menetapkan bahwa sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 

daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai der~gan Perda sebagaimana 



dimaksud pada ayat (1). Penjelasan ayat (2) menegaskan, sistem dan prosedur 

pengelolaan keuangan daerah meliputi, antara lain, struktur organisasi, 

dokumentasi, dan prosedur terperinci dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, 

yang bertujuan untuk mengoptim~lkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan. Selain 

itu, sistem dan prosedur tersebut hams dapat menyediakan informasi pada 

Pemerintah Pusat secara zkurat dan tepat pada waktunya. 

Perda dibuat oleh Kepala Daerah bersama-sama DPRD. Rancangan Perda 

yang sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak menjadi Perda dapat 

langsung berlaku sejak ditetapkan oleh Kepala Daerah tanpa harus menunggu 

pengesahan dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri (untuk Perda 

KabupatedKota) atau pun Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden (untuk 

Perda Propinsi). 

Oleh karena Perda merupakan hasil kerja bersama antara 

Gubernur/Bupati/Walikota dengan DFRD, maka taia cara membentuk Perda harm 

ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan daerah tersebut. 

(a) Unsur DPRD 
Perda adalah suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak 
dapat terlzpas dari DPRD. Keikutsertaan DPKD membentuk Perda bertalian 
dengan wewenang D?RD di bidang legislatif atau yang secara tidak langsung 
dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi 1egi.slatif. 

(b) Unsur Kepala Daerah 
Keikutsertaan kepala daerah dalam pernbentukan ~ e r d a ,  mencakup kegiatan- 
kegiatan: 1) Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, kepala daerah memegang 
kekuasaan membentuk Perda; 2) Bersama-sarila DPRD membahas Raperda; 
3) Menetapkan Raperda yang telah disetujui DPRD menjadi Perda; 4) 
Pengundangan. 

O Unsur Partisipasi 



Partisipasi dimaksud sebagai keikutsertaan pihak-pihak di luar DPRD dan 
pemerintah daerah dalarn menyusun dan membentuk Raperda atau Perda. 12 

Setelah UU No. 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 

pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah me~lye!ei~ggaralian urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang- 

Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah (Pusat). Urusan pemerintahan 

yang menjadi urusan pemerintahan Pusat meliputi: a) politik luar negeri; b) 

pertahanan; c) keamanan; d) yustisi; e) moneter dan fiskal nasional; dan f) agama. 

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

Penyelenggaraan m s a n  peinerintahan dibagi berdasarkan kriteria 

eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian 

hubungan antar susunan pemerintahan.13 Penyelenggaraan urusan pemerintahan 

merdpakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan 

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah 

yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai situ sistem pemerintahan. 

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, terdiri atas 

urusan wajib dan urusan pilihan.'4 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

12 Ibid., Hlm. 77-85. 
13 Keterangan lebih lanjut lihat Penjelasan Pasal 1 layat (1.) UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. 
14 Lihat Penjelasan Pasal 1 1  ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004. 



bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan 

secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. 

Pasal 13 UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa urusan wajib yang 

menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam 

skala provinsi yang meliputi: a) perencanxi11 dan pengendalian pembangunan; b) 

perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c) penyelenggaraan 

ketertiban umum dzn ketentraman masyarakat; d) penyediaan sarana dan 

prasarana umum; e) penanganan bidang kesehatan; f) penyelenggaraan 

pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; g) penanggulangan 

masalah sosial lintas kabupatenkota; h) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas 

kabupatenkota; i) fasilitas pengembangan koperasi , usaha kecil, dan mer~engah 

termasuk lintas kabupatenlkota; j) pengendalian lingkungan hidup; k) 

pelayanan perta~ahzn termas.uk lintas kabupatenkota; 1) pelayanan 

kependudukan, dan catatan sipil; m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; 

n) pelayanan adninistrasi penanaman modal termasuk lintas kabupatenkota; o) 

penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh 

kabupatenkota; p) urusan wajib laimya yang diamanatkan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 14 menentukan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan 

pemerintahan daerah untuk kabupatenkota merupakan urusan berskala 

kabupatenkota meliputi: a) perencanaan dan pengendalian pembangunan; b) 

perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c) penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d) penyediaan sarana dan 



prasarana uinum; e) penanganan bidang kesehatan; f) penyelenggaraan 

pendidikan; g) penanggulangan masalah sosial; h) pelayanan bidang 

ketenagakerjaan; i) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 

j) pengendalian lingkungan hidup; k) pelayanan pertanahan; 1) pelayanan 

kependudukan dan catatan sipil; m) pelayznan administrasi umum pemerintahan; 

n) pelayanan administrasi penanaman modal; o) penyelenggaraan pelayanan 

dasar lainnya, dan p) urusan wajib lainnya yalig diamanatkan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

Uruszn pemerintahan kabupatenkota yang bersifat pilihan meliputi urusan 

pemerintahan yang secara nyata ada dan bsrpotensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan 

daerah yang bersangkutan. Urusan pemerintahan tersebut ailtara lain, 

pertambangan, perikanan, perta;lian, perkebunan, kehutanan, pariwisata. 15 

Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk 

mengelola sumber daya di wilayah laut. Di dalam Pasal 18 ditentukan, Daerah 

mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bzwah dasar 

danlatau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan 

daerah untuk mecgelola sumber daya di wilayah laut' meliputi: a) eksplorasi, 

eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; b) pengaturan 

administratif; c) pengaturan tata ruang; d) penegakan hukum terhadap peraturan 

yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh 

Pemerintah; e) ikut serta. dalam pemeliharaan keamanan; dan f) ikut serta dalam 

pertahanan kedaulatan negara. 

I5 Lihat Penjelasan Pasal 14 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004. 



Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak antara lain: a) 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; b) mengelola kekayaan 

daerah, dan c) mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan 

sumbcr daya lainnya yang berada di daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi, 

daerah mempunyai kewajiban antara lain mellyusuan perencanaan dan tata ruang 

daerah, melestarikan lingkungan hidup. 

Ketentuan Penutup dari IJU No. 32 Tahun 2004 Pasal 237 menegaskan, 

semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan 

daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada UU 

ini. Penjelasan Pasal 237 menyatakan, yang dimaksud dengan peraturan 

perundang-undangan dalam ketentuan ini antara lain peraturan perundang- 

undangan sektoral seperti UU Kehutanan, UU Pengairan, UU Periksnan, UU 

pertanian, UU Kesehatan, UTJ Pertanahm dan UU Perkebunan. Namun, dalam 

prakteknya hingga saat ini peraturan perundang-undangan sektoral tersebut masih 

eksis dan belum semuanyz disempurnakan dan disesuaikan dengan ketentuan UU 

No. 32 Tahun 2004. 

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004, prinsip-prinsip pembentukan Perda 

ditentukan sebagai beitikut: 

(1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama 

D P R D . ~ ~  

(2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembBntuan 

dan merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. 

'"ihat Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004. 



(3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dadatau peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi.17 

(4) Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang- 

undangan. ' 
(5) Masyarakat berhak memberikan masukan sesara lisan ztail tertulis dalam 

rangka penyiapan atau pembahasan ~ a ~ e r d a . ' ~  

(6) Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaa penegakan hukum, atau 

pidana kui-ungar, paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya 

Rp.50.000.000,00 (lima puluh) juta rupiah.20 

(7j Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk 

melaksanakan ~ e r d a . ~ '  

(8) Perda berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah. 

(9) Perda dapat menunjuk pejabat terteritu sebagai pejabat penyidik pelanggaran 

Perda (PPNS Perda). 

(1 0) Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

dalam Berita Daerah. 

Di dalam Pasal7 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Pusat dan Daerah ditegaskan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah 

17 Yang dimaksud dengan "bertentangan dengan kepentingan untum" dalam ketentuan ini 
adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya 
pelayanan umum, dan terganggunya ketentramanlketertiban umum serta kebijakan yang bersifat 
diskriminatif. Lihat Penjelasan Pasal 136 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004. 

18 Lihat Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan. 

l9 Lihat Pasal 139 UU No. 32 Tahun 2004. 
20 Lihat Pasal 143 UU No. 32 Tahun 2004. Perda dapat memuat ancaman pidana atau 

denda selain yang diatur dalam Pasal 143, sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang- 
undangan lainnya. 

Lihat Pasal 146 UU No. 32 Tahun 2004. 



dilarang menetapkan Perda tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi 

biaya tinggi; menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa 

antardaerah, dan kegiatan imporlekspor. 

Adapun yang dimaksud dengan Perda tentang pendapatan yang 

menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah Perda yang mengatur pengenaan pajak 

dan retribusi oleh Daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh 

Pusat dan Provinsi, sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. 

Contoh pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu 

lintas barang dm jasa antar-daerah, dan kegiatan imporlekspor antara lain adalah 

retribusi izin masuk kota dan pajavretribusi atas pengei~aradpengiriman'baran~ 

dari suatu daerah ke daerah lain.22 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diarahkan untuk memberikan 

kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi 

daerah melalui perluasan basis pajak dan retribusi dan pemberian diskresi dalam 

penetapan tarif pajak dan retribusi tersebut. Perluasan basis pajak tersebut actara 

iain dengan menambah jenis pajak dan retribusi baru dan diskresi penetapan tarif 

dilakukan dengan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah dalam 

menetapkan tarif sesuai tarif maksimal yang ditetapkan dalam undang-undang. 

Wewenang yang luas kepada daerah untuk menetapkan pajak hendaknya 

tidak dijadikan pungutan yang illegal bagi daerah, serta tidak menjadikan 

lemahnya pengawasan Pemerintah Pusat terhadap pungutan tersebut. 

Di dalam Pasal 140 UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Rancangan 

Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau BupatilWalikota. Apabila dalam 

22 Lihat Penjelasan Pasal7 UU No. 33 Tahun 2004. 



satu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau BupatiIWalikota menyampaikan 

rancangan Perda mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah 

rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangltan rancangan Perda yang 

disampaikan Gubernur atau BupatiIWalikota digunakan sebagai bahan untuk 

dipersandingkan. 

Rancangan Perda disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, 

atau alat kelengkapan DPRD yang khusus mecangani bidang legislasi. Mengenai 

tata cara mempersiapkan rancangan Perda diatur dalam Peraturan Tata Tertib 

DPRD (Pasal 141). Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD 

dilaksanakan oleh sekretariat DPRD. Penyebarluasan rancangan Perda yang 

berasal dari Gubernur, atau Bupati!Walikota dilaksanakan oleh sekretariat daerah 

(Pasal 142). 

Di dalam Pasal 144 UU No. 32 Tahun 2004 ditegsrskan bahwa Rancangan 

Perda yang tzlah disetujui bzrsama oleh DPRD dan Gubernur atau 

BupatiIWalikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atzu 

BupatiNalikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan Perda 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 

persetujuan bersama. Rancangan Perda ditetapkan. oleh Gubernur atau 

BupatiNalikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut 

disetujui bersama. Dalam ha1 rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau 

BupatiIWalikota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, rancangan Perda tersebut sah 



menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam Lembaran 

~ a e r a h . ~ ~  

Dalam membent~k Peraturan Daerah baik yang diatur dalam UU No. 10 

Tahun 2004 maupun menurut Pasal 137 UU No. 32 Tahun 2004, harus 

berdasarkan asas pembentukan peraturan perunda~g-undangan yang meliputi: a. 

kejelasan tujua?; b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. kesesuaian 

antara jenis dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan 

kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. 

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai 

tujuan yang jeias yang hendak dicapai. Setiap peraturan perundang-undangan 

selair~ harus dibuat oleh lembagdpe-iabat pembentuk peraturan perundang- 

undangan yang berwenang, pembentuk peraturan perundang-undangan harus 

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang- 

undangannya. Di samping itu, juga harus memperhitungkan efektifitas peraturan 

perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis 

maupun sosiologis. Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar- 

benar dibutuhkan dan bermanfaat dalsm mengatur kehidupan bennasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Setiap peraturan penindang-undangan harm memenuhi 

persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan 

pihan kata atau terrninologi, serta bahasa hukurnnya jelas dan mudah dimengerti, 

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksnaannya. 

Dalam proses pembentukannya mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, 
- 

23 Ketentuan ini mengacu pada Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Lihat juga Pasal43 UU No. 
10 Tahun 2004. 



dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh 

lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

memberikan masukan dalanl proses pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Kemudian di dalam materi muatan Peraturan Daerah hams mengandung 

asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. 

kenusantaraan; f. bhineka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam 

hukum d m  pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; d m  atau j. 

keseimbangan, keserasian, dan keselaranan. Selain asas tersebut, Peraturan 

Daerah dapat memuat asas lain sesiiai dengan substansi Peraturan Daerah yang 

b e r ~ a n ~ k u t a n . ~ ~  

Setiap rnateri muatan peraturan perundang-undangan hams berfungsi 

memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. 

Di samping itu, harus mencerrninkan perlindungan dan penghormatan hzk-hak 

asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk 

Indonesia secara prcporsional, mencerminkan keadilan secara proporsional bagi 

setiap warga negara tanpa kecuali. Setiap materi muatan peraturan pemndang- 

undangan tidak boleh berisi hal-ha1 yang bersifat membedakan berdasarkan latar 

belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Hal yang penting 

lagi adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat 

menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian 

hukum. 

" Lihat Pasal6 UU No. 10 Tahun 2004 jo Pasal 138 UU No. 32 Tahun 2004. 



Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan 

penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan 

peraturan perundangan. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling 

lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta 

rupizh). Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain yang te1a.h diatul- 

di atas, sesuai dengan yang diatur dalam peraturan pemndang-undangan lainnya. 

Adapun yang dimaksud deagan "biaya paksaan penegakan hukum" yakni sanksi 

tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar Perda di luar 

ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana. 

Sebagaimana telah disebutkan di atas, Pasal 72 UU No. 22 Tahun 1999 

menentukan bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa 

peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan 

Keputusan Kepala Daerah. Keputusan tersebut t i d ~ k  boleh bertentangan dengan 

kepentingan umum, Peratuian Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. Hmpir  senada dengan ketentuan di atas, di dalam Pasal 146 UU No. 

32 Tahun 2004 ditentukan baliwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas 

kuasa peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Peraturan 

Kepala Daerah dadatau Keputusan Kepa!a Daerah. Peraturan Kepala Daerah 

dadatau Keputusan Kepala Daerah dilarang bedentangan dengan kepentingan 

umum, Peraturan Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Secara redaksional, ketentuan Pasal 146 UU No. 32 Tahun 2004 ini 

mengisyaratkan tiga bentuk Peraturan Kepala Daerah; pertama, Peraturan Kepala 

Daerah dalam rangka otonomi, yakni peraturan perundang-undangan tingkat 



Daerah Provinsi dan KabupatenIKota yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, atau 

Walikota untuk melaksanakan Peratwan Daerah otonomi; kedua, Peraturan 

Kepala Daerah dalam rangka tugas pembantuan, yaitu peraturan perundang- 

undangan tingkat Daerah Provinsi dan KabupatenIKota yang ditetapkan oleh 

Gubernur, Bupati, atau Walikota atas kuasa peraturan peiundzng-undangan lain 

yang berlaku; ketiga, Peraturan Kepala Daerah dalam rangka dekonsentrasi, yaitu 

peraturan pemndang-undangm yang ditetapkan oleh Gubernur selaku Kepala 

Wilayah atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Peraturan 

Kepala Daerah yang ditetzpkan dalam rangka dekonsentrasi ini hanya berlaku 

gntuk Daerah Provinsi, karena dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan 

UU No. 32 Tahun 2004, untuk Daerah Kabupaten dan Kota tidak diterapkan 

dekonsentrasi. Dekonsentrasi hanya ditetapkan pada Provinsi. Peraturan yang 

ditetapkan oleh Gubernur selaku Kepala Wilayah ini sebenarnya bukan 

merupakan peraturan perundang-undangan tingkat Daerah tetapi tingkat Pusat, 

karena Kepala Wilayah adalah unsur Pemerintah Pusat. Jika peraturan perundang- 

undangan lain yang berlaku atau peraturan perundang-undangan tingkat Pusat itu 

akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti pada Daerah Kabupaten dan kota, ha1 ini 

hanya dimungkinkan melalui tugas pembantuan.25 

Keputusan Kepala Daerah dapat bersifat rnengatur (rigelen) atau 

ketetapan (beschikking). Mengatur dalam arti yang lebih umum, dapat juga 

mencakup Keputusan Kepala Daerah sebagai aturan kebijakan (beleidsiegels) 

yang didasarkan pada kebebasan bertindak (freis ermessen, discretionary power). 

25 Ridwan, Hukum Administrasi Di Daerah, F H  UII Press, Yogyakarta, 2009, Illm. 97- 
98. 



Selain itu, Keputusan Kepala Daerah dapat juga dibuat atas kewenangannya 

sebagai pejabat administrasi negara yang dilekati wewenang tertentu yang 

ditentukan oleh (dalam) ~ n d a n ~ - u n d a n ~ . ~ ~  

Keputusan Kepala Daerah yang melaksanaksn Peraturan Daerah adalah 

peraturan delegasi, karena muatannya semata-mata inengenri hal-ha1 yang diatur 

dalam Peraturan Daerah bersangkutan. Untuk membuat peraturan pelaksanaan 

suatu Peraturan Daerah tidak selalu harus ada rujukan tegas dalam Peraturan 

Daerah. Kepala Daerah dapat membuat keputusan untuk melaksanakan suatu 

Peraturan Daerah apabila memang diperlukan walaupun tidak ada delegasi yang 

tegas dalam Peraturan Daerah ber~an~kutan.~ '  Dengan demikiaa, Keputusan 

Kepala Daerah sebagai keputusan yang melaksanakan Peraturan Daerah adalah 

merupakan keputusan yang materi muatannya bersifat mengikat secara umum dan 

dibuat berdasarkan kewenangan (delegasi) adalah termasuk kategori peraturan 

perundang-undangan khususnya dalam bidang desentraiisasi dan bidang tugas 

,m antuan. Fa b 
28 

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain terdapat 

Keputusan Kepala Daerah sebagai keputusan yang bersifat peraturan perundang- 

undangan (regeling) dan sebagai ketetapan atzu penet-apzh (beschikking), terdapzt 

pula keputusan yang dikategorikan sebagai peraturan kebijaksanaan (beleidsregel- 

pseudo wetgeving). Peraturan kebijaksanaan senantiasa muncul dalam lingkup 

penyelenggaraan pemerintahan yang "tidak terikat" (vrijbeleid) dalam arti tidak 

26 Bagir Manan, Menyongsong ..., Op.Cit., Hlm. 142. 
'' Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahsn 

Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 155-156. 
Ibid., Hlm. 158. . 



diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan (Peraturan ~ a e r a h ) . ~ ~  Hal 

ini karena fieies ermessen dan peraturan kebijaksanaan ini inheren pada 

pemerintah (inherent aan het be~tuur).~' 

Penyelenggaraan pemerintahan seperti itu memberikan kebebasan 

pertimbangan (freies ermessen, discretionary powers) kepada Keyala Daerah 

untuk melakukan atau memberi kesempatan meiakukan kebijaksanaan yang 

berkaitan dengan t-agas dan fungsinya, yaitu tugas pemerintahan berdasarkan 

desentrzlisasi, tugas pembantuan dan tugas dekosentrasi. 

Diberikannya kebebasan inisiatif kepada organ pemerinrah (daerah) 

dimakaudkan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang timbul 

dan belum diatur secara konkret di dalarn peraturan perundang-undangan. Hal 

tersebut dapat dimengerti karena tidak mungkin pembuat undang-undang dapat 

mengatur secara konkret mengenai hal-ha1 yaqg dihadapi oleh organ pemerintah 

daerah, karena itu diberi kebebasan bertindak &as inisiatif ~endi r i .~ '  

Dengan bersandar pada freies ermessen, Pemerintah Daerah dapat 

mengeluarkan berbagai peraturan kebijaksanaan (beleidsregel), baik dalam bentuk 

peraturan-peraturan (voorschriftefi), pengumuman-pengumuman (bekenmaking- 

en), pedoman-pedoman (richtlijnen), dan surat edarari (circulaires), instruksi- 

instruksi (aanschrijvingen), dan ~ e b a ~ a i n ~ a . ~ ~  Pemerintah Daerah dapat 

mengeluarkan peraturan kebijaksanaan dalam hal; pertama, belum ada Peraturan 

Daerah yang mengatur suatu urusan pemerintahan tertentu, sementara ha1 itu 

29 Ibid., Hlm. 163. 
30 Ridwan, Hukum ..., Op.Cit., Hlm. 99. 
3'  Abdul Latief, Hukum.., Op.Cit., Hlm. 166. 
32 Ridwan, Hukum ..., Op.Cit., Hlm. 100. 



menuntur Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurusnya; kedua, sudah 

ada Peraturan Daerah yang mengatur suatu urusan pemerintahan tertentu, namun 

redaksinya samar atau ambigu. Dalarn ha1 ini, Pemerintah Daerah diberikan ruang 

kebebasan mempertimbangkan (beordelingsruimte) baik yang subyektif maupun 

obyektif (subjectieve & objectieve be~rdel ingsruimte) .~~ 

Jadi, freies ermessen merupakan pelengkap terhadap asas legalita,, namun 

bukan mengesampingkan hukumnya sama sekali karena sikap tindak administrasi 

harus dapat diuji dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi 

ataupun berdasarkan ketentuan hukuni tidak tertulis, misalnya algemene 

beginselzn van behorlijke bestuur atau asas-asas urnum pemerintahan yang baik. 

Fungsi utama peraturan kebijaksanaan adalah mengisi kekosongan peraturan 

perundang-undangan.34 

2. Menurut UU No. 34 l'ahun 2000 

Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur berbagai jenis pajak dan 

retribusi yang sudah dilimpahkan ke Daerah. Hal ini dapat diketahui dari 

ketentuan yang ada di dalan UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang- 

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah. 

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 34 Tahun 2000, yang dinaksud dengan 

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 

33 Ibid. 
34 S F .  Marbun, Peradilan Administrasi Negara dun Upaya Administratv di Indonesia, 

- ' Liberty, Yogyakarta, 1997, HLm. 166. 



membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 

Adapun retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danlatau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Di dalam Pasal 2 UU No. 34 Tahun 2000 ditentukan jeniz-jenis pajak 

Propinsi sebanyak 4 (empat) jenis pajak. Walaupun demikian, Daerah Propinsi 

dapat tidak inemungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang ditetapkan, 

apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai. Khusus 

untuk daerah yang setingkat dengan Dzerah Propinsi tetapi tidak terbagi dalam 

daerah kabupatenlkota, seperti DKI Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut 

merupakan gabilngan dari pajak untuk daerah propinsi dan pajak untuk daerah 

kabupatedkota. Jenis-jenis pajak Propinsi terdiri dari: a) Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; b) Bea BaIik Nama Keudaraan Bermotor 

dan Kendaraan di Atas Air; c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor; d) Pajak 

Pengambilan d ~ n  Pemanfaatan air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

Adapun jenis pajak Kabupateaota ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) jenis 

pajak. Walaupun demikiail, Daerah Kabupateaota  dapat tidak memungut salah 

satv atau beberapa jenis pajak yang ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah 

tersebut dipandang kurang memadai. Jenis-jenis pajak Kabupateaota  terdiri 

dari: a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d) Pajak Reklame; e) 

Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongk C; g) 

Pajak Parkir. 



Daerah dapat menetapkan dengan Peraturan Daerah jenis pajak 

KabupatenKota selain yang ditetapkan di atas, dengan kriteria sebagai berikut: a) 

bersifat pajak dan bukan retribusi; b) objek pajak terletak atau terdapat di wilayah 

Daerah KabupatenIKota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup 

rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah KabupatenlKota yang 

bersangkutan; c) objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum; d) objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi 

dan/atau objek pajak Pusat; e) potensirlya memadai; f) tidak memberikan dampak 

ekonomi yang negatif; g) memperhatikan dampak ekonor~~i yang negatif; h) 

memperhatikan aspek keadilm dan kemampuan masyarakat; dan i) menjaga 

kelestarian lingkungsn.3S 

Dari definisi pajak daerah yang dianut berdasaikan Pasal 1 angka 6 dan 

Pasal 2 ayat (4) tersebut di atas, tidak terdapat urlsur yang secara tegas 

menunjukkan adanya kewajiban aktif dari Pemerintah Daersh selaku pemungut 

pajak mtuk menggunakan penerimaan pajak untuk melayani rakyatnya, hingga 

ha1 tersebut akan berakibat tidak sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Definisi 

pajak tersebut secara nonnatif hanyz menyatakan bahwa pajak digunakan untuk 

membiaysi penyelenggaraan pemerintah daerah darr pembangunan daerah. 

Sehingga makna definisi tersebut tidak sejalan dengan otonomi daerah, dimana 

kedudukan Pemerintah Daerah bukan lagi sebagai "penguasa daerah" seperti pada 

masa-masa sebelumnya, melainkan sebagai 'abdilpelayan' masyarakat. 36 - 

35 Lihat Pasal 2 ayat (4) UU No. 34 Tahun 2000. 
36 Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta, 2008, Hlm. 

178. 



Oleh karena itu dalarn rangka mempertegas fungsi Pemerintah Daerah 

sebagai pemungut pajak daerah di era otonomi daerah, definisi pajak daerah 

menurut Tjip Ismail hams diubah dengan dilakukan penambahan secara normatif 

dan tegas, yaitu bahwa pajak daerah hams pula digunakan untuk melayani 

kepentingan sekto: pajak yang bersangkutan sebagai wujud kontr~i~prestasi.~~ 

Di dalam Pasal 2A ayat (1) UU No. 34 Tahun 2060 dinyatakan bahwa 

hasil penerimaan pajak Propinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah 

KabupatedKota di wilayah Propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Ilasii penerimasn Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan 

kepada Daerah Kabupateflota paling sedikit 30% (tiga puluh persen); 

b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diseraftkan kepada 

Daerah Kabupateflota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen); 

c. Hasil penerimaan Pajak Pengambilm dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan 

Air Permukaan diserahkan kepada Daerah KabupatedKota paling sedikit 70% 

(tujuh puluh persen). 

H ~ s i l  penerimaan pajak Kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% 

(sepuluh persen) bagi Desa di wilayah Daerah ~ a b u ~ a t e n  yang bersangkutan. 

Bagian Daerah KabupatenKota ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah 

Propinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Daerah 

KabupatedKota. Bagian Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Desa. 

37 Ibid., Hlm. 179. 



Di dalam Pasal 3 UU No. 34 Tahw 2000 ditegaskan tentang tarif jenis 

pajak yang dapat ditetapkan paling tinggi sebesar: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen); 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% 

(sepuluh persen); 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen); 

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pcrmukaan 

20% (dua puluh persen); 

a. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen); 

b. Pajak Restoran 1C% (sepuluh pcrsen); 

c. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen); 

d. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen); 

e. Pajak Fenerangan Jalan 10% (sepuluh persen); 

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua pulah persen); 

g. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen). 

Tarif pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik 

IVama Kendaraan Bermotor dan Xendsraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan !3ermotor, dan Pajak Pengambilan dan 'Pemanfaatan Air Bawah 

Tanah dan Air Permukaan ditetapkan seragam di selurud Indonesia. Adapun tarif 

pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,' Pajak 

Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. 



Lebih lanjut dalam Pasal 4 UU No. 34 Tahun 2000 ditegaskan Pajak 

ditetapkan dengan Perda. Perda tentang pajak tidak dapat berlaku surut. Peraturan 

Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai: a) 

nama, objek, dan subjek pajak; b) dasar pengenaan, tarif, d= cara 

penghitungan pajak; c) dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak; d) 

wilayah pemungutan; e) penetapan; f )  tata cara pembayaran dan penagihan; g) 

kadaluarsa; h) sanksi administrasi; dan i) tanggal mulai berlakunya. 

Peraturan Daerah mengenai pajak harus terlebih dahulu disosialisasikan 

kepada masyarakat sebelum ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan 

pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan transparan. Pengertian masyarakat 

di sini actara lain asosiasi-asosiasi di daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan 

perguruan tinggi. 

Kemudian d a l m  Pasal 18 UU No. 34 Tahun 2000 diatu; tentang objek 

retribusi yang terdiri dari (a) Jasa Umum; (b) Jasa Usaha; (c) Perijinan Tertentu. 

Retribusi dibagi atas tiga golongan: (a) Retribusi Jasa Umum; (b) Retribusi Jasa 

Usaha; (c) Retribusi Perijinan Tertentu. Kriteria Retribusi Jasa Umum: 

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa 

Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu; 

2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi; 

3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang 

diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan 

kemanfaatan umum; 



4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi; 

5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 

penyelenggaraannya; 

6. Retribusi dapat dipungut secara efektif d m  efisien, serta merupakan salah satu 

sumber pendapatan daerah yang potensial; dan 

7. Pernungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan 

tingkat d d a t a u  kualitas pelayanan yang lebih baik. 

Kriteria Retribusi Jasa Usaha: 

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa 

Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan 

2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya 

disediakan oleh sektor swasta tztapi belum memadai atau tei-dapatnya harta 

yang dim~iiiki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh 

Pemeri~ltah Daerah. 

Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu: 

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan 

kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi; 

2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna nielindungsi kepeiltingan 

m u m ;  dan 

3. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan 

biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tertentu 

cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. 



Di dalam Pasal 18 ayat (4) UU No. 34 Tahun 2000 ditegaskan, dengan 

Perda dapat ditetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai 

dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

Kemudian Pasal 24 ayat (1) UU No. 3' Tahun 2000 menyatakan, Retribusi 

ditetapkan dengan Perda. Perda tentang retribusi tidak dapat berlaku surut (Ayat 

(2)). Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan 

mengenai: a) nama, objek, dan subjek retribusi; b) golongan retribusi 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18 ayat (2); c) cara mengukur tingkat 

penggunaan jasa yang bersangkutan; d) prinsip yang dianut dalam penetapan 

struktur penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; e) struktur dan besarnya 

tarif retribusi; f) wilayah pemungutan; g) tata cara pernungutan; h) sanksi 

administrasi; i) tata cara penagihan; j) tanggal mulai berlakunya. 

Peraturan Daerah tentang retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai: a) 

masa retribusi; b) pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam 

hal-ha1 tertentu atas pokok retribusi dadatau sanksinya; c) tata cara pengha- 

pusan piutang retribusi yang kedaluarsa. 

Perda untuk jenis-jenis reiribusi yang tergolong dalam retribusi perijinan 

tertentu haus  terlebih dahulu disosialisasikan deng& masyarakat sebelum 

ditetapkan. 

Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebagian 

diperuntukkan kepada desa. Bagian desa ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam 

penyediaan layanan tersebut. 



Ketentuan di dalam UU No. 34 Tahun 2000 ini merupakan pedoman bagi 

Daerah Propinsi ataupun KabupatenKota untuk mengatur lebih lanjut materi dan 

jenis pajak atau retribusi apa saja yang nantinya dapat diatur dalam Perda bagi 

masing-masing daerah. 

Peraturan Desa harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) tidak 

bzrtentangan dengan adat istiadat; (b) peraturan yzng lebih tinggi; (c) tidak 

mengatur pungutan yang telah dipungut retribusi mallpun pajak; dan (d) sesuai 

dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

Peraturan Daerah yang mengatur tentang kawasar,, harus mengacu pada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur kawasan tersebut. 

PerdaIKeputusan Kepala Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada 

Pemerintah Daerah harus bersifat sukarela tanpa paksaan, tidak ditentukan jumlah 

sumbangan, tidak ditentukan subjek (penyumbang) dan tidak ditentukan smksi 

apabila tidak memberi sumbangan. 

Untuk mengatur lebih lanjut ketzntuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2) 

dan Pasal 33 UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan UU KO. 34 Tahun 2000 dikeluarkanlah 

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang P-ajak Daerah dan Peraturan 

Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 

3. Menurut Peraturan Pelaksana UU 

Setelah lahirnya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, Pemerintah pada 19 Mei 2006 telah mengeluarkan 



Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk 

Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006 

tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. 

Di dalam Pasal2 Permendagri No. 15 Tahun 2006 ditentukan jenis produk 

hukum daerah terdiri atas: a. Peraturan Daerah; b. Peraturan Kepala Daerah; c. 

Peraturan Bersama Kepala Daerah; d. Keputusan Kepsla Daerah; dan e. Instruksi 

Kepala Daerah. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 

Tahun 2006, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

Menurut ketentuan umum Permendagri No. 16 Tahun 2006 yang 

dimaksud dengan produk hukum daerah adalah peraturan-peraturan dacrah yang 

diterbitkan oleh Kepala Daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan 

pemerintzhan daerah. 

Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan. Produk hukum 

daerah yang bersifat pengaturan meliputi: a. Peraturan Daerah atau sebutan lain; 

b. Feraturan Kepala Daerah; c. Peraturan Bersama Kepali Daerah. Produk hukum 

daerah yang bersifat penetapan meliputi: a. Keputusan Kepala ~ a e r a h ; ~ '  b. 

Instruksi Kepala Daerah. 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2006, 

maka Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 

38 Menurut ketentuan umum Permendagri No. 17 Tahun 2006, yang dimaksud Keputusan 
Kepala Daerah adalah peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah atau kebijakan kepala daerah untuk 
mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 



2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pada 9 Juli 2007 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antsra Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah KabupatedKota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuil 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran negara Republik Indonesis! Nomor 4737), yang menggantikan 

Peraturan Pemerintali No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 

Incionesia Tahun 2000 Nomor 54, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3952). 

Melalui PP No. 38 Tahun 2007 dinyatakan bahwa urusan pemerintahan 

terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan 

Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersarna ant= tingkatan 

dadatau susucan pemeriniahan. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar 

tingkatan danlatau susunan pemerintahan adalah semua urusan pemerintahan di 

luar urusan politik luar negeri, pertahanan, ke~manan, yustisi, moneter dan fiskal 

nasional, serta agama. 

Pembagian urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, 

akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar 

tingkatan d d a t a u  susunan pemerintahan. Pemerintahan daerah provinsi dan 

pemerintahan daerah kabupatenkota mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan tersebut. 



Urusan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib 

adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan 

daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupatenfkota, berkaitan dengan 

pelayanan dasar. 

Urusan wajili meliputi:39 a. pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup; 

d. pekerjaan umum; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan.; g. 

perumahan; h. kepeinudaan dan olahraga; i. penanaman modal; j. kopzrasi dan 

usaha kecil dan menengah; k. kependudukan; 1. ketenagakerjaan; m. ketahanan 

pangan; n. pemberdayaan perempan dan pzrlindungan anak; o. keluarga 

berencana dan kelcarga sejahtera; p. perhubungan; q. komunikasi dan 

informatika; r. pertanahan; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi 

daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, 

kepegawaian, dan persandian; u. peinberdayaan masyarakat. aan desa; v. sosialj 

a. kebudayaan; x. statistik; y. kearsipan; dan z. perpustakaan. 

Adapun umsan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada 

dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 

kondisi, kekhasan, dan potensi ungguian daerah yang bersangkutan. Urusan 

pilihan melipti:  a. kelautan dan perikanan; b. pertagid; c. kehutanan; d. energi 

dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. industri; g. perdagangan; dan h. 

ketransmigrasian. 

UU No. 32 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya ternyata 

memberikan ruang lingkup urusan pemerintahan yang sangat luas kepada daerah 

39 Pasal 7 ayat (2) PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah KabupatenIKota. 



untuk diatur dalam Peraturan Daerah. Ketentuan tersebut menghamskan para 

pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan untuk merancang 

sebuah Peraturan Daerah untuk nlengetahui dan nlempelajari berbagai peraturan 

pemndang-undangan yang lebih tinggi yang terkait dengan substansi rancangan 

Peraturan Daerah. Penelitian dan kajian yang inendalam terhadap substansi 

peraturan yang lebih tinggi sangat membantu DPRD dan 

Guhe:nur/Bcpati/Walikota dalam menetapkan Peraturan Daerah dengan kualitas 

yang baik dan sekaligus menghindari kemungkinan "pembatalan Perda" oleh 

Pemerintah dan merepotkan DPRD dan Kepala Daerah untuk menetapkan Perda 

tentang pencabutal Perda. 

B. Pengawasan Produk Hukum Daerah 

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses 

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai 

dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undaagan yang berlaku. 

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh 

Pemerintah yang meliputi: a) Pengawasan atas pelaksanasn urusan pen~erintahan 

di daerah; dan b) Pengawasan terhadap Peraturan Daefah dan Peraturan Kepala 

Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah 

dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang- 

undangan. 

Untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 



No. 22 Tahun 1999, memberikan kewenangan kepada DPRD untuk melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, peraturan perundang- 

undangan lainnya, dan keputusan-keputusan yang bukan peraturan perundang- 

undangan. Peraturan perundang-undangan yang diawasi DPRD sepanjang 

mengenai dan atau yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah, yaitu peraturan 

perundang-undangan yang berkaitm dengan otonomi atau tugas pembantuan. 

DPRD tidak benvenang nlengawasi pelaksanaan peraturan ~eiundang-undangan, 

misalnya di bidalg penegakan hukum, pertahanan keamanan dan lain-lain yang 

tidak ada hubungan dengan fungsi-fungsi pemerintahan daerah. 

K3putusan-keputusan Pemerintah Daerah yang diawasi tidak hanya 

terbatas pada keputusan yang tergolong sebagai peraturan perundang-undangan 

atau ketetapan tetapi juga keputusan yang bersifat umum lainnya (besluiten van 

algemenc strekking) di luar peraturan perundang-unciangan seperti peraturan 

kebijakan (beleidsregels), perencanaan (plannen) atau keputusan yang disebut 

Balifante sebagai concreetnorm tctapi bukan be~chikkin~.~ '  

Selain dilakukan oleh DPRD, Pemerintah juga berwenang melakukan 

pembinaaq dan pengawasan terhadap Daerah. Kewenangan pengawasan yang 

diberikan kepada Pernerintah berupa wewenang untuk &rneriksa apakah Perda 

dan Keputusan Kepala Daerah yang dibuat oleh setiap daerah tidak bertentangan 

dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

danlatau peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan Pemerintah Pusat 

tersebut dalam bentuk pembatalan Perda dan Keputusan Kepala Daerah 

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999, yang lebih 

40 Bagir Manan, Menyongsong ..., Op.Cit., Hlm. 86-87. 



dikenal dengan pengawasan represif. Daerah yang tidak dapat menerima 

keputusail pembatalan Perda dan Keputusan Kepala Daerah, dapat mengajukan 

keberatan kepada Mahkamah Agung setelah mengajukannya kepada Pemerintah. 

Keputusan pembatalan Perda dan Keputusan Kepala Daerah diberitah~kan kepada 

Daerah yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Selambat- 

lambatnya satu minggu setelah keputusan pembatalan Perda dan Keputusan 

Kepala Daerah, Perda atau Keputusan Kepala Daerah tersebut dibatalkan 

pelaksanaannya. Daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda 

dan Keputusan Kepala Daerah, dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah 

Agung setelah mzngajukannya kepada Pemerintah. Keinudian di dalam 

penjelasan Pasal 114 ayat (4) UU No. 22 Tahun 1999 ditegaskan, pengajuan 

keberatan kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir dilakukan 

selambat-larnbatcya lirna belas hari setelah adanya keputusan pembatalan dari 

Pemerintah. 

Hal iili berbeda dengan yang dianut oleh UU No. 5 Tahun 1974 tentang 

Pemerintahan Di Daerah yang mengatur tentang pengawasan preventif. 

Pengawasan preventif menurut UU No. 5 Tahun 1974, mengandung prinsip 

bahwa Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan ~ e ~ a l i  Daerah mengenai pokok 

tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang benvenang. Jadi, 

pengawasan preventif dilakukan sesudah Peraturan Daerah atau Keputusan 

Kepala Daerah ditetapkan, tetapi sebelum Peraturan dan Keputusan itu berlaku. 

Bagi Perda khususnya, pengawasan preventif dilakukan sesudah Perda itu 



ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD tetapi sebelurn Perda 

itu diundangkaa4' 

Di dalam pengawasan preventif alasan-alasan yang dapat dipakai oleh 

pejabat yang benvenang tidak disebut-sebut di dalam UU No. 5 Tahun 1974, 

sehingga secara teori pcjabat tersebut dapat misalnya tidak memberi pengesahan 

berdasarkan alasan lain daripada alasan adanya pertentangan dengan peraturan 

yang lebih tinggi tingkaiannya atau dengan kepentingan umum. Di dalarn praktek 

tldaklah mudah untuk menemukan alasan yang demikian itu. Pejabat yang 

berwenang mengesahkan atail tidak memberi pengesahan itu biasanya juga hanya 

meninjau apakah keputcsan itu bertentangan dengan kepentingan umum atau 

dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya atau tidak. 

Apabiia Perda dan atau Keputusan Kepala Daerah yang dimintakan 

pengesahan kepada pejabat yang benvenang ditolak, Daerah yapg bersang~utan 

dalam waktu satu bulan terhitrrng mulai saat pemberitahuan penolkan 

pengesahan itu diterima, dapat mengajukan keberatan kepads pejabat setingkat 

lebih atas dari pejabat yang menolak. Penolakan pengesahan Perda dan atau 

4 1 UU No. 5 Tahun 1974 mengatur wewennng preventif ada pada: (a) Mcnteri Dalarn 
Negeri bagi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I; (b) Gubernur Kepala 
Daerah bagi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat 11. Penjelasan Umum UU 
No. 5 Tahun 1974 menggariskan pokok-pokok Peraturan Daerah dar. Keputusan Kepala Daerah 
yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan adalah sebagai berikut: (a) menetapkan 
ketentuan-ketentuan yang mengikat rakyat, ketentuan-ketentuan yang mengandung perintah, 
larangan, keharusan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan lain-lain yang ditujukan 
langsung kepada rakyat; (b) mengadakan ancaman pidana berupa deada atau kurungan atas 
pelanggaran ketentuan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah; (c) memberikan beban 
kepada rakyat, misalnya pajak atau retribusi Daerah; (d) menentukan segala sesuatu yang perlu 
diketahui oleh umum, karena menyangkut kepentingan rakyat, misalnya mengadakan hutang 
piutang, menanggung pinjaman, mengadakan perusahaan daerah, menetapkan dan mengubah 
APBD, menetapkan perhitungan APBD, mengatur gaji pegawai dan lain-lain. 



Keputusan Kepala Daerah oleh pejabat yang benvenang diberitahukan kepada 

Pemerintah Daerah yang bersangkutan disertai alasan-alasan. 

Pengawasan represif dilaksanakan dalam bentuk penangguhanlpenundaan 

(schorsing) dan pembatalan ( ~ e r n i e t i g i n ~ ) . ~ ~  Sejak Indonesia merdeka, terdzpat 

perkembangan dalam melaksanakan pengawasan represif. UU No. 1 Tahun 1945 

tidak (belum) mengatur pengawasan, baik represif maupun preventif. UU No. 22 

Tahun 1948 menentukan wewenang pengawzsan represif ada pada Presiden (bagi 

Keputusan DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi), dan Dewan 

Pemerintah Daerah setingkat lebih atas (bagi daerah-daerah lain). Menurut UU 

No. 1 Tah~ln 1957, wewenang pengawasan represif ada pada Menteri Dalam 

Negeri atau "penguasa lain yang ditunjuk" (bagi Daerah Tingkat I) dan Dewan 

Pemerintah Daerah setingkat lebih atas (bagi daerah lain). Dalarn UU No. 18 

Tahun 1965, wewenang pengawasan represif ada pada Menteri Dalam Negeri 

(bagi Daerah Tingkat I), dan Kepaia 3aerah setingkat lebih atas (bagi daerah 

lain). UU No. 5 Tahun 1974 tidak mengatur dengan tegas a l ~ t  kelengkapan 

(organ) pemerintahan yang benvenang melaksanakan pengawasan represif. Secara 

tidak langsung Gubernur disebut sebzgai pemegang wewenang represif (Pasal 70 

ayat 2). Secara umum hanya disebutkan "pejabat yang blnvenang" (Pasal70 ayat 

1). Siapakah yang memegang pengawasan represif atas Keputusan Daerah 

Tingkat I atau Gubernur, tidak d i~ebu tkan .~~  

42 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dun Daerah Pusat dun Daerah Menurut UUD 
1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, Hlm. 182. 

43 Ni'matul Huda, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan 
. . Pemerintahan Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, Him. 55-69. 
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Dalam UU No. 5 Tahur, 1974, dasar pengawasan represif adalah dalam ha1 

bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan atau 

Peraturan Daerah tingkat atasnya. UU No. 22 Tahun 1948 mengambil dasar 

bertentangan dengan kepentingan umum, undang-undang, Peraturan Pemerintah 

atau Peraturan Daerah yang lebih tiiiggi tingkatannya. UU No. 1 Tahun 1957 

meilgarnbil dasar yang sama dengan UU No. 22 Tahun 1948. Gemikian juga UU 

No. 1 8 Tahun 1965. Mengenai dasar "bertentangan dengan kepentingan umum", 

tidak ada perbedaan antara semua unclang-undang tersebut di atas. Tetapi untuk 

dasar "bertentangan dengan peraturan perundang-undangan", UU No. 5 Tahun 

1974 lebih luas dibandingkan dengan ketiga undang-undang yang lain.44 

Pasal 70 UU No. 5 Tahun 1974 memberikan penegasan tentang 

pengawasan represif sebagai berikut: (1) Perda dan atau Keputusan Kepala 

Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang- 

undangan atau Perda tingkat atasnya ditangguhkan berlakunya atau dibatakan 

oleh pejabat yang berwenang; (2) Apabila Gubernur Kepala Daerah tidak 

menjalankan haknya untuk menangguhkan atau membatalkan Perda Tingkat I1 

dan atau Keputusan Kepala Daerah Tingkat I1 sesilai dengan yang dimaksud 

dalam ayat (1) Pasal ini, maka penangguhannya d m  afau pembatalannya dapat 

dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri; (3) Pembatalan Perda dan atau Keputusan 

Kepala Daerah yang dimaksud dalain ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini, karena 

bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan atau 

Perda Tingkat atasnya, mengakibatkan batalnya semua akibat dari Perda dan atau 

Keputusan Kepala Daerah yang dimaksud, sepanjang masihdapat dibatalkan. 

44 Bagir Manan, Hubungan ..., Op.Cit., Hlm. 188. 



Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa UU No. 5 Tahun 1974 

sangat membatasi ruang gerak daerah untuk mengatur dirinya, apakah itu dalam 

pembentukan Perda dan atau Keputusan Kepala Daerah. Dengan adanya berbagai 

macam pengawasan dari Pusat kepada Daerah sesungguhnya menampakkan 

ketidakpercayaan Pusat terhadap Daerah. Hal itu mungkin dimaksudkan untuk 

mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah jangan sampai 

Daerah melanggar rambu-rambu yang telah ditentukan oleh Pusat. Dengan kata 

lain, melalui berbagai bentuk pengawasan tersebut Pusat ingin terus mengontrol 

seluruh kebijakan yang akan dilakukan ataupun yang telah dilakukan olch Daerah. 

Ketidzkpercayaan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap Daerah telah 

menyebabkan Daerah tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya. 

U'J No. 22 Tahun 1999 mengambil jalan politik baru yaitu meniadakan 

pengawasan preventif dalam pembentukan peraturan daerah. Peraturan Daerah 

akan serta merta berlaku karena tidak memerlukan pengesahan. Yang ada adalah 

pengawasan represif yaitu wewenang mernbatzlkan (vernietiging) atau penundaan 

( ~ c h o r s i n ~ ) . ~ ~  

Dalam Pasal 113 UU No. 22 Tahun 1999 ditegaskan dalam rangka 

pengawasan, Perda dan Keput~san Kepala Daersih disampaikan kepada 

Pemerintah selambat-lambatnya lima belas hari setelah ditetapkan. Pasal 1 14 

menegaskan, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan 

Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umm atau peratwan 

perundang-undangan yang lebih tinggi d d a t a u  peraturan perundang-undangan 

lainnya. Pengawasan di sini lebih ditekankan pada pengawasan represif untuk 

45 Bagir Manan, Menyongsong ..., Op.Cit., Hlrn. 154. 



lebih memberikan kebebasan kepada Daerah Otonom dalam mengarnbil 

keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya 

sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, Perda 

yang ditetapkan Daerah Otonom tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu 

oleh pejabat yang berwenang. 

Ada segi positif dan negatif meniadakan pranata pengesahan Peraturan 

Daerah. Segi positif, karena pengawasari preventif dapat menjadi daya kendali 

atau belenggu terhadap inisiatif Gaerah. Melalui pengawasan preventif, daerah 

"dipaksa" selalu tunduk pada kemauan pihak yang berwenang memberi 

pengesahan. Segi nega'iif, tidak ada unsur pencegahan terhadap kekeliruan, 

kecerobohan, atau kesa1ah.a~ suatu peraturan daerah, misalnya ternyata 

bertentangan dengan kepentingan umum, atau bertentangan dengan peratllran 

perundang-undangan ysng lebih tinggi tingkatannya. Keadaan ini tetsp dapat 

dikendalikan melalui pengawasm represif. Pemerintah Pusat dapat sewaktu- 

waktu membatalkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang 

bertentangan dengan kepentingan umum, atau suatu peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi tingkatannjra atau suatu peraturan perundang- 

undangan lain. Pembatalan dilakukan terhadap ~ e r a t u r k  Daerah atau Keputusan 

Kepala Daerah yang sudah berlaku dan mungkin telah lama berlaku serta telah 

pula menimbulkan berbagai akibat hukum. Suatu pembatalan . hams 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh berbagai akibat hukum yang telah 

terjadi tersebut. Bagaimanakah pula, apabila tidak pernah ada pembatalan 

terhadap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau 



peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau suatu 

peraturan perundang-undangan lain ? Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala 

Daerah tersebut akan berlaku terus dengan segala akibat yang bertentangan 

dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

Meniadakan pranata pengesahan atau semata-ma-ta mengandallcan pada 

pengawasan represif (represief toezicht) yaitu menunda pelzksanaan (schorsii?g) 

dan membatalkan (vernietiging) mengandung resiko. Salah satu kemungkinan 

yaitu ada pihak yang dirugikan akibat penundaan atau pembatalan itu. Pemerintah 

Daerah hams bertanggungjawab atas setiap kerugian yang timbul akibat 

penundaan atau pembatalan tersebut. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk 

nlemulihkan kembali kepada keadaan semula sebelum ada Peraturan Daerah yang 

ditunda pelaksanaannya atau dibatalkan tersebut. Resiko-resiko semacam ini 

menjadi lebih pelik kalau Peraturan Daerah tersebut telah lama berlaku, baru 

ditunda pelaksanaan atau diba:alkan.47 

Dalam kaitan dengan pengawasan represif, Perda yang bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan batal demi hukum 

atau dapat dibatalkan. Sepanjang Perda bedentangan-deigan UUD, dan Undang- 

Undang akan batal demi hukum atau mesti dibatalkan. Tidak demikian halnya 

dengan peraturan perundang-undangan lain. Apabila peraturan perundang- 

undangan di bawah Undang-Undang ternyata mengatur hal-ha1 di bidang otonomi 

atau tugas pembantuan sebagai urusan rumah tangga daerah, maka peraturan 

46 Ibid., Hlm.155. 
47 Ibid., Hlm. 82-83. 



itulah yang seharusnya dibatalkan bukan Perda dengan alasan mengatur tanpa 

wewenang (ultra vire~).~ '  Kalau prinsip ini tidak dipegang dapat terjadi 

pergeseran terhadap urusan rumah tangga daerah ke arah sentralisasi. 

Pengawasan represif ini bersifat negatif, dalam arti organ pemerintahan 

yang lebih tinggi dan berwenang untuk melakukan pengawasan itu akari 

melakukan tindakan penundaan atau pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah ketika ditemukan bertentangan dengan kepentingan umurn atau 

peraturan yang lebih tinggi. Organ pemerintahan yang lebih tinggi akan 

mendiamkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah selagi tidak 

dite~nukan bertentmgan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih 

tinggi. Dengan demikian, pengawasan ini tidak bertentangan dengan kebebasan 

dan kenlandirian daerah ~ t o n o m . ~ ~  

Perda tidak boleh bertentangan dengan Perda lain. Ketentuan ini 

"membingungkan". Perda lain dapat berarti Perda dalam lingkungan 

pemerintahan daerah yang sama, atail Perda pemerintahan daerah lain yailg 

sederajat, atau Perda dari pemerintahan daerah kabupaten atau kota terhadap 

Perda propinsi dalam wilayah yang sama. Pada dasarnya memang tidak boleh ada 

pertentangan antar Perda dalam pemerintahan daerah y ~ g  sama. Apabila terjadi, 

akan diselesaikan melalui prinsip "ketentuan sederajat atau lebih tinggi yang baru 

mengenyampingkan ketentuan sederajat atau lebih rendah yang lama". Apabila 

ketentuan baru yang lebih rendah bertentangan dengan ketentuan lama yang lebih 

481bid, Hlm. 138. 
49 Ridwan, Hukum ..., Op.Cit., Hlm. 137-138. 



tinggi, ketentuan baru hams dikesampingkan dengan memperhatikan lingkungan 

wewenang yang telah disebutkan di muka." 

Bagaimana kalau Perda suatu pemerintahan daerah bertentangan dengan 

Perda pemerintahan daerah sederajat lainnya? Karena tidak ada hubungan 

wewenang antara dua lingkungan pemerintahan tersebut, maka tidak ada 

konsekuensi hukum dari pertentangan itu. Keduanya berlaku dan dijalankan pada 

masing-masing lingkungan pemerintahan yang berbeda satu sama lain. Persoalan 

dapat timbul apabila Perda yang bertentangan tersebut akan mercgikan secara 

mendasar berbagai kepentingan daerah lainnya. Di sini timbul "perselisihan 

kepentingan" yang dapat diselesaikan melaiui mekanisme administratif 

(penyelesaian oleh pusat) atau melalui proses peradilan.5' 

Bagaimana kalau Perda suatu kabupaten atail kota bertentangan dengan 

Perda Propinsi yang mencakup kabupaten atau kota tersebut. Penyelesaian akan 

ditentukan oleh ketentuan lingkungan wewenang propinsi, kabupaten atau kota 

bersangkutan. Apabila temyata, Perda Propinsi mengatur di l u x  urusan rumah 

tangganya sehiilgga bertentangan dengan Perda Kabupaten atau Kota, maka Perda 

Propinsi yang hams dibatalkan. Sebaliknya, apabila temyata Perda Kabupaten 

atau Kota mengatur ymah tangga Propinsi, maka .P,efda Kabupaten atau Kota 

hams dibatalkanS2 

Berdasarkan ketentuan Pasal 113 UU No. 22 Tahun 1999, dapatlah 

dibayangkan berapa banyak Perda dan atilu Keputusan Ikepala Daerah yang akan 

diperiksa oleh Pemerintah dalarn setiap bulan, dan harus segera ditindaklanjuti 

50 Ibid. 
Ibid., Hlm. 139-140. 

52 Ibid. 



dalam rangka pengawasan represif. Persoalan yang mungkin muncul adalah, 

pertama, bagaimana kalau dalam wa!!tu liina belas hari sejak Perda dan atau 

Keputusan Kepala Daerah ditetapkan belum disanlpaikan kepada Pemerintah? 

Adakah konsekuensi hukurn atau administrasi bagi daerah? Kedua, bagaimana 

kalau dalarn waktu satu bulan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan setelah diterimanya Perda dan atau Keputusan Kepala 

Daerah Pemeriiltah belum membuat keputusan apakah Perda dan atau Keputusan 

Kepala Daerah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi atau kepentingan umum, apakah keputusan pembatalan tersebut 

dapat berlaku surut? Ketiga, siapakah yang akan membatalkan pelksanaan Perda 

dadatau Keputusan Kepala Daerah tersebut? Keempat, bagaimana kalau Daerah 

mengetahui keputusan pembatalan tersebut setelah lewat satu minggu sejak 

keputusan pembatalan? Apakah daerah wajib menanggung segala akibat hukum, 

akibat tertundanya saat pembatalan pelaksanaan t e r ~ e b u t ? ~ ~  

Setiap pembatalan, pada dasarnya hanya berlaku ke depan (prospektif). 

Daerah tidak perlu membuat ketetapan khusus untuk membatalkan pelaksanaan 

yang dimaksud. Apabila Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah tetap 

dilaksanakan melebihi waktu satu minggu sejak putusan' pembatalan, daerah yang 

bersangkutan harus bertanggungjawab untuk memulihkan segala hak dan 

kerugian yang timbul akibat penundaan pelaksanaan pembatalan t e r ~ e b u t . ~ ~  

Daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan ~ e r d a  dan 

Keputusan Kepala Daerah, dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah 

53 Ibid., Hlm. 157. 
54 Ibid. 



Agung setelah mengajukannya kepada Pemerintah Pusat (yang membatalkan). 

Ketentuan ini semestinya diartikan, keberatan hams terlebih dahulu diajukan 

kepada Pemerintah. Apabila pemerintah menolak keberatan tersebut, baru dapat 

diajukan ke Mahkamah ~ ~ u n ~ . ~ ~  

Dalam pengawasan represif juga tidak ada ketentuan mengenai penundaan 

(schorsing). Walaupun demikian tidali berarti tidak boleh dilakukan. Suatu 

Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang masih dalam pemeriksaan 

karena dugaan bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, untuk sementara dapat 

ditunda dan tidak dilak~anakan.~" 

Di dalam Pasal 113 UU No. 22 Tahun 1999 ditegaskan, dalam rangka 

pengawasan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepaia Daerah disampaikan 

kepada Pemerintah selambat-lambatnya lima belas hari setelah ditetapkan. 

Apakah ada suatu konsekuensi hukum atau administrasi apabila syarat waktu 

tersebut tidak dilaksanakan? Undang-Undang tidak mengatur. Tanpa konsekuensi 

tertentu, ketentuan ini tidak memiliki nilai normatif, melainkan sekedar nilai etis 

dan bersifat mjuran belaka. 

Ketentuan dalam Pasal 1 14 UU No. 22 Tahun' 1399 tidak memberikan 

batasan Perda atau Keputusan Kepala Daerah apa saja yang dapat dibatalkan oleh 

Pemerintah. Dengan kata lain, pengawasan represif yang dijalankan Pemerintah 

dapzt berlaku terhadap semua Perda dan atau Keputusan Kepala Daerah apabila 

Perda atau Keputusan Kepala Daerah itu dianggap bertentangan dengan peraturan 

" Ibid., Hlm. 157-158. 
56 Ibid., Hlm. 156. 



perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau dengan kepentingan 

umum. Di samping itu, UU No. 22 Tahun 1999 juga tidak mengatur dengan tegas 

alat kelengkapan (organ) pemerintahan yang berwenang melaksanakan 

pengawasan represif serta bentuk hukum keputusan pembataiannya. 

UU No. 22 Tahun 1999 hanya menyebur Pemerintah (Pusat) yang 

benvenang membatalkan. Dengan demikian, satuan pemerintah daerah yang lebih 

tinggi tingkatannya tidak berwenang membatalkan Peraturan Daerah atau 

Keputusan Kepala Daerah yang lebih rendah tingkatannya. Pembatalan 

merupakan exclusive power Pemerintah  usa at.^^ Akan tetapi jika dibaca dalarn 

Pasal 80 ayat (2j Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2001 jo Pasal 17 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001, nampaklah bahwa yang diberi 

wewenalg untuk membatalkan Perda khususnya yang mengatur pajak daerah dan 

retribusi daerah adalah Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri 

Keuangan. 

Pembatalan Perda dan Keputusan Kepela Caerah yang diatur dalarn Pasal 

114 UU No. 22 Tahun 1999 jo Pasal80 ayat (2) PP No. 65 Tahun 2001 jo Pasal 

17 ayat (2) PP No. 66 Tahun 200 1 dapat dilihat alurnya pada bagan 1 di bawah. ini. 



Bagan 1: 

Pembatalan Perda Menurut Pasal114 UU No. 2211999 

PERDA & KEPUTUSAT\I 

Tidak sesuai dng kepent. 
umum & per-UU-an yang 
lebih tinggi &I peraturan 
per-UU-an lainnya 

Sesuai dg kepentingan umum 
& per-UU-an yg lebih tinggi &I 
peraturan per-UU-an lainnya 

Pembatalan 
(Kepmendagri) 

7 hari 

Perda Batal 

Penghentian w 
(KDH & DPRD) 

Dikabulkan Q 
Perda Berlaku 

Sumber: Keterangan tertulis yang diperoleh dari Biro Hukum Departemen Dalam 
Negeri RI. 



Mengingat banyak satuan pemerintahan daerah dan banyaknya keputusan 

tingkat daerah, wewenang ini sulit dilakukan dengan sempurna. Menurut Bagir 

Manan, ada dua cara mengatasinya. Pertama, memberi wewenang kepada 

propinsi imtuk melakukan pengawasan represif terhadap pemerintahan kabupaten, 

kota, dan desa sebagai suatu tugas pembantuan. Wewenang ini tidak mungkin 

diserahkan (otonomi) karena undang-undang telah menegaskan sebagai 

wewenang Pemerintah Pusat. Kedua, selama gubernur masih memiliki kedudukan 

sebagai kepala wilayah (dekonsentrasi), tugas ini dapat dialihkan dalam bentuk 

"delegasi" atau "mandat" kepada gubernur.58 

Penegasan mengenai organ pemerintahan yang benvecang melaksa~akan 

pengawasan represif serta bentuk hukum keputusan pembatalannya ternyata diatur 

dalam Peraturan Pemerintsh No. 20 Tahun 2a01 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Di dalam Pasal 9 

ditegaskan behwa pengawasan represif dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan 

Otonomi Daerah setelah berkoordinasi dengan DepartemerJLembaga Pemerintah 

Non Departemen terkait. Pemerintah dapat melimpahkan pengawasan represif 

kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah terhadap Perda dan atau Keputusan 

Kepala Daerah serta Keputusan DPIPD dan Kepdtusan Pimpinan DPIPD 

Kabupaten dan Kota setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. 

Kemudian di dalam. Pasal 10 PP No. 20 Tahun 200 1 dinyatakan Menteri 

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden menerbitkan ~eputusan 

Pembatalan terhadap Perda dan atau Keputusan Kepala Daerah Propinsi, 

Kabupaten dan Kota, Keputusan DPIPD Propinsi/'Kabupaten/Kota, Keputusan 
- - 

. . '' Ibid., Hlm. 155-156. 



Pimpinan DPRD Propinsi,Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan 

kepentingan umum atau perzturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau 

peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam rangka pengawasan represif 

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dapat mengambil langkah-langkah 

berupa saran, pertimbangan, koreksi serta penyempurnaan dan pada tingkat akhir 

dapat membatalkan berlakunya kebijakan Daerah. 

Gubernur selaku wakil Pemerintah menerbitkan Keputusan Pembatalan 

terhadap Perda dan atau Keputusan Kepala Daerah Kabupaten dan Kota, 

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota sesuai 

kewenangan yang dilimpahkan. 9alam rzngka pengawasan represif Gubernur 

selaku wakil Pemerintah dapat meilgambil langkah-langkah bercpa saran, 

pertimbangan, koreksi serta penyempurnaan dan pada tingkat akhir dapat 

membatalkan berlakunya kebijakan Daerah KabupatenIKota. 

Ketika berlakunya UU No. 32 Tahun 2004, pengawasan Pemerintah Pusat 

terhadap Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 145 yang menyatakan Perda 

disampzikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari seielah ditetapkan. 

Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dardatau peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah 

(executive review). Keputusan pembatalan Perda ditetapkan dengan Peraturan 

Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda. Paling lama 7 

(tujuh) hari setelah keputusan pembatalan, kepala daerah hams memberhentikan 

pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda 

dimaksud. 



Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan 

pembatalan Perda dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan 

perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada 

Mahkamah Agung. Apabila keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 

putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjacii batal 

dan tidak mempunyai icekuatan hukum. Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan 

Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda, Perda dimaksud dinyatakan 

berlaku. 

Ur~tuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, 

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah dadatau Keputusan Kepala 

Daerah. Peraturan Kepala Daerah dadatau Keputusan Kepala Daerah, dilarang 

bertentangan dengan kepentingan umum, Perds, dan peraturan perundang- 

undmgan yang lebih tinggi. 

Seharusnya yang diujikan secara materiil ke Mahkamah Agung bukan 

Peraturan Presiden, tetapi justeru Perdanya. Mahkamah Agung sebagai lembaga 

yang netral dapat memberikan penilaian apakah tindakan Pemerintah 

membatalkan Perda memang sudah sesuai atau belum dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Jangan smpai  pembatalar~ hanya didasarkan 

pada kepentingan sekelompok orang atau pihak 'asing' yang dapat memberikan 

tekanan (pressure group) pada Pemerintah, atau hanya didasarkan pada 

pertimbangan 'tertentu' dari kepentingan Pemerintah (eksekutif), dan bukan 

didasarkan pada pertimbangankepentingan nasional yang objektif. 



Mekanisme pembatalan Perda menurut Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004 

dapat dilihat pada Bagan 2 di bawah ini. 

Bagan 2: 

Pembatalan Perda menurut Pasal145 UU No. 32 Tahun 2004 

PERDA 

1 17 hari I 
PEMERINTAH 

60 hari I 
r I + 

I Tidak sesuai dng kepent. I 
umum & per-UU-an yang 

Pembatalan (Perpres) e 
Keberatan 

T 1 Judicial review (MA) I 

& per-UU-an yg lebih tinggi 

Sumber: Keterangan tertulis yang diperoleh dari Biro Hukum Departemen Dalarn 
Negeri RI. 

Selain mengenal bentuk pengawasan represif, UU No. 32 Tahun 2004 juga 

mengatur kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur untuk mengevaluasi 

Raperda dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan 



BupatiIWalikota paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk 

dievaluasi (executive preview)). Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada 

BupatiIWalikota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya 

rancangan Perda kabupatenlkota dan rancafigan Peraturan BupatiIWalikota 

tentang Penj abaran APBD. 

Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang 

APBD dan rancangan Peraturan BupatiIWalikota tentang penjabaran APBD sudah 

sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, BupatiIWalikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan 

Peraturan BupatiIWalikota. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaliiasi 

menyatakan Raperda tentang APBD dan rancangan Peraturan BupatiIWalikota 

tentang penjabaran APBD tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, BupatiIWalikota bersama 

DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 

diterimanya hasil evaluasi. 

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh BupatiIWalikota dan 

DPRD, dan BupatiIWalikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD 

dan rancangan Peraturan BupatiIWalikota tentang. pe'njabaran APED menjadi 

Perda dan Peraturan BupatiIWalikota, Gubernur membatalkan Perda dan 

Peraturan BupatiIWalikota tersebut (executive review) dan sekaligus menyatakan 

berlakunya Perda APBD tahun sebe1umnya.Mekanisme evaluasi Raperda menurut 

Pasal 186 UU No. 32 Tahun 2004 dapat dilihat pada Bagan 4 di bawah ini. 



Evaluasi Raperda menurut Pasal186 UU No. 32 Tahun 2004 

RANPERDA WK-DPRD 7 pq 
r------------------ '- '  
I r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  GUBERNUK 
! : m 

Tidak sesuai dg kepent. 
umum & per-UU-an yg Walikota umurn & per-UU-an 
lebih tinggi 

7 hari 

Penetapan Penyer~purnaan 
(BupIWalkot) (BuptWalkot & DPRD) 

I 
C - - - -  

P r ~ s e s  penetapan Ranperdaprov dikoordinasikan terlebih 
dahulu dengan MENTERI KEUANGAN I 

Sumber: Keterangan tertulis yang diperoleh dari Biro I3ukum Departemen Dalam 
Negeri RI. 

Untuk memahami mekanisme pengawasan Peraturan Daerah oleh 

Pemerintah Pusat berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, dapat dilihat alurnya 

. . dalam bagan 5 di bawah ini. 



MEKANISME PENGAWASAN PERDA 
BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHA!! ZAEWP 

PASAL 145. PASAL 185 

HANPERDAPKUV-PURD 

Perda batal Perda bedaku 

~+ziz-1 1 
i I 
I I 
i 1 Piw ; *-,aw R*fip&&piiiv' i;I'i,j,jrd;ii*8&, 

i f + .  tekbih dahulu dengan MENTERI KEUANGAN 

I 

.: Sumber : Keterangan tertulis.dari hasil peneljtian di Biro Hukum Departemen Dalam Negeri R1 

PASAL. 186 I 
............................................................................................................ . 

RANPERDA KIK-PUR! 

I 

i ; 1 yang M l h  tiny1 J ~ A L I K U ~ A  I yang both mggi 
!I L-7-J 

I 1 
pic* ;&i6'&jrbfi ;&np-& i(ir; d;n:,j,jld;fi&,,&, ie&jrl 

dahulu dengan MENTERI KEUANGAN 



Penegasan di dalam Pasal 185 ayat (5) dan Pasal 186 ayat (5) UU No. 32 

Tahun 2004 yang memberi kewenangarl kepada Menteri Dalam Negeri untuk 

membatalkan Perda tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran 

APBD dan Gubernur untuk membatalkan Perda tentang APBD dan Peraturan 

BupatiiWaiikota ientang penjabaran APBD, bertentangan dengan ketentuan dalam 

Pasal 145 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004. Karena menurut Pasal 145 ayat (2) 

yang berwenang membatalkan Perda adalah Pemerintah. Kemudian menurut 

Pasal 145 ayat (3) keputusan pembatalan Perda ditetapkan dengan Peraturan 

Presiden. Dengan demikian dapat disimpulkan yang benvenang membatalkan 

Perda adalah Presiden. Tidak mungkin Menteri Dalarn Negsri apalagi Gubernur 

membatalkan Perda tetapi ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Seharusnya 

Menteri Dalam Negeri hanya mengusulkan pernbatalan untuk Perda tentang 

APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD kepada Presiden dan 

Gubenlur mengusulkan pembatalan Perda tentang APBD dan Peraturan 

BupatiiWalikota tentang penjabaran APED kepada Presiden melalui Menteri 

Dalam Negeri. 

Menurut Maria Farida, istilah Peraturan Presiden sebagai pengganti istilah 

Keputusan Presiden adalah tidak tepat. Istilah "kep'utusm" dalam arti luas 

biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu keputusan yang bersifat mengatur 

(regelingj dan keputusan yang bersifat menetapkan (beschikking). 

1stilah"keputusan" merupakan pernyataan kehendak yang bersifat netral, yang 

secara kajian di bidang perundang-undangan dapat dibedakan sebagai keputusan 

yang merupakan peraturan perundang-undangan (wetgeving), keputusan yang 



memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur 

bagi kabupatenkota." Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD beserta 

lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak 

DPKD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap 

rancangan Perda tentang APBD. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa UU No. 32 Tahun 2004 menganut model 

pengawasan preventif (terb~tas) dan pengawasan represif. Di samping itu, 

Menteri Dalam Negeri dan Gubernur juga benvenang melakukan evaluasi 

terhadap Rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota tentang APBD jrang telah 

disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang 

penjabaran A-PBD (executive preview). Pengajaan kebeatan kepzda Mahkamah 

Agung melalui mekanisme judicial review bukan terhadap Peraturan Daerah yang 

tela!! dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, tetapi pesgujian dilakukan terhadap 

Peraturan Presiden yang membatalkan Peraturan Daerah tersebut. 

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Perda yang sudah disahkan di 

tingkat daerah dapat dibatalkan atau dinyataltan batal demi hukum. Dibatalkan 

berarti ketidakabsahznnya berlaku sejak tanggal adapembatalan; sedangkan batal 

demi hukum berarti ketidakabsahannya berlaku sejak peraturan itu ditetapkan 

(yang berarti membatalkan pula akibat-akibat hukurn yang timbul sebelum ada 

pembatalan). Dalam hubungan itu, pengawasan terdiri dari dua jalur, yakni 



pengawasan melalui jalur eksekutif (Pemerintah Pusat) dan pengawasan melalui 

jalur yudikatif (Mahkamah ~ ~ u n ~ ) . ~ ~  

Berdasarkan ketentuan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak, Daerah dan Retribusi Daerah, pengawasan 

terhadap Peraturan Daerah tentang pajak daerah diatur dalam Pasal 5A yang 

menyatakan: 

(1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerall sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah paling 

lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan. 

(2) Dalam ha1 Ferda sebagaimana dimaksud ayat (1) bertentangan dengall 

kepentingan ulnum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

Pemerintah dapat membatalkan Perda dimaksud. 

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan 

sejak diterimanya Perda dimaksud. 

Penjelasan Pasal 5A menyatakan, penerapan jangka waktu 15 (lima belas) 

hari dalam ayat (1) ini telah mempertimbangkan administrasi pengiriman 

Peraturan Daerah dari daerah yang tergolong jauh. Pembatalan Peraturan Daerah 

berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam ha1 ini Gajib pajak tidak dapat 

mengajukan retitusi kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Penetapan 

jangka waktu 1 (satu) bulan dalam ayat (3) ini dilakukan dengan pertimbangan 

untuk mengurangi dampak negatif dari pembatalan Peraturan Daerah tersebut. 

62 Moh. Mahfud MD., Membangun Politik Hukuni, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, 
Jakarta, 2006, Hlm. 24 1 .  



Selanjutnya di dalam Pasal 25A UU No. 34 Tahun 2000 masalah 

pengawasan terhadap Peraturan Daerah tentang retribusi daerah ditegaskan 

sebagai berikut: 

(1) Dalam rangka pengawasan, Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 

(3) dan Pasal 24 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah paling lama 15 

(lima belas) hari setelah ditetapkan. 

(2) Dalam ha1 Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan 

kepentingan umurn dadatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

Pemerintah dapat membatalkan Perda dimaksud. 

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan palrng lama 1 

(satu) bulan sejak diterimanya Perda dimaksud. 

Ketentuan mengenai pengawasan t d a d a p  Peraturm Daerah teiltang pajak 

daerah diatw dalam Pasal 80 PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang 

berbunyi sebagai berikut: 

(1) Dalam rmgka pengawasan, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah 

disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling 

lama 15 (lima bslas) hari setelah ditetapkan. 

(2) Dalam ha1 Peraturan Daerall sebagaimana diriaksud dalam ayat (1) 

bertentangaii dengan kepentingan umum dadatau peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi, Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan 

Menteri Keuangan membatalkan Perrturan Daerah dimaksud. 

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 1 

(satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud. 



Adapun pengawasan terhadap Peraturan Daerah tentang retribusi daerah 

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

Pasal 17, sebagai berikut: 

(1) Dalam rangka pengawasan, Perda tentang Retribusi Daerah disampaikan 

kepada Menteri Daiam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 15 (lima 

belas) hari setelah ditetapkan. 

(2) Dalam ha1 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

bertentangan dengan kepentingan umum dadatau peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi, Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan 

Menteri Keuangan membatalkan Peraturan Daerah dimaksud. 

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 1 

(satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud. 

Penegasan tentang batas waktu penyerahan Peraturan Daerah kepada 

Pemerintah sebagaimma diatur dalam Pasal 5A dan Pasal 25A UU No. 34 Tahun 

2C00 maupun dalam PP No.65 Tahun 2001 dan PP No. 66 Tahun 2001 berbeda 

dengan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004. Di dalam UU No. 32 Tahun 

2004 ditentukan batas waktu penyerahan Perda kepada Pemerintah 7 hari sejak 

ditetapkan, sedangkan dalam UU No. 34 Tahun 2000, Pp No. 65 Tahun 2001 dan 

PP No. 66 Tahun 200 1 batas waktunya 15 hari setelah ditetapkan. Disamping itu, 

menurut ketentuan Pasal 80 ayat (2) PP No. 65 Tahun 2001 dan Pasal 17 ayat (2) 

PP No. 66 Tahun 2001 yang benvenang membatalkan Perda tentang ~ a j a k ~ a e r a h  

dan Perda tentang Retribusi Daerah adalah Menteri Dalam Negeri. Sedangkan 



menurut ketentuan Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004 yang berwenang 

membatalkan Perda adalah Pemerintah (Presiden) melalui Peraturan Presiden. 

Adanya perbedaan pengaturan tentang batas waktu dan organ yang 

berwenang membatalkan Perda tersebut dikarenakan kelahiran UU No. 34 Tahun 

2000 mefiyertai UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan 

sampai sekarang masih dinyatakan berlaku, padahal UU No. 22 Tahun 1999 

sudah dicabut berlakunya oleh UU No. 32 Tahun 2004. Dengan demikian, 

ketentuan yang seharusnya dipakai adalah yang diatur di dalam UU No. 32 Tahun 

2004. Untuk itu, Pemerintah harus segera melakukan revisi terhadap UU No. 34 

Tahun 2000. 

Menurut Pasal 188, proses penetapan rancangan Perda tentang Perubahan 

APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

APBD menjadi Perda dan Peraturan Kepala Daerah berlaku ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal 187. 

Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, 

retribusi daerah, dan tata ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 

186, dengan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan 

terlebih dahulu - dengan Menteri Keuangan, dan uhtuk tata ruang daerah 

dikoordinasikan dengan mcnteri yang membidangi urusan tata ruang (Pasal 189). 

Dalam rangka pengawasan terhadap Raperda dan Peraturan Kepala 

Daerah tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD, Penjelasan Umum angka 9 UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan, dalam 



ha1 pengawasan terhadap rancangan Perda dan Perda, Pemerintah melakukan 

dengan 2 (dua) cara sebagai berikut: 

1. Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah (RAPERDA), yaitu 

terhadap rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi 

daerah, APBD, dan RUTR sebzlurn ciisahkan oleh kepala daerah terlebih 

dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Provinsi, dan 

oleh Gubernur terhadap Raperda KabupatenKota. Mekanisme ini dilakukan 

agar pengaturan tentang hal-ha1 tersebut dapat mencapai daya guna yang 

optimal. 

2. Pengawasan terhadap semua Peraturan Daerah di luar yang termasuk dalarn 

angka 1, yaitu setiap Peraturan Daerah wajib disampaikan kepada Menteri 

Dalam Negeri untuk Provinsi dan Gubemur untuk Kabupaten/Kota untuk 

memperoll=h klarifikasi. Terhadap Peraturan Daerah yang bertentangan 

dengan kepentingan ginurn dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan 

sesuai mekanisme yang berlaku. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa UU No. 22 Tahun 1999 

dslam ha1 pengawasan produk hukum daerah menganut sistem pengawasan 

represif (executive review) berupa pembatalan, sedangkzin UU No. 32 Tahun 2004 

menganut sistem pengawasan preventif (terbatas), pengawasan represif dan 

evaluasi (executive preview). Pengawasan represif (executive review) dilakukan 

oleh Presiden, Menteri Dalam Negeri dan Gubemur. Executive preview diiakukan 

oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur. Sedangkan pengawasan represif 

(judicial review) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bukan terhadap produk 



hukum daerah (Perda) tetapi terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri (dianut 

oleh UU No. 22 Tahun 1999) dan Peraturan Presiden (dianut oleh UU No. 32 

Tahun 2004). 

Mengingat banyaknya satuan pemerintahan daerah dan banyaknya 

keputusan tingkat daerah, nampaknya pengawasan represif akan sulit dilakukan 

dengan sempurna. Hal ini dapat diketahui dari pembatasan waktu bagi Perda dan 

Keputusan Repala Daerah untuk disampaikan kepada Pemerintah selambat- 

lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Kemudian pembatalan Perda 

dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda. Selambat- 

. lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan Perda, kepala daerah hams 

memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala 

daerah mencabut Perda dimaksud. 

Penyusunan Perda harus memenuhi tiga aspek, yakni yuridis, filosofis, dan 

sosiologis. Seringkali penyusunan Perda mengabaikan aspek sosiologis, yakni 

hulkum yang berlaku di masyarakat, dan karena tidak melihat potensi dan 

karakteristik masyarakat, implementasi Perda banyak terganggu. Di samping itu, 

sebagian besar Perda yang bermasalah umumnya bertentangan dengan aturan 

yang lebih tinggi, terjadi tumpang tindih antara kebijakk Pusat dan Daerah serta 

tumpang tindih antara pajak dan retribusi. Sebagian besar pejabat di daerah yang 

tidak memahami Undang-Undang memaksakan Perda yang berorientasi kepada 

keuntungan jangka pendek tanpa memikirkan akibat jangka panjangnya. 

Ada sejumlah kalangan masyarakat yang mempertanyakan apa maksud 

dari ketentuan yang menyatakan "setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak 



boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi." Dalarn praktek di 

lapangan seringkali dijumpai berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang 

dulu dikenal dengan nama keputusan menteri, peraturan atau keputusan MA, 

BPK, BI dan ~ e t e r u s n ~ a . ~ ~  

Beragamnya peraturan perundang-undangan tersebut juga cukup 

menyulitkan pejabat daerah untuk memahaminya. Apakah peraturan-peraturan 

tersebut kedudukamya lebih tinggi dari Peraturan Daerah? Bagaimana 

kedudukan Perda dalam hierarki peraturan perundang-undangan? Apa yang harus 

dilakukan Pemerintah agar pejabat daerah tidak terus menerus melakukan 

kesalahan dalam memahami hirarki peraturan perundang-undangan dan membuat 

Peraturan Daerah. Sejumlah permasalahan ini layak untuk dikemukakan karena 

pemahaman masyarakat terhadap otonomi daerah sangat beragam, sehingga perlc 

ditegaskan koridor otanomi daerah dalam bingkai yang jelas agar tidak keluar 

jauh dari re1 yang sudah disepakati bersma dan membahayakan eksistensi Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Mengingat masih banyaknya Perda yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat 

dengan alasan bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih 

tinggi, maka langkah yang seharusnya ditempl.lL Pemerintah sebelum 

melaksanakan pengawasan represif memang sebaiknya juga melakukan 

pembinaan (evaluasi) kepada daerah, khususnya dalam pembuatan Perda secara 

berkelanjutan, Raperda yang kurang tepat segera dikembalikan untuk direvisi. 

63 Lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. Jenis peraturan perundang-undangan selain yang telah diatur 
dalam hierarki Pasal7 ayat (I), antara lain, peraturan yang dikeluarkan'oleh MPR dan DPR, DPD, 
MA, MK, BPK, BI, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi, DPRD Provinsi, Gubernur, 
DPRD KabupatenIKota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 



Sehingga kemungkinan adanya kesalahan dalam pembuatan Perda dapat 

diminimalisir sejauh mungkin. 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 223 UU No. 32 Tahun 2004 

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593). Dalam PP ini dijelaskan 

mengenai pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang meliputi: 

a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi; 

b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupatenkota; dan 

c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa. 

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi terdiri dari: 

a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib; 

b. pelaksanaan urusan pemerintahau di daerah yang bersifat pilihan; 

c. pelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan. 

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupatenlkota terdiri dari: 

a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang.be;sifat wajib; 

b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan; 

a. pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. 

Dalam Pasal 24 PP No. 79 Tahun 2005 ditegaskan pengawasan terhadap 

urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Aparat Pengawas Intern 



Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga 

Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat 

KabupatedKota. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas 

pemerintah. Pejabat pengawas pemerintah ditetapkan oleh MenteriIMenteri 

NegaraIPimpinan Lembaga Pemerintah no11 Departemen di tingkat pusat, oleh 

Gubernur di tingkat provinsi, dan oleh BupatiIWalikota di tingkat kabupatenkota 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dalam Pasal 39 PP No. 79 Tahun 2005 diatur mengenai kewenangan 

Menteri dan Gubernur untuk mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah, sebagai berikut: 

(1) Rancangan Perda tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD, pajak daerah, retribusi daerah, darl rencana tata ruang 

disampaikan paling l m a  3 (tiga) hzri setelah clisetujui bersama antara 

Kepala Daerah dengan DPRD. 

(2) Menteri melakukail evaluasi rancmgan Peraturan Daerah Provinsi dan 

rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD, pajak daerah, 

retribusi daerah dan tata ruang daerah. 

(3) Gubernur melaitukan evaluasi rancangan peratwan' Daerah KabupatenKota 

dan rancangan Peraturan BupatiIWalikota tentang APBD, pajak daerah, 

retribusi daerah dan tata ruang daerah. 

(4) Evaluasi rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala 

Daerah dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterima 

rancangan dimaksud. 



Dalam Pasal 40 PP No. 79 Tahun 2005 diatur tentang kewenangan 

Menteri dan Gubernur untuk membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah, sebagai berikut: 

(I) Gubernur dan BupatiIWalikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana 

dimaksud dalain Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) paling !ambat 7 (tujuh) hari 

kerja sejak diterima. 

(2) Apabila Gubernur tidak menindaklanjuti sebagaimaqa pada ayat (1) dan 

tetap menetapkan rr-enjadi Peraturan Daerah dan/atm Peraturan Kepala 

Daerah, Menteri dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

daerah tersebut dengan Peraturan Menteri. 

(3) Apabila BupatiIWalikota tidak menindaklanjuti sebagaimana pada ayat (I) 

dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Daerah danlatau Peraturan Kepala 

Daerah, Gubernur dapat membatalkan Peraiuran Daerah dan Peraturan 

Kepalz Dzerah tersebut dengan Peraturan Gubernur. 

Pengaturan di dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2905 

yang menegaskan bahwa Menteri Dalam 'Negeri benvenang membatalkan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tersebut dengan Peraturan 

Menteri dan Gubernur herwenang membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah tersebut dengan Peraturan Gubernur munikin dimaksudkan untok 

mengisi kekosongan peilgaturan dalam Pasal 185 ayat ( 5 )  dan Pasal 186 ayat (5) 

UU No. 32 Tahun 2004 yang tidak tegas mengatur apa dasar huk.urn keputusan 

pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Namun, Peraturan 

Pemerintah No. 79 Tahun 2005 telah menarnbah norma b m  dalam ha1 dasar 



hukum pembatalan produk hukurn daerah selain Peraturan Presiden, yakni 

Peraturan Menteri dan Peraturan Gubemur. 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 79 

Tahun 2007 dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2007 

tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peratnran Kepala Daerah. Menurut 

Pasai 1 angka 4 yang dinlaksud dengan pengawasan adalah k l a r i f i ka~ i~~  dan 

e ~ a l u a s i ~ ~  terhadap Peraturan Dzerah, Peraturan Kepala Daerah, rancangan 

Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah. 

Di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2007 

ditentukan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan terhadap Perda 

dan Peraturan Kepala Daerah, melalui klarifikasi terhadap Perda Provinsi, 

KabupatenIKota dan Peraturan Gubernur, BupatiIWalikota; dan evalilasi terhadap 

rancangan Perda Provinsi tentang APBDIPerubahan APSD, pajak daerah, 

retribusi daerah dan rencana tata rumg dan rancangan Peraturan Gubernur tentang 

penjabaran APBDIpenjabaran perubahan APBD. 

Gubemur menyampaikan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur kepada 

Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk 

mendapatkan klarifikasi. RupatiI'Walikota menyampaikin Perda KabupatenJKota 

dan Peraturan BupatiJWalikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada 

64 Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dadatau peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 53 Tahun 200'1). 

65 Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan 
rancangan Peraturan Kepala Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum 
dadatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 1 angka 6 Permendagri 53 Tahun 
2007). 



Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk 

mendapatkan klarifikasi (Pasal4). 

Hasil klarifikasi Peraturan Kepala Daerah yang bertentangan dengan 

kepentingan umum, Peraturan Daerah dan ~eraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi dijadikan bahan pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembatalan 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hasil klarifikasi Peraturan 

Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dijadikan bahan usulan Menteri 

Dalam Negeri kepada Presiden untuk pembatalan.66 Pembatalan ditetapkan paling 

lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah. Demikian pula hasil klarifikasi Peraturan Daerah KabupatenIKota 

yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peratursn 

perundang-undangan yang lebih tinggi untuk dijadikan bahan usulan Gubernur 

kepada Menteri Dalam Negeri untuk pembatalan. 

Di dalam Pasal 12 Permcndagri No. 53 Tahun 2007 ditegaskan bahwa 

Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD, 

Perlibrhan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan rsncana tata ruang paling 

lama 3 (tiga) hari setelah mendapaikan persetujuan'bersama dengail DPRD 

termasuk rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBDIpenjabaran 

perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan evaluasi. 

Kemudian Pasal 15 menentukan, Menteri Dalam Negeri dalam melakckan 

evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan tata ruang daerah berkoordinasi 

66 Lihat Pasal6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2007. 



dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang. Hasil koordinasi dijadikan 

sebagai bahan keputusan Menteri Dalam Negeri. 

Pasal 16 Permendagri No. 53 Tahun 2007 menyatakan bahwa Menteri 

Dalam Negeri menyampaikan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Provinsi 

tentang APBDPerubahan APBDIpertanggungjawaban APBD, pajak daerah, 

retribusi daerah, tata mang daerah, rancangan Peraturan Gubernur tentang 

penjabaran APBDIpenjabaran perubahan APRD kepada Gubernur paiing lambat 

15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut. 

Gubernur menindaklanjuti 'nasil evaluasi tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari 

sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila Gubernur tidak menindaklanjuti dan 

tetap menetapkan menjadi Peraturan Daerah danlatau Peraturan Gubernur, 

Menteri membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tersebut dengan 

Peraturan Menteri. 

Di dalam Pasal 17 Permendagri No. 53 Tahun 2007 ditegaskan bahwa 

BupatiIWalikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah KabupatenlKota 

tentang APBDPerubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan rencana tata 

ruang paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan 

DPRD termasuk rancangan Peraturail BupatiIWalkota tentang penjabaran 

APBDlpenjabaran perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan 

evaluasi. Kemudian Pasal 20 menegaskan bahwa Gubernur dalam melakukan 

evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan tata ruang daerah 



berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang melalui 

Menteri Dalam Negeri. 

Pasal 21 Permendagri No. 53 Tahun 2007 menegaskan Gubernur 

menyampaikan evaluasi rancangan Peraturan Daerah I<abupaten/Kota tentang 

APBDIPerubahan APBDIpertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi 

daerah, tata ruang daerah, rancangan Peraturatl BupatiIWalikota tentang 

penjabaran APBDIpenjabaran perubahan APBD kepada BupatiIWalikota paling 

lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut. 

BupatiIWalikota menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut paling lambat 7 (tujuh) 

hari szjak diterimanya hasil evaluasi. Apabila BupatiIWalikota tidak 

menindaklanjuti dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Daerah dan/atau 

Peraturan BupatiIWalikota, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan 

Peraturan BupatiIWalikota tersebut dengan Peraturan Gubernur. 

Selanjutnya dalam Pasal 22 ditentukan pembata!an Peraturan Daerah 

tentzng pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah paling lambat 7 

(tujuh) hari sejak diterimanya pembatalan harus dihentikan pelaksanaannya. 

Pembatalan Perda tentang APBDPerubahan APBD sekaligus dinyatakan berlaku 

pagu APBD tahun anggaran sebelumnya/APBD tahurl anggaran be rjalan. 

Apabila Kepala Daerah tidak dapat menerima peraturan tentang 

pembatalan Peraturan Daerah d d a t a u  Peraturan Kepala Daerah dengall alasan 

yang dapat dibenarkan dengan peraturan perundang-undangan, Kepala ~ a e r a h  

dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Apabila keberatan 

dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut 



menyatakan peraturan tentang pembatalan Peraturan Daerah dadatau Peraturan 

Kepala Daerah menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 

Sebagaimana diketahui, kedudukan Peraturan Pemerintah secara hirarkis 

berada di bawah Undang-Undang. Peraturan Pemerintah dibentuk untuk 

menjalankan Undang-Undang. Sehingga materi muatan yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalslm 

Undang-Undang yang bersangkutan. Apabila diketemukan adanya rumusan pasal 

yang tidak jelas atau kurang lengkap, dapat disempurnakan melalui mekanisme 

revisi Undang-Undang dan bukan n~elalui Peraturan Pemerintah. Hal ini 

menunjukkan adanya kerancuan dan ketidakkonsistenan antara bunyi pasal yang 

 sat^ dengan pasal yang lain dalam satu UU (UU No. 32 Tahun 2004) dan antara 

Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang. 

Kekacauan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 

semakin bertambah ketiica Peraturan Daerah Provinsi dibatalkan dengan Peraturan 

Menteri danr Peraturan Daerah KabupatenfKota dibatalkan dengan Peraturan 

Gubernur. Pertanyaan yang muncul, dapatkah Menteri atau Gubernur 

membatalkan Perzitui-an Llaerah? Apakah kedudukan Peraturan Menteri dan 

Peraiuran Gubernur lebih tinggi daripada Peraturan ~ a e r b ?  

Menurut UU No. 10 Tahun 2004, Peraturan Daerah secara jelas disebut 

sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang resmi dengan 

hirarki di bawah Undang-Undang. Sepanjang suatu norma hukum dituangkan 

dalam bentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 2004 

tersebut, d m  tingkatannya berada di bawah Undang-Undang, maka sudah 



seharusnya yang diberi kewenangan untuk menilai dan mencabut Peraturan 

Daerah adalah Mahkamah Agung, dan tidak diperkenankan lagi dibatalkan oleh 

Peinerintah Pusat (Presiden atau Menteri) apalagi Gubernur. 

Peraturan Menteri adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh seorang 

Menteri yang berisi ketentuan-ketentuan tentang bidang tugasnya. Dan surat 

Keputusan Menteri adalah Keputusan Menteri yarig bersifat khusus mengenai 

masalah tertentu sesuai dengan bidang t ~ ~ a s n ~ a . ~ ~  

Sesuai dengan tugas dan fungsi seorang Menteri menurut Pasal 17 UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka fungsi dari Peraturan Menteri 

ada!ah sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan 
kekussaan pemerintahan di bidangnya. Penyelenggaraan fungsi ini adalah 
berdasarkan Pasal 17 ayat (I) UUD 1945 (Perubahan) dan kebiasaan yang 
eda. 

2. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalarn Peraturan 
Presiden. Oleh karena fungsi Peraturan Menteri di sini sifatnya delegasian dari 
Peraturan Presiden, maka Peraturan Menteri di sini sifatnya adalah pen,- oaturan 
lebih lanjut dari kebijakan yang oleh Preside11 dituangkan dalam Peraturan 
Presiden. 

3. Menyelenggarakan pengaturan lebih lailjut ketentuan dalam Undang-Undang 
yang tegas-tegas menyebutnya. 

4. Meilyelenggarakan pengaturan lebih lan'ut ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah yang tegas-tegas menyebuinya. 68 

Pembatasan-pembatasan materi muatan Peraturan. .Menteri atau Keputusan 

Menteri (yang bersifat mengatur) adalah: 

1. Lingkup pengaturan, terbatas pada lapangan administrasi - baik fungsi 
instrumental maupun h g s i  jaminan (perlindungan). 

- - - --- 

67 Philipus M. Hadjon, et.al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Ketiga, 
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, Hlm. 59. Dikutip kembali oleh Abdul Latief 
dalam Hukum ..., Op.Cit., Hlm. 140. 

68 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu ..., Op.Cit.,Hlm. 225-227. 



2. Lingkup pengaturan, terbatas pada bidang yang menjadi tugas, wewenang dan 
tanggung jawab Menteri yang bersangkutan. 

3. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi tingkatannya dan asas-asas umum penyeleng araan pemerintahan yang 
baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur). 8 

Adapun fungsi Peraturan Kepala Daerah dirumuskan secara negatif dalam 

Pasal 146 UU No. 32 Tahun 2004 sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah 
yang bersangkutan. 

2. Menyelenggarakan pengaturan atas kuasa peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi. 

3. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. 
4. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah. 
5. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. 70 

Fungsi Peraturan Kepala Daerah ini merupakan fungsi delegasian dari 

Perzturan Daerahnya, atau dari snzitu peraturan penindang-undangan yang lebih 

tinggi berdasarkan pada Pasal 146 UU No. 32 Tahun 2004. 

Peraturan Kepala Daerah sebagai peraturan yang melaksanakan Peraturan 

Daerah adalah merupakan peraturan yang materi muatannya bersifat mengikat 

secara umum dan dibuat berdasarkan kewenangarl (delegasi) adalah termasuk 

kategori peraturan perundang-undangan khususnya dalam biaang desentralisasi 

dan bidang tugas pembantuan. Dengan demikian, materi muatan Peraturan Kepala 

Daerah adalah memuat hal-ha1 yang menjadi urusan nunah tangga daerah dan hal- 

ha1 yang telah diserahkan kepada daerah berdasarkan urusan tugas pembantuan.71 

69 Bagir Manan, "Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan" (makalah), Jakarta, 
1994, Hlm. 32. Lihat dalam Abdul Latief, Hukum ..., Op.Cit., Hlm. 143. Lihat juga Bagir Manan, 
Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992, Hlm. 59. 

70 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu ..., Op.Cit., hlm. 232-233. 
7' Abdul Latief, Hukum ..., Op.Cit., Hlm. 158. 



Peraturan Daerah merupakan produk legislatif yang melibatkan peran para 

wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang berdaulat. Sebagai 

produk para wakil rakyat bersarna dengan pemerintah, maka Peraturan Daerah itu 

- seperti halnya Undang-Undang - dapat disebut sebagai produk legislatif 

(legislative acts), sedangkan peraturan-peraturan dalam bentuk lainnya adalah 

produk regulasi atau produk regulatif (exectrtive acts).72 Peraturan Menteri 

ataupun Peraturan Gubernur sebagai executive acts dipandang tidak tepat apabila 

dij adi kan sebagai dasar hukum untuk mem batal kan Peraturan Daerah, karena 

Peraturan Daerah merupakan produk legislatif, sedangkan Peraturan Menteri atau 

Peratllran Gubernur merupakan delegated legislations. 

Dalam Pasal 41 PP No. 79 Tahun 2005 diatur tentang prosedur keberatan 

terhadap pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, sebagai 

berikut: 

(1) Apabila Gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan 

Daerah dan Peraturcn Kepala Daerah dengan alasan ymg dapat dibenarkan 

oleh peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat mengajukan keberatan 

kepada Mahkamah Agucg paling larnbat 15 (lima belas) hari kerja sejak 

diterimmya pembatalan. 

72 Regulasi merupakan pengaturan oleh lembaga eksekutif yang menjalankan produk 
legislasi dan mendapatkan delegasi kewenangan untuk mengatur (regulasi) itu dari produk 
legislasi yang bersangkutan. Keberadaan peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana 
undang-undang ini biasanya disebut juga dengan "delegated legislations" sebagai "subordinate 
legislation" di bawah undang-undang. Disebut sebagai "delegated legislation" karena kewenangan 
untuk menentukannya berasal dari kewenangail yang didelegasikan dari undang-undang oleh 
pembentuk undang-undang (legislature). Lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan-peraturan 
itu yang pada umumnya adalah lembaga yang berada dalam ranah eksekutif tidaklah berwenang 
untuk menetapkan peraturan itu jikalau tidak mendapat delegasi kewenangan dari undang-undang. 
Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sekretariat Jenderal 
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm. 27-28. Lihat juga dalam Jimly 
Asshiddiqie, Perihal. .., Op.Cit., Hlm. 275-276. 



(2) Apabila BupatiIWalikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan alasan yang dapat 

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, BupatiIWalikota dapat 

mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung paling lambat 1 5 (lima 

belas) hari kerj a sej ak diterimanya pembatalan. 

Apabila mengikuti logika pengaturan dalam Peraiuran Pemerintah No. 79 

Tahun 2005, maka pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagairnana 

diatur dalam Pasal 41 tersebut tentu bukan tefhadap Peraturan Presiden 

(sebagaimana ditentukan dalam Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004) tetapi terhadap 

Peraturaq Menteri atau Pzraturan Gubernur (Pasal 40 PP No. 79 Tahun 2005). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaturan pengawasan produk 

hukum daerah yang diatur dalam PP No. 79 Tahun 2005 bertentangan dengan UU 

No. 32 Tahun 2004. 



BAB IV 

PRAKTEK PENGAWASAN DAN ANALISIS 

A. Peta tentang Produk Hukum Daerah yang Dibatalkan Tahun 2002- 

2006 

1. Produk Hukum Daerah yang Dibatalkan Pemerintah 

Penelitian yang dilakukan peneliti terhadap produk hukum daerah 

yang dibatalkan oleh Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) sejak 10 Mei 

2002 sampai 9 Oktober 2006, ditemukan ada 554 (lima ratus lima puluh 

empat) produk hukum daerah, dengan rincian sebagai berikut. Perda pajak 

daerah sebanyak 64 buah, Perda retribusi daerah sebanyak 461 buah, Perda 

lain selain yang mengarur pungutan daerah 14 buah, dan Kepctusan Kepala 

Daerah sebanyak 15 buah. 

Dari 554 produk hukum daerah yang dibatalkan tersebut, apabila 

di!ihat dari tahun pembatalannya dapat dirinci sebagai berikut. Pada tahun 

2002, yang dibatalkan berjumlah 20 Perda; tahun 2003, sebanyak 102 Perda 

dan 2 Keputusan Kepala Daerah; tahun 2004, sebanyak 213 Perda dan 2 

Keputusan Kepalz Daerah; tahun 2005, sebanyak 121 Perda dan 6 

Keputusan ~ e ~ a l a  Daerah; dan di tahun 2006, yang dibatalkan bcrjumlah 83 

Perda dan 5 Keputusan Kepala Daerah. Produk hukum daerah yang 

dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri selarna tahun 2002-2006 secara 

lengkap terlihat dalam tabel di bawah ini. 



Tabel 1 

PRODUK HUKUM DAERAH YANG DIBATALKAN 

MENDAGRI TAHUN 2002-2006 

8 

TANGGAL 
PEMBATALAN 

10 Mei sld 
3 Desernber 2002 

TAHUN 

2902 

2004 

RI. 

PERDA 
LAIN-LAIN 

4 

JUMLAH 

20 

87 

2005 

2006 

JUMLAH 

Dari tanggal 10 Mei s/d 3 Desember 2002, ada 20 produk hukum 

SK GUBlBllPl 
WALIKOTA 

PERDA 
PAJAK 

2 

25 

daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan rincian sebagai 

PERDA 
RETRlPUSl 

14 

7 

Sumber: Diolah oleh peneliti dari hasil penelitian di Departemen Dalam Negeri 

21 

8 

64 

berik~~t: Perda tentang Pajak Daerah sebanyak 2 (dua) buah, Perda tentang 

Retribusi Daerah sebanyak 14 (empat belas) buah, din 2 (dua) buah Perda lain 

2 23 Januari s!d 

188 

(selain pajak daerah dan retribusi daerah), yaitu Perda tentang Penerimaan 

97 

75 

461 

Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten dan Perda tentang 

2 

Sumbangan Wajib Pengusaha Perkebunan Kepada Pemerintah Kabupaten. 

3 

14 

Pada tanggal 23 Januari s/d 36 Desember 2003, ada 104 buah produk 

6 Januari sld 
7 OMober 2004 

hukum daerah yang dibatalkanoleh Menteri Dalam Negeri dengan rincian 

21 5 

6 

5 

15 

31 Januari sld 
14 Desernber 2005 

9 Januari sld 
9 OMober 2006 

127 

88 

554 



sebagai berikut: Perda Pajak Daerah sebanyak 8 (delapan) buah, Perda tentang 

Retribusi Daerah sebanyak 87 (delapan puluh tujuh), Perda lain sebanyak 7 

(tujuh) buah, dan 2 (dua) buah Keputusan Bupati. 

Tanggal 6 Januari sld 7 Oktober 2004, ada 21 5 produk hukum daerah 

yang telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan rincian sebagai 

berikut: Perda Pajak Daerah ada 25 (dua puluh lima) buah, Perda Retribusi 

Daerah ada 188 (seratus delapan puluh delapan), dan 2 (dua) buah Keputusan 

Kepala Daerah. 

Tanggal 31 Januari s/d 14 Desember 2005, ada127 produk hukum 

daerah yang telah dibatalkan ole5 Menteri Dclam Negeri, dengan rincian 

sebagai berikut: Perda Pajak Daerah ada 21 (dua puluh satu) buah, Perda 

Retribusi Daerah ada 97 (sembilan puluh tujuh) buah, dan 3 (tiga) buah Perda 

lain dan 6 (enam) buah Keputusan Kepala Daerah. 

Tanggal 9 Januari s/d 9 Oktober 2006, ada 88 (delapan puluh delapan) 

produk hukum daerah yang telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri, 

dengan rincian sebagai berikut: Perda Pajak Daerah ada 8 (delapan) buah, 

Perda Retribusi Daerah ada 75 (tujuh pu!uh lima) buah, dan 5 (lima) buah 

Keputusan Kepala Daerah. 

(1) Pembatalan Produk Hukum Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 

Meskipun UU No. 22 Tahun 1999 berlaku efektif 1 Januari 2001, 

namun penelitian terhadap pembatalan produk hukurn yang diteliti dalam 

disertasi ini dimulai sejak tahun 2002. Hasil penelitian menemukan data 



produk hukum daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri ketika 

berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 sebanyak 339 produk hukum dengan 

rincian: pada tahun 2002 ada 20 Perda. Tahun 2003 ada 102 Perda dan 2 

Keputusan Bvpati. Tahun 2004 ada 213 Perda dan 1 Keputusan Gubernur dan 

1 Keputusan Bupati. Data tentang produk hukurn daerah yang dibatalkan 

ketika berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 beserta alasan pembatalannya 

disajikan uraiamiya di bawah ini. 

Tabel 2 

PRODUK HUKUM DAERAH YANG DIBATALKAN 

MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1999 

Sumber: Diolah oleh peneliti dari hasil penelitian di Departemen Dalarn Negeri 

RI . 

TAHUN 

2002 

2003 

2004 

JUMLAH 

Untuk memberikan gambaran secara rinci tentang produk h&um 

daerah yang dibatalkan pada masa berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, berikut 

ini akan diuraikan sesuai urutan tahun. 

PERDA 
PAJAK 

2 

8 

25 

35 

PERDA 
RETRlBUSl 

14 

87 

188 

289 

PERDA 
LAIN-LAIN 

4 

7 

11 

TANGGAL 
PEMBATALAN 

10 Mei sld 
3 Desember 2002 

23 Januari sld 
30 Desember 2013 

6 Januari sld 
7 OMober 2004 

SK GUBlBUPl 
VJALIKOTA 

2 

2 

4 

JUMLAH 

20 

104 

21 5 

339 



a. Peta tentang Produk Hukum Daerah yang Dibatalkan Tahun 2002 

Pada tahun 2002 ada 20 Perda yang dibatalkan oleh Menteri Dalam 

Negeri, yang meliyuti 2 Perda Pajak Daerah, 14 Perda Retribusi Daerah dan 4 

Perda lain yang tidak mengatur pungutan daerah. 20 Perda yang dibatalkan 

tersebut tersebar di 12 daerah propinsi (1 Perda), 2 daerah kota, dan 9 

kabupaten. Daerah yang paling banyak Perdanya dibatalkan adclah Kabupaten 

Bengkulu Selatan sebanyak 7 Perda, ke~nudian disusul Kabupaten Kuningan 3 

Perda. Sisanys! yaizg 10 Perda tersebar di 10 daerah (Lihat Lampiran 1). 

Perda yang mengatur urusan ternak paling banyak dibatalkan karena 

bertentangan dengan UU No. 18 Tzhun 1997 teiztang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimma telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000. 

Untuk urusan ijin dispensasi penggunaan jalan dan pemeliharaan jalan 

dibatalkan karena bertentangan dengan UU No. 13 Th. 1980 tentang Jalan & 

UU No. 14 Th. 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU No. 18 

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 34 Tahun '2000. 

Perda yang mengatur urusan perkebunan dibatalkan karena 

bertentangan dengan UU N9. 18 Tahun 1997 tenthng pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000. 

Pada tahun 2002 terdapat 2 Perda yang mengatur penerimaan 

sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah yang dibatalkan kkena 

bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentng pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000. 



Perda yang dibatalkan pada tahun 2002 dilakukan secara bertahap, 

dengan rincian sebagai berikut. Pada tanggal 10 Mei 2002 yang dibatalkan 

sebanyak 11 Perda; tanggal 19 Juni 2002 sebanyak 4 Perda; tanggal 9 

September 2002 hanya 1 Perda; tanggal 22 Oktober 2002 hanya 1 Perda; dan 

tanggal 3 Desember 2002 ada 3 Pzrda. 

Dari 20 Perda yang dibatalka pada tahun 2002, ada 12 Perda yang 

dikeluarkan oleh daerah pada tahun 2000, 7 Perda yang dikeluarkan daerah 

pada tahun 2001, dan ada 1 Perda yang dikeluarkan pada tahun 2002. 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dari segi waktu 

pembatalannya hanya 1 Perda yang memenuhi ketentuan UU No. 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 19 Perda lainnya sudah lewat waktu 

pembatalannya. Untuk mengetahui data selengkapnya tentang Perda yang 

dibaialkan pada tahun 20C2 dapat di!ihat dalam lampiran 1. 

b. Peta tentang Produk Hukum Daerah yang Dibatalkan Tahun 2003 

Pada tahun 2003, ada 104. produk hukum daerah yang dibatalkan oleh 

Menteri Dalam Negeri, yang terdiri dari 8 Perda pajak daerah, 87 Perda 

retribusi daerah. 7 Perda lain yang tidak mengatur tentang pungutan, dan 2 

Keputusan Bupati. Dari 104 produk hukum daerah jlang dibatalkan pada tahun 

2003 tersebut tersebar di 68 daerah, dengan rincian 3 daerah propinsi, 10 

daerah kota dan 55 daerah kabupaten. 

Produk hukum daerah yang paling banyak dibatalkan adalah yang 

mengatur urusan hasil hutan sebanyak 16 Perda, kemudian disusul urusan 

ternak sebanyak 15 Perda, urusan dispensasi jalan sebanyak 1 1 Perda, urusan 



pengangkutan sebanyak 10 Perda, urusan kepelabuhan dan urusan pemanfatan 

kayu, sebanyak 4 Perda. Untuk urusan bongkar muat barang, serta ijin 

pemasukan dan peredaran minuman keras masing-masing urusan tersebut 

sebanyak 3 Perda. Untuk sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah, 

urusan pemanfaatan air bawah tanah dan sumber mata air, urusan 

penggcrgajian kayu dan ui-usan ijin usaha media elektronik, masing-masing 

urusan tersebut ada 2 Perda yang dibatalkan. Selebihnya, ada 24 Perda yang 

mengatur 24 macam urusan (Lihat Lampiran 2). 

Dari 104 produk hukum daerah yang dibatalkan pada tahun 2003, 

waktu pembaiaiannya juga bertahap, sebagaimana terlihat dslarn tabel di 

bawah ini. 

Tabel 3 

Waktu Pembatalan Produk Hukum Daerah Tahun 2003 



Perda tentang hasil hutan paling banyak dibatalkan karena 

bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 

dan UU No. 4.1 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PF' No. 34 Tahun 2002 

tentang Tata Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. 

Sejurnlah Perda yang mengatur urusan ternak dibatalkan karena 

bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000. 

Urusan dispensasi jalali yang diatur dalam sejumlah Perda juga 

dibatalkan karena bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 1980 tentang Jalzn 

dan UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintzs Angkutan Jalan. 

Perda yang mengatw urusan ijin pengangkutan dibatalkan karena 

bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi 

2 

15 

13. 

14. 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan PP No. 

17 November 2003 

30 Desember 2003 

66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 

Urusan kepelabuhan yang diatur dalam sejumlah Perda dibatalkan 

karena bertentangan dengan UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, FP 

No. 8 1 Tahun 2000 tentang Kenavigasian dan PP No. 69 Tahun 2001 tentang 

Kepelabuhan. 

Perda yang mengatur sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah 

dibatalkan karena bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak 



dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 

2000 dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 

Urusan bongkar muat barang yang diatur dalam Perda juga dibatalkan 

karena bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 1980 tentang Jalail, UU No. 14 

Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dar~ UU No. 18 Tahun 

1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

UU No. 34 Tahun 2000. 

Perda yang mengatur urusan pemanfaatan kayu dibatalkan karena 

bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, UU No. 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan, 

Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan PP No. 66 Tahun 

200 1 tentang Retribusi Daerah. 

Perda yang mengatur urusan ijin pemasukan, peredaran inhuman 

beralkohol dan larangan minuman beralkohol dibatalkan karcna bertentangan 

dengan UU No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri, PP No. 25 Th. 

2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai 

Daerah Otonom dan Keppres No. 3 Th. 1997 .tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Minuman Beralkohol. 

Dilihat dari segi waktu dikeluarkannya produk hukum daerah yang 

dibatalkan pada tahun 2003 juga sangat beragarn. Produk hukum daerah $ang 

dikeluarkan pada tahun 2000 sebanyak 21 buah; tahun 2001 sebanyak 58 

buah; rahun 2002 sebanyak 20 buah; dan tahun 2003 sebanyak 5 buah. Dari 



keseluruhan produk hukum daerah yang dibatalkan pada tahun 2003 sebanyak 

104 buah, hanya ada 5 buah produk hukum yang dikeluarkan pada tahun 

2003. Setidak-tidaknya ada 99 produk hukum daerah yang waktu 

pembatalannya sudah lewat waktu dari yang ditentukan oleh UU No. 22 

Tahun 1999 (lihat Lampiran 2). 

Sezara urnum, alasan pembatalan produk hukum daerah tahun 2003 

adalah: (a) mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan pungutan ganda pada 

satu obyek, (b) tuinpang tindih dengan kewenangan Pusat, (c) tidak layak 

dikenakan retribusi, (d) tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu 

dilindungi, (e) merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun 

kegiatan eksport dan impor. 

c. Peta tentang Produk Hukurn Daerah yang Dibatalkan Tahun 2004 

Pada tahun 2004, ada 215 produk hukum daerah yang di'batalkan oleh 

Menteri Dalam Negeri dengan rincian: pajak daerah sebanyak 25 Perda, 

retribusi daerah sebanyak 188 Perda, dan keputusan kepala daerah sebanyak 2 

buah. 

Produk hukum daerah yang paling banyak dibatalkan adalah urusan 

tenaga kerja, sebanyak 41 Perda. Kemudian disusul urusan ijin industri dan 

perdagangan sebanyak 20 Perda, urusan hewadternak sebanyak 17 perda, 

urusan perkebunan sebanyak 13 Perda, sumbangan pihak ketiga sebanyak 12 

Perda, urusan hasil hutan sebanyak 11, urusan angkutan jalan dan kendaraan 

sebanyak 11 Perda, urusan perikanan sebanyak 7 Perda, urusan ijin usaha 

perfilman sebanyak 6 Perda, urusan hasil bumi sebanyak 6 Perda, urusan 



perikananllaut sebanyak 5 Perda, urusan perdagangan sebanyak 4 Perda, 

urusan pergudangan sebanyak 3 Perda. Untuk urusan tenaga listrik, reklame, 

minuman beralkohol, bongkar muat barang, pelayanan bidang pertanahan, 

hasil tanaman hortikultura, alat berat, tandan buah dan penerangan jalan, 

masing-masing urusan tersebut ada 2 perda yang dibatalkan. Selebihnya, ada 

41 urusan yang masing-masing urusan tersebut dibatalkan 1 produk 

hukumnya (Lihat Lampiran 3). 

Perda yang mengatur urusan ketenagakerjaan merupakan produk 

hukum daerah yang paling banyak dibatalkan di tahun 2004, karena 

bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, 

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan PP No. 66 Tahun 2001 

tentang Retribusi Daerah. 

Urusan ijin industri dan perdagangan yang diatur dalam 20 Perda 

dibatalkan karena bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, PP No. 13 

Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri, PP No. 25 Th. 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebigai Daerah Otonom 

dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 

Urusan pemeriksaan hewaniternak yang diatur dalam berbagai ~ e r d a  

dibatalkan karena bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak 



Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 

Tahun 2000. 

Urusan perkebunan yang diatur dalam sejumlah Perda dibatalkan 

karena bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000. 

Sejumlah Perda yang mengatur tentang sumbangan pihak ketiga 

kepada pemerintah daerah dibatalkan karena bertentangan dengan UTJ No. 18 

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000. 

Perda yang mengatur tentang urusail hasil hutan dibatalkan karena 

bertentangan dengan UTJ No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, UU No. 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP 

No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunaii Rencana Pengelolaan 

Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan PP No. 66 

Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 

Perda yang mengatur urusen angkutan jalan d& kendaraan dibatalkan 

karena bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan dan UU 

No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut UU No. 

13 Tahun 1980, jalan merupakan prasarana penghubung darat yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas urnum. 



Perda yang mengatur tentang ijin usaha perfilman dibatalkan karena 

bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan UU No. 18 

Th. 1997 tectang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000. 

Perda yang mengatur tentang urusan hasil bumi dibatalkan karena 

bertentangan derlgan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana telah diuball dengan UU No. 34 Tahiln 2000, 

UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak 

Atas Barang Mewah, d m  PP No. 65 Tahun 2091 tentang Pcijak Daerah. 

Produk hukum daerah yang mengatur urusan hasil perikanan dan hasil 

laut dibatalkan karena bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 

34 Tahun 2000 dail PP No. 66 Tahun 2001 tentang Rertibusi Daerah. 

Perda yang mengatur unisan perdagangan dibatalkan karena 

bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 

dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang ~ e w e n a n g ' ~  Pemerintah Dan 

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. 

Perda yang mengatur urusan tentang pergudangan dibatalkan karena 

becentangan dengan 'UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 

dan UU No. 13 Tzhun 1980 tentang Jalan. 



Pada 12 Maret 2004 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 

148 Tahun 2004 telah dibatalkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 12 

Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dan 

Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat 

(DIKLUSEMAS), atas dasar alasan bertentangan dengan jiwa dan semangat 

Pasal 31 UUD 1945. Dalam persoalan ini nampak bahwa Menteri Dalam 

Negeri sudah bertindak melampaui kewenangan yang ada pada dirinya karena 

kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dengan a l ~ t  uji UUD 

1945 adalah kompetensi dari Mahkamah Konstitusi. 

Adapun waktu pembatalan terhada? 215 produk hukum daerah pada 

tahun 2004 dilakukan secara bertahap sebagzimana terlihat dalarn tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4 

Waklu Pembatalan Produk hukum Daerah Tahun 2004 



Dilihat dari segi waktu dikeluarkannya produk hukum daerah yang 

dibatalkan pada tahun 2004 juga sang2t beragam. Produk hukum daerah yang 

dikeluarkan pada tahun 2000 sebanyak 26 buah; tahun 2001 sebanyak 93 

buah; tahun 2002 sebanyak 63 buah; tahun 2003 sebanyak 33 buah, dan tahun 

2004 hanya ada 1 Perda yang dibatalkan. 

Dari data tersebut dzpat diketahui bahwa dari segi waktu 

pembatalannya dari 215 produk hukum daerah yang dibatalkan pada tahun 

2004, hanya ada 1 Perda yang dikeluarkan pada tahun 2004 yaitu Peraturan 

Daerah Kota Pare-pare No. 4 Tahun 2004 tentang Usaha Kepariwisataan, 

yang dibatalkan melalui Kepmendagri No. 215 Tailun 2004, pada tanggal 7 

Oktober 2004. Perda tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan UU No. 

18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Caerah dan PP No. 66 

Tahun 2001 ttg Retribusi Daerah. Gubuk pariwisata motel, wisma pariwisata, 

pesanggrahan, losmen dan rumah penginapan merupakan objek Pajak Hotel 

dan Restoran. 

Deiigan kata lain, 214 produk hukum daerah yang dibatalkan pada 

tahun 2004 sudah lewat waktu dari yang ditentukan oleh UU No. 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lihat Larnpiran 3). ' 

(2) Pembatalan Produk Hukum Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 

2004 

UU No. 32 Tahun 2004 berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2004. Sejak 

berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 hingga 9 Oktober 2006 produk hukum 



daerah yang dibatalkan oleh pemerintah sebanyak 21 5 buah, yang terdiri dari 

204 Perda dan 11 Keputusan Kepala Daerah. Adapun rincian produk hukun~ 

daerah yang dibatalkan pada tahun 2005 sebanyak 127 buah, terdiri dari 121 

Perda dan 6 Keputusan Kepala Daerah. Pada tahun 2006 sebanyak 88 buah, 

terdiri dari 83 Perda dan 5 Keputusan Kepala Daerah. Data selengkapnya 

tentang rincian produk hukum daerah yang dibatalkan dapat dilihat dalam 

tabel di bawah ini. 

Tabel 5 

PRODUK HUKUM DAERAH YANG DIBATALKAN 

MENURUT UU NO. 32 TAIlUN 2004 

Sumber: Diolah oleh peneliti dari hasil penelitian di Departemen Dalam Negeri 

RI. 

Untuk memberikan gambaran secara rinci tentang produk hukum 

daerah yang dibatalkan pada masa berlakunya UU No. 32 Tahun2004, berikut 

TAHUN 

2005 

2006 

JUMLAH 

ini akan diuraikan sesuai urutan tahun. 

TANGGAL 
PEMBATALAN 

31 Januari sld 
14 Desember 2005 

9 Januari sld 
9 Oktober 2006 

I 

a. Peta tentang Produk Hukum Daerah yang Dibatalkan Tahun 2005 

PERDA 
PAJAK 

21 

8 

29 

JUMLAH 

127 

88 

21 5 

Di tahun 2005, produk hukum daerah yang dibatalkan oleh Menteri 

Dalam Negeri sebanyak 127 buah, yang terdiri dari 21 Perda Pajak Daerah, 75 

PERDA 
RETRlBUSl 

97 

75 

172 

Perda'Retribusi Daerah, dan 5 Keputusan Kepala Daerah. 

PERDA 
LAIN-LAIN 

3 

3 

SK GllBlBUPl 
WALIKOTA 

6 

5 

11 



Produk hukum daerah yang dibatalkan mengatur urusan yang sangat 

beragam, tetapi yang paling banyak dibatalkan berkaitan dengan urusan 

perijinan, yaitu 49 buah. Kemudian disusul urusan perikanan, 30 buah; urusan 

perkebunan dan hutan 11 buah; urusan ijin usaha industri dan perusahaan 

pertambangan 9 buah; urusan ternak 8 buah; urusan penerangan jalan 8 buah; 

urusan kendaraan bermotor dan jalan 7 buah; urusan pemotongan hewan 6 

buah; urusan perdagangan 6 buah; uiusan angkutan jalan 4 buah; sumbangan 

pihak ketiga 4 buah; urusan parkir 3 buah; urusan penimbunan BBM 2 buah; 

urusan bibit benih 2 buah; urusan pemanfaatan air bawah tanah 2 buah; urusan 

inseminasi buatan 2 buah. Dan sisanya, masing-masing umsan 1 Perda (Lihzit 

Lampiran 4). 

Produk hukum daerah yang mengatur urusan perikanan banyak 

dibatalkan karena bertentangan dengan UU 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan 

Retribllsi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, 

UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN BJ dan PP BM sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 18 Tahun 2000, PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah, PP No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan. 

Urusan Hutan dan Perkebunan yang diatur 'dalam prodak hukum 

daerah banyak dibatalkan karena bertentangan dengan UU No. 4 1 tahun 1999 

tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, PP N;.' 66 

Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, serta PP No. 34 tahun 2002 tentang 



Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengeloiaan Hutan, Pemanfaatan Hutan 

dan Penggunaan Kawasan Hutan. 

Berbagai urusan Ijin Usaha, Perusahaan dan Pertambangan yang diatur 

daerah juga dibatalkan oleh Pemerintah karena bertentangan dengan UU 18 

Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagairnana telah diubah 

dengan UU No. 34 Tahun 2000, UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan 

Negara Bukan Pajak, PP No. 13 T&.un 1995 tentang Izin Usaha Industri, PP 

No 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetcran dan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 

Urusan Penerangan Jalan yang diaiur dalarn produk hukum daerah 

dibatalkan karena bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 

2000, PP No. 65 tahun 2001 tentang Paj& Daerah. 

Produk hukum daerah yang mengatur urusan ternak dibatalkan karena 

bertentangan deng= UU No. 18 T h u n  1997 tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, PP No. 25 

Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah 

Propinsi Sebagai Daerah Otonom, dan PP No.. 7 'Tahun 2004 tzntang 

Perubahan atas PP No. 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara 

Bukan Pajak Yang Berlaku di Departemen Pertanian. 

Adapun alasan pembatalan produk hukum daerah yang mengatur 

urusan kendaraan bermotor dan jalan, karena bertentangan dengan UU 18 

Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah 



dengan UU No. 34 Tahun 2000, UU No. 33 Tahun 2004 ttg PKPD, UU No. 

38 Tahun 2004 tentang Jalan dm, PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah. 

Produk hukurn daerah yang mengatur urusan pemotongan 

hewanherndk dibatalkan karena bertentangan dengan UU No. 1 8 Tahun 1997 

tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 

34 Tahun 2000, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat 

dan Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerzh. 

Dilihat dari segi waktu pembatalannya selama tahun 2005, maka 

terlihat bahwa 127 produk hukum daerah tersebut dibatalkan secsra bertahap, 

sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini. 

Waktu Pembatalan Produk Hukum Daerah Tahun 2005 

No. 

1. 

I I 

I 3. 

4. 

Waktu Pembatalan 

3 1 Januari 2005 

3 Maret 2005 I 6 

5. 

Jumlah 

14 Maret 2005 

6. 

8 

16 Maret 2005 

7. 

15 

2 1 Maret 2005 

8. 

11 

29 Maret 2005 

9. 

11 

4 April 2005 1 

6 April 2005 2 



Apabila dilihat dari segi waktu dikeluarkannya produk hukum daerah 

yang dibatalkan pada tahun 2005 sajian datanya sebagai berikut. Produk 

hukum daerah yang dikeluarkan pada tahun 1996 berupa 1 Keputusan 

Gubernur; tahun 1997 sebanyak 1 Perda; tahun 1998 sebanyak 3 Perda; tahun 

2000 sebanyak 11 Perda; tahun 2001 sebanyak 34 Perda, 1 Keputusan Eupati 

dan 1 Keputusan Gubernur; 2002 sebanyak 28 Perda; tahun 2003 sebanyak 13 

Perda dan 1 Keputusan Bupati; tahun 2004 sebanyak 30 Perda dan 1 

Keputusan Walikota; dan tahun 2005 hanya ada 1 Keputusan Bupati yang 

dibatalkan (Lihat Lampiran 4). 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dari segi waktu 

pembatalannya dari 127 produk hukum daerah yang dibatalkan pada tahun 

2005, hanya ada 1 produk hukum daerah yaitu Keputusan Eupati Katingan 

No. 12 tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis ~ e r a t u r k  Daerah No. 8 tahun 

10. 

11. 

12. 

13. 

2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, yang dikeluarkan 

pada tahun 2005 dan dibatalkan melalui Kepmendagri No. 84 Tahun 2005 

pada tanggal 29 April 2005. Dengan kata lain, 126 produk hukum daerah yang 

dibatalkan pada tahun 2005 sudah lewat waktu dari yang ditentukan oleh UU 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disarnping itu, dari 127 

15 April 2005 

29 April 2005 

4 Juli 2005 

14 Desember 2005 

17 

2 1 

23 

9 



produk hukum daerah yang dibatalkan di tahun 2005 tidak ada satupun yang 

sandaran hukum pembatalannya berbentuk Peraturan Presiden, semuanya 

masih berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri. 

b. Peta tentang Produk Hukum Daerah yang Dibatalkan Tahun 2006 

Pada tahun 2006, ada 88 produk hukum daerah yang dibatalkan oleh 

Menteri Dalam Negeri, yang terdiri dari 8 perda pajak, 75 perda retribusi dan 

5 keputusan kepaia daerah. Produk hukum daerah yang dibatalkan tersebut 

tersebar di 59 daerah propinsi, kabupaten dan kota. 

Adapun jenis produk hukum daerah yang dibatalkan di tahun 2006 

sangat beragam, tetapi yang banyak dibatalkan adalah urusan Dispensasi Jalan 

dan Angkutan Jalan sebanyak 25 buah, urusan Ternak dan Hewan sebanyak 

12 buah, urusan Hutan dan Perkebunan sebanyak S buah, urusan 

'Telekom?ulikasi sebanyak 7 buah, urusan Rumah Potong Hewan sebanyak 6 

buah, uru.san Pengelolaan Air Bawah Tanah sebanyak 3 buah, urusan Ijin 

Usaha sebanyak 3 buah, urusan Ijin Prinsip dan IiO sebanyak 3 buah, dan 

urusan Ketenagakerjaan sebanyak 3 buah. Data produk hukum daerah yang 

dibatalkan di tahun 2006 selengkapnya, dapat dilihat dalam lampiran 5. 

Alasan secara umim dibatalkannya 25 produk hukurn daerah tentang 

dispensasi jalan dan angkutan jalan, karena bertentangan dengan UU No. 18 

Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

UU No. 38 Tahun 2004 tectang Jalan, PP No. 43 Tahun 1993 tentang 

Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. 



Untuk urusan ternak dan hewan, ada 12 Perda yang dibatalkan dengan 

alasan bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000. 

Alasan dibatalkannya 8 Perda yang mengatur urusan hutanlperkebunan 

karena berientangan dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, 

UU No. 33 Tahun 2004 tentang PKPD, PP No. 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah dan PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Rencana 

Pengelolan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. 

Pada tahun 2006, ada 7 buah produk hukum deerah (4 Perda dan 3 

Keputusan Kepala Daerah) yang mengatur urusan telekomunikasi dibatalkan 

oleh Menteri Dalam Negeri, karena bertentangan decgan UU No. 18 Tahun 

1997 tentmg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah 

dengm UU No. 34 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2002 tentang 

Telekomunikasi dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pemungutan 

pajak dan retribusi ditetapkan dengan Perda sebagaimana diatur dalam Pasal4 

ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2000. Disamping itu, 

pemberian ijin penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi m'erupakan kewenangan 

pusat sebagaimana diatur dalarn Pasal 11 UU No. 36 Tahun 1999 dan Pasal 8 

PP No. 52 Tahun 2000. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi telah dikenakan 

PNBP berupa Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) oleh pusat sesuai Pasal 26 

UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pembinaan, pengaturan, 

pengendalian, pengawasan dan pembangunan tower termasuk objek ijin 



mendirikan bangunan sesuai dengan Pasal 18 UU No. 34 Tahun 2000 dan 

Pasal 4 ayat (2) PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah merupakan 

kewenangan kabupatenlkota. 

Produk hukum daerah yang mengatur urusan ijin usaha dibatalkan 

karena bertentaiigan dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, 

PP No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri, PP No. 36 Tahun 1977 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 15 Tahun i998 tentang 

Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalarn Bidang Perdagangan jo Pasal 6 

Keputusan Menperindag No. 239MPPl Kep/10/200 1 tentang Ketentuan 

Standart Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 

Perda yang nlengatur tentang ijin gangguan dibatalkan karena 

bertentangan dengm UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimma telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 

dan UU No. 36 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 

Perda yang mengatur tentang pengelolaan air bawah tanah dibatalkan 

karena bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimans telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, 

UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 66 Tahun 2001 

tentang Retribusi Daerah. 

Perda yang mengatur urusan ketenagakerjaan dibatalkan karena 

bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, 



UU No. 20 Tahun 1997 juncto PP No. 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis 

PNBP pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta UU No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Dari 88 produk hukum daerah yang dibatalkan di tahun 2006, 

persebaran tahun dikeluarkannya produk hukum daerah yang dibatalkan juga 

beragam. Ada beberapa Perda yang dikeluarkan tahun 1990-an, yah i :  (1) 

Perda Kabupaten Lombok No. 7 Tahun 1994 tentang Retribusi Angkutan 

Dengan Kendaraan Tidak Bermotor. (2) Perda Kota Banjarmasin No. 10 

Tahun 1995 tentang Izin Kelebihan Muatan Angkutan Barang. (3) Perda 

Kotamadya Daerah Tingkat I1 Ujung Pandang No. 8 Tahun 1996 fig Retribusi 

Pasar dn Pusat Perbelaqjaan Dalarn Kota DATI I1 Ujung Pandang. (4) Perda 

Kabupaten Barn No. 5 Tahun 1999 Tentang Retribusi Rumah Poto~g Hewan; 

dan Perda Kabupaten Kendari No. 12 Tahun 1999 Tentang Retribusi Rumah 

Potong Hewan (Lihat Lampiran 5). 

Dilihat dari segi waktu pembatalan produk hukum daerah di tahun 

2006, dapat dilihat data di dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 7 

Waktu Pembatalan Procluk Hukum Daerah Tahun 2006 



Apabila dilihat dari segi waktu dikeluarkannya produk hukum daerah 

yang dibatalkan pada tahun 2006 nampak sebagai berikut. Produk hukum 

daerah yang dikeluarkan pada tahun 2000, ada 7 Perda yang dibatalkan; 

tahun 2001 ada 21 Perda; tah-m 2002 ada 22 buah Perda dan 1 Keputusan 

Bupati; tahun 2003 ada 1 1 Perda; tahun 2004 ada 14 Perda dan 2 Keputusan 

Rupati; tahun 2005 ada 2 Perda dan 2 Keputusan Bupati (Lihat Lampiran 5). 

Dari data tersebut nampak bahwa masa pembatalan 88 produk hukurn 

daerah di tahun 2006 semuanya sudah lewat waktu dari yang ditentukan oleh 

UU No. 32 Tahun 2004 dan tidak ada satupun produk hukum daerzh yang 

dibatalkan dengan Peraturan Presiden. Hal ini jelas bertentangan dengan 

ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004. 

2. Produk Hukum Daerah yang Diajukan Hak Uji Materiil di MA 

Selama kurun waktu 2002-2006 dari 554 produk hukum daerah yang 

dibatalkan oleh Pemerintah ternyata tidak diketemukan adanya permohonan 

pengujian terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri yang rnembatalkan 

produk hukum daerah di Mahkamah Agung. Selqa 'kurun waktu tersebut 

produk hukum daerah yang diajukan ke Mahkarnah ~ & n ~  untuk dilakukan 

pengujian secara materiil berjumlah 28 permohonan. Pemohon pengujian 

materiil ke Mahkamah Agung dilakukan oleh perorangan, LSM, kelonipok 

masyarakat, himpunan pengusaha atau anggota partai politik yang 

berkebaratan dengan dikeluarkannya produk hukum daerah tertentu. Data 



yang diperoleh peneliti dari Mahkamah Agung tentang pengajuan uji materiil 

produk hukum daerah dari tahun 2002-2006, dapat dilihat dalam tabel 8, 9 dan 

10 di bawah ini. 

Tabel 8 

Pengajuan Uji Materiil Yroduk Hukum Daerah 

Di Mahkamah Agung Tahun 2002-2006 

No. 

1. 

2. 

Tanggal 

Disahkan 

No. Registrasi 

08.P/HLIM/2002 

Hak Uji Terhadap 

~e&tusan DPRD Kota 

Bandung No. 0912002 

tentang Perubahan 

Pertama Keputusan 

DPRD Kota Bandung No. 

0211 999 tentang Tata 

Tertib DPRD Kota 

Bandung 

Keputusan DPRD Kab. 

Klaten No. 2312000 

tentang Peraturan Tata 

Tertib Pencalonan dan 

Pemilihan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah 

Masa Jabatan 2600~2005 

1. Perda Kab. Tebo No. 

2012001 tentang Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan 

2. Perda Kab. Tebo No. 

Diajukan 

Drs. H. 

Hilman 

Djuaeni, MH 

-- 
1. Pengurus 

Anak Cabang 

PDIP Cabang 

Klaten 

2. Paguyuban 

Partai se 

Kab. Klaten 

Jateng 

3. Ir. Suwono 

SP- 

Nanang Joko 

Prinantoro 



2112001 tentang Izin 

Pungutan Hasil Hutan 

Perda Kab. Nias No. 

612002 tentang 

Pembentukan 5 

Kecamatan di Kab. Nias 

SK DPRD Propinsi Jatim 

No. 312003 tentang 

Peraturan Tata Tertib 

Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Jatim 

Periode 2003-2008. 

Fill'ard 

Bawamenewi 

Paguyuban 

Peduli 

Rakyat 

(PAPER) 

Sumber: Diolah oleh peneliti dari hasil penelitian di Mahkamah Agung RI. 

Adapun data tentang pendaftaran Perda yang dibatalkan Menteri 

SK Bupati Kab. 

Punvakarta No. 

54 1 13IKep. 122 

Dipendal2001 tentang 

Nilai Pesar Masing- 

masing J e ~ i s  Bahan 

Galian Gol. C di kab. 

Punvakarta 

SK Walikotz 

Ranj armasin No. 

01 1912000 tentang Tarif 

Air Minum Banjarmasin 

Kota Banjarmasin 

Perda No. 61200 1 tentang 

Retribusi Jasa Alur 

Ambang Barito 

Dalarn Negeri dan diajukan melalui gugatan judicial review di Mahkamah 

Himpunan 

Pengusaha 

Tambang 

Punvakarta 

(HIPTA) 

Syafrian HB. 

Badrun Alin 

Sanusi A1 

Afik 

Agung tahun 2003-2004, disajikan dalam tabel 9 di bawah ini. 



Pendafiaran Perda Yang Dibatalkan dan Diajukan Gugatan 

Judicial Review Di Mahkamah Agung Tahun 2003-2004 

/ No. 1 Nomor Registrasi 1 Hak Uji Terhadap 

I I 
i I Kepelabuhan I 

I I 

1. 1 8.G/Hum/2003 

1 1 I Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan I 

Perda Kabupaten Cilacap No. 112003 tentang 

j I 

w l - ~ ~  Perda Kabupaten Tebo No. 4/2001 tentang Izin 

9.G/Huml2003 Perda Kabupaten Tebo No. 20/2001 tentang Izin 

I I I 1 Perda Propinsi Bali Tahun 2002 tentang 1 
3. 

i 1 I Pengawasan dan Pengendalian Peredaran / 

12.G/Hum/2003 

I I I Retribusi Pengawasan Mutu Bibit Ayam Ras I 

Pemungutan Hasil Hutan 

Keputusan Gubernur No. I712003 tentang Juklak 

4a. , 1 .G/Hum/2004 

Minuman Beralkohol 

Perda Kota Deli Serdang no. 

I I I Perubahan Pertama Perda Kabupaten Deli 1 
4b. 

Serdang No. 1612000. 

Sumber: Diolah oleh peneliti dari hasil penelitian di MaEkarnah Agung RI. 

Niaga Umur Sehari 

Pendaftaran Perda yang dibatalkan oleh Menteri Dalarn Negeri dan 

diajukan melalui permohonan judicial review di Mahkamah Agung tahun 

2003-2006 dapat dilihat dalam tabel 10 di bawah ini. 

Tabel 10 

Pendaftaran Perda Yang Dibatalkan dan Diajukan Permohonan . 

Judicial Review Di Mahkamah Agung Tahun 2003-2006 

No. 

1 .  

No. Registrasi 

4.P/Hum/2003 

Hak Uji Terhadap 

Perda Kab. Gresik No. 33 12000 tentang Pajak 

Pengambilan Sarang Burung Walet 



Perda Kota Kediri No. 1112002 tentang Status 2. 

3. 

Batas Usia Pensiun Bagi PNS 

Perda Kota Samarinda No. 101200 1. tentang 

6.P/Hurn/2003 

4. 

Retribusi Ketenagakerjaan 

Perda DKI No. 1312004 tetang Perubahan Bentuk 

1 .P/Hum/2004 

I I I Badan Hukum Yayasan RS Haji Jakarta menjadi 1 

Desa Menjadi Kelurahan 

Perda Kota Surabaya No. 712002 tentang 

3.P/Hum/2004 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

Perda Kabupaten Punvorejo No. 712003 tentang 

1 I - I Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas RSUD 

6a. 

Perseroan Terbatas 

Perda DKI No. 1412004 tentang 

6b. 

Cengkareng 

Perda DKI No. 1512004 tentang Perubahan 

I I I tentang Pengelolaan Alur Ambang Btirito 

Bentuk Badan Hukum RSUD Pasar Rebo 

Perda Indramayu No. 2512002 tentang Pajak 

I 

8.  

7. 

I I Bab I1 Pasal 2 ayat (3) butir 76 dan Bab 111 Pasal I 

6.P/Hum/2005 

7.P/Hurn/2005 

I I 

Pengelolaan Minyak dan Gas bumi 

Perda Propinsi Kalimantan Selatan no. 11i2004 

9. 1 6.P/HudOO6 

Pelarangan Pelacuran . 

Perda Kabupaten tangerang No. 312005 tentang 

b2006 

3 poin 76 

Perda Kota Tangrang No. 8 Tahun 2005 tentang 

1 Kota Palembang 

Sumber: Diolah oleh peneliti dari hasil penelitian di Mahkarnah Agung RI. 

1 1. 24.P/Hwn/2006 Perda Kota Palembang No. 112006 tentang APBD 
' --i 



B. Analisis 

Uraian berikut ini akan menganalisis permasalahan yang diteliti dalam 

disertasi ini berkenaan dengan "Hubungan Pengawasan Produk Hukum 

Daerah antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia." 

1. Bagaimana hubungan pengawasan produk hukum daerah antara 

Pemerintah Pusat d m  Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan 

Kepublik Indonesia. 

Apabila dilihat ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat ( I ) ,  negara Indonesia 

secara tegas dinyatakan sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk 

Republik. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk 

kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah Pernerintah Pusat tanpa 

adanya suatu de!egasi atau pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah 

(local government).' Da!am negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap 

urusan-urusan negara tidak dibagi antara Pemerintah Pusat (central 

government) dengan pemerintah lokal (local government) sedemikian rupa, 

sehiilgga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu 

kebulatal (eenheid) dan bahwa pemegang kekuasm tertinggi di negara itu 

ialah Pemerintah   us at.^ 

Di dalam negara kesatuan tanggungjawab pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. ~ k a n  

tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas 

I M. Solly Lubis, Pergeseran Garis Politik dun Perundang-undangan Mengenai 
Pemerintah Daerah, Alumni, Bandung, 1983, Hlm. 8. 

 bid 



negara kesatuan yang dideseniralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang 

diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan 

adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. 

Dalam konteks bentuk negara, meskipun bangsa Indonesia memilih 

bentuk negara kesatuan, tetapi di dalamnya teiselenggara suatu mekanisme 

yzng memungkinkan tumbuh dan berkembarignya keragaman antar daerah di 

seluruh tanah air. Kekayaan alam dan budaja antar daerah tidak boleh 

diseragamkan dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 

perkztaan lain, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan 

dengan jaminan otonomi yang seluas-lcasnya kepada daerah-daerah untuk 

berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing- 

masing, tentunya dengan dorongan, dukungan, clan bantuan yang diberikan 

oleh Pemerintah  usa at.^ 

Pada Sidang Tah~nan MPR RI Tahun 2000 (7-18 Agustus 2000) telah 

dilakukan Perabahan Kedua UUD 1945, antara lain mengenai pembagian 

daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKKI) dan pemerintahan 

daerah. Baik struktur maupun substansi, perubahan tersebut sangat mendasar. 

Secara struktur, Pasal 18 (lama) sarna sekali diganti-b&u. Yang semula hanya 

satu pasal menjadi tiga pasal (Pasel 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B). 

Substansi pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "~ega ra  

- -- 

3 Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, UNISKA, Jakarta, 1993, 
Hlm. 3. 

4 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi& Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, 
Jakarta, 2005, Hlm. 79. 



Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah 

propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten 

dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang- 

undang." Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian 

daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah 

provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota. 

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) ini mempunyai keterkaitan erat dengan ketentuan 

Pasal25A mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Berbeda dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang menganut pemakaian 

istilah wewenang pemerintahan, dalam amandemen digunakan istilah urusan 

pemerintahan. Namun pengaturan materi Pasal 18 ayat (5) UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 hampir d2pat dikatakan tergolong langka 

dalam konstruksi negaril kesatuan. Dalam konstitusi negara kesatuan hampir 

tidak pernah membatasi terhadap wewenaag (kekuasaan) Pemerintah pusat.' 

Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang dijadikan acuan 

oleh UU No. 32 Tahun 2004, dalam Pasal2 ayat (3) menyatakan "Pemerintah 

Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya.. .", memiliki kesamaan 

pengaturan dengan Pasal 13 1 ayat (2) UUDS 1950; yang menyatakan kepada 

daerah-daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah 

tangganya sendiri. 

Setelah Indonesia memasuki masa reforrnasi pada 1998, aspirasi 

mengenai otonomi daerah dan desentralisasi muncul melalui Sidang MPR 

1998 yang dituangkan dalam Ketetapan MPR No. XVlMPR.11998 tentang 

Ibid. 



Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan 

Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat 

dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan 

Ketetapan MPR tersebut, Pemerintah telah mengesahkan UU No. 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintah Daerah dan U'J Na. 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Di dalam Sidang Tahunan MPR 2000, kembali ditetapkan oleh MPR 

rekomendasi kebijakan-kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan 

otonomi dazrah melalui Retetapan MPR No. IV/MPR/2000 tentang 

Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 

Desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak 1 Januari 

2001 adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada 

hubungan antara Pemerintah Pusat dm- Daerah, sek~ligus mengubah perilaku 

sebagian nlasyarakat Indonesia yang sebelumnya hanya terfokus pada satu 

pusat kekuasaan, Pemerintah Pusat di Jakarta. Pentingnya desentralisasi dan 

otonomi daerah mungkin dapat disejajarkan dengan proses demokratisasi yang 

terjadi begitu drastis pada tahun 1998. Desentralisasi memang merupakan 

konsekuensi logis dari mlmculnya kehidupan dem~krdsi di Indonesia sejak 

berakhirnya rezim Orde Baru. Kedua proses tersebut bahkan mempunyai 

beberapa kesamaan yang tidak terbantahkan lagi. Kedua-duanya berlangsung 

pada saat perekonomian nasional sedang berada dalam kondisi sangat 

setelah krisis perekonomian 1998. Keduanya juga berlangsung dalam skala 



yang besar dan terjadi dalarn masa yang sangat singkat, bahkan hampir tanpa 

masa transisi yang memadai. 

Kompleksitas proses desentralisasi di Indonesia dapat digambarkan 

dengan peralihan kewenangan dari satu Pemerintah Pusat yang sangat 

dominan ke lebih dari 400 pemerintahan lokal (kabupatenlkota), terjadi 

transfer lebih dari 2 juta pegawai negeri sipil, szrta beralihnya mayoritas 

kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal. Apabila 

dibandingkan derlgan Filipina yang mengalihkan kewenangan dari pemerintah 

pusat ke sekitar 60 pemerintah propinsi, mentransfer puluhan ribu pegawai 

negeri serta mengalihkan hanya sebagian kewenangan ke pemerintah propinsi, 

desentralisasi di Indonesia jauh lebih kompleks. Filipina mempunyai waku 

transisi sekitar 10 tahur~ sebelum desentralisasi dilakukzn sepenuhnya. 

Indonesia hanya mempunyaj waktu 1 tahun (2000) untuk mempersiapkan 

implementasi penuh setelah di~ndangkamya UU Nu. 22 'rahun 1999 dan UU 

No. 25 Tahun 1999.~ 

Disaciari atau tidak, telah terjadi persinggungan waktu antara gerzkan 

reformasi sistem pemerintahan daerah di tanah air dengan gelombang 

perkembangan konsep deccntralisation for good govetnance and development 

(desentralisasi untuk tata pemerintahan yang baik dan pembangunan). Konsep 

ini, antara lain, telah dimotori oleh United Nation Centre for Regional 

6 Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Desentralisasi Sebagai Kebijakan 
Fundamental Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional dun Mengurangi 
Kesenjangan Antardaerah Di Indonesia, Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru 
Besar tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta, 18 
Maret 2006, Hlm. 2. 

' Ibid. 



Development (UNCRD), dan mulai menghinggapi sebagian besar negara- 

negara sedang berkembang sejak pertengahan 1990-an. Seperti ditegaskan 

oleh Oyugi, konsep decentralization for good governance and development itu 

sendiri sejatinya sangat dipengaruhi oleh ideologi pembangunan dari World 

Bank dan International Monetary Fund (IMF).~ 

Adanya persinggungan waktu antara gerakan reformasi sistem 

pemerintahan daerah dan gelombang perkembangan konsep decentralisation 

for good governance and development tersebut, sangat dimengerti bila 

kemudian upaya reformasi kebijakan hubungan Pusat d m  Daerah di Indonesia 

sejak awal 2000 sangat kental dipengaruhi oleh konsep yang sedang 

dikembangkan oleh UNCRD itu, antxa lain telah memposisikan desentralisasi 

dan otonomi daerah sebagai prasyarat utama bagi tenvujudnya good 

governance and developinent di daerah. 

Diakui oleh ~ratikno," desentralisasi bukan merupakan pilihan yang 

mudah bagi Indonesia. Dengan wilayah geografis yang sangat luas yang 

terurai dalam puluhan ribu pulau, serta masyarakat yang sangat heterogen, 

desentralisasi memang seringkali menjadi dilema. Apresiasi terhadap 

keberagaman menuntut desentralisasi yang pada gilirannya melahirkan 

otonomi daerah. Perhargaan ini bisa menghasilkan dukungan daerah terhadap 

Ibid. 
Syarif Hidayat, "Desen3alisasi untuk Pembangunan Daerah, Dialog Kelompok 

Positivists dan Realitivists", dalam Jztrnal Hukum Jentera, Edisi I4 - tahun IV Oktober- 
Desember 2006, Rh. 6-7. 

10 Pratikno, "Desentralisasi, Pilihan Yang Tidak Pernah Final", dalam Abdul Gaffar 
Karirn dkk. (Editor), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di  Indonesia, Jurusan Ilmu 
Pemerintahan FISIPOL UGM kerjasama dengan Pusataka Pelajar, Yogyakarta, 2003, Hlm. 
33-34. 



pemerintah nasional. Oleh karena itu, negara-bangsa Indonesia memulai 

perjalanannya dengan pilihan pemerintahan yang desentralistis. 

Dalam pandangan Pratikno, tidak ada yang final dalam politik. Pilihan 

kebijakan desentralisasi sebagaimana dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 

1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 barar~gkali, bahkan sangat mungkin, juga 

bukan merupakan sebuah pilihan final. Kebijakan desentralisasi semasa 

pemerintahan Habibie merupakan kebijakan yang lahir dari veto masyarakat 

dan veto daerah. Seandainya Jakarta masih mampu mempertahankm 

kebijakan yang lama, kebijakan desentralisasi itu mungkin tidak pernah 

terjadi. ' ' 
Menurut Sadu Wasistiono, pada saat ini, hubungan antara Pemerintah 

Pusat dengan Pemerintah Daerah berada pada titik yang rawan. Pada satu sisi 

Pemerintah Pusat berada pada kandisi yang sangat lemah - baik dilihat dari 

segi politik, ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Di sisi lain, dengan 

otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, Daerah dengan 

pemerintahan daerahnya menuntut lebih banyak lagi dan bahkan secara 

terang-terangan menentang kebijakan politik maupun hukurn dari Pemerintah 

pusat.12 

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 bisa 

dianggap sebagai cetak biru desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. 

Meskipun begitu, perlu dicatat bahwa kedua undang-undang tersebut 

' ' Ibid. 
l 2  Sadu Wasistiono, "Kajian Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah 

Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)", dalam Jurnal Adminisfrasi 
Pemerintahan Daerah, Volume I ,  Edisi Kedua 2004, Hlm. 7-8. 



dipersiapkan dalam waktu yang sangat singkat dan tampaknya tidak mengacu 

pada suatu grand design yang seharusnya menyatakan bagaimana arah 

desentralisasi itu sendiri. Dilakukannya revisi kedua undang-undang tersebut 

di tahun 2004 menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya masih mencari 

bentuk bagaimana mengimplementasikan desentralisasi yang tepat untuk 

konteks Indonesia. Fakta lain yang menunjukkan bahwa grand design 

desentralisasi belum atau tidak dipahavi Pemerintah terlihat dari adanya dua 

TJndang-Undang terpisah yang menjadi acuan pelaksanaan desentralisasi dan 

otonomi daerah. Dalam konteks Indonesia, UU No. 22 Tahun 1999 yang 

dimotori oleh Departemen Dalam Negeri membahas desentralisasi politik dan 

administratif dan UU No. 25 Tahun 1999 yang dimotori Departemen 

Keuangan membahas desentralisasi fiskal. l 3  

Dengan dua UU yang dibuzt terpisah tersebut, tidaklah mengejutkan 

kalau priasip dasar dalam desentralisasi fiskal yaitn "Jnance follows function" 

bzlum terlihat sama sekali. Sangat sukar dilihat admya suatu hubungan yang 

jelas antara UU No. 22 Tahun 1999 yang memuat terjadinya peralihan 

kewensngan dan fungsi pemerintahan dan UU No. 25 Tahun 1999 yang 

memuat skema dana perimbangan atau transfer dari Pemerintah Pusat ke 

Pemerintah Daerah. Hal ini jelas menggambarkan lemahnya koordinasi antar 

instansi Pemerintah Pusat yang kemudian menjadi masalah klasik dalam 

berbagai kasus yang menyangkut desentralisasi. l4 

l 3  Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Op.Cit., Hlm. 3-4. 
l 4  Ibid. 



Desentralisasi memang tidak mempunyai suatu definisi yang tunggal. 

Apapun definisi desentralisasi yang dipilih, harus terjadi harmonisasi yang 

baik antara desentralisasi politik, administrasi, dan fiskal. Desentralisasi 

politik pada intinya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah 

untuk menjalankan suatu kebijakan, sedangkan desentralisasi admir~istrasi 

atau desentralisasi maajerial inemberikan petunjuk bagaimana implementasi 

dari pengalihan kewenangan fungsi tersebut. Desentralisasi fiskal kemudian 

menyediakan pembiayaan untuk pengalihan kewenangan tersebut." 

Menurut Bagir Mznan, pi-insip yang terkandung dalam negara 

kesatuan ialah Sahwa Pemerintah Pusat berwenang untuk campur tangan yang 

lebih intensif terhadap persoalan-persoalan di daerah.16 Pemerintah Pusat 

bertanggungjawab menjamin keutuhan negara kesatuan, menjamin pelayanan 

yang sama untuk seluruh rakyat negara (asas equal treatment), menjamin 

keseragmm tindakan dan pengaturan dalam bidang-bidang tertentu (asas 

uniformitas). Pembatasan atas keleluasaan Daerah dalam mengatur dan 

mengurus urusan rumah tangganya dengan beberapa kewajiban tersebut, 

merupakan koilsekucnsi logis dianutnya prinsip negara hukum." 

Dalam perspektif negara lcesatuan atau unjtar'y state (eenheidsstaat) 

adalah logis untuk mengembangkan pengertian bahwa pemerintahan atasan 

benvenang melakukan kontrol terhadap unit pemerintahan bawahai~. Artinya, 

pemerintahan pusat dalam konteks Negara Kesatuan Republik ~ndoiesia 

l 5  Ibid., Hlm. 8 
l6 Bagir Manan, "Beberapa Hal di Sekitar Otonomi Daerah Sebagai Sistem 

Penyelenggaraan Pemerintahan", Majalah Padjadjaran Jilid V ,  Bina Cipta, Bandung, 1974, 
Hlm. 34-37. 

l 7  Ibid. 



berdasarkan UUD 1945 tentu dapat dikatakan mempunyai kewenangan untuk 

mengontrol unit-unit pemerintahan daerah provinsi ataupun pemerintahan 

daerah kabupaten dan kota. Demikian pula pemerintahan daerah provinsi juga 

dapat diberi kewenangan tertentu dalam rangka mengendalikan jalannya 

pemerintahan daerah kabupaten dan kota di bidang pengaturan.'R 

Yang dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintahan atasan itu an t~ra  

lain adalah kontrol atas norma hukum yang ditetapkm oleh pemerintahan 

bawahan melalui apa yang dikenal sebagai "general norm control 

mechanism". Mekanisme kontr~l  norma umum inilah yang biasa disebut 

dengw sistem "abstract review" atau pengujian abstrak yang dapat dilakukan 

oleh lernbaga eksekutif, legislatif, ataupun oleh lembaga pengadilan. Jika 

"abstract review" itu dilakukan oleh lembaga eksekutif, misalilya, pengujian 

oleh Pemerintah Pusat atas Peraturan Daerah Provinsi, maka mekanisme 

demikian disebut "executive review". Jika "abstract review" itu dilakukan 

oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang menetapkan Peraturan Daerah itu 

sendiri, maka mekanisme peninjauan kembali semacam itu disebut 

"legislative veview" yang dapat menghasilkan perubahan (amandement) 

peraturan. Jika pengujian itu dilakukan oleh pengadilan; maka ha1 itulah yang 

biasa disebut sebagai "judicial review".Ig 

Di samping "abstract review", mekanisme kontrol norma juga dapat 

dilakukan melalui prosedur "abstract preview", yaitu kontrol yang di1ak;kan 

sebelum nonna hukum yang bersangkutan mengikat untuk umum. Misalnya 

'' Jirnly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, kerjasarna Konstitusi Press dengan 
PT Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2006, Hlm. 107. 

19 Ibid., Hlrn. 107-1 08. 



suatu rancangan Peraturan Daerah disahkan oleh parlemen tetapi sebelum 

diundangkan sebagaimana mestinya, pemerintah atasan diberi kewenangan 

untuk menguji, menilai, atau bahkan menolak pengesahan peraturan 

pemerintah bawahan. Mekanisme demikian dapat disebut sebagai "executive 

abtract preview" oleh pemerintahan a ta~an.~ '  

Kewenangan untuk melakukan "executive abstract preview" itulah 

yang sebaiknya dj berikan kepada pemerintahan atasan, bukan mekanisme 

"review" ates Peraturan Daerah yang sudah berlaku mengikat untuk umum. 

Jika suatu peraturan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif dan legislatif yang 

sama-sarnzi dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dibatalkan 

hmya oleh pejabat eksekutif tingkat atas, berarti "prinsip negara kesatuan" 

dijadikan dalih untuk mengebiri aspirasi rakyat dengan tindakan yang semata- 

mata didasarkan atas pertimbangan politik. O!eh karena itu, terhadap 

Peraturan Daerah sebagai produk legislasi di dzerah, sebaiknya hanya di 

"preview" ~ l e h  pemerintahan atasan apabi!a statusnya masih sebagai 

rancangan Peraturan Daerah yang belum mengikat untuk umum. Jika 

Peraturan Daerah itu sudah mengikat umum, maka sebaiknya yang 

mengujinya adalah lembaga peradilan sebagai pihak ketiga yang sama sekali 

tidak terlibat dalarn proses pembentukan Peraturan Dacrah yang 

Oleh karena kedudukan hukum (rechtpositie) daerah otonom adalah 

sub sistem negara kesatuan dan otonomi (vrijheid en zelfstandigheid) bukan 

Ibid., Hlm. 108. 
" Ibid., Hlm. 108-109. 



dalam arti kemerdekaan (onafhankelijkheid) yang lepas dari ikatan negara 

kesatuan, maka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah 

tidak dapat diabaikan. Bahkan dalam praktek pemerintahan, pengawasan yang 

berbentuk pembatalan spontan dianggap inheren pada organ pemerintahan 

yang lebih tinggi.22 Namun, pembatalan peraturan perundang-undangau o!eh 

Pemerintah bisa dipaizdang Pemerintah melakukan tindakan peradilan atau 

telah mencampuri wewenang lembaga peradilan. 

Menurut Ridwan, ada alasan pembenar penundaan dan pembatalan 

peraturan perundang-undangan dilakukan Peinerintah jika dilacak dari 

karakteristik yenyelengga-zan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan. 

Pertama, wewenang penyelenggaraan pemerintahan daerah inuncul dari 

prinsip pemencaran wewenang pemerintahan, artinya dalam negara kesatuan 

pada dasarnya penyelenggaraan semua tugas-tugas pemerintahan negara 

menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, namun untuk kepentingan efisiensi, 

efektifitas, d m  tuntutan demokratisasi, tugas-tugas tersebut sebagian 

diserahkan pada satuan-satuan pemerintahan daerah, dan tanggungjawab 

secara keseluruhan tetap berada pada Pemerintah Pusat. Kedua, pembuatan 

peraturan perundang-undangan tingkat daerah hanyr berkenaan dengan fungsi 

pemerintahan atau urusan rumah tangga daerah. Satuan pemerintahan daerah 

tidak diperkenankan membuat aturan di luar ruang lingkup kewenangannya 

ataupun aturan yang bersifat kenegaraan. Ketiga, kedudukan hukum daeiah 

adalah sub sistem dari negara kesatuan. Sebagai sub sistem, tugas-tugas dan 

22 Ridwan, "Dirnensi Hukurn Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Otonomi 
Daerah", Jurnal Hukurn No. 18 Vol. 8. Oktober 2001, Hlm. 82. 



kewenangan satuan pemerintahan daerah tidak dapat terlepas dari sistem dan 

kebijakan pemerintah dan negara. Keempat, pengawasan dimaksudkan untuk 

koordinasi dan integrasi tugas-tugas dan kebijaksanaan pemerintahan secara 

keseluruhan. Berdasarkan beberapa karakteristik inilah pengawasan terhadap 

peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah memiliki alasan 

pen~benar.23 

Namun karena tindakan penundaan dan pembatalan itu merupakan 

bidang peradilan, maka agar tidak terjadi pencampuradukan wewenang 

seharusnya sebelum dilakukan penundaan dan pembatalan terlebih dahulu 

dilakukan klasifikasi peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Peraturan 

Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang hanya mengatur urusan intern 

pemerintahan, pembatalannya dapat dilakukan langsung oleh Pemerintat, 

ketika ditemukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebill tinggi. Sedangkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang 

memuat ketentuan sanksi pidana, berkenaan dengan kepentingan umum, 

ataupun pemberian beban kepada masyarakat, penundaan dan pembatalannya 

tidal: dilakukan sendiri oleh Pemerintah, tetapi oleh lembaga peradilan. 

Dengan kata lain, dalam rangka pengawasan represif 'ini, Pemeri~tah hanya 

menunjukkan dan memperingatkan bahwa Perda dan Keputusan Kepala 

Daerah tertentu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau 

bertentangan dengan kepentingan urnurn, lalu memerintahkan kepada Daerah 

23 Ibid., Hlm. 83. 



yang bersangkutan untuk merubahnya. Jika Daerah yang bersangkutan tidak 

mau merubah, Pemerintah menyampaikan kepada Mahkamah ~ ~ u n ~ . ~ ~  

Hubungan pengawasan produk hukum daerah antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah 

Orde Baru (ketika berlakunya UU No. 22 Tahun 1939) Gilakukan rrlelalui 

pengawasan represif yang berupa pembatalan produk hukurn daerah oleh 

Menteri Dalam Negeri (executive review). Apabila Daerah tidak dapat 

menerima keputusan pembatalan produk h u k w y a ,  dapat mengajukan 

keberatan kepada Mahkamah Agung (judicial review) setelah mengajukannya 

kepada Pemerictah (administratieve b e r ~ e ~ ) . ~ ~  Sebagai upaya hukum terakhir, 

Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung terhadap 

Keputusan Menteri Dalam Negeri yang membatalkan produk hukum daerah. 

Dianutnya model pengawasan represif dan ditinggalkannya model 

pengawasa preventif oleh Pemerintah Pusat dimaksudkan untuk memberikan 

'kelsluasaan' kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan -rumah 

tangganya sendiri tanpa ada campur tangan yang terlalu jauh dari Pemerintah 

Pusat. -Uan te'iapi, 'kelonggaran' yang diberikan oleh UU No. 22 Tahun 1999 

24 Ibid. 
25 Menurut Rochmat Soemitro, keberatan merupakan. terjemahan dari kata 

administratieve beroep. Keberatan dapat diajukan kepada instansi yang mengeluarkan 
keputusan atau instansi yang secara vertikal lebih tinggi. Lihat dalam S.F. Marbun, Peradilan 
Administrasi Negara Dan Upaya Admiriistratif Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, 
Hlm. 66. Menurut Penjelasan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara sebagaimana telah diubah deilgan UU No. 9 Tahun 2004, upaya administratif adalah 
prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas 
terhadap suatu keputusan tata usaha negaia. Prosedur tersebut dilakukan di lingkungan 
pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk, yakni banding administratif dan prosedur 
keberatan. Dalam ha1 penyelesaiannya itu hams dilakukan oleh instansi atasan atau instdnsi 
lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut 
dinamakan "banding administratif'. Dalam ha1 penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara 
tersebut hams dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 
mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "keberatan". 



kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan rumah 

tangganya sendiri ternyata berisiko terhadap hubungan Pemerintah Pusat dan 

Daerah. 

Di dalam praktek terlihat kecenderungan Pemerintah Daerah untuk 

membuat Perda sebanyak-banyaknya tanpa mengindahkan rambu-rambu 

perundang-undafigan yang lebili tinggi dan kepentingan umum cukup tinggi. 

Hal itu terlihat dari temuan dalam penelitian sebagaimana yang tersaji pada 

tabel 2 di atas, selama berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 yang diteliti sejak 

Mei 2002 sampai dengan berlakcnya UU No. 32 Tahun 2004 tanggal 15 

Oktobe: 2004, terdzpat 339 produk hukum daerah yang dibatalkan oleh 

Pemerintah. Materi Perda yang paling banyak dibatalkan selama berlakunya 

UU No. 22 Tahun 1999 mengatur tentang retribusi daerah sebanyak 289 

Perda, pajak daerah sebanyak 35 Perda, 11 Perda yang bukan pungutan, dan 4 

Keputusan Kepala Daerah. 

Adapun alasan pembatalan produk h ~ k u m  daerah selama berlakunya 

UU No. 22 Tahun 1999 adalah: (a) mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan 

pungutan gaqds pacia satu obyek, (b) tumpang tindih dengan kewenangan 

Pusat, (c) tidak layak dikenakan retribusi, (d) tidak 'ada aspek kepentingan 

umum yang perlu dilindungi, (e) merintangi arus sumber daya ekonomi antar 

daerah maupun kegiatan eksport dan impor (Lihat Lampiran 1,2, dan 3). 

Ketika berlakunya UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintah mulai 

melakukan koreksi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 dengan menerapkan 

empat model pengawasan terhadap produk hukum daerah. Pertarna, executive 



preview, yakni terhadap rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak 

daerah, retribusi daerah, APBD, dan RLITR sebelum disahkan oleh kepala 

daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda 

provinsi, dan oleh Gubernur terhadap Raperda kabupatenlkota. Kedua, 

executive review (terbatas), yakni apabila hasil evaluasi Raperda tentang 

APBD dan rancangan Peraturan GubernurIPeraturan BupatiIWalikota tentang 

penjabaran APBD dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak ditindaklanjuti oleh 

Gubernur/Bupati/Walikota bersama DPRD dan GubernurIBupati/Walikota 

tetzp menetapkan Raperda tersebut menjadi Perda dan Peraturan 

GubernurIBupatiI Walikota, Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan oleh 

Gubernur untuk kabupatenkota membatalkan Perda dan Peraturan 

Guberni~r/Bupati/Walikota tersebut. Ketiga, pengzwasan represif, berupa 

pembatalan (executive review) terhadap semua Peraturan Daerah dilakukan 

olek Presiden melalui Peraturan Presiden. Keempat, pengawasan preventif, 

yakni terhadap rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD baru dapat 

, dilaksanakan setelah nemperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi 

provinsi dan Gubernur bagi kabupatenlkota. 

Di samping menerapkan empat model pengawasan oleh Pemerintah, 

UU No. 32 Tahun 2004 juga memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah 

untuk mengajukan keberatan atas Peraturan Presiden yang membatalkan 

produk hukurnnya melalui judicial review di Mahkamah Agung. 



Jika dibandingkan dengan model pengawasan di Inggris, pengawasan 

administratif terdiri dari: (1) pengesahan dan persetujuan (confirmation dan 

approval). (2)  pengawasan melalui peraturan (Control Through Regulation); 

(3) pengawasan dalam bentuk petunjuk-petunjuk (Directions); (4) 

pengawasan dalarn bentuk inspeksi dan penyelidikan (Inspections alid 

Inquiries); (5) peilgawasan yang didasarkan kepada Default Powers; (6) 

pengawasan terhadap para pejabat atau pegawai (Control Over Officers); (7) 

Pengawasan keuanean (Financial 

(1) Pengesahan dan persetuiuan (confirmation dan approval), yang dibedakan 

menjadi 3 (tiga) macam: 

a. Pengesahan bye-laws 

Dalam mempertimbangkan pengesahan bye-laws, Menteri: "Will 

consider wether it is in fact necessary, having regard to local conditions and 

national policy. He must of course, also be satisfied that proposed bye-laws is 

intra vire.~." Jadi, Sukan hanya sekedar memeriksa ~spek-aspek hukumnya 

tetapi sasaran yang hendak dicapai apakah bye-laws memang sesuatu yang 

diperlukan baik dilihzt dari situasi setempat maupun kebijaksanaan secara 

nasional. 

b. Persetujuan atas rancangan atau usulan yang diajukan oleh daerah 

(Approval of Schemes) 

Beberapa undang-undang menentukan, bahwa Daerah yang akan 

melaksanakan suatu hngsi  pelayanan yang diserahkan kepada mereka, 

26 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dun Daerah Menzirut UUD 1945, Sinar 
Harapan, Jakarta, 1994, HIm. 59-63. 



diwajibkan terlebih dahulu menyampaikan rancangan atau usulan atau rencana 

mengenai cara melaksanakan hngsi pelayanan tersebut. Rancangan, usulan 

atau rencana itu hams disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh 

persetujuan. Setelah persetujuan diperoleh, barulah fungsi pelayanan yang 

diserahkan tersebut dapat diselenggarakan. 

c. Persetujuan atas tindakan-tindakan tertentu (Consent for individual acts) 

Dalam beberapa hal, Pemerintah Daerah diperbolehkan melakukan 

suatu tindakan kalau telah mamperoleh persetujuar~ Menteri. Misalnya 

penggunaan uang yang diperoleh karena mengadakan suatu undian. Apabila 

akan digunakan untuk tujuan lair, daripada maksud semula (asalnya), hams 

terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri. 

(2) Pengrtwasan melalui peraturan (Control Through Regulation). 

Dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyerahan hngsi 

pelayanan, (urusan pemerintahan) kepada Daerah, lazim pula discrtai 

pemberian wewenang kepada Menteri untuk membuat peraturan-peraturan 

(regulation) yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai cara-cara 

melaksanakan hngsi tersebut atau standar yang harus dipenuhi dalam 

penyelenggaraannya, atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 

memperoleh bantuan. 

(3) Pengawasan dalam bentuk petunjuk-petuniuk (Directions). 

Beberapa undang-undang memberikan kekuasaan-kekuasaan kliusus 

kepada Departemen untuk membuat atau mengeluarkan petunjuk-petunjuk 



yang berisi instruksi-instruksi administratif yang rinci mengenai cara-cara 

pemerintahan daerah melaksanakan fungsinya. 

(4) Pengawasan dalam bentuk inspeksi dan penyelidikan (Inspections and 

Inquiries). 

Pemerintah Pusat melalui para inspektur melakukan berbagai inspeksi 

terhadzip Daerah. Mereka berhak memperoleh keterangan-keterangsui, bahzn- 

bahan yang mereka perlukan. Sebelum 1972, para inspektur benvenang 

menghadiri sidang-sidang Urban and Districts Council. Wewenang ini 

kemudian ditiadakan oleh the Local Government Act (LGA) 1972. Dalani 

rangka penyeiiciikan, inspektur dapat meminta seseorang unt-ak hadir dan 

memberikan keterangan di bawah sumpah dan menyerahkan dokumen- 

dokumen. 

( 5 )  Pengawasan yana didasarkan kepada Default Powers. 

Dedault Powers adalah wewenang Pusat untuk melakukan tindakan 

tertentu karenzi Daerah tidak dapat atau gaga1 melaksanakan fungsi pelayanan 

yang diserahkan undang-undang kepadanya. Untuk menjamin, agar fungsi 

pelayanan terlaksana sebagaimana mestinya, Menteri dapat membuat 

petunjuk-petunjuk (directions), perintzih ctau menunjuk badan lain atas biaya 

Pemerintah Daerah yang "lalai" melaksanakan fungsi pelayanan itu, atau 

dilaksanakan sendiri oleh Menteri yang bersangkutan. 

(6 )  Pengawasan terhadar, para pe-iabat atau pegawai (Control Over Officers). 



Sebelum tahun 1972, terdapat ketentuan-ketentuan yang mewaj ibkan 

Daerah (Council) untuk mengangkat pejabat-pejabat di bidang-bidang 

tertentu. LGA 1972 membatasi ha1 itu. 

(7) Pengawasan - keuangan (Financial Control). 

Pengawasan keuangan dilakukan dalam tiga hal, yaitu pinjaman 

(loan), bantuan (grant) Oan audit.27 

Di Belanda, ada dua macam bentuk pengawasan, yaitu pengawasan 

preventif dan represif. Pengawasan preventif dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu: Pertama, pertimbangan atau pengawasan dijalankan sebelum 

pemerintah tingkat lebih rendah mengsunbil atau menetapkan suatu keputusan. 

Pengawasan preventif ini disebut voortoezicht. Kedua, pertimbangan atau 

pengawasan dilakukan setelah pemerintah tingkat yang lebih rendah 

mengambil keputusan, tetapi sebelum keputusan itu berlaku dan mempunyai 

akibat hukum. Pengawasan preventif jenis kedua ini disebut middentoezicht. 

Pengawasan represif dilakukan setelah susttu keputusan mempuriyai 

akibat hukum (rechtsgevolgen) baik dalam bidang otonomi maupun tugas 

pembantuan. Dalam Grondwet 1983, pengawasan represif dilakukan dalam 

bentuk pembatalan (vernietiging). Di dalarr. Wet. tehtang Gemeente selain 

pembatalan, juga diatur mengenai penangguhan ( ~ c h o r s i n ~ ) . ~ ~  

Model pengawasan yang dilakukan di Indonesia ada persamaannya 

dengan negara Inggris dan aelanda, yakni menggunakan pengaiasan 

preventif dan represif. Ketika berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 hanya 

27 Ibid., Hlm. 59-6 1. Lihat juga dalam Ni'matul Huda; Hukum Pemerinrahan 
Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009, Hlm. 158-160. 

28 Ibid., Hlm. 1 10-1 1 1. 



menggunakan pengawasan represif, tetapi ketika berlakunya UU No. 32 

Tahun 2004 seiain pengawasan represif juga masih menggunakan pengawasan 

preventif (terbatas), seperti yang dianut di Belanda yang dikenal dengan nama 

middentoezicht. Persamaannya dengan Inggris, dalam ha1 adanya keharusan 

pengesahan dari Menteri Dalam Negeri. Bedanya, kalau di Inggris semua bye 

laws (Perda) hams mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri, di 

Indonesia hanya terbatas pada rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

APBD, dan pengesahan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri bagi provinsi 

dan Gubernur bagi kabupatenkota. 

2. Apakah pengaturan pembatalan produk hukum daerah dalam Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1 945. 

Kedudukan Perda, baik Perda Propinsi m a u p n  Perda Kabupaten atau 

Kota, dari segi pembuatannya dapat dilihat setara dengan Undang-Undang 

d a l m  arti semata-mata merupakan produk hukum lembaga legislatif. Dari 

segi isinya sudah seharusnya, kedudukan p e r a t ~ m  yang mengatur materi 

dalarn ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai 

kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup 

wilayah berlaku yang lebih luas. Dengan demikian, Undang-Undang lkbih 

tinggi kedudukannya daripada Perda Propinsi, dan Perda Kabupaten atau 

Perda Kota. Karena itu, sesuai prinsip hirarki peraturan perundang-undangan, 



peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

yang deraj atnya lebih tinggi.2" 

Masalahnya sekarang, menurut Jirilly Asshiddiqie, apakah Peraturan 

Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota merupakan produk legislatif atau 

regulatif? Kedudukan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di 

provinsi maupun di kabupaten dan kota jelas merupakan lembaga yang 

menjalaiian. kekuasaan legislatif di daerah. Di samping itu, pengisian jabatan 

keanggotaannya juga dilakukan melalui pemilihan umum. Baik DPRD 

maupun Kepala Daerah, yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota sama-sama 

dipilih langsung oleh rakyat. Keduanya, lembaga legislatif dan eksekutif, 

sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, dan sama-sarna terlibat dalam proses 

pembentukan suatu Peraturw- Daerah. Karena itu, seperti halnya Undang- 

Undang di tingkat pusat, Peraturan Daerah dapat dikatakan juga merupakan 

produk legislatif di tingkat daerah yang bersangkutan, dan tidak disebut 

sebagai produk regulatif atau executive acts.30 

Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie mengatakan, berkaitan dengan 

pengertian "local constitutiton" atau "local grondwetyy, maka Peraturan 

Daerah juga dapat dilihat sebagai bentuk Undang-Undang yang bersifat lokal. 

Mengapa demikian? Seperti Undang-Undang maka organ negara yang terlibat 

dalarn proses pembentulcan Peraturan Daerah itu adalah lembaga legislatif dan 

eksekutif secara bersarna-sama. Jika Undang-Undang dibentuk oleh lembaga 

legislatif pusat dengan persetujuan bersama Presiden selaku kepala 

29 Ni'matul Huda, O~onomi Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm. 239. 
30 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Cetakan Kedua, 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm. 34. 



pemerintahan eksekutif, maka Peraturan Daerah dibentuk oleh lembaga 

legislatif daerah bersama-sama dengan kepala pemerintahan daerah setempat. 

Dengan perkataan lain, sama dengan Undang-Undang, Peraturan Daerah juga 

merupakan produk legislatif yang melibatkan peran para wakil rakyat yang 

dipilih secara langsung oleh rakyat yang berdau1at.l' 

Sebagai produk para wakil rakyat bersama dengan pemerintah, maka 

Peraturan Daerah itu - seperti halnya Undang-Undang - dapat disebut sebagai 

produk legislatif (legislative acts), sedangkan perzituran-peraturzn dalam 

bentuk lainnya adalah produk regulasi atau produk regulatif (executive acts). 

Perbedaan antara Peraturan Daerah dengan Undang-Undang hanya dari segi 

lingkup teritorial atau wilayah berlakunya peraturan itu bersifat nasional atau 

lokal. Undang-Undang berlaku secara nasional, sedangkan Peraturan Daerah 

hanya berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja, 

yaitu dalam wilayah daerah propinsi, wilayah daerah kabupaten, atau wilayah 

daerah kota yang bersangkutan masing-masing. Karena itu, Peraturm Daerah 

itu tidak ubahnya adalah "local law" atau "local wet", yaitu Undang-Undang 

yang bersifat lokal (local legislation).32 

Oleh karena Peraturan Daerah merupakan piod-ak legislatif, maka 

timbul persoalan dengan kewenangan untuk menguji dan membatalkannya. 

Lembzga mar~akah yang benvenang membatalkan Peraturan Daerah? Apakah 

jika ditemukan kenyataan bahwa banyak Feraturan Daerah yang ditetapkan 

daerah-daerah itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

3 '  Ibid. 
32 Jirnly Asshiddiqie, Perihal. .., Op.Cit., Hlm. 92-93. 



lebih tinggi atau peraturan tingkat pusat, Peraturan Daerah itu dapat 

dibatalkan oleh Pemerintah Pusat (eksekutif)? 

Sebagai konsekuensi dipertegasnya prinsip pemisahan kekuasaan 

eksekutif, legislatif dan judikatif dalam naskah Perubahan Pertama UUD 1945 

maka produk legislatif daerah ini dapat saja bertentangan dengan produk 

eksekutif di tingkat pusat. Misalnya, apabila suatu materi Perda Propinsi 

ataupun Perda Kabupateflota yang telah ditetapkan secara sah ternyata 

bertentangan isinya dengan materi Peraturan h4enieri di tingkat pusat, rnrka 

pengadilan haruslah menentukan bahwa Perda itulah yang berlaku sepanjang 

untuk d a e r a h ~ ~ ~ a . ~ ~  

Menurut Bagir Manan, mengingat bahwa Perda (termasuk Peraturan 

Desa) dibuat oleh s a tu~a  pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan 

lingkungan wewenang yang mandiri pula, rriaka dalam pengujiannya terhadap 

~eraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata 

berdasarkan "pertingkatan", melainkan juga pada "lingkungan 

wewenangnya". Suatu Perda yang bertentangan dengan suatu peraturan 

perundang-undangan tingkat lebih tinggi (kecuali UUD) belum tentu salah, 

kalau ternyata peraturan perundang-undangan tingkat tinggi yang melanggar 

hak dan kewajiban daerah yang dijarnin UUD atau UU Pemerintahan 

~ a e r a h . ~ ~  

Meskipun daerah-daerah dari negara kesatuan itu bukanlah unit-unit 

negara bagian yang tersendiri, tetapi rakyat di daerah-daerah itu tetap 

33 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Cetakan Kedua, FH UII Press, 
Yogyakarta, 2004, Hlm. 279-280. 

34 Ibid., Hlm. 142. 



mempunyai kedaulatannya sendiri-sendiri dalam lingkungan daerah provinsi 

atau daerah kabupatenkotanya, di samping kedaulatan dalarn konteks 

bernegara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD idegara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Oleh sebab itu, produk legislasi di daerah provinsi ataupun 

kabupatenkota berupa Peraturan Daerah sebagai hasil kerja dua lembaga, 

yaitu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kedua- 

duanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan pemiliha~l 

kepala daerah, tidak dapat dibatalkan oleh keputusan sepihak dari Pemerintah 

Pusat (eksekutif) begitu saja. 

Dalam Pasal 145 ayat (2) dan (3) UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan 

bahwa Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum 

danlatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan 

oleh Pemerintah dalam bentuk Peraturan Presiden. Sedangkan Pasal 185 ayat 

(5)  menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan Perzturan 

Daerah Provinsi tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran 

APBD. Mekanisme peninjauan atau pengujian oleh Menteri Dalam Negeri ini 

dapat dikategorikan sebagai executive review yaitu inekanisme pengujian 

Peraturan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri selaku pejabat eksekutif tingkat 

pusat. 3 5 

Penerapan rnekanisme tersebut juga dikaitkan dengan dasar pemikiran 

Indonesia adalah negara kesatuan (unitary state), sehingga dinilai rasional 

apabila Pemerintahan Pusat sebagai pemerintahan atasan diberi kewenangan 
- - 

35 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara ..., Op.Cit., Hlm. 38. 



untuk mengendalikan sistem hukum di lingkungan pemerintahan daerah. 

Akan tetapi, tidaklah rasional apabila Pemerintah Pusat dianggap tidak 

benvenang melakukan tindakan untuk mengatur clan mengendalikan 

pembentukan Peraturan Daerah yang tidak sejalan dengan maksud 

diadakannya mekanisme pembentukan Peraturan Daerah itu sendiri oleh 

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dail kota di seluruh Indonesia. 

Sepanjang untuk kepentingan nasional yang objektif, mengapa Pemerintah 

Pusat tidak dapat melakukan kontrol dan pembinaan kepada unit-unit 

pemerintahan daerah? Atas dasar pemikiran yang demikian itulah maka 

Pemerintah Pusat diberi kewenangan untuk membatalkan Peraturarl Daerali 

dengan Peraturan ~ r e s i d e n . ~ ~  

Menunit Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Daerah 

jelas disebut sebagai salah satu bentuk peraturan penmdang-undangan yang 

resmi dengan hirarki di baw& undang-undang. Sepanjang suatu norrna hukurn 

dituangkan dalam bentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 10 

Tahun 2004 tersebut, dan tingkatannya berada di bawah Undang-Undang, 

maka sebagairnana ditentukan oleh Pasal 21A ayat (1) UUD 1945, 

pengujimya hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

Karena Peraturan Daerah itu termasuk kategori peraturan yang 

hirarkinya berada di bawah Undang-Undang, maka tentu dapat timbul 

penafsiran brhwa Pernerintah Pusat (eksekutif) sudah seharusnya tidak diberi 

kewenangan oleh Undang-Undang untuk rnenilai dan mencabut Peraturan 

Daerah sebagairnana diatur ole11 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Yang 

36 Jimly Asshiddiqie, Perihal ..., Op.Cit., Hlm.98. 



benvenang untuk menguji Peraturan Daerah itu menurut Pasal 24A ayat ( I )  

UUD 1945 adalah Mahkamah ~ ~ u n ~ . ~ ~  

Menurut Laica Marzuki, tidak tepat Peraturan Daerah (Perda) 

ditempatkan pada hirarki peraturan perundang-undangan terbawah, di bawah 

Peraiuran Presiden (UU No. 10 Tahun 2004). Locale wet atau Perda dibuat 

guna melaksanakan Undang-Undang, wet atau Gesetz. UU No. 32 Tahun 2004 

belum sepeni~hnya rnenerangkan hakikat desentralisasi. Produk Perda 

seyogyanya tidak dibatalkan oleh perangkat Pemerintah ?usat. Perda yang 

menyimpang dari hukum dapat setiap saat dibawakan ke Mahkamah Agung 

dan pada ketikanya Perda yang menyimpang dari hukum itu dspat dinyatakan 

tidak mengikat secara hukum oleh  MA.^^ 

Namun, pola pikir yang terkandung di dalarn ketentuan Pasal 145 UU 

No. 32 Tahun 2004 39 jelas berbeda dari ha1 itu, karerla Peraturan Daerah tidak 

dianggap sebagai objek pengujian oleh Mahkamah Agung. Peraturan Daerah 

itu tidak dianggap sebagai salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang- 

37 Jimly Asshiddiqie, Hukurn Acara ..., Op.Cit., Hlm. 39.. 
38 M. Laica Marzuki, "Hakikat Desentralisasi dalarn Sistem Ketatanegaraan RI", 

Jurnal Konstitusi, Volume 4 Nomor 1 Maret 2007, Hlm. 14. 
39 Pasal 145 menyatakan, (1) Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 

(tujuh) hari setelah ditetapkan. (2) Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum 
danlatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. 
(3) Keputusan pembatalan Perda ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam 
puluh) hari sejak diterimanya Perda. (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan 
pembatalan, kepala daerah hams memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD 
bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud. (5) Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak 
dapat menerima keputusan pembatalan Perda dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh 
peraturan pemndang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada 
Mahkamah Agung. (6) Apabila keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan 
Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum. (7) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden 
untuk membatalkan Perda, Perda dimaksud dinyatakan berlaku. 



undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat 

( 1 )  UU No. 10 Tahun 2004. 

Ketentuan dalam Pasal 145 ayat (5 )  dan ayat (6)  bukanlah upaya 

pengujian (judicial review) atas Peraturan Daerah melainkan pengujian 

(jlldizial raview) atas Peraturan Presiden yang membatalkan Peraturan 

Daerah. Artinya, Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2094 tersebut menegaskan 

kewenmgan Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan Presiden itu 

terhadap Undang-Undang sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24A ayat ( 1 )  

UUD 1945.~' 

Di dalarn sistem demokrasi penvakilan d m  demokrasi langs~ing yang 

diterapkan untuk mengisi jabatan-jabatan di lembaga legislatif dan eksekutif, 

peranan partai politik sangat menonjol. Dengan demikian, Undang-Uridang 

dan Peraturan Daerah sama-sama merupakan produk politik yang 

mencerminkan pergulatan kepentingan di antara cabang-cabang kekuasaan 

legislatif dan eksekutif, baik di tingkat daerah maupun pusat, tidak boleh 

dinilai atau diuji oleh sesama lembaga politik. Pengujian undang-Undang dan 

Peraturan Daerah itu hams dilaku~an melahi mekanisme "judicial review" 

dengan melibatkan peranan hakim yang objektif dan imparsial sebagai p i h k  

ketiga.41 

Jika Peraturan Daerah sebagai produk politik diuji dan dibatalkan oleh 

lembaga politik melalui mekanisme yang juga politik dcngan ~eraturan 

40 Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Agung benvenang 
mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- 
undang terhadap undang-undang.. .". 

. . 4 '  Jimly Asshiddiqie, Perihal ..., Op.Cit., Hlm. 103-104. 



Presiden, berarti partai politik akan dihadapi oleh partai politik. Proses politik 

yang sudah selesai di tingkat daerah, dilanjutkan dengan proses politik di 

tingkat pusat. Jika Pemerintah Pusat dikuasai oleh Partai A, sedangkan 

pemerintahan di suatu daerah dikuasai oleh Partai B yang saling bertentangan 

satu sama lain, maka besar kemungkinan Peraturan Daerah sebagai produk 

politik di daerah yang bersangkutan akan dengan mudah dibatalkan oleh 

Pemerintah yang dikuasai oleh lawan politiknya. Oleh sebab itu, ketentuan 

Pasal 145 ayat (2) dan (3) UU No. 32 Tahun 2004 tersebut cli atas dapat 

dipersoalkan secara kritis. Dalam Pasal 145 ayat (2) dinyatakan, "Peraturan 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan 

kepentingan umum danlatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

dapat dibatalkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, ayal (3)-nya menentukan, 

"Keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana di maksud pada ayat 

(2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari 

sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) " . ~ ~  

Apabila konsisten dengan pengertian UU No. 10 tahun 2004, maka 

mau tidak mau hams mengartikan bahwa Peraturan Daerah itu termasuk ke 

dalam pengertian peraturan perundang-undangan di dawah Undang-Undang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Lagi pula, jika 

dikaitkan dengan pengertian "primary legislation" versus "secondary 

legislation" yang dapat dikatakan sebagai "primary legislation" adalah 

Undang-Undang, sedangkan Peraturan Daerah (Perda) adalah produk 

"secondary legislation", Peraturan Daerah itu merupakan bentuk "delegated 

42 Ibid. 



legislation" sebagai peraturan pelaksana Undang-IJndang (subordinate 

legislation). Karena itu, kedudukannya sudah seharusnya ditempatkan 

langsung di bawah Undang-Undang. Karena itu, kedudukannya tetap berada 

di bawah Undang-Undang yang seperti ditentukan oleh Pasal 24A ayat (1) 

termasuk objek penguj ian yang menj adi bidang kewenangan Mahkamah 

Agung. 43 

Jika dibiariian suatu Peraturan Daerah yang telah berlaku mengikat 

untuk umum yang ditetapkan oleh para politikus yang duduk di lembaga 

eksekutif dan legislatif di tingkat pemerintahan bawahan, dibatalkan lagi oleh 

para politikus yang duduk di lembaga eksekutif tingkat pemerintahan atasan, 

berarti Peraturan Daerah dibatalkan hanya atas dasar pertimbangan politik 

belaka. Hal demikian iiu sama saja dengan membenarkan bahwa supremasi 

hukum ditundukkan di bawah supremasi politik.44 

L,embaga pengadilan mana yang sebaihya diberi kewenangan untuk 

melakukan "judicial review" itu? Menurut Jimly Asshiddiqie, sistem yang 

dianut dan dikembangkan menurur UUD 1945 ialah "centralized model of 

judicial review", bukan "decentralized model".45 Seperti ditentukan dalam 

Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945,' sistem yang kita anut 

adalah sistem sentralisasi. Oleh karena itu, pilihan pengujiannya adalah oleh 

Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah ~ o n s t i t u s i . ~ ~  

43 Ibid., Hlm. 104-105. 
44 Ibid., Hlm. 109. 
45 Lihat juga dalam Ni'matul Huda, Negara hukum, Demokrasi & Judicial Review, 

UII Press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 79-91 
46 Jimly Asshiddiqie, Perihal ..., Loc.Cir., Hlm. 109 



Jika kewenangan untuk menguji Peraturan Daerah diberikan kepada 

Mahkamah Agung, berarti Peraturan Daerah mutlak dilihat hanya sebagai 

salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah 

Undang-Undang. Karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa Peraturan Daeral~ 

tersebut juga merupakai pruduk "legislative acts", tetapi berdasarkan 

ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, pengujian atasnya mutlak hanya 

dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Namun demikian, apabila 

kewenangan untuk menguji Peraturan Daerah diberikan kepada Mahkamah 

Konstitusi, maka bentuk dan substansi Peraturan Daerah itu hams dilihat 

sebagai undang-undang dalam arti yang luas. Pasal 24C ayat (1 j UUD 1945 

hanya menyebut "undang-undang" dengan huruf kecil. Artinya, kualifikasi 

"undang-undang" dimaksud belum dirinci. Jika ditafsirkan bahwa dalam kata 

"undang-undang" tersebut dapat tercakup juga pengertian "undang-undang 

da1a.m arc materiel" (wet in materiele zin), maka niscaya substansi Peraturan 

Daerah dapat dilihat sebagai "wet in materiele zin" yang berbaju Peraturan 

~ a e r a h . ~ ~  

Oleh karena itu, di samping Pemerintah Pusat dapat saja diberi 

peranan dalam melakukan mekanisme tertentu yang bekkaitan dengan fungsi 

"executive review", Mahkamah Konstitusi juga dapat menafsirkan bahwa 

Peraturan Daerah itu sebagai "locale wet in materiele zin" juga dapat 

dijadikan sebagai objek pengujian konstitusional yang harus dijalankankya 

sebagai lembaga pengawal kon~t i tus i .~~  

47 Ibid., Hlm. 1 I I .  
48 Ibid 



Ke depan, sebaiknya pengawasan yang dilakukan Pemerintah berupa 

pengawasan preventif dengan ruang lingkup yang terbatas, sedangkan 

pengawasan represif harus dilakukan oleh lembaga yudisial. Dan sebaiknya 

peilgujian peraturan perundang-undangan disatukan dibawah Mahkamah 

Konstitusi agar Mahkamah Agung berkonsentrasi dengan penanganan perkara 

supaya lebih efektif penanganannya. 

Mahkamah Agung lebih merupakan pengadilan keadilan (court of 

jtlstice), sedangkan Mahkainah Konstitusi lebih berkenaan dengan lembaga 

pengadilan hukum (court of law). Memang tidak dapat dibzdakan seratus 

pcrsen dan mutlak sebagai 'court of justice' vzrsus 'court of law'. Jimly 

Asshiddiqie pernah mengusulkan seluruh kegiatan 'judicial review' 

diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Agung dapat 

berkonsentrasi menangani perkara-perkara yang diharapkan dapat 

mewujudkan rasa adil bagi setiap warganegara. Akan terapi, nyatanya UUD 

1 945 tetap memberikan kewenangan yengujian terhadap peraturan di bawah 

undang-undang kepada Mahkamah Agung. Di pihak lain, Mahkamah 

Konstitusi juga diberi tugas dan kewajiban memiltus dan membuktikan unsur 

kesalahan dan tanggungja~vab pidana Presiden dadatau Wakil Presiden yang 

menurut pendapat DPR telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD. 

Dengan kata lain, Mahkamah Agung tetap diberi kewenangan sebagai 'court 

of law' di ssunping fungsinya sebagai 'court ofjustice'. Sedangkan ~ a h k a m a h  

Konstitusi tetap diberi tugas yang berkenaan dengan fungsinya sebagai 'court 

of justice' disamping fungsi 'utamanya sebagai 'court of law'. Artinya, 



meskipun keduanya tidak dapat dibedakan seratus persen antara 'court of law' 

dan 'court of justice', tetapi pada hakikatnya penekanan fungsi hakiki 

keduanya memang berbeda satu sama lain. Mahkamah Agung lebih 

merupakan 'court of justice', daripada 'court of law'. Sedangkan Mahkamah 

Konstitusi lebih merupakan 'court of law' Gariprda 'court of justice'. 

Keduanya sama-sama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman menurut 

ketentuan Pasai 24 ayat (2)  UUD 1 9 4 5 . ~ ~  

Penlbagian tugas di bidang pengujian peraturan (judicial review) atas 

peraturan perundang-undangm antara Mahkamah Agung dan Mahkamah 

Konstitusi menurut Jimly Asshiddiqie sama sekali tidak ideal, karena dapat 

menimbulkan perbedaan atau putusan yang saling bertentangan antara 

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah ~ ~ u n ~ . ' '  

Ditinjau dari waktu penyele~ggwaan pengujian peraturan perundang- 

undangan, juga dipandang kurang efisien jika dilaksanakan di dua tempat, 

karena menurut ketentuan Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang 

Mahkamah Konstitusi pengujian peraturan perundang-undangan di bawah 

Undang-Undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan 

apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujidn peraturan perundang- 

undangan tersebut sedang dalam proses pefigujian Mahkamah Konstitusi 

sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, Makkamah Agung harus 

menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi jika ada permohonan pen$ujian 

49 Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi dun Pengujian Undang-undang, 
Makalah Kuliah Umum Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Islam Indonesia, Yogyakarta, 2 Oktober 2004, Hlm. 5-6. 

50 Lihat Ni'matul Huda, Negara Hukum .... Op.Cit., Hlm. 123. 



peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang kebetulan 

Undang-Undangnya sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi. 

Ke depan, memang harus dipikirkan kemungkinan mengintegrasikan 

seluruh sistem pengujian peraturan di bawah kewenangan Mahkamah 

Konstitusi. Sehingga ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang 

menegaskan: "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- 

undangan di bawah undang-undang ..." dihapuskan, untuk kemudian 

dintegrasikan ke dalam kewen~ngan Mahkamah ~ons t i tus i .~ '  

Pembedaan ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kenyataan 

bchwa memarlg sejak sebelumnya Mahkamah Agung benvenang menguji 

peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Karena itu, ketika 

sepakat diadopsinya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam Perubahan 

Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, maka ketentuan lama berkenaan dengan 

kewenangan Mahkamah Agung itu dituangkan dalam rumusan ketentuan 

Pasal 24A. Lagi pula, memang ada negara lain yang dijadikan salah satu 

sumber inspirasi oleh para anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR 

ketika merurnuskan ketentuan mengenai M&amah Konstitusi ini, yakni 

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Dalam konstitusi Korea Selatan, 

kewenangan judicial review (constitutional review) atas undang-undang 

memang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi kewenangan judicial 

" Ni'matul Huda, UUD 1945 & Gagasan Amandemen Ulang, Rajawali Pers, 
Jakarta, 2008, Hlm. 257. 



review atas peraturan di bawah Undang-Undang diberikan kepada Mahkamah 

~ ~ u n ~ . ~ ~  

Bahkan, seperti juga terjadi di semua negara-negara lain yang 

sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah 

menjadi negara demoki-asi, fungsi pengujian Undang-Undar~g ditambah 

fungsi-fungsi penting lainnya itu selalu dilenlbagakan ke dalam fungsi 

lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri di luar orgzn h4ahSamah 

Agung. Kecenderungan seperti dapat dilihat di semua negara eks komunis 

yang sebelumnya menganut prinsip supremasi parlemen lalu kemudian 

menjadi demokrasi, s e l a l ~  membentuk Mahkamah Konstitusi yang berdiri 

sendiri di luar Mahkamah Agung. Tentu ada juga model-model kelembagaan 

Mahkamah Konstitusi yang berbeda dari satu negara ke negara lain.53 Ada 

negara yang mengikuti model Venezuella dimana Mahkarnah Koilstitusinya 

berada dalam lingkungan Mahkamah Agung, ada pula negara yang tidak 

membentuk lembaga yang tersendiri, melainkan menganggapnya cukup 

mengaitkan fungsi mahkamah ini sebagai salah satu tambahan fungsi 

'' Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dun Konstitusionalisme Indonesia, Diterbitkan atas 
kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi HTN FR Universitas Indonesia, Jakarta, 
2004, Hlm. 189- 190. 

53 Jimly Ashiddiqie mengelompokkan model Mahkamah Konstitusi yang ada ke 
dalam 6 model, yaitu model AustriaIJerman, model Perancis, model Belgia, model Amerika 
Serikat, model Venezuella, dan model negara yang menganut prinsip supremasi parlemen. 
Model yang terakhir ini tidak selalu terkait dengan ideologi komunisme yang menganut 
paham supremasi parlemen secara struktural. Selain negara komunis, ada pula negara' yang 
menganut paham supremasi parlemen secara simbolik seperti Inggris dan Belanda dengan 
doktrin 'Queen in Parliament' ataupun 'King in Parliament' yang menyebabkan timbulnya 
pengertian bahwa undang-undang sebagai produk parlemen yang 'supreme' itu tidak dapat 
diganggu gugat oleh hakim. Karena itu, peninjauan terhadap undang-undang hanya boleh 
dilakukan melalui prosedur 'legislative review', dan bukan melalui 'judicial review.' Lihat 
dalam Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi ..., Op.Cit., Hlm. 4. Lihat juga dalam Jimly 
Asshiddiqie dan Mustafa Fakhry, Mahkamah Konstitusi: Ketentuan UUD, UU dun Peraturan 
Mahkamah Konstitusi di 78 Negara, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 2002. 



Mahkamah Agung yang sudah ada. Amerika Serikat dan semua negara yang 

dipengaruhinya menganut pandangan seperti ini. Akan tetapi, sampai 

sekarang, di seluruh dunia terdapat 78 negara yang melembagakan bentuk 

organ Konstitusi ini sebagai lembaga tersendiri di luar Mahkamah Agung. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi pembuatannya, 

sudah semestinya kedudukan Perda, baik Perda Propinsi maupun Perda 

Kabupaten atau Kota, dapat dilihat setara dengan Undang-Undang dalam arti 

semata-mata merupakan produk hukum lembaga legislatif. Namun demikian, 

dari segi isinya sudah seharusnya, kedudukan peraturaa yang mengatur materi 

dalam niang lingkup daera!! berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai 

kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup 

wilayah berlakil yang lebih luas. Dengan demikian, Undang-Undang lebih 

tinggi kedudukannya daripada Perda Propinsi, d m  Percia Kabupaten atau 

Perda ~ o t a . ' ~  

Dalam pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan "pertingkatan", melainkan 

juga pada "lingkungan wewenangnya". Suatu Perda yang bertentangan 

der,gm suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (kecuali 

UUD) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan 

tingkat tinggi yang melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin UUD 

atau UU Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pengujian Perda seharusnya tidak 

dilakukan oleh Pemerintah, tetapi harus dilakukan oleh Mahkamah Agung 

melalui proses pengujian peraturan perundang-undangan. Pemerintah 

54 Jimly Asshiddiqie, Perihal ..., Loc.Cit., Hlm 1 1  1 .  



sebaiknya melakukan executive preview seperti yang diatur dalam Pasal 185, 

Pasal 186 dan Pasal 187 UU No. 32 Tahun 2 0 0 4 . ~ ~  

Ketika dilakukan perubahan UUD 1945 pada tahun 2001 khususnya 

terhadap Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian berubah 

menjadi Pasal 24, Fasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C, kewenangan 

Mahkamah Agung mengalami penambihan, antara lain menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap ufidang-undang 

(Pasal 24k ayat (1)). Konsekuensi yuridis adanya perubahan ULTD 1945 

khususnya yang mengatur tentang Mahkamah Agung, maka sejumlah 

Undang-Undag yang rnengatur kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung 

mengalami perubahan, yakni U1J No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok 

Kekuasaan Kehakiman berubah menjadi UU No. 4 Tahun 2004, dan UU No. 

14 Tahun 1985 tentang Mahkarnah Agung berubah menjadi UU No. 5 Tahun 

2004. 

Di dalarn Pasal 11 ayat (2) hurub b UU No. 4 Tahun 2004 jo Pasal3 1 

ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 ditegaskan Mahkamah Agung mempunyai 

wewenang menguji peratural perundang-undangan di bawah undang-undang. 

Adapun alasarl Mahkamah Agung menyatakan tidak s w y a  suatu peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang ada 2 (dua) macarn: (1) 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau 

(2) pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Kemudian 

dalam Pasal 3 1 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2004 ditegaskan bahwa peraturan 

55 Ibid. 



perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tidak mempunyai kekuatan 

mengikat.56 

Menurut Bagir Manan sesuai dengan sifat hak menguji yang tidak 

berlaku surut (non retroaktia, maka "menyatakan tidak sah" mengandung arti, 

ketentuan tersebilt tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku sejak 

dinyatakan tidak sah. Segala akibat hukum, dan hak, serta kewajiban hukum 

yang sudah dibuai atau terjadi sebelum suatu ketentuan dinyatakan tidak sah, 

tetap bcrlaku dan wajib dilak~anakan.~~ 

Secara teknis pengertian "menyatakan tidak sah" berbeda dengan 

"menyatakan batal". Menyatakan batal (van rechtswege nietig, null and void), 

mengandung makna ketentuan tersebut dianggap tidak pernah ada. Segala 

akibat hukum yang timbul harus dianggap tidak pernah ada, dan semua 

keadaan harus dipulihkan pada keadaan  emul la.^" 

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Pcraturan Perundang-undangan, salah aatu jenis peraturan 

dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Daerah dan 

kekuatan hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan 

hirarkinya. Artinya, Peraturan Daerah telah resmi meniadi salah satu peraturan 

56~a lam ha1 Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu 
beralasan, karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Undang- 
Undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, Mahkamah Agung 
mengabulkan permohonan keberatan tersebut. Mahkamah Agung dalam putusannya 
menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut 
sebagai tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang 
bersangkutan segera pencabutannya. Lihat Pasal 6 Peraturau MA RI No. 1 Tahun 2004 
tentang Hak Uji Materiil. 

57 Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004, FH 
UII Press, Yogyakarta, 2007, Hlm. 129. 

58~bid., Hlm. 129- 130. 



perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, Peraturan Daerah dan 

produk-produk legislasi daerah lainnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dari hukum nasional secara keseluruhan. Jika dilihat dari sisi pandang 

kesisteman, maka produk legislasi daerah ini adalah salah satu bagian dari 

sistem hukum nasional, khususnya pada sub-sistem peraturan perundang- 

undangan atau substansi hukum. 59 

Mengingat kedudukannya tersebut, penyusunan atau pembentukan 

Peraturan Daerah tunduk kepada aiuran-aturan dar~ proses-prosedur yang 

ditetapkan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan pada 

nmuinnya. Di samping itu, pengembangannya hams tetap berjalan di atas 

prinsip-prinsip dasar pengembangan hukurn nasional pada umumnya, seperti 

pricsip dasar negara konstitusi dan negara hukun, prinsip kerakyatan, 

kesejahteraan, kesatuan, dan seterusnya, serta mengikuti asas-aszs 

pembentukan peraturan perundang-ur~dangan yang baik.60 

Apabila dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Agung tersebut di 

atas, maka pengujian terhadap Perda secara tegas menjadi kompetensi 

Mahkamah Agung, akan tetapi pengujian oleh Mahkamah Agung tidak 

sampai pada keputusan membatalkan, tetapi hanyaa menyatakan tidak sah 

karena Peraturan Daerah tersebut bertentangan deng& Undang-Undang atau 

peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. 

59 Abdul Bari Azed, "Harmonisasi Legislasi Pusat dan Daerah Melalui Penguatan 
Peran dan Fungsi DPRD di Bidang Legislasi", dalarn Tim Penyusun Buku Hakirn Konstitusi, 
Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia Jejak Langkah dan 
Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi Prof HAS. Natabaya, SH, LL.M., Sekretariat Jenderal 
dan Kepaniteraan Mahkarnah Konstitusi, Jakarta, 2008, Hlrn. 363. 

60 Ibid. 



Mengikutsertakan Mahkamah Agung melaksanakan pengawasan 

represif atas Perda mengandung segi-segi positif. Pertama, membatasi 

wewenang pejabat administrasi negara yang lebih tinggi tingkatannya, untuk 

mencampuri pelaksanaan Lvewenang, tugas dan tanggungjawab pemerintah 

daerah yang lebih rendah. Kedua, putusan dianbil alih sebuah badan netral 

yzng tidak mungkin mempunyai kepentingan atas pembatalan atau penolakan 

pembatalan suatu keputusan Pemerintah Daerah atau salah satu alat 

kelengkapan pemerintahan daerah. Ketiga, pertimbangan-pertimbangan 

sebagai dasar putusan semata-mata berdasarkan pertimbangan hukum yang 

lebih menjamin obyektifitas isi suatu putusan.6' 

Dibalik segi-segi positif tersebut, memberikan wewenang kepada 

Mahkamah Agung untuk melakukan pengujizn secara materiil juga 

mengandung beberapa k e l ~ m a h a n . ~ ~  Pertczma, waktu yang dibutuhkan 

mungkin lama. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2004 tentang 

Hak Uji Materiil tidak memberikan kepastian waktu kapan permohonan 

keberatan akan diperiksa dan berapa lama putusan akan dikeluarkan. Hal 

tersebu! berbeda dengan proses pengujian di Mahkamah Konstitusi, karena 

Pasal 34 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MaEdcamah Konstitusi telah 

mengatur secara jelas kapan sidaiig pertama dimulai, yakni paling lambat 14 

hari setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. 

Kedua, sifat putusan MA. Di dalam Pasal 6 Peraturan MA RI NO. 1 

Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ditegaskan bahwa apabila Mahkamah 

6' Bagir Manan, Hubungan ... Op.Cit., Hlm. 185. 
62 Ibid., Hlm. 186. 



Agung mengabulkan permohonan keberatan, Mahkarnah Agung dalam 

putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan peraturan 

perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah 

dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang 

bersangkutan segera pencabutar~ya. Ketentuan ini menimbulkan berbagai 

masalah: 

a) Mengurangi arti kepastian hukum putusan MA. Sebab dapat timbul 
periafsiran bahwa karena belwn dicabut, Perda yang bersangkutan tetap 
berlaku. 

b) Dapat terjadi konflik antara (putusan) MA dengan Pemerintah Daerah 
;rang bersangkutan, seandainya pencabutan tidak dilaksanakan 
(d i l ak~kan) .~~  

Ketiga, dasar putusan MA terbatas. Dasar putusan MA dalam 

melakukan pengawasan represif melalui wewenang menguji peraturan 

perundang-undangan tingkat daerah (juga peraturan perundang-undangan lain) 

lebih sempit dari dasar yang diberikan pada pejabat administrasi negara. 

Menurut UU No. 4 Tahun 2004 jo UU No. 5 Tahun 2004 pengujian hanya 

dilakukan atas dasar "bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi tingkatannya". Secara "harfiah" tidak ada tempat bagi MA 

untuk menguji kalau Perda bertentangan dengan konvensi yang bersifat 

nasional, hukum pada umumnya dan kepentingan 

63 Passtl 8 ayat (2) Peraturan MA RI No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil 
menegaskan bahwa dalam ha1 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan MA tersebut dikirim 
kepada Badan atau pejabat Tata UsahaNegara yang mengeluarkan peraturan perundang- 
undangan tersebut ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, 
demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan 
hukum. 

Bagir Manan, Hubungan ... Op. Cit., Hlm. 187. 



Setelah adanya amandemen Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 yang 

menegaskan bahwa Mahkamah Agung benvenang menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, 

seharusnya pengujian Perda tidak lagi dilakukan Pemerintah Pusat tetapi 

sudah bergeser menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Dengan demikian 

dapat disimpulkan pengaturan pembatalan Perda oleh Pemerintah menurut UU 

No. 32 Tahun 2004 bertentangan dengan Fasal 24A UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, serta tidak sinkron dengan UU No. 4 Tahun 2004 jo 

UU No. 5 Tahun 2004. 

Perbedaan pengujian produk hukum daerah antara Mahkamah Agung 

dengan Pemerintah dapat dilihat pada tabel 1 1 di bawah ini. 

Tabel 11 

Pengujian Produk Hukum Daerah oleh MA dan pemerintah6' 

65 Yance Arizona, "Disparitas Pengujian Peraturan Daerah: Suatu Tinjauan 
Normatif", Desember 2007, www.legalitas.org. diakses 29 April 2008., Hlm. 1 1-12. 

No. 

1 .  
2. 

3. 

I 4. Sifat kewenangan Pasif ' menunggu Aktif ' melak;::: 
lembaga yang datangnya permohonan dari pengawasan, evaluasi 

melakukan review pemohon terhadap seluruh produk 
hukum daerah 
dikeluarkan. 

Kategori 

Jenis review 
Bentuk review 

Lembaga yang 
melakukan review 

Mahkamah Agung 

Judicial review 
Permohonan keberatan 

Mahkamah Agung 

Pemerintah 

Executive review 
1. Pengawasan preventif 

terhadap Raperda 
APBD, pajak dan 
retribusi daerah, serta 
tata ruang. 

2. Pengawasan represif 
terhadap Perda 

Departemen Dalam Negeri 
dibantu oleh: 
a. Departemen Keuangan 
b. Departemen PU 
c. Departemen Hukum dan 

HAM 



Bagaimana kalau Perda yang tertentangan dengan kepentingan 

umum? Belum pernah ada kesepakatan hukum atau ilmiah mengenai 

pengei-tian dan lingkup kepentingan m u m .  Pengertian dan lingkup 

kepentingan m u m  banyak ditemukan dalam berbagai peraturan perundang- 

undangan yang mengatur tentang pertanahan. Akan tetapi, untuk kepentingan 

5. 

6 .  

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Kapasitas lembaga 

Dasar hukum 
kewenangan 

penguj ian 

Standar pengujian 

Lama wakP~ review 

Waktu eksekusi 

Bentuk hukum 
pembatalan 

Upayahukum 

Menyelesaikan sengketa 
peraturan perundang- 
undangan yang timbul di 
bawah undang-undang 
terhadap undang-undang 
a. Pasal 24A ayat (1) UUD 

1945 
b. Pasal 1 1 ayat (2) huruf b 

UU No. 412004 
c. Pasal 31 ayat (1) sampai 

ayat (5) UU No. 512004 
d. PERMA No. 112004 

a. bertentangan dengan per- 
aturan perundarlg-undang- 
an yang lebih tinggi 

b. pembentukannya tidak me- 
menuhi ketentuan yang 
berlaku 

Permohonan keberatan 
diajukan ke MA paling 
lambat 180 hari sejak 
ditetapkannya peraturan 
perundang-undangan 

Paling lama 90 (sembilan 
puluh ) hari setelah putusan 
Yang mengabulkan 
permohoan keberatan Perda, 
Perda hams dicabut oleh 
DPRD bersama Kepala 
Daerah 

Putusan Mahkamah Agung 

Tidak dapat diajukan. 
peninjauan kembali 

Dalam rangka pengawasan 
dan pembinaan 

a. Pasal 114 ayat (1) 
sampai ayat (4) UU No. 
2211 999 

b. Pasal 145 ayat (I), ayat 
(2), ayat (3), dan ayat 
(4) jo Pasal 136 ayat (4) 
jo Pasal 218 ayat (1) 
huruf b UU No. 3212004 

a. bertentangan dengan 
peraturan perundang- 
undangan Bang lebih 
tinggi 

b. bertentangan dengan 
kepentingan umum 

a. Perda disampaikan 
kepada pemerintah 
paiing lama 7 (tujuh) 
hari setelah ditetapkan. 

b. Bila Perda dibatalkan, 
maka Perpres pemba- 
talan harus sudah 
ditetapkan paling lama 
60 (enampuluh) hari 
sejak diterimanya 
Perda. 

Paling lama 7 (tujuh) hari 
setelah ditetapkannya 
pembatalan Perda, kepala 
daerah harus menghentikan 
pelaksanaan Perda, 
selanjutnya DPRD bersama 
Kepala Daerah mencabut 
Perda tersebut. 
Peraturan Presiden 

Mengajukan keberatan 
kepada Mahkamah Agung 



pengawasan produk hukum daerah Pemerintah tidak memberikan rarnbu- 

rambu yang tegas apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Di dalam 

Penjelasan Pasal 136 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa yang 

dimaksud dengan "bertentangan dengan kepentingan umum" dalam ketentuan 

ini adalah kebijakan yang berakibat tei-ganggunya kerukunan antar warga 

masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya 

ketentramanketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. 

Menurut Pasal 1 Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1973 tentang 

Pedoman-pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda- 

Benda yang Ada di Atasnya, menyebutkan yang dimaksud dengan 

kepentingan urnum adalah: suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum apabila kegiatan tersebut 

inenyangkut kepentingan Bangsa dan Negara, d d a t a u  kepentingm 

masyarakat luas danlzitau kepentiilgan rakyat banyaklbersama d d a t a u  

kepentingan pembangunan. Menurut Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan 

selumh lapisan masyarakat, yakni kegiatan pembarlgunannya dilakukan dan 

dimiliki oleh Pemerintah serta tidak digunakan mencari keuntungan, 

Menurut Pasal 1, angka 5 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan 

sebagian besar lapisan masyarakat. Menurut Pasal 5 Peraturan Presiden No. 



65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 

2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 

Kepentingan U m m ,  dinyatakan bahwa pembangunan untuk kepentingan 

umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang 

selanjutnya dimiliki atau &an dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah, meliputi: a. Jalan umum dan jalan tol, re1 kereta api (di atas tanah, di 

ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minudair bersih, 

saluran pembuangan air dan sanitas; b. Waduk, bendungan, bendungan irigasi, 

dan bangman pengairan lainnya; c. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta 

api dan terminal; d. Fasilitas keselamatan m u m ,  seperti tanggul 

penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana; e. Tempat 

pembuarlgan sampah; f. Cagar alam d m  cagar budaya; g. Pe~nbangkit 

transmisi, distribusi tenaga listrik. 

Menurut Bagir Manan, ada beberapa ukuran yang dapat dipergunakan 

untuk menentukan kepentingan umum. Pertama; dibutuhkan orang banyak. 

Kedua; setiap orang dapat menikrnati dan memperoleh manfaat tanpa ada 

pembatasan karena kondisi individual seseorang. Ketiga; harus dalam m g k a  

kescjahtcraq umum baik dalam arti materiil maupuh spiritual.66 

Menurut Maria S.W. Soemardjono, konsep kepentingan umum selain 

hams memenuhi Vperuntukannya" juga harus dapat dirasakan 

"kemanfaatannya" (socially profrlable atau for public use, atau actual use by 

the public). Dan agar unsur kemanfaatan itu dapat dipenuhi, artinya dapat 

66 Bagir Manan, Menyongsong.. . , Op. Cit., Hlm. 14 1. 



dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan danlatau secara langsung, untuk 

penentuan suatu kegiatan seyogianya melalui penelitian t e q ~ a d u . ~ ~  

Menurut Burger (et.al), tidak terdapat perbedaan pokok antara 

"bertentangan de~gan  undang-undang" dan "bertentangan dengan kepentingan 

umum". Bertentangan dengan undang-undang, secara umum menunjukkan 

sifat lebih objektif dan lebih eksak. Sedangkan pembatalan atas dasar 

"bertentangan dengan kepentingan umum", sifat subyektif (subyektivitas) 

memainkan peran lebih b e ~ a r . ~ ~  Menurut H.D. Van Wijk, Undang-Undang 

hams dilihat sebagai fiksasi (fucatie) kepentingan  mum.^' 

Kalau Perda bertentangan dengan kepentingan umum, maka salah satu 

landasan yang dapat dipergunakan adalah dasar-dasar atau asas atau nilai yang 

menjadi dasar bennasyarakat dan bernegara, atau kebijakan-kebijakail negara, 

dan drsar-dasar keadilan yang urnurn. Dalam kategori ini, Perda tidak boleh 

bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara, bertentangan dengm 

kebijakan nasional sepsrti diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 22 Tahun 

1999, kesusilaan, nilai-nilai keadilan, dan berbagai bentuk kemaslahatan atau 

yang berguna untuk umum. Perkataan "umum" tidak sekedar diartikan dengan 

orang banyak, melainkan dan terutams dalain aei kesempatan bagi 

masyarakat memperoleh manfaat seluas-luasnya tanpa syarat-syarat yang 

terlalu memberatkan. Jadi, ada beberapa ukuran yang dapat dipergunakan 

untuk menentukan kepentingan umum. Pertarna, dibutuhkan orang banyak. 

67 Lihat dalam Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam 
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 69. 

Bagir Manan, Hubungan ..., Op.Cit., Hlm. 189. 
69 Ibid. 



Kedua, setiap orang dapat menikmati dan memperoleh manfaat tanpa ada 

pembatasan karena kondisi individual seseorang. Ketiga, hams dalam rangka 

kesejahteraan umum baik dalam arti materiil maupun spiritual.70 

Di Belanda, pengertian "bertentangan dengan kepentingan umum" 

dikembangkan dalam yurisprudensi. Berdasarkan yurisprudensi, 

"bertentangan dengan kepentingan umum", termasuk bertentangan dengan 

peratwan perulldang-undangan di luar undang-undang (wet). Tetapi 

penafsiran di atas menurut keadaan sebelum 1983. Sejak 1983, rurnusan 

Grondwet tidak lagi mempergunakan istilah "bertentangan dengan undang- 

undang" tetapi "bertentangan dengan hukum". Perubahan ini, tentu akan 

mengubah pula pengertian "bertentangan dengan kepentingan umum" yang 

selama ini be r l ak~ .~ '  

Penjelasan Pasal 136 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan 

bahwa yang dimdcsud dengan "bertentangan dengan kepentingan umum" 

ada!ah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga 

masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya 

ketentramanketertiban urnum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. 

Penegasan ini masih sangat abstrak sehingga 'dalarn pelaksanaannya 

Pemerintah memiliki riang yang sangat leluasa untuk menafsirkannya. 

Bagaimana kalau Perda bertentangan dengan hal-ha1 dasar yang 

bukan kaidah hukum, seperti Pancasila, asas-asas umum pemerintahan yang 

layak, asas-asas hukum? Dimanakah hams diletakkan kalau Perda 

'O Bagir Manan, Menyongsong ..., Loc.Cit., Hlm. 140-14 1. 
" Bagir Manan Hubungan ..., Op.Cit., Hlm. 189-190. 



bertentangan der~gan hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, kebiasaan 

ketatanegaraan atau yurisprudensi. 

Untuk memecahkan persoalan di atas, menurut Bagir Manan perlu ada 

semacam pengelompokkan yang dapat dijadikan pegangan untuk 

melaksanakan pengawasan represif atas dasar bertentangan dengan hukum 

dan kepentingan umum. Pengelompokan tersebut adalah: 

(1) Bertentangan dengan hukum, akan mencakup: 
(a) Bertentangan dengan semua peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi tingkatannya; 
(b) Bertentangan dengan Hukum Adat yang hidup dan diakui; 
O Bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang lahir dari 

yurisprudensi; 
(d) Bertentangan dengan kaidah-kaidah kebiasaan ketatanegaraan yang 

berlaku umum. 
(2) Bertentangan dengan kepentingan umum akan mencakup: 

(a) Bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalarn 
Pembukaan UUD 1945 (di luar Dasar Negara); 

(b) Bertentangan dengan Pancasila sebagai Dasar Negara; 
O Bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku; 
(d) Bertentangan dengan asas-zsas umum pemerintahan yang layak; 
(e) Bertentangan dengan asas-asas umum peratuan perundang-undangan 

yang baik; 
(f) Bertentangan dengan kebijaksanaan umum pemerintahan yang lebih 

atas tingkatannya; 
(g) Bertentangan dengan keputusan-keputusan pemerintah tingkat lebih 

atas yang tidak tergolong sebagai peraturan perundang-undangan; 
(h) Bertentangan dengan kepentingan dan menimbulkan kerugian pada 

Daerah lain. 72 

Pembatalan karena bertentangan dengan . - kepentingan umum 

mempunyai sifat yang lain. Setiap keputusan berhubung dengan luasnya 

perkembangan pengertian pembatalan ini dapat dibatalkan apabila keputusan 

itu merugikan suatu kepentingan, yang ditinjau dari segi tepat-guna 

72 Ibid., Hlm. 190. 



(doelmatigheid) dinilai lebih tinggi dari pada kepentingan yang termaksud 

dalam keputusan  it^.^^ 

Menurut ~ ~ ~ e n h e i m , ~ ~  dalam pembatalan karena bertentangan dengan 

kepentingan umum, harus melihat suatu sarana hukum yang harus 

dipergunakan untck mencapai lebih dari satu tujuan, yakni untuk 

pemeliharaan hukum yang tidak tertulis dalam undang-undang dan untuk 

melindungi kepentingan-kepentingan yang ditilik dari segi "doelmatigheid" 

yang murni hams dinilai lebih tinggi dari pada kepentingan yang dibina oleh 

peraturan atau keputusan yang dibatalkan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan telah 

dilakukannya arnandemen UUD 1945 yang memberikan wewenang kepada 

Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-ui~dzng terhadap undang-undang (Pasal24A ayat (I), maka pengujian 

produk hukum daerah seharusnya hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

Adapun pembatalan produk hukum daerah yang bertentaiigan dengan 

kepentingan urnum dapat dilakukan oleh Pemerintah. 

Oleh karena lahii-nya UU No. 22 Tahun 1999 sebelum dilakukannya 

arnandemen UUD 1945, maka pengaturan pengawashn (pembatalan) produk 

hukum daerah yang dilakukan oleh Pemerintah masih dapat dibenarkan 

karena memang belum ads ketegasan di dalam UUD 1 9 4 5 . ~ ~  Akan tetapi 

l3 Ibid., Hlm. 56. 
74 Ibid., Hlm. 58. 
" Meskipun Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan 

Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sudah mengatur kewenangan 
Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang. 



setelah adanya amandemen UUD 1945 yang secara tegas mengatur 

kewenangan Mahkarnah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan 

di bawah undang-undang terhadap undang-undang, seharusnya kewenangan 

pengujian produk hukum daerah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32 

Tahun 2004 disesuaikan dengal ketentuan dalam UUD 1945. 

UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004 mengatur 

pengawasan produk hukum daerah secara sama, yakni dilakukan oleh 

Pemerintah dan Mahkamah Agung. Sementara itu, UU No. 4 Tahun 2004 jo 

UU No. 5 Tahun 2004 juga membuka pintu pengujian peraturan perundang- 

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang melalui 

Mahkamah Agung. Sebagaimana terlihat dalam praktek di lapangan, di satu 

sisi Pemerintah (eksekutif) membatalkan produk hukum daerah (Lihat Tabel 1 

di atas), pada sisi yang lain Mahkamah Agung juga menerima permohonan 

judicial review sejumlah produk hukum daerah baik yang dimohonkan oleh 

kelompok masyarakat, LSM, kelompok pengusaha, anggota partai politik 

maupun perseorangan (Lihat Tabel 8, 9, dan 10). Bagaimana seandainya 

keputusan Pemerintah dan Mahkamah Agung berbeda dalam melakukan 

pengujian terhadap produk hukurn daerah? Keputbsan siapa yang harus 

ditaati? Dapatkah produk hukum daerah yang sudah dibatalkan Pemerintah 

dimajukan ke Mahkamah Agung untuk dilakukan pengujian secara materiil? 

Hal tersebut akan menimbulkan masalah karena dianutnya dualisme model 

pengawasan terhadap produk hukurn daerah, yakni oleh Pemerintah dan 



Mahkamah Agung. Untuk itu, hams ada ketegasan lembaga mana yang tepat 

untuk melakukan pengawasan terhadap produk hukum daerah. 

3. Permasalahan ketiga yang diteliti mengenai implementasi pembatalan 

produk hukum daerah oleh Pemerintah selama tahun 2002-2006 apakah 

telah sesuai decgan Vndang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Perhatian Pemerintah terhadap Perda sejalan dengan rekomendasi 

pelbagai pihak. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalarn 

rekomendasinya mengemukakan 5 (lima) permasalahan pokok yang dihadapi 

dunia usaha di Indonesia yaitu: a) perpajakan, b) kepastian dan per~egakan 

hukum, c) ketenagakerjaan, d) infrastruktur fisik, d m  e) otonomi daerah. 

Dalarn permasalahan otonomi daerah, ha1 yang paling disorot adalah 

inengenai Pcrda - khususnya Perda yang mengatur tentang pungutan daerah 

(paja!!, retribusi, dan bermacam bentuk pungutan daerah). Demikian juga 

JETRO (Japan External Trade Organization) menyampaikan permasalahan 

investasi di Indonesia yang diformulakan sebagai 3L dan 11 yaitu: law, 

labour, local dan investment policy; yang juga terkait lokal di antaranya 

menyangkut soal ~ e r d a . ~ ~  

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah sering dituding kalangan 

pengusaha dan investor potensial sebagai biang keladi ekonomi biaya tinggi 

yang berujung pada tidak kompetitifnya iklim usaha di ~ndonesia dan 

rendahnya investasi baru. Sejumlah produk hukum daerah yang dikeluarkan 

76 P. Agung Pambudhi, "Peraturan Daerah dan Hambatan Investasi", dalam Jurnal 
Jentera, Edisi 14 - tahun IV, Oktober-Desember 2006, Hh. 33. 



oleh Pemerintah Daerah selama berlangsungnya otonomi daerah, dinilai 

kalangan bisnis memberatkan dunia usaha dan tidak berpihak pada iklim 

investasi. Kebijakan berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak pro 

bisnis dimggap sebagai alasan mengapa investor enggan berinvestasi di 

daerah tersebut. 77 

Tudingan itu tidak sepenuhnya salah mengingat rendahnya laju 

pertumbuhan investasi di masa-masa awal pelaksanaan desentralisasi yang 

kebetulan bersamaan dengan masa berakhirnya krisis ekonomi. Tudingan itu 

diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa pada masa-masa tersebut banyak 

muncul Peraturan Daerah (Perda) yang "aneh-aneh" d m  jelas-jelas 

bertentangan dengan prinsip daya saing perekonomian.7e 

Dari data yang tersaji pada tabel 1 di atas menunjukkzn bahwa selama 

kurun waktu 2002 sld 2006 bagian terbesar dari 554 produk hukum daerah 

yang dibatalkan berkaitan dengan pungutan daerah, yakni 64 Perda Pajak 

Daerah dan 461 Perda Retribusi Daerah. Dari sejurnlah Perda Pajak Daera! 

dan Retribusi Daerah yang dibatalkan tersebut mengandung kelemahan- 

kelemahan, seperti kriteria penyusunan pajak daerah dan retribusi daerah yang 

tidak memperhatikan batasan-batasm sebuah Perda dajak daerah dan retribusi 

daerah, yang menjadi kendala tersendiri bagi iklim investasi. Dengan 

banyaknya pungutan berupa pajak daerah dan retribusi daerah akan 

menyebabkan ekonomi biaya tinggi, biaya marginal produksi akan mahal, 

karena besarnya pungutan tadi akan diperhitungkan pengusaha sebagai biaya 

77 Bambang PS Brodjonegoro, "Menciptakan Perekonomian Daerah yang 
Kompetitif ', Kompas, 1 April 2006. 

78 Ibid. 



produksi, output produk yang ditawarkan ke pasar harganya &an mahal 

dibandingkan dengan produk sejenis, sehingga produk tersebut tidak memiliki 

daya saing yang baik di pasar.79 

Keberadaan Perda-Perda seperti itulah yang menjadi justifikasi bahwa 

desentralisasi seolah-olah tidak bermanfaat atau bahkan mengganggu upaya 

pemulihan perekonomian nasional yang memang tidak mudah. 

Banyak Pemerintah Daerah yang membuat Peraturan Daerah berupa 

pajak daerah, padahal yang dijadikan objek pajak bukanlah kewenangan 

Pemerintah Daerah. Misalnya, beberapa daerah membuat Peraturan Daerah 

tentang pajak produksi hasil bumi yang tidak diatur dalam UU No. 34 tahun 

2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Urusan ini sengaja memang 

tidak dilimpahkan sebagai kewenangan daerah karena jika dikenakm pajak 

aka11 menghambat ltegiatan ekspor impor. Bila dimasukkan sebagai 

kewenangm daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang berujung 

komoditas hasil bumi dari Indonesia ti&& kompetitif untuk ekspor. Di 

samping itu, ada juga beberapa pajak daerah yang mengatur tentang 

pengenaan pajak yang mana objek pajak tersebut merupakan objek pajak 

Pusat, seperti pada sektor perkehulan dan m m u f ~ ~ a n g  sebelumnya sudah 

tennasuk dalarn objek PBB sektor perkebunan dan PPN. Akan terjadi double 

tax jika Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah tersebut dibiarkan akan sangat 

tidak diinginkan dunia usaha manapun. 

Dari data produk hukum daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam 

Negeri sejak 2002 s/d 2006 di atas persoalan yang paling banyak 



mendominasi adalah tidak adanya kejelasan standar pelayanan Pemerintah 

Daerah dalam Perda. Struktur tarif pungutan pajak atau retribusi daerah tidak 

diforrnulasikan secara jelas. Hal ini fatal karena menyangkut biaya yang harus 

dibayar subjek pungutan. Beberapa Perda yang dibatalkan dalam kriteria ini 

menyerahika.n pzngaturan tarif pada peraturan di bawah Perda yaitu peraturan 

atau keputusan kepala daerah. Secara substansial ha1 ini bertentangan dengan 

ketentuan dalam UU No. 34 Tahun 2000 dan PP No. 65 Tahun 2001 dan PP 

No. 66 Tahm 2001 yang mensyaratkan bahwa ha1 mengenai tarif harus jelss 

dideskripsikan dalam Perda. 

Persoalan lain yang berkaitan dengan pembatalan Perda adalah adanya 

pelanggaran filosofi prinsip pungutan, karena tidak ada jasa langsung yang 

diberikan Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan yang melakukall 

kegiatan usaha tersebut, padahal sebuah retribusi hams ada jasa langsung 

yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang menerbitkan. 

Misalnya pada 2002, Perda yang mengatur urusan ternak paling 

banyak dibatalkan karena bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

UU No. 34 Tahun 2000. Memberikan identitasBepemilikan ternak untuk 

mengetahui perkembangadpopulasi ternak di daerah maupun ijin pengeluaran 

hewan ternak tidak layak dikenakan retribusi sebab merupakan urusan umum 

pemerintahan seharusnya dapat dibiayai dari penerimaan umum. Pemungutan 

retribusi seharusnya dikenakan pada saat pemeriksaan kesehatan hewan ternak 

di laboratorium atau klinik hewan bukan pada saat hewan dikeluarkan dari 

P. Agung Pambudhi, "Peraturan Daerah ..., Op.Cif., Hlm. 43. 



daerah, karena akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang bertentangan 

dengan kebijakan nasional. 

Pada 2003, Perda yang mengatur tentang hasil hutan paling banyak 

dibatalkan karena bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 

Tahun 2000, UU No. 41 Tallun 1999 tentang Kehutanan dan PI? No. 34 Tahun 

2002 tentag Tata Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan 

Hutan. Kegiatan pungutan atas ijin pemanfaatan hasil hutan kayu telah 

dikenakan pungutan Pusat antara lain PSDH, PBB, PPN. Pengenaan pungutan 

terhadap kegiatan peredaran kayu bulat, kayu gergajian dan kayu olahan tidak 

seharusnya dikenakan retribusi sebab tidak ada jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerzh kepada pribadilbadan yang melakukan 

kegiatan dinlaksud, dan retribusi peredaran kayu tumpang tindih dengan objek 

pungutan Pusst. Di sampirig itu, pungutan daerah terhadap peredaran hasil 

hutan akan merintangi arus perdagangan antar daerah dan eksport/impor serta 

berdarnpak pada ekonomi biaya tinggi. 

Pada 2004, Perda yang mengatur urusan ketenagakerjaan merupakan 

produk hukum daerah yang paling banyak dibatalkah, karena bertentangan 

dengan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, UU No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah. Rekomendasi dokumen keimigrasian di bidang ketenagakerjaan dan 

penerbitan Ijin Kerja Tenaga Asing merupakan kewenangan pemerintah dan 



atas Tenaga Kerja Asing telah dikenakan pungutan Pusat antara lain PNBP. 

Di samping itu, pemberian kartu pencari kerja, wajib lapor, sertifikasi dan 

akreditasi lembaga latihan kerja, ijin kerja lembur, kerja malam wanita, ijin 

penyimpngan waktu kerja bagi tenaga kerja, pendaftaran perjanjian kerjsl dan 

permohonan PI-IK, pengesahan PKWT, peraturan perusahaan dan buku akte 

pengawasan ketenagakerjaan tidak layak dikenakan pungutan. 

Selain urusan ketenagakerjaan, urusan ijin industri dan perdagangan 

yang diatur dalam 20 Perda juga dibatalkan karena bertentangan dengan UU 

No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, UU No. 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 

34 Tahun 2000, PP No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri, PP No. 

25 Th. 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 

Sebagai Daerah Otonom dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 

Menurut Serbagai peraturan tersebut, waktu ijin usaha industri dan 

perdagangan seharusnya berlaku selama usaha industri masih menjalarkan 

usahanya, sehingga tidak boleh dibatasi waktunya. 

Pada 2005, produk hukurn daerah yang banyak dibatalkan mengatur 

urusan perikanan karena bertentangan dengan UU 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 

Tahun 2000, UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN BJ dan PP BM sebagaimana 

telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2000, PP No. 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah, PP No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan. Menurut 

beberapa peraturan tersebut, ijin usaha perikanan berlaku selama perusahaan 



melakukan kegiatan usaha perikanan dan pengenaan pungutan terhadap 

pengusahaan perikanan ditetapkan berdasarkan tarif per Groos Tonage (GT) 

dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis kapal yang dipergunakan bukan 

berdasarkan besarnya modal yang diinvestasikan terhadap usaha perikanan. 

Pengenaan retribusi ijin usaha pembudidayaan ikan didasarkan atas sarana 

pembudidayaan ikan per meter2/tahun duplikasi dengan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). Disamping itu, pengenaan tarif terhadap surat keterangan 

membawa ikan menyebabkan biaya ekonomi tinggi dan menghambat lalu 

lintas jasa dan barang antar daerah. 

Selain urusan perikanan, produk hukum daerah yang juga banyak 

dibatalkan adalah yang rnengatur urusan hutan dan perkebunan, dibatalkan 

karena bertentangan dengan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanm, UU 

No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 34 Tah~m 2000, PP No. 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah, serta PP No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan 

Penggunaan Kawasan Hutan. Menurut beberapa peraturan tersebut, retribusi 

perijinan dan pengaturan pengelolaan hasil hutan d& atau ikutannya tidak 

terrnasuk dalarn golongan retribusi yang ditetapkan, penerbitan ijin 

pemanfaatan hasil hutan lindung adalah kewenangan pemerintah pusat. 

Terhadap hasil hutan yang diperoleh dari hutan negara telah dikenakan provisi 

sumber daya hutan (PSDH). Pungutan atau pemeriksaan mutu hasil 

perkebunan adalah bersifat pajak bukan retribusi jasa umum serta pemerintah 



dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan 

ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barailg dan 

jasa antar daerah dan kegiatan eksport/impor. Disamping itu, tidak ada jasa 

yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memberi manfaat khusus bagi 

orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi. 

Urusan lain yang juga banyak dibatalkan adalah urusan ijin usaha, 

perusahaan dan pertambangan, karena bertentangan dengan UU 18 Tahun 

1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

UU No. 34 Tahun 2000, UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara 

Bukan Pajak, PP No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Indclstri, PP No 22 

Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran dan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak dan PP No. 66 TAun 2001 tentang Retribusi Dasrah. Menumt beberapa 

peraturzn tersebut, ijin usaha industri berlaku selama perusallaan industri yang 

bersangkutan beroperasi sehingga pengenaan retribusi terhadap perpanjangan 

ijin usaha industri tidak dapat diberlakukan. Kegiatan usaha di sektor 

pertambangan umum telah dikenakan iuran tetapllandrent dan iuran eksplorasi 

dan eksploitasilroyalty sehingga tidak seharusnya dikenakan lagi pungutan. 

Dan pengambilan bahan galiaii Golongan A serta 'Golongan B merupakan 

kewenangan Pemerintah Pusat. 

Pada 2006, produk hukum daerah yang paling banyak dibatalkan 

mengatur tentang urusan dispensasi jalan dan angkutan jalan, karena 

bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 1992 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan 



PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Penggunaan 

jalan oleh umum hams sesuai dengan kelas jalan dan setiap kendaraan 

berrnotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukkannya, 

memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan 

yang dilalui. Disamping itu, sistem pembiayaan prasarana jalan sudah 

dilakukan pungutan kepada pengguna jalan melalui Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

Penerapan pajak dan retribusi daerah atas lalu lintas perdagangan 

dalam negeri selain membebani biaya sehingga tidak kompetitif, juga 

mengindikasikan telah terjadinya diaintegrasi wilayah Indonesia dari aspek 

perekonomian. 

Impiikasi dari banyaknya Peraturan Daerah yang mengatur tentang 

pajak daerah dan retribusi daerah adalah ekonomi biaya tinggi. Selain 

menghambat usaha bisnis di daerah, juga menyebabkan birokrasi di daerah 

menjadi panjang yang mznyebabkm ongkos produksi me~ljadi tinggi yang 

berujung pada daya saing. 

Selain pelbagai pungutan pajak dan retribusi daerah, perusahaan di 

pelbagai kabupatenkota di Indonesia juga dibebani sbmbangan yang bersifat 

wajib dengan nama Perda yang beragam: "sumbangan pihak ketiga" (SPK), 

"sumbangan wajib kepada Pemda", dan lain-lain. Meskipun sumbangan 

semestinya bersifat sukarela, namun pada kenyataannya Perda kategori ini 

tidak berbeda dengan pajak karena adanya struktur tarif sumbangan dan sanksi 



apabila tidak membayar ~ u m b a n ~ a n . ~ '  Pada tahun 2004 ada 12 Perda yang 

mengatur sumbangan pihak ketiga kepada Pemda yang dibatalkan oleh 

Pemerintah, dan pada tahun 2005 ada 4 Perda yang dibatalkan. 

Apabila dilihat dari karakteristik produk hukum daerah yang 

dibatalkan tersebut, terdapat dua kategori besar perrnasalahan yang terjadi. 

Kategori pertama, adalah Perda-Perda sebenarnya merupakan pelaksanaan 

dari undang-undang mengenai pajak dan retribusi daerah, tetapi Perda-Perda 

tersebut memberikan penafsiran yang salah terhadap UU tersebut. 82 Dari data 

produk hukum daerah yang dibatalkan yang tersaji di atas, dapat diketahui 

bahwa yang paling sering tidak ditaati oleh Pemerintah Daerah dalam 

mengatur pajak daerah adalah mengatur objek pajak yang bukan 

wewenangnya seperti yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000. Sedangkan 

Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi daerah, adalah tidak 

dipenuhinya kriteria yang hams dipenuhi yaitu ketentuan bahwa retribusi 

hams memberikan jasa langsung kepada pihak yang dikenai retribusi. 

Kategori kedua, adalah Perda-perda yang memang dibuat untuk 

menciptakan pajak atau retribusi baru yang tidak ada dalam UU yang berlaku. 

Kategori ini dampaknya lebih besar daripada kategoh pertama dan akhirnya 

memicu reaksi publik bahwa otonomi daerah dan desentralisasi hanya 

menciptakan raja-raja kecil yang sibuk memungut dari pemsahaan yang 

berlokasi di daerahnya. Dari ketegori ini, muncullah jenis pungutan, seperti 

sumbangan wajib, pajak ekspor (retribusi terhadap hasil bumi daerah yang 

- 

'' Ibid., Hlm. 44 
Bambang PS Brodjonegoro, "Menciptakan ..., Loc.Cit. 



dijual ke laur daerah), pajak komoditas daerah tertentu dan bertentangan 

dengan UU pajak nasional), serta retribusi tenaga kerja.83 

Para pengusaha daerah dan investor potensial serentak mengeluhkan 

keberadaan Perda-Perda semacarn ini. Mereka sebenamya tidak mengeluhkan 

besamya jumlah yang hams dibayar, tetapi lebih kepada ketidakpastian 

mengenai besamya jumlah yang haiis dibayar dan kerumitan administrasi 

yang ditimbulkan oleh begitu banyaknya jerlis pungutaa $an pajak. Dari sisi 

Pemerintah Daerah, keberadaan Perda-Perda tersebut tanpa mereka sadari 

telah menurunkan daya saing perekonomian l ~ k a l . * ~  

Menurut Fzisal Basri, munculnya permasalahan di daerah berkaitan 

dengan banyaknya Perda yang dipandang 'bermasalah', boleh jadi disebabkan 

oleh lemahnya kerangka pengaturan di dalam implementasinya. 

Bagaimanapun, otonomi membutuhkan jangkar pengamm untuk menjamin 

terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang efektif bagi 

kemakrnuran rakyat sebesar-besarnya secara ke~e lwuha r . .~~  

Lebih lanjut Faisal Basri menyatakan, ekses dalam bentuk berlomba- 

lomba meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlepas dari 

format otcnomi daerah yang berat sebelah. UU No.'22 Tahun 1999 nyata- 

nyata memberikan kewenangan (otoritas) yang sangat luas kepada 

pemerintah kabupatenlkota dan provinsi. Sebaliknya, UU No. 25 Tahun 1999 

- 
83 Ibid. 
84 Ibid. 

Efektivitas pemerintahan antara lain diukur dari kemampuannya memenuhi 
pelayanan masyarakat dan mendorong pendayagunaan seluruh potensi sumber daya secara 
optimal bagi kesejahteraan rakyat. Lihat dalam Faisal H. Basri, "Prospek Investasi Di Era 
Otonomi Daerah", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22-No.5 - Tahun 2003, Hlm. 7. 



tidak memberikan kewenangan sama sekali bagi daerah untuk menarik pajak- 

pajak yang selama ini sepenuhnya ditarik oleh Pemerintah Pusat. Di sinilah 

masalahnya. UU No. 25 Tahun 1999 cenderung hanya lebih menguntungkan 

daerah yang kaya surnber daya alam.86 

Hal senada juga disampaikan oleh Bambang PS Brodjonegoro, 

pennasalahan utama dalam kaitan ini adalah sangat terbatasnya sumber- 

sumber penerimaan pajak yang diserahkan ke daerah (lernahnya local taxing 

power) dan masih dikuasainya sumber pajak besar oleh Pemerintah Pusat. 

Ketiadaan grand design yang jelas bisa dianggap sebagai penyebab 

munculnya ketidakpuasan daerah seperti dalam kasus PAD ini. Apabila ada 

grand design yang tegas mengatakan bahwa desentralisasi di Indonesia lebih 

ditekankan pada desentralisasi pengeluaran dan otonomi daerah dalam 

mengelola anggaran dengan dana perimbangan sebagai sumber 

pembiayaannya, kemungkinan tidak akan banyak protes dari Pemerintah 

Daerah. Kebanyakan Pemerintah Daerah beranggapan bahwa desentralisasi 

fiskal berarti desentralisasi di sisi pengeluaran dan penerimaan. Dengan kata 

lain, Pemerintah Pusat juga hams mengalihkan sebagian kewenangan 

perpajakannya kepada Peinerintah Daerah. ~etidakjelasan ini akhirnya 

mendorong sebagian Pemerintah Daerah untuk berupaya sendiri menarnbah 

PADnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 

34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi ~ a e r a h . ' ~  

86 Ibid. 
'' Bambang PS Brodjonegoro, Desentralisasi Sebagai Kebijakan Fundamental 

Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional dun Mengurangi Kesenjangan 
Antardaerah Di Indonesia, Pidato pada upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap dalam 



Pajak-pajak daerah provinsi dan kabupatenfkota tergolong pajak-pajak 

yang penerimaannya relatif kecil dibandingkan dengan pajak-pajak yang 

ditarik Pemerintah Pusat, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, 

dan pajak bumi bangunan. Menurut UU No. 34 Tahun 2000, Pemerintah 

Provinsi mempunyai empat jenis pajak daerah, sedangkan Pemerintak 

KabupatedKota mempunyai tujuh jenis pajak. Namun, total penerimaan 

pajak-pajak itu menyumbang kurang dari 1 G  persen total penerimaan APBD. 

Dengan dominasi dana perimbangan (dana alokasi umum, bagi hasil, 

dana alokasi khusus) dalam APBD, praktis kebanyakan daerah di Indonesia 

menggantungkan nasibnya pada besarnya alokasi dana perimbangan yang 

diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tersebut. Dalam 

kondisi keuangan negara yang masih berat, muncul permasalahan baru dalam 

APBD, yaitu kurangnya dana APBD sendiri sebagai akibat keterbaiasan dana 

perimbangan. 

Kondisi ini akhirnya memaksa banyak daerah, yang tidak terlalu 

berupaya melak=&an efisiensi, mencari sumber penerimaan melalui "inovasi" 

dalarn PAD yang bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2 0 0 0 . ~ ~  

Menurut Faisal Basri, terlalu naif untllk mengatakan bahwa 

otonomilah yang menjadi biang keladi dari memburuknya iklim investasi. 

Teramat banyak indikator yang menunjukkan bahwa penyumbang terbesar 

bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, I8 Maret 2006, Hlm. 
6. Lihat juga Tjip Ismail, Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Paradigma Pajak Daerah di 
Indonesia, Disertasi, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005. 
Dibukukan dengan judul Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta, 2008, 
Hlm. 190-1 94. 

88 Bambang PS Brodjonegoro, "Menci~takan.. . ,Loc. Cit. 



dari kemerosotan investasi di Indonesia pasca krisis adalah Pemerintah Pusat. 

Tidak sedikit kebijakan pemerintah yang justru mengganggu dunia usaha. 

Salah satu contohnya adalah peningkatan bea masuk untuk produk yang 

dihasilkan oleh industri hulu yang mematikan industri hilir. Contoh lain 

adaiah nierajalelanya penyelundupan sehingga mematikan industri l ~ k a l . ~ '  

Pungutan yang dikutip oleh instansi-instansi di Pusat masih terus 

berlangsung dan sangat boleh jadi jauh lebih besar daripada yang dipungut 

oleh daerah. Dalarn ha1 lamanya pengurusan berbagai macam ijin, instansi- 

instansi di Pusat juga cenderung lebih panjang ketimbang di daerah. Dengan 

demikiar,, pembenahan mendasar di Pusat akan memberikan kontribusi yang 

jauh lebih berarti bagi perbaikan iklim usaha dan investasi di tanah air. 

Menurut Agung Parnbudhi, akar persoalan dari pelbagai jenis 

kebernlasalahan Perda tersebut setidaknya bersumber pada beberapa ha1 

berikut: 1) substansi peraturan perundang-undangan di atas Perda; 2) proses 

penyusunan Perda; 3) kemauan politik kekuasaan daerah; 4) kapasitas sumber 

daya manusia (SDM); dan 5) pengawasan pemerintah dan civil society 

(masyarakat warga).'' 

Melalui. UU No. 34 Tahun 2000 (Pasal 2 afyat (4)) Daerah diberi 

keleluasaan untuk membuat pajak daerah lainnya sepanjang memenuhi 

kriteria: a) bersifat pajak. 'dan bukan retribusi; b) objek pajak terletak atau 

terdapat di wilayah Daerah KabupatenKota yang bersangkutan dan 

mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di 

89 Faisal H. Basri, Op.Cit., Hlm. 8 
90 P. Agung Pambudhi, "Peraturan Daerah ..., 0p.Cit.  Hlm. 44. 



wilayah Daerah KabupatenIKota yang bersangkutan; c) objek dan dasar 

pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; d) objek 

pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi danlatau objek pajak Pusat; e) 

potensinya memadai; f) tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; g) 

memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan h) menjaga 

kelestarian lingkungan. 

Sedangkan dalam ha1 retribusi, Pasal 18 ayat (4) UU No. 34 Tahun 

2000 memberikan kewenangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk 

mengatur jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam UU sesuai dengan 

kewenangan oton3minya. 

Atas dasar ketentuan tersebut, Pemeriritah Daerah membuat Perda 

pungutan-pungutan baru selain dafiar jenis pungutan yang diatur dalam UU. 

Meskipun legal, sayangnya Perda yang menentukan pungutan baru tersebut 

dalam beberzpa ha1 tidak mengindahkan prasyarat yang diatur UU untuk 

pembuatan suatu pungutan baru sebagaimana disebutkan di atas. Hasilnya, 

Perda pungutan-pungutan baru menonjukkan kecenderungan bermasalah. 

Menurut Tjip Ismail, pcmberian kewenangan kepada daerah untuk 

menetapkan sendiri jenis pajak daerah inelalui Perda tersebut tidak sesuai 

dengan sistem kedaulatan negara kesaluan sebagaimana diamanatkan oleh 

Pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dingan 

UU. Oleh karena itu UU No. 34 Tahun 2000 yang mengatur ha1 tersebut hams 

direvisi agar tidak mendelegasikan penetapan jenis pajak daerah kepada 
-- 

9' Tjip Ismail, Pengaturan ..., Loc. Cit., Hlm. 190. 



daerah karena akan dapat membahayakan negara kesatuan. Seharusnya jenis 

pajak daerah ditetapkan secara closed list oleh UU. Pendelegasian 

kewenangan kepada daerah untuk menetapkan pajak daerahnya sendiri akan 

menimbulkan kesewenangan daerah untuk menetapkan pajak daerahnya 

dengar, melanggar rambu-rambu kriteria pajak daerah yang telah dirumuskan 

dalam U U . ~ ~  

Dalarn ha1 pengawasan Perda, UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU 

No. 34 Tahun 2000 menerapkan sistem pengawasan represif. Sistem 

pengawasan represif ini membawa konsekuensi berlakunya Perda-Perda yang 

kemungkinan bertentarlgan dengan peraturan perundalg-undangan atau 

kepentingan umum, sebelum adanya pembatalan dari Pemerintah Pusat. Juga 

terbuka kemungkinan bahwa Pemerintah Daerah tidak mengirimkan Perda ke 

Pemerintah Pusat. 

Bahkan faktanya Ferda-Perda yang sudah terlanjur dilaksanakan di 

lapangan, pada prakteknya amat sulit untuk dibatalkan oleh Pemerictah 

Daerah karena beberapa alasan mulai alas& politis, teknis, maupun terkait 

anggaran yang sudah ditetapkan. Meskipm demikian, sistem pengawasan 

represif ini mempercepat Pemerintah Daerah untuk menjalankan kebijakannya 

sendiri tanpa hams m e m g g u  persetujuan ~emerintah Pusat apabila 

menggunakan sistem pengawasan preventif?3 

Kelemahan lain dari sistem pengawasan dalam UU No. 32 ~ a h u n  2004 

adalah lebarnya rentang kendali manajemen Pemerintah Pusat melakukan 

92 Ibid. 
93 P. Agung Pambudhi, "Peraturan Daerah.. ., Op.Cit., Hlm. 47. 



pengawasan represif terhadap seluruh Perda Provinsi dan Kabupateaota  

yang amat berat karena banyaknya jumlah daerah. Akibatnya Pemerintah 

mengalami kesulitan untuk pengawasan yang antara lain bisa berupa evaluasi 

Perda, koordinasi dengan Pemda, penetapan SK Pembatalan dalam waktu satu 

bulan yang tersedia. Implikasinya, sangat mungkin ada Perda yang belum 

sempat dievaluasi dalam rentang waktu tersebut. Selain persoalan dalam 

sistem pengawasan represif tersebut, ada kelemahan Perilerintah dalam 

memastikan apakah keputusan Pemerintah atas pembatalan Perda diikuti oleh 

Pernerintah Daerah atau tidak.94 

Sejak tahun 2001 sampai saat ini monitoring implementasi tersebut 

tidak ada. Konsekuensinya ada beberapa Perda yang telah dibatalkan 

Pemerintah masih tetap berlak~ sampai saat ini. Kondisi tersebut menciptakan 

ketidakpastian bagi subjek pungutan dazrah. 

Persoalan lainnya adalah lemahnya sosialisasi pembatalan Perda ke 

deerah-daerah lain di Indonesia. Yang dilakukan Pemerintah terbatas pada 

pemberitahuan pembatalan tersebut kepada Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan. Akibatnya selama ini masih bermunculan terus Perda-Perda 

baru dari berbagai daerah yang mempunyai subsjansi sama dengan Perda- 

Perda yang telah dibatalkan oleh ~emerintah.~' 

Agung Pambudhi mengusulkan, dalam ha1 penyusunan Perda, perlu 

menerapkan RIA (Regulatory Impact Assestment) yang prinsipnya adalah 

menimbang manfaat (benefit) dan biaya (cost) yang akan ditimbulkan sebelum 

94 Ibid. 
95 Ibid., Hlm. 50. 



nlenerbitkan Perda. Benefit and cost analysis tersebut tidak hanya diterapkan 

untuk membuat suatu Perda baru, narnun juga bisa diterapkan untuk evaluasi 

Perda yang sudah efektif berjalan?6 

Dalam proses RIA, pelibatan stakeholder utarna Perda merupakan 

prasyarat penting, sehingga dengan RIA, pendekatan partisipatoris juga 

sekaligus diterapkan. Melalui RIA itu juga, dzipat disinergikan dengan upaya 

peningkatan kapasitas SDM penyusunan Perda, baik dalam ha1 penguasaan 

substansi hal-ha1 yang diatur dalam Perda maupun dalam aspek teknis 

kemampuan legal d r ~ j l i n ~ . ~ '  

Salah satu upaya untuk mehjjaga agar produk hukum daerah tztap 

berada dalam kesatum sistem hukum nasional adalah dipegangnya prinsip 

bahwa penyelenggaraan pemerintaha~ daerah dalarn melaksanakan tugas, 

wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya dalam menetapkan kebijakan 

daerah sepanjang menyangkut bidang pemerintahan yang menjadi urusan 

rumah tangga Daerah, yang dirumuslan dalam Peraturan Daerah, Peraturm 

Kepala Daerah, darl ketentuan daerah lainnya adalah didasarkan atas peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Di samping itu, ada beberapa ha1 yang 

patut dicatat dalam kaitan upaya harrnonisasi produk h u k u ~  Pusat dan 

Daerah, antara lain, yakni:98 

1. Pengaturail substansi hukum di Daerah hams dapat memperkuat sendi- 
sendi negara berdasarkan konstitusi dan negara hukum, sendi kerakyatan 
(demokrasi), dan sendi kesejahteraan sosial, dan berdasarkan pada asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; 

- - - -- 

96 Ibid., Hlm. 5 1-52. 
97 Ibid. 
98 Abdul Bari Azed, "Harmonisasi ...", Op.Cit., Hlm. 364-366. 



2. Pengaturan substansi produk legislasi Daerah hams diupayakan 
sedemikian rupa agar tetap berada di dalam bingkai Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Kondisi-kondisi kekhususan atau keistimewaan 
daerah, keberadaan dan penerapan hukum agama dan hukum adat, serta 
kearifan lokal yang akan lebih memperkaya sistem hukum nasiona1,harus 
mendapat tempat yang wajar dalam pengembangan hukum di daerah. 

3 .  Dari segi pembuatannya, kedudukan Peraturan Daerah, baik Perda 
Provinsi maupun KabupatenfKota, dapat dilihat setara dengar, Undang- 
Undang, dalam arti semata-mata merclpzikan produk hukum lembaga 
legislatif. Nanun, dari segi isinya, sudah seharusnya kedudukan peraturan 
yang rnengatur materi dalarn ruang lingkuy wilayah berlaku yang lebih 
sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibanding dengan 
peraturan dengan ruang lingkup wilayah pemberlakuan yang lebih luas. 
Dengan demikian, Undang-undang lebih tinggi kedudukannya daripada 
Percia (Provinsi/Kabupaten/Kota). Karena itu, sesuai prinsip hirarki 
peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi. 

4. Pengembangan dar~ pemberdayaan kelembagaan hukum, termasuk badan 
legislatif Daerah, mutlak dilakukan sesuai dengan tugas dan h g s i  yang 
menjadi tanggungjawabnya sepanjang yang menyangkut pngaturan bidang 
pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah, dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip manajemen pada umurnnya guna 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Untuk 
bidang legislasi koordinasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting 
untuk ditingkatkan; 

5. Pemberdayaan legislasi daerah tidak akan efektif j ika tidak disertai dengan 
upaya pengembangan budaya hukurn atau peningkatan kesadaran hukurn 
masyardcat. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya 

pembatalan Perda setelah dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tidak ada 

satupun yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden, semuanya masih 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.. Dari hasil penelitian 

ditemukan sebanyak 554 prodilk hukurn daerah yang telah dibatalkan 

keputusan pembatalar~nya tidak ada yang tepat waktu dari yang ditentukan 

oleh UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 34 Tahun 2000 ( 1 bulan sejak 

diterimanya Perda) maupun UU No. 32 Tahun 2004 (paling lama 60 hari sejak 



diterimanya Perda). Hal itu berarti implementasi pembatalan produk hukum 

daerah sejak 2002-2004 dari segi waktu pembatalannya bertentangan dengan 

UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 34 Tahun 2000. Dan sejak 2004-2006 

penetapan pembatalan produk hukum daerah juga bertentangan dengan UU 

No. 32 Tahun 2004 karena masih ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri dan dari segi waktu pembatalannya bertentangan dengan UU 

No. 32 Tahun 2004. 

Oleh karena pembatalan produk hukum daerah juga masih ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, praktis tidak akan pernah ada 

Kepala Daerah yang dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung 

karena menurut ketentuan Pasal 145 ayat (6) UU No. 32 Tahur~ 2004 yang 

diuji secara materiil oleh Mahkamah Agung adalah Peraiuran Presiden. Dari 

pengaturan tentang pengawasan produk hukum daerah di atas secara jelas 

menunjukkan bahwa Pemerintah (eksekutif) tidak konsisten dengan Undang- 

Undang yang telah dibentilk (UU No. 32 Tahun 2004). Hal ini menegaskan 

bahwa Pemerintah kurang serius menyiapkan desain otonomi daerah, 

sehingga bmyak menimbulkan kekacauan baik dalam dataran normatif 

maupun implementasinya. 

Alat uji (dasar hukum) yang dipergunakan untuk menilai produk 

hukurn daerah bertentangan .atau tidak dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi sebagian besar masih menggunakan Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri yang 

dikeluarkan pada masa Pemerintahan Orde Baru. Adapun Undang-Undang 



yang dipergunakan untuk menilai: (a) UU No. 11 Tahun 1967 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan; (b) UU No. 13 Tahun 1980 

tentang Jalan; (c) UU No. 13 Tahun 1982 tentang Wajib Dafiar Perusahaan; 

(d) UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 

dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; (e) UU No. 5 T a b  1984 tentang 

Perindustrian; (f) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Kcnservasi Sumber Daya 

AlamHayati dan Ekosistemnya; (g) UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutail Jalm; (h) UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; (i) 

UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; (j) UU No. 10 Tahun 1995 

tentacg Kepabeanan; (k)UU No. 1 1 Tahun 1995 tentang ~ u k a i ; ~ ~  (1) UU No. 

13 'Tahun 1995 tentang Izin Usahs Industri; (m) UU No. 20 Tahun 1997 

tentang Penerimaan Negai-a Bukan Pajak. Peraturan Pemerintah yang 

dipergunakan untuk mcnilai: (a) PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan 

Jalan; (b) PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; (c) 

PP No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi; (d) PP No. 4 

Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian da;l 

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; (e) PP No. 13 Tahun 1995 tentang Izin 

Usaha Industri; (f) PP No. 22 Tahun 1997 tentang ' Jenis dan Penyetoran 

Penerimaan Negara Bukan Pajak; (g) PP No. 15 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas PP No. 36 Tahun 1997 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha 

99 Telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 1 1  
Tahun 1995 tentang Cukai. Pada 14 April 2009 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa 
Pasal 66A ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No.  1 1  Tahun 1995 
tentang Cukai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang semua provinsi 
penghasil tembakau tidak dimasukkan sebagai provinsi yang berhak memperoleh cukai hasil 
tembakau. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 54/PUU-VIl2008. 



Asing dalam Bidang Perdagangan; (11) PP No. 69 Tahun 2001 tentang 

Kepe l ab~han . ' ~~  Keputusan Presiden yang dijadikan dasar untuk menilai 

Perda yakni, (a) Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1994 tentang Pedoman 

Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha; (b) Keputusan 

Presiden No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman 

Beralkohol; (c) Keputusan Presiden No. 21 Tahua 2001 tentang Penyediaan 

dan Pelayanan Pelumas. Keputusan Menteri yang digunakan untuk menilai 

yakni Keputusan Menteri Perindustrian No. 289lMPPlKepl 101200 1 tentang 

Ketentuan Standar Pemberian swat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 

Meskipun UU, PP, Keppres dan Kepnlen tersebut di atas masih 

dinyatakan berlaku tetapi belum disesuaikan dengan Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah pasca Orde BWJ yang bernafaskan otonomi seluas- 

luasnya, sehingga tidak tepat lagi dijadikan dasar hukum untuk membatalkan. 

Dapatkah Perda dibatalkan karena alasan bertentangan dengan Keputusan 

Presiden dan Keputusan Menteri? 

Ketika UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 

menyatakan bah~va seluruh urusan pemerintahan kecuali yang telah ditentukan 

menjadi urusan Pemerintah Pusat (politik luar negeri, pertahana~, keamanan, 

yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama) menjadi kewenangan daerah, 

maka seharusnya semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan 

Pada Agustus 2004 Mahkarnah Agung telah rnengabulkan perrnohonan uji 
rnateriil PP No. 6 9  Tahun 2001 tentang Kepelabuhan yang dirnohonkan oleh Forurn Deklarasi 
Balikpapan (Asosiasi Kepala Daerah yang rnerniliki pelabuhan) karena PP tersebut dipandang 
bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 1999. Lihat dalarn Ni'rnatul Huda, Otonomi ..., 
Op.Cit., Hlrn. 148. Lihat juga Kompas 1 1  Agustus 2004. 



menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang Pemerintahan ~aerah.' ' '  

Untuk itu, harus dikaji kembali apakah peraturan perundang-undangan 

tersebut di atas masih relevan untuk dijadikan alat uji terhadap produk hukum 

daerah. 

Pengawasan terhadap bentuk-bentuk peraturan sebagai produk 

eksekutif atau executive acts sangat perlu diawasi baik prose pembentukannya 

maupun pelaksanaamya dalam praktik. Pengawasan itu penting agar tidak 

menimbulkan ketidakadilan ataupun menimbulkan ketidakharmonisan antar 

norma hukum yang pada gilirannya dapat pula menimbulkan ketidakpastian 

hukum dan ketidakadilan hukum. 

Pemerintah juga pernah menggunakan dasar hukurn Pasal 31 UUD 

1945 untuk menguji Peraturan Daerah Kota Medan No. 12 Tahun 2002 

tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dan Kursus 

Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat 

(DIKLUSEMAS). Padahal lembaga yang berwenang menguji peraturan 

perundang-undangan terhadap W D  1945 hanyalah Mahkamah Konstitusi. 

Hal ini menampakkan bahwa Pemerintah (eksekutif) dalam membatalkan 

produk hukum daerah sangat tidak konsisten d e n g k .  atilran yang berlaku 

bahkan sudah memasuki kompetensi lembaga negara yang lain. 

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan 

implementasi hubungan pengawasan produk hukum daerah antara Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah pasca Orde Baru sangat kacau. Kekacauan secara 

normatif terlihat: Pertama, adanya inkonsistensi antara ketentuan Pasal 145 

lo' Lihat penegasan Pasal237 UU No. 32 Tahun 2004 beserta Penjelasannya. 



UU No. 32 Tahun 2004 dengan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1345 jo UU No. 4 

Tahun 2004 jo UU No. 5 Tahun 2004. Kedua, inkonsistensi antara ketentuan 

Pasal 185 jo Pasal 186 dengan Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004. Ketiga, 

inkonsistensi antara UU No. 34 Tahun 2000 jo PP No. 65 Tahun 2001 jo PP 

No. 66 Tahun 2001 dengan UU No. 32 Tahun 2004. Keempat, inkonsistensi 

antara ketentuan PP No. 79 Tahuri 2005 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No. 53 Tahun 2907 dengan UU No. 32 Tahun 2004. 

Dalam implementasinya juga menimbulkan masalah kareca: pertamt~, 

tidak ada produk hukum daerah yang dibatalkan dengan Peraturan Presiden. 

Kedua, batas waktu pembaraiannya semuanyz sudah kadaluarsa dari waktu 

yang ditentukan oleh UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 

2004. Ketiga, alat uji (dasar hukum) yang dipakai untuk menilai produk 

hukum daerah adalah peraturan perundang-undangan yang sebagian besar 

diproduk pada masa Orde Baru dan sudah tidak cocok dengan semangat 

otonomi daerah, dan bahkan menggunakan UUD 1945, Keputusan Presiden 

dan Keputusan Menteri untuk menguji Perda. 

C. Upaya-upaya Pemerintah Memantau Perda . 

Ketika terjadi 'booming' Perda pada permulaan pelaksanaan otonomi 

daerah yang didasarkan pada kewenangan Daerah menurut UU No. 22 Tahun 

! 999 dan UU No. ' 25 Tahun 1999, kemudian disusul dengan UU No. 34 

Tahun 2000, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

(DJPKPD) telah melakukan tindakan proaktif yaitu meminta kepada 



Gubernur, Walikota, dan Bupati seluruh Indonesia agar mengirimkan 

Perdanya kepada DJPKPD. Hal ini dinyatakan di dalam Surat Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah atas nama Menteri 

Keuangan Nomor: S-37lMK.71200 1 tertanggal4 Desember 200 1. 

Setelah diterbitkannya surat tersebut, memang terlihat daerah-daerah 

mulai mengirimkan Perdanya kepada DJPKPD, walaupun ada juga 

pemerintah dserah yang sudah mengirimkan Perdanya sebelum diterbitkannya 

surat dimaksud. Berdasarkan pemantauan, selama kurun waktu Agustus 2001 

sampai Januari 2003 terdapat 9 (sembilan) provinsi dan 83 KabupatedKota 

yang telah menyampaikan Perda dengan jumlah masing-masing adalah 27 

Perda Provinsi dan 861 Perda KabupatedKota. Provinsi dan kabupatenlkota 

yang tidak mengirimkan atau menyampaikan Perdanya secara langsung adalah 

21 dari 30 jumlah Provinsi seluruh Indonesia dan 287 dari 370 jumlah 

kabupaten/kota seluruh Iridonesia atau persentase masing-masing adalah 70% 

dan 77,6%. Data tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran daerah baik 

Provinsi maupun KabupatenKota untuk memenuhi amanat UU berkaitan 

dengan kewajiban mengirim atau menyampaikan Perdanya kepada Menteri 

Keuangan masih relatif rendah.'02 

Usaha untuk memperoleh Perda juga dilakukan melalui surat 

permintaan Perda secara tersendiri yang dikirimkan langsung kepada 

BupatiIWalikota yang bersangkutan. Surat permintaan ini dilakukan 

sehubungan dengan adanya keluhan dari dunia usaha yang diwakili oleh 

102 Tjip Ismail, "Kebijakan Pengawasan Atas Perda Pajak dan Retribusi Daerah 
Dalam Menunjang Iklim Investasi Yang Kondusif", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22-No.5 - 
Tahun 2003, Hlm.30. 
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asosiasi atau dari lembaga tertentu tentang terbitnya Perda yang kelayakannya 

masih perlu dipertanyakan. Selain itu, sebagai bagian dari usaha komprehensif 

guna memperoleh Perda juga telah dilakukan pengumpulan Perda langsung 

ke lapangan. 

Guna mengantisipasi kemungkinan terbitnya Ferda yang di kemudian 

hari ternyata bermasaiah karena bertentangan dengan kepentingan urnuni 

dadatau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan 

merasa perlu untuk melakukan pemantauan secara lebih dini. Pemantauan 

dilakukan dengan cara mencari informasi tentang ha1 tersebut dari sejak masih 

dalam bentuk Rancangan Perda melalui jajaran Departemen Keuangan di 

daerah. Hal itu direalisasikan melalui penerbitan Instruksi Menteri Keuangan 

Nomor 2lIMW2002 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur 

Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah untuk melakukan pemantauan 

terhadap Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 

diperkirakan bertentangan dengan kepzntingan urnum dadatau peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan menyampaikan hasil informasi 

tersebut kepada Menteri Keilangan dengar, iembusan Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Instruksi Menteri Keuangan 

tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Anggaran dengan 

menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-401N2002 yang ditujukan kepada para 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran di seluruh Indonesia 

untuk lebih proaktif melakukan pemantauan terhadap Rancangan Perda 



tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan menyarnpaikan informasi 

kepada Direktur Jenderal Anggaran apabila Rancangan Perda tersebut 

diperkirakan bertentangan dengan kepentingan urnum danlatau peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi.'03 

Secara regular, tim Departemen Keuangan melakukan pengkajian 

Perda tentang Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah. Kegiatan pengkajian ini 

dilakukan oleh Tim Pengkajian Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 

Rertibusi Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 

263/KMK.07/2002 tertanggal 4 Juni 2002 tentang Pembentukan Tim 

Pengkajian Peraturan Daerah tentang P2ja.k Daerah dan Rertibusi Daerah 

sebagai Bahan Pertimbangan Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam 

Negeri, dengan tugas sebagai berikut: 

1. Melakukan pengkajiai~ atas Peraturiii Daerah tentang Pajak Daerah dan 
Rertibusi Daerah; 

2. Mempersiapkan pertimbangan Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam 
Negeri berdasarkan hasil pengkajian Perda dimaksud; 

3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Menteri Keuangan.Io4 

Keanggotaan Tim Pengkajian ini meliputi para aparat baik di 

lingkungan maupun di luar lingkungan Departemen Quangan. Para aparat 

dalam lingkungan Departemen Keuangan meliputi Biro fiukum dan Humas; 

Direktorat Pendapatan Daerah; Girektorat Peraturan Perpajakan; Direktorat 

Jenderal Pajak; Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai; 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan Direktorat Jenderal Lembaga 

Keuangan. Sementara itu, aparat dari luar Departemen Keuangan meliputi 

'03 Ibid., Hlm. 3 1. 
'04 Ibid 

310 



Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber 

Daya Mineral; Biro Hukum dan Organisasi; Sekretariat Jenderal Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan; Biro Hukum dan Ortala; Sekretariat Jenderal 

Departemen Pertanian; Biro Perencanaan dan Keuangan; Sekretariat Jenderal 

Departemen Kehutanan; Biro Hukum dan KSLN; Sekretariat Jenderal 

Departemen Perhubungan; serta Biro Kauangan, Sekretariat Jenderal 

Departemen Kelautan dan Perikanan. 

Namun demikian, mengingat luasnya ca-kilpan Perda yang dibahas, 

dalam pelaksanaan kegiatan pengkajian Perda juga dilibatkan instansi-instmsi 

lain di luar instansi-instansi tersebut di atas yaitu Departemen Tenaga Kerja; 

Kementrian Pariwisata dan Kebudayaan; Departemen Kesehatan; serta Badan 

Pertanahan Nasional (BPN).'" 

Rekomendasi Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri 

berkaitan dengan adanya sejumlah Perda yang dipandang berrnasalah, adalah: 

(1) Tumpang tindih dengan pajak pusat; (2) Pungutan retribusi yang tidak 

sesuai dengan prinsip retribusi; (3) Menimbulkan duplikasi dengan pungutan 

daerah; (4) Menghambat arus lalu lintas barang; (5) Bsrakibat meningkatnya 

beban subsidi pemei-intah. Rekoaendasi Menteri' Keuangan tersebut 

disampaikan dalam surat rekomendasi Menteri Keuangan berikut ini. 

'OS Ibid. 



Tabel 12 

Surat-surat Rekomendasi Pembatalan Perda 

oleh Menteri Keuangan RI s/d April 2005'06 

106 Tjip Ismail, Pengaturan ..., Op.Cit., Hlm. 124-125. 

Total 

6 8 

12 

40 

5 2 

1 

1 

33 

3 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15 

16. 

17. 

18. 

19. 

No. Surat 

S-486lMK.071200 1 

S-523lhK.071200 1 

S-70lMK.0712002 

S-26/Mk;.7/2002 

S-006lMK.07/2003 

S- 1 8 4 ~ . 7 / 2 0 0 3  

S-0 1 8lMK.0712003 

S-025lMK.712003 

Tanggal 

2 Nov.200 1 

12 Des 200 1 

14 Mar 2002 

18 Des 2002 

17 Jan 2003 

20 Mei 2003 

30 Jun 2003 

29 Agt 2003 

S-0 1 !/MK.7/2004 

S-0 15lMK.712004 

S-023lMK.712004 

S-024lMK.7/2004 

S-026lMK.712004 

S-028lMK.712004 

S-029/MK.7/2004 

S-030lMK.712004 

S-0 11MK. 1012004 

S-02lMK. 1012004 

Jumlah Perda 

Pajak ! Retribusi 

4 ! 64 

2 ! 10 

2 ! 38 

7 ! 45 

1 ! 0  

1 ! 0  

G ! 33 

1 ! 2  

14 Apr 2004 

7 Jun 2004 

2 Sept 2004 

2 Sept 2004 

8 Sept 2004 

9 Sept 2004 

9 Sept 2004 

9 Sept 2004 

23 Nov 2004 

23 NOV 2004 

1 ! 0  

4 ! 42 

1 ! 0 

1 

46 

1 

1 ! 

0 ! 5  

0 ! :*I 

2 ! 9  

0 ! 17 
pp 

0 ! 5  

0 ! 3  

5 

3 



Praktek di lapangan menunjuidtan bahwa tidak semua Perda pajak 

daerah dan retribusi daerah yang direkomendasikan untuk dibatalkan oleh 

Departemen Keuangan ditindaklanjuti dengan pembatalan Perda oleh 

Departemen Dalam Negeri. Di sisi lain, terdapat beberapa Perda pajak daerah 

dan retribusi daerah yang tidak direkomendasikan dibatalkan oleh Departemen 

Keuangan (Perda yang dianggap tidak bermasalah) malah dibatalkan oleh 

Departemen Dalam ~ e ~ e r i . " ~  Hal itu menunjukkan kurangnya koordinasi 

antardepartemen dalam melaksanakan fungsi mengevaluasi Perda. 

Tidak tertibnya evaluasi Perda oleh Pemerirltah bermula dari tidak 

lengkapnya dan segeranya Perdz disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah setelah Perda disahkan di daerah. Tidak tertibnya 

pendokurnentasian Perda ini terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu:'Os 

a. Ketidaktahuan Pemerintah Daerah bahwa ada kewajiban mereka untuk 
menyerahkan Perda kepada Pemerintah Pusat. 

b. Keengganan Pemerintah Daerah menyerahkan Perda kepada Pemerintah 
Pusat karena tidak adanya sanksi bagi Daerah yang tidak 
menyerahkannya. 

20. 

2 1. 

22. 

23. 

107 Wawancara Yance Arizona dengan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Departemen Keuangan pada tanggal 7 Agustus 2007. Dikutip dari tulisan Yance Arizona, 
"Disparitas Pengujian Peraturan Daerah: Suatu Tinjauan Normatif'; Desember 2007, Hlm. 6, 
dalam www.leealitas.org. diakses 29 April 2008. 

'08 Ibid. 

S-002lMK. 1012004 

S-0 17lMK. 1012004 

S-0 18lMK. 1012004 

S-023lMK. 1012004 

32 

22 

18 

2 5 

408 

0 ! 32 

2 ! 20 

1 ! 17 

1 ! 24 

27 Jan 2005 

8 Mar 2005 

15 Mar 2005 

14 Apr 2005 

3 2 376 



c. Untuk menghindari sanksi berupa pembatalan Perda oleh Pemerintah 
Pusat karena bila Perda tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi oleh Pemerintah Pusat maka Perda 
tersebut akan dibatalkan. 

Di sisi lain, Pemerintah dalam melakukan pendokumentasian dan 

evaluasi Pei-da juga masih bermasalah, diantaranya: a) tidak adanya 

mekznisme yang sederhana dalam pengumpulan Perda, misalnya 

penyampaim Perda, status evaluasi Perda dan database Perda secara 

elektronik yang dapat diakses oleh banyak pihak; b) efisiensi waktu dalam 

melakukan evaluasi Perda, sehingga Perda yang telah disampaikan kepada 

Pemerintah dapat segera diketahui hasil evaluasinya oleh Pemerintah Daerah. 

Keterlambatan penyarnpaian hasil evaluasi Perda ini menunjukkan bahwa 

kompetensi Pemerintah d a l m  melakukan evaluasi Perda masih lemah.'Og 

Guna meningkatkan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap produk 

hukurll daerah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dadatau 

peraturan perundang-undangan, Tjip Ismail mengusulkan langkah-langkah 

untuk meningkatkan kinerja dalam mengevaluasi Perda sebagai berikut: ' lo 

1. Melibatkan instansi terkait lain yang sebelumnya tidak terlibat, untuk 
meningkatkan hasil kajian Perda yang komprehensif dan akurat yang 
secara substmsial telah dilandasi oleh berbagsii peraturan perundang- 
undangan yang terkait dengan Perda dimaksud. . . ' 

2. Melakukan kerjasama dengan lembaga donor untuk melakukail studi 
mengenai pembuatan sistem prosedur pengkajian Perda yang lebih akurat 
dan sistematis serta pembuatan Buku Manual yang dapat dipergunakan 
sebagai pedoman pengkajian Perda secara lebih akurat. Di samping itu 
perlu pula dibuat Buku Manual untuk Pemerintah Daerah dalam membuat 
Perda pajak dan retribusi daerah yang tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi. 

- - -  

I o 9  Ibid. 
'I0 Tjip Ismail, "Kebijakan ..., Op.Cit., Hlm. 32. 



3. Selain itu, dalam rangka memperkuat Pendapatan Asli Daerah sebagai 
sumber pembiayaan pembangunan bagi daerah perlu dilakukan revisi UU 
No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara 
lain memuat: 

a. Mekanisme pengiriman, monitoring, dan pembatalan Perda 
pungutan pajak dan retribusi daerah serta sanksi bagi Daerah dan 
Pusat bilamana tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengm 
ketentuan; 

b. Legitimasi instsnsi yang berwenang melakukan pembatalan Perda; 
c. Pengaturan tax sharing Pemerintah Pusat dan Daerah; 
d. Pembatasan kewenangan Daerah untuk membuat pungutan pajak 

dan retribusi yang merugikan iklim usaha dan stabilitas makro 
ekonomi. 

Menurut Moh. Mahfud, MD.,"' untuk menyelesaikan masalah 

banyaknya Perda yang dianggap bertentangan dengan landasan dan kerangka 

politik hukum nasional, ada tiga langkah yang dapat dilakukan, yakni: 

pertama, pembuatan Program Legislasi Daerah (Prolegda) melalui penelitian 

dan penyaringan Rancangan Perda secara ketat, kedua, pembentukan Desk 

Perda di Departemen Dalam Negeri yang ditugasi untuk meneliti dan 

menentukan 'nasib' setiap Perda dalam 60 hari sejak disampaikan ke Pusat, 

dan ketiga, pengajuan uji materi (judicial review) kepada MA oleh masyarakat 

atau warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atau menilai 

ada Perda yang isinya melampaui batas proporsional. 

Mengingat tugas Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah 

semakin berat, maka pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala 

Daerah dan Keputusan Kepala Daerah memerlukan perhatian yang serius. 

"' Moh. Mahfud MD., "Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum 
Nasional", makalah yang disampaikan pada Seminar Arah Pernbangunan Hukum Menurut 
UUD 1945 Hasil Amandemen, yang diselenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasional 
(BPHN) Departemen Hukum dan HAM tanggal 29-31 Mei 2006 di Mercure Accor Hotel, 
Jakarta. 



Proses harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsep ranczngan Perda 

merupakan ha1 yang harus ditempuh. Pengharmonisan adalah merupakan 

upaya untuk menyelaraskan sesuatu, dalam ha1 ini Perda sebagai salah satu 

jenis peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis dalam 

suatn hierarki maupun dengan asas peraturan perundang-undangan agar 

tergambar dengan jelas dalam pemikiran atau pengertian bahwa Perda 

merupakan bagian integral yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan 

perundang-undangan. Pengharmonisan dilakukan untuk menjaga keselmasan, 

kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem agar 

peraturan perundang-undangan berfu~gsi secara efektif. ' l 2  Di samping itu, 

pengharmonisan peraturan perundang-undangan sangat strategis fungsinya 

sebagai upaya preventif untuk menccgah adanya pembatalan oleh Pemerintah 

ztau pun diajukannya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan 

kepada Kekuasaan Kehakiman yang kompeten. Pengharmonisasian akan 

menjamin proses pembentukan rancangan Peraturan Daerah dilakukan secara 

taat asas demi kepastian hukum. Adapun aspek-aspek apa yang perlu 

diharmonisasikan, setidaknya ada dua aspek yaitu yang berkaitan dengan 

konsepsi matzri muatan dan teknik penyusunannya. . 

Menurut Abdul Bari Azed, potensi timbulilya ketidaktertiban dalam 

pembangunan hukum dan pembuatan produk legislasi di daerah perlu menjadi 

perhatian utama. Dalarn kaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah, ha1 ini 

dapat menimbulkan ketidakserasian atau disharmoni antara Peraturan Daerah 

112 A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi dan Sinkronisasi RUU Dalam Rangka 
Pemanfapan dan Pembulafan Konsepsi, makalah "Workshop Pemahaman UU No. 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Yogyakarta, Oktober 2005. 



dengan peraturan tingkat pusat, atau antara Peraturan Daerah yang satu 

dengan daerah yang lain. Di bidang hukum, seringkali ditemukan adanya 

suatu kondisi ketidakharmonisan atau ketidaksinkronan antara satu peraturan 

perundang-undangan dengan peraturan yang lain, baik yang sifatnya sederajat 

maupun yang di bawahnya. Ketidakharmonisan peraturan perundang- 

undangan tirnbul karena satu dan lain sebab, antara lain:ll3 

1. Kebijaksanaan-kebijaksanaan antar instansi Pemerintah Pusat yang saling 
bertentangan; 

2. Adanya perbedaan antara kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

3. Adanya rurnusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kurang 
tegas atau jelas dan mengunang perbedaan penafsiran; dan 

4. Adanya benturan antara wewenang instansi-instansi Pemerintah karena 
pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas. 

Pemerintah hams terus menerus melakukan supervisi kepada Daerah 

dan melakukan kerjasarna dengan berbagai pihak daiam bentuk pembekalan 

atau pendarnpingan kepada daerah dalarn pzmbentukan produk hukum daerah 

secara intensif, agar kesalahan dalarn pembuatan produk hukum daerah tidak 

terus menerus berulang. Demikian pula, Pemerintah hams konsisten 

melaksanakan berbagai peraturan yang sudah diamanatkan oleh UU 

Pemerintahan Daerah. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, negara kita memerlukan satu kesatuan 

sistem pengawasan administratif (executive review) yang terkoordinasikan di 

bawah satu kesatuan tanggungjawab kelembagaan. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu lembaga negara yang tersendiri yang berfungsi sebagai 

koordinator dan sekaligus menjadi pusat informasi hukum yang menyeluruh 

113 Abdul Bari Azed, "Harmonisasi ...", Loc.Cit., Hlm. 364. 



dan dapat diandalkan dalam rangka pcmbaruan, penataan, dan pembinaan 

sistem hukum Indoriesia yang dapat mengabdi kepada upaya pencapaian 

tujuan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sekiranya dapat 

dipertimbangkan, baik sekali untuk menggabungkan keberadaan Badan 

Peinbinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM dengall Komisi 

Hukum Nasional yang ads; sekarang, nlenjacii suatu komisi yang dapat diberi 

nama Komisi Hukum Indonesia (KHI). Dengan terbentuknya komisi ini,, 

Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Komisi hukum Nasional dilebur 

menjadi satu, dan terhadap Badan Legislasi DPR RI juga perlu diadzkan 

perubahan yang diperlukan. ' l 4  

Lebih lanjut Jimly mengatakan, Komisi Hukurn Indonesia ini 

diusulkan secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Presiden, tetapi dalam menjalankan tugasnya secara fungsional 

bertanggungjawab kepada DPR. Fungsi komisi ini diusulkan meliputi hngsi 

sebagai (i) pusat koordinasi informasi hukum, (ii) pusat koordinasi 

perancangan hukum, dan (iii) pusat koordinasi pemasyarakatan hukum. 

Lingkup tugasnya tidak hanya berkenaan dengan peraturan perundang- 

u~dangan tingkat pusat atau tingkat nasional saja, t6tapi juga peraturan- 

peraturan tingkat daerah, serta bertindak pula sebagai pusat koordinasi 

informasi tentang putusan-putusan pengadilan, dan keputusan-keputusan 

pejabat administrasi negara.'ls Dapat ditambahkan, Komisi ini juga dapat 

dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk memantau proses perencanaan, 

114 Jimly Asshiddiqie, Perihal ..., Op.Cit., Hlm. 279. 
'Is Ibid. 



pembentukan dan pelaksanaan produk hukurn daerah, serta bekerjasama 

dengan perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat setempat yang 

memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah menguraikan, mengkaji dan menganalisis hubungan pengawasan 

produk hukum daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pemerintah Pusat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan UUD 1945 mempunyai kewenangan untuk mengontrol unit-unit 

pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan dacrah kabupaten dan kota. Yang 

dikontrol adalah noma hukurn yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

melalui produk hukum daerahnya sepanjang untuk kepentingan nasional yang 

objektif 

2. Hubungan pengawasan produk hukum daerah antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia setelan Orde 

Baru (ketika berlakunya UU No. 22 Tahun 1999) dilakukan melalui 

pengawasan represif yang berupa pembatalan produk hukum daerah oleh 

C 
Menteri Dalam Negeri (executive review), dan penggjuan keberatan kepada 

Pemerintah (adainistratief beroep) dan mengajukan judicial review ke 

Mahkamah Agung. Ketika berlakunya UU No. 32 Tahun 2004, model 

pengawasan yang dilakukan Pemerintah ada empat macam. Pertama, 

pengawasan preventif dibedakan menjadi dua macam. (1) terhadap rancangan 

peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, d m  



RUTR sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh 

Menteri Dalarn Negeri untuk Raperda Provinsi, dan oleh Gubernur terhadap 

Raperda KabupatenIKota (executive preview). (2) pengesahan dari Menteri 

Dalarn Negeri atau Gubernur terhadap rancangan peraturan kepala daerah 

tentang APBD. Kedua, pengawasan represif yang be ru~a  pembatalan terhadap 

semua Perda oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden (executive review). 

Ketiga, pengawasan represif yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atau 
. . 

Gubernur berupa pembatalan (executive review) terhadap Raperda APBD dan 

peraturan G-clbernuriBupatilWalikota tentang penjabaran APBD yang 

ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota tanpa n~engindahkan hasil evaluasi 

dari Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan Gubernur untuk 

kabupatenlkota. Keempat, upava hukum judicial review terhadap Peraturan 

Presiden yang membatalkan produk hukum daerah ke Mahkamah Agung. . 

3. Menurut ketentuan UU Ncmor 10 Tabun 2004 Peraturan Daerah merupakan 

salah satu bentuk peratcran perundang-undangan yang resmi dengan hirarki di 

bawah undang-undang, maka sebagaimana ditentukan oleh Pasal24A ayat ( I )  

UUD 1945 pengujian terhadap Peraturan Daerah hanya dapat dilakukan oleh 

Mahkarnah Agung. Pernerintah Pusat (eksekutif)'sudah seiiarusnya tidak 

diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menilai dan membatalkan 

Peraturan Daerah sebagaimana diatur oleh UU No. 32 Tahun 2004 atas dasar 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Dengan demikian, pembatalan terhadap produk hukum daerah yang diatur 



dalam UU No. 32 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD Negara Republik 

Iildonesia Tahun 1945. 

4. Selama kurun waktu 2002-2006 ditemukan ada 554 produk hukum daerah 

yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri me!alui Keputusan Menteri 

Dalam Negeri, dengan perincian sebagai berikut. 

a. Ketika berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 ada 339 produk hukum daerah 

yang dibatalkan oleh Menteri Daiam Negeri melalui Keputusan Menteri 

Dalarn Negeri, yang terdiri dari 35 Perda pajak, 289 Perda Retribusi, 11 

Perda non pungutan, dan 4 Keputusxq Kepala Daerah. 

b. Ketika berlakunya UU No. 32 T ~ h u n  2004 ada 2 15 produk hukum daerah 

yang dibatalkan oleh Menteri Dalarn Negeri melalui Keputusan Menteri 

Dalarn Negeri, yang terdiri dari 29 Perda pajak, 172 Perda retribusi, 3 

Perda non pungutan, dan 11 Keputusan Kepala Daerah. 

Dari 554 produk hukum daerah yang dibatalkan tidak ada satu pun yang 

uraktu pembatalannya tepai waktu sebagaimana ditentukan oleh UU No. 22 

Tahun 1999 jo UU No. 34 Tahun 2000 (satu bulan sejak diterimanya Perda) 

dan UU No. 32 Tahun 2004 ( enam puluh harl szjak diterimanya Perda). 

5. Dari 21 5 produk hukum dazrah yang dibatalkan- pads. masa berlakunya UU 

No. 32 Tahun 2004 tidak ada satupun yang dibatalkan dengan Peraturan 

Presiden, semuanya menggunakan dasar hukum Keputusan Menteri Dalam 

Negeri. Padahal sejak lahimya UU No. 32 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 

2004, pembatalan produk hukum daerah hams dengan Peraturan Presiden. 

Implementasi pembatalan produk hukum daerah oleh Pemerintah Pusat belum 



sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

6. Alat uji (dasar hukum) yang dipergunakan untuk menilai produk hukum 

daerah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundmg-undangan yang 

lebih tinggi sebagian besar masih menggunakan Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri yang dikeluarkan 

pada masa Pemerintahan Orde Baru yang sentralistik, dan belunl disesuaikan 

dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah pasca Orde Baru yang 

bernafaskan otonomi seluas-luasnya, sehingga tidak tepat lagi dijadikan dasar 

hukum untuk membatalkan. Balkan Pemerintah juga nlenggunakan dasar 

hukum Pasal 3 1 UUD 1945 untuk menguji Peraturan Daerah. Hal itu tentu 

bukan kompetensi Pemerintah, tetapi kompetensi Mahkamah Konstitusi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, maka dapat 

disarankan sebagai berikut: 

1. Oleh karena UUD 1945 telah melimpahkan wewenang pengujian peraturan 

perdndmg-ondangan di bawah undang-undang .keiada Mahkamah Agung, 

maka sebaiknya pengawasan produk hukum daerah atas dasar alasan 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan hanya dilakukan oleh 

Mahkamah Agung. 



2. Pemerintah Pusat sebaiknya hanya melakukan pengujian terhadap produk 

hukum daerah atas dasar alasan bertentangan dengan kepentingan umurn 

dengan ruang lingkup yang jelas dan tegas. 

3. Pemerintah Pusat sebaiknya hanya melakukan pengawasm- preventif 

(executive preview) secara terbatas pada rancangan peraturan daerah yang 

mengatur pajak daerah, retribasi daerah, APBD, dan RUTR, serta 

memberikan pengesahan terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang 

APBD. 

4. Perlu segera dilakukan penyempumaan terhadap UU No. 32 Tahun 2004 dan 

TJU IVo. 34 Tahur, 2000, yakni dengan mengalihkan kewenangan pembatalan 

peraturan daerah kepada Mahkamah Agung agar terjadi sinkronisasi dengan 

UUD 1945. 

5. Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap produk hukum daerah perlu diperluas 

cakupannya, tidak hanya pada Peraturan Daerah yang me~gatur tentaqg pajak 

daerah dan retribusi daerah, tetapi pada semua Peraturan Daerah yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. 

5. Perlu segera dilakukan revisi terhadap UU No. 34 Tahun 2000 dengan 

mengatur secara tegas jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang boleh 

dipungut oleh daerah, serta memberikan sanksi kepada daerah yang tidak mau 

mengirimkan produk hukum daerahnya atau Raperda yang akan disusun 

dengan sanksi yang tegas. 

6. Pelimpahan kewenangan pengawasan produk hukum daerah oleh Pemerintah 

Pusat yang dilimpahkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur harus 



secara tegas diatur dalam Undang-Undang supaya batas kewenangan masing- 

masing menjadi jelas. 

7. Penetapan pembatalan Perda tidak tepat apabila dalam bentuk Peraturan 

Presiden karena tindakan yang dilakukar. Pemerintah (eksekutif) bukanlah 

mengatur tetapi menetapkan, sehingga lebih tepat dalam bentuk Keputusan 

Presiden. 

8. Pernerintah hams secara intensif melakukan supervisi kepada Pemerintah 

Daerah dalarn mengimplementasikan otonomi daerah, khususnya dalam 

pembentukan produk hukumnya agar sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi dan kondusif bagi investasi di daerah. 

9. Untuk mengefektiflan pemantauan terhadap produk hukum daerah diusulkan 

Pemerintah perlu membentuk jaringan yang berbasia IT di setiap daerah, dan 

bekerjasama dengan perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat 

yang memiliki perhatian terhadap otonomi daerah dan pemerintahan daerah 

untuk memudahkan pemantauan Pemerintah maupun inasyarakat terhadap 

produk hukum daerahnya. 

10. Sebaiknya seluruh pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan di 

bawah satu atap Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian perlu ada 

amandemen Pasal24 A ayat (1) UUD 1945. 
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Perda No. 3 Th. 2000 ttg 
Retribusi Kebersihanl 
Pemeliharaan Jalan 
Perda No. 9 Th. 2000 ttg 
Retnbusi lzin Dispensasi 
Penggunaan Jalan Bagi 
Kendaraan Bermotor Yang 
Tidak Terdaftar 
Perda No. 7 Th. 2000 ttg 
Penenmaan Sumbangan Pihak 
Ketiga Kepada Pemerintah Kab. 

KeptsMendagri 

-Keputusan Mendagri 
No. 14 Th. 2002. 
(1 0-5-2002) 

-Keputusan Mendagri 
No. 15 Th. 2002. 
(10-5-2002) 

-Keputusan Mendagri 
No. 16 Th. 2002 
(10-5-2002) 

-Keputusan Mendagri 
No. 17 Th. 2002 
(10-5-2002) 

-Keputusan Mendagri 
No. 18 Th. 2002 
(10-5-2002) 

-Keputusan Mendagri 
No. 19 Th. 2002 
(10-5-2002) 

-Keputusan Mendagri 
No. 20 Th. 2002 
(1 0-5-2002) 
Keputusan Mendagri 
No. 21 Th. 2002 
(10-5-2002) 
Keputusan Mendagri a 

No. 22 Th. 2002 ' 
(1 0-5-2002) 
Keputusan Mendagri 
No. 23 Th. 2002 
(10-5-2002) 
Keputusan Mendagri 
No. 24 Th. 2002 
(1 0-5-2002) 
Keputusan Mendagri 
No. 30 Th. 2002 
(19-6-2002) 

Keputusan Mendagri 
No. 31 Th. 2002 
(19-6-2002) 

Alasan Pernbatalan 

Bertentangan dng UU No. 
18 Th. 1997 ttg Pajak 
Daerah dan Retribusi 
Daerah 

l bidem 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

l bidem 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 



Kota 
Samarinda 

Kab. Kampar 

Kab. Berau 

Kab. Bima 

Ka b. 
Kuningan 

Aceh Singkil 
Perda No. 12 Th. 2000 ttn 
Ketentuan ~ e n ~ u s a h a a i  
Pertambangan Umum Dalam 
Wilayah ~ o j a  Samarinda 
Perda No. 23 'rh. 2000 ttg 
Sumbangan Wajib ~engusaha 
Perkebunan Kepada Peme 
rintah Daerah Kab. Kampar 
Perda No. 11 Th. 2002 ttg 
Pengelolaan dan Pengusahaan 
Sarang B u ~ n g  Walet Di Kab. 
Berau 

Perda No. 16 Th. 20GO ttg Pajak 
Pengeluaran Hasil bumi, Hutan, 
Laut, Perindustrian, Hewan Dan 
Hasil Alam iainnya 
a. Perda No. 6 Th. 2001 ttg 

Retribusi lzin Dispensasi 
Penggunaan Jalan Dasrah 

b. Perda No. 7 Th. 2001 ttg 
Retribusi Bongkar Atau 
Muat Barang 

c. Perda No. 23 Th. 2000 ttg 
Retribusi Pelayanan 
Administrasi Pengelolaan 
Kayu Milik 

Keputusan Mendagri 
No. 32 Th. 2002 
(1 9-6-2002) 

Keputusan Mendagri 
No. 33 Th. 2002 
(1 9-6-2002) 

Keputusan Mendagri 
No. 23 Th. 2002 
(9-9-2002) 

Keputusar: Mendagri 
No. 42 Th. 2002 
(22-1 0-20020 

Keputusan Mendagri 
No. 44 Th. 2002 

Keputusan Mendagri 
No. 45 Th. 2002 
(3-1 2-2002) 
Keputusan Mendagri 
No. 45 'rh. 2002 
((3-12-2002) 

Bertentangan dng UU No. 
11 Th. 1967 ttg Ketentuan- 
ketentuan Pokok Pertam- 
bangan 
Bertentangan dng UU No. 
18Th. 1997 

Bertentangan Pasal 8 PP 
No. 25 Th. 2000 dan tidak 
seauai dng Keputcsan 
Mahkamah Agung Reg. 
Nomor 03 PIHUM12001 
Perkara Hak Uji Material. 
Bertentangan dng UU No. 
18 Th. 1997 

-0ertentangan dng Ul l  No. 
13 Th. 1980 tentann 
Jalan & UU No. 14 ~ h :  
1992 tentang LLAJ. 

-0ertentangan dng UU No. 
18 Th. 1997 

Ibidem 
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LAMPIRAN 2: 

DAFTAR PERDAIKEPUTUSAN KEPALA DAERAH YANG 

DIBATALKAN OLEH MENDAGRI TAHUN 2003 
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No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

PerdalKeputusan KDH 

a. Perda No. 9 'rh. 2001 ttg 
Retribusi Peredaran Kayu 
dan Hasil Hutan lkutan 

b. Perda No. 15 Th. 2C00 ttg 
Tata Cara Pernungutan 
Hasil Hutan 

Perda No. 26 Th. 2000 ttg 
Pengelolaan Hutan dan Hasil 
Hutan 

a. Perda No. 25 Th. 2002 ttg 
Pajak Pengolahan Minyak 
Dan Gas Bumi 

b. Ferda No. 11 'Th. 2001 ttg 
Retribusi Dispensasi 
Bongkar Muat Barang 

Perda No. 08 Th. 2003 ttg Batas 
Jumlah Dan Narna Kecarnatan, 
Kelurahan Serta Desa Dalarn 
Daerah Kota Padangsidimpuan 

a. Perda No. 16 Th. 2001 ttg 
Ret:ibusi lzin Pernanfaatan 
Kayu Pada Tanah Milik 
Perkebunan Negara, Perke- 
bunan Swasta dan Perke- 
bunan Milik Perorangan. 

b. Perda No. 26 Th. 2001 ttg 
Retribusi lzin Pendirian 
Depot Lokal, Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar 
Minyak Untuk Urnum, 
Pemasaran Bahan Bakar 
Khusus Serta Pengurn- 
pulan Dan Penyaluran 
Pelumas Bekas 

c. Perda No. 28 'Th. 2001 ttg 
Retribusi Lalu Lintas 
Produksi Perikanan Dan 
Peternakan di Kab. 
Simalungun 

ProvlKabl 
Kota 

Ka b. 
Sanggau 

Kab. 
Ketapang 

Kab. 
lndrarnayu 

Kota 
Padang- 
sidirnpuail 

Kab. 
Simalungun 

KeptsMendagri Alasan Pembatalan 
& Waktu 

Pernbatalan 
Keputusan - ~ e r t e n t G n  dng UU No. 18 
FAendagri No. 1 Th. 1997 ttg Pajak Daerah dan 
Th. 2003 Retribusi Daerah dan UU No. 
(23-1 -2003) 41 Th. 1999 ttg Kehutanan 
Keputusan -Bedentangan dg UU No. 41 
Mendagri No. 32 Th. 1999 ttg Kehutanan, dan PP 
Tahun 2003 No. 34 Th. 2002 ttg Tsta Hutan. 
(3-9-2003) i Pernanfaatan Penggunaan Kawasan Hutan Hutan aan 

Keputusan 
Mendagri No. 3 
Tahun 2003 
(28-1 -2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 13 
'rh. 2003 
(1 0-3-2003) 

Keputusan 
Mendagri No. 33 
Th. 2003 
(9-9-2003) 
Kepl~tusan 
Mendagri No. 23 
Th. 2003 
(1-7-2003) 

Keputusan 
Mendagri No. 27 
Th. 2003 
(3-9-2003) 

Keputusan 
Mendagri No. 28 
Th. 2003 
(3-9-2003) 

Keputusan 
Mendagri No. 29 
'rh. 2003 
(3-9-2003) 

-Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 dan UU No. 41 Th. 
1999 ttg Kehutanan 

-Beitentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 dan UU No. 25 Th. 
2000 ttg Program Pembanglrn- 
an Nasional. 
-Bertentar~gan dng UU No. 13 
Th. 1980 tentang Jalan, UU No. 
14 Th. 1992 tentang LLAJ dan 
UU No. 18 Th 1997 

-Bertentangan dng Pasal6 ayat 
(3) UU No. 4 Th. 2001 ttg 
Pernbentukan Kota Padang- 
sidirnpuan 3an Kepentingan 
Urnurn karena penentuan batas 
wilayah Kota dan Kab. 
merupakan kewenangan 
Menteri Dalarn Negeri. 
-Bedentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 dan PP No. 66 Th. 
2001 ttg Retribusi Daerah 

-Bedentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 , PP No. 66 'Th. 2001 
ttg Retribusi Daerah, dan 
Keppres No. 21 Th. 2001 ttg 
Penyediaan dan Pelayanan 
Pelumas 

-Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 ttg Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, PP No. 66 
Th. 2001 ttg Retribusi Daerah 



xxv 

6 

7 

6. 

9. 

10 

11 

12 

Kab Bekasi 

Kab. 
aondowoso 

Kab. 
Magetan 

Kab. 
Probolinggo 

Kab. Kediri 

Kab. 
Pasuruan 

Kab. Kapuas 

d. Perda No. 39 Th. 2001 ltg 
Kontribusi Perusahaan 
Perkebunan Negara Dan 
Perusahaan Perkebunan 
Swasta Kepada Pemerin- 
tah Kab. Simalungun 

e. Perda No. 33 Th. 2001 ltg 
Retnbusi lzin Usaha Msdia 
Film, Video Dan Sejenisnya, 
Media Luar Ruang, Media 
Elektronik Dan Media Buku 

Perda No. 24 Th. 2000 t:g 
Retribusi lzin Penggunaan 
Jalan Kab Bekasi 

Perda No. 10 Th. 200C ltg 
Kartu Identitas Ternak 

a. Perda No. 23 Tin 2000 ltg 
Retnbusi Kepemilikan Kartu 
Ternak 

b. Perda No. 24 Th. 2000 ltg 
Retribusi Pemeliharaan 
Jalan 

a. Perda No. 03 Th. 2001 ltg 
Karlu Ternak 

b. Perda No. 4 Th. 2001 ttg lzin 
Dispensasi Pecggunaan 
Jalan Kab. Probolinggc 

c. Perda No. 06 Th. 2061 ttg 
Penetangan Pohan Yang 
Tumbuh Diluar Kawasan 
Hutan Dalam liab. 
Probolinggo 

Perda No. 18 Th. 2001 ltg 
Retribusi lzin Dispensasi Kelas 
jalan 

Perda NI?. 18 Th. 2001 ltg Kartu 
Ternak 

a. Perda No. 10 Th. 2000 ttg 
Pungutan Daerah Atas 
Pengangkutan Dan Atau 
Penjualan Kayu Keluar 
Daerah Kab. Kapuas 

b. Perda No. 16 Th. 2000 ltg 
Pungutan Daerah Alas 
Kegiatan Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan Kab. 
Kapuas 

c. Perda No. 14 Th. 2000 ltg 
Pungutan Daerah Alas 
Pengangkutan Dan atau 
Penjualan Hasil Pertanian 

Keputusan 
Mendagri No. 30 
Th. 2003 
(3-9-2003) 

Keputusan 
Mendagri No. 31 
Th. 2003 
(3-9-2003) 

Kepulusan 
Mendagri No. 34 
Th. 2003 
(9-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 35 
Th. 2003 
(9-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 36 
Th. 2003 
(9-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 37 
Th. 2003 
(98-2003) 
Keputusan 
Mendagn' No. 38 
Th. 2 N 3  
(9-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 39 
Th. 2003 
(3-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 40 
Th. 2003 
(9-9-2003) 

Keputusan 
Mendagn' No. 41 
Th. 2003 
(9-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 42 
Th. 2003 
(9-9-2003) 
Keputusan 
Mendagn' No. 43 
Th. 2003 
(9-9-2003) 

Keputusan 
Mendagri No. 44 
Th. 2003 
(9-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 45 
Th. 2003 
(9-9-2003) 

l bidem 

Ibidem 

-Befiehangan dng UU No. 13 
Th. 1980 tentang Jalan, UU No. 
14 Th. 1992 ttg LLAJ,UU No. 18 
Th. 1997 
-6erlentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

Ibidem 

-Bedentangan dng UU No. 13 
Th. 1980 tentang Jalan, UU No. 
14 Th. 1992 tentang LLAJ dan 
UU NO. 18 Th. 1997 
-Berlentaqgan dng UU No. 18 
Th. 1997 

-Pertentangan dng UU No. 13 
Th. 1980 tentang Jalan, UU No. 
14 Th. 1992 tentang LLAJ dan 
UU NO. 18 Th. 1997 
-8ertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 ttg Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 

-0ertentangan dng UU No. 13 
Th. 1980 tentang Jalan, UU No. 
14 Th. 1992 tentang LLAJ dan 
UU NO. 18 Th. 1997 
Bertentangan dng UU No. 18 
.Th. 1997 

Ibidem 

-0ertentangan dng UU No. 13 
Th. 1980 tentang Jalan, UU No. 
14 Th. 1992 tentang LLAJ UU 
No. 18 Th. 1997 
-Bedentangan dengan UU No. 
16 Th. 1997 ttg Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah 



Ibidem 

I 

. . 

xxvi 

13 

14 

Prop. 
Kalirnantan 
Selatan 

Kab. Tapin 

Keputusan 
Mendagri No. 46 
Th. 2003 
(1 1-9-2003) 

Keputusan 
Mendagri No. 47 
'rh. 2003 
(1 1-9-2003) 

Dan lndustri Keluar Wilayah 
Kab. Kspuas 

Perda No. 1 Th. 2000 ttg 
Larangan Minurnan Beralkohol 

Perda No. 05 Th. 2000 ttg 
Surnbangan Pihak Ketiga Atas 
Hzsil Tarnbang Batubara Yang 
Dibawa Keluar Dari Areal 
Pertarnbangzn 

-Bettentangan dng UU No. 13 
Th. 1995 ttg lzin Usaha Industri, 
dan PP No. 25 Th. 2000 dan 
Keppres No. 3 Th. 1997 ttg 
Pengawasan dan Pengen- 
dalian Minurnan Beralkohol. 
-Bertentangan dng kepentingan 
urnurn, karena surnbangan 
bersifat sukarela dan tidak ada 
unsur paksaan, dan tidak 
dibenarkan menetapkan 
besaran surnbangan yang 
dibayar oleh pihak ketiga 

Keputusan 
Mendagri No. 48 
Th. 2003 
(1 1-9-2003) 
Keputusan 
Mendzgri No. 49 
Th. 2003 
(1 1-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 50 
Th. 2003 
(1 1-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 51 
Th. 2003 
(1 1-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 52 
Th. 2003 
(1 1-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 53 
Th. 2003 
(1 5-9-2003) 

Keputusan 
Mendagri No. 81 
Th. 2003 
(30-9-2003) 

- -- 

Kputusan 
Mendagri No. 54 
Th. 2003 
(18-9-2003) 

Keputusan 
Mendagri No. 55 
Th. 2003 
(1 9-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 56 
Th. 2003 
(18-9-2003) 

Perda No. 7 Th. 2000 ttg 
Retribusi lzin Penebangan 
Kayu dan Barnbu Rakyat 

a. Perda No. 3 Th. 2000 ttg 
Retribusi Pernbinaan Asso- 
siasi Pedagang Pengurnpul 
Hasil Perkebunan 

b. Perda No. 7 Th. 2000 ttg 
Retribusi lzin 'Jsaha Alat 
Mesin Pertanian 

c. Perda No. 20 Th 2000 ttg 
lzin Bongka: Muzt Barang 
Di Wilayah Kab. Tanggamus 

d. Perda No. 38 Th. 2000 ttg 
Retribusi lzin Pernilikan dan 
Penggunaan Gergaji Rantai 

a. Perda No. 1 Th. 2003 ttg 
Kepdabuhan 

b. Perda No. 09 Th. 2001 ttg 
Pajak Televisi 

Perda No. 18 ~h. 2000 ttg 
Perubahan Pertarna Perda 
Kotarnadya Tingkat II 
Sarnarinda No. 15 Th 1998 ttg 
Retribusi Perne-riksaan Alat 
Pernadarn Kebakaran 

a. Perda No. 06 Th. 2000 ttg 
Pajak Pernanfaatan Air 
Bawah Tanah Dan Air 
Perrnukaan 

b. Perda No. 16 Th. 2001 ttg 
Retribusi lzin Pernasukan 
Dan Pengeluaran Hewan 
ternak, Hasil Hewan Ternak 
Dari Dan Ke Daerah Kota 
Ternate Serta Jasa 
Perneriksaan Dan 
Pengobatan Hewan Temak 

I5 1 
Kab. Gianyar -Bertentangan dng UU No. 18 

Th. 1997 

-Bedentangan 3ng UU No. 15 
Th. 1997 

Ibidem 

-3ertentangan dng UU No. 13 
Th. ;980 tentang Jalan, UU No. 
14 Th. 1992 tentang LLAJ dan 
UU UU NO. 18 Th. 1997 
-Bettentangan dng CU No. 18 
Th. 1997 

-Bertentangan dng UU No. 21 
Th. 1992 ttg Pelayaran, PP No. 
81 Th. 2000 ttg Kenavigasian 
dan PP No. 69 Th. 2001 ttg 
Kepelabuhan 
-Bertentangan dng UU No. 18 
Th 1937 

-Be>entangan dng UU No. 18 
i rh. 1997 

l bidern 

16 Kab. 
Tanggarnus 

I 

17 

18 

19 

Kab. 
Cilacap 

Kota 
Sarnarinda 

KotaTernate 



xxvii 

Ibidem 

l bidem 

l bidem 

Ibidem 

Ibidem 

-Bedentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 dan Keppres No. 5 Th. 
1994 ttg Pedoman Penyeder- 
hanaan dan Pengendalian 
Perizinan di Bidang Usaha 
Sertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997, UU No. 41 'rh. 1999 
ttg Kehutanan, dan PP No. 34 
Th. 2002 ttg Tata Hutan, 
Pemanfaatan Hutan dan 
Penggunaan Kawasan ilutan. 

lbidern 

-Bedentangan dng UU No. 13 
Th. 1980 tentang Jalan, UU No. 
14 Tb. 1992 tentang LLAJ. 

-Bedentangan dng UU No. 18 
TI?. 1997 

. -Bedentangan dng UU No. 13 
Th, 1980 tentang Jalan, ULI No. 
14 Th. 1992 tentang LLAJJJU 
No. 18 Tin. 1997 

-Bedentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 dan PP No. 66 Th. 
2001 ttg Retribusi Daerah. 

-Bedentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 , PP No. 66 Th. 2001 
ttg Retribusi Daerah. 

-Bedentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

Keputusan 
Mendagri No. 57 
Th. 2003 
(1 8-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 58 
Th. 2003 
(1 8-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 59 
Th. 2003 
(58-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 65 
Th. 2003 
(1 8-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 89 
Th. 2003 
(30-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 60 
Th. 2003 
(1 6-9-2003) 

Keputusan 
Mendagri No. 61 
Th. 2003 
(! 8-9-2003) 

-Keputusan 
Mendagri No. 62 
Th. 2003 
(1 8-9-2003) 
-Keputusan 
Mendagi No. 1G1 
'Th. 2003 
(28-1 0-2003) 
Kepl~tusan 
Mendagri No. 63 
Th. 2003 
(18-9-2003) 

Keputusan 
Mendanri No. 84 
Th. 2003 
(18-9-2003) 

Keputusan 
Mendagri No. 67 
Th. 2003 
(24-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 68 
Th. 2003 
(24-9-2003) 
Keputusar~ 
Mendagri No. 69 
Th. 2003 
(24-9-2003) 

a. Perda No. 06 Th. 2001 ttg 
Retribusi Pengairan 

b. Perda No. 40 Th. 2002 ttg 
Retribusi Tandan Buah 
Segar (TBS) Kelapa Sawit 

a. Perda No. 13 Th. 2001 ttg 
ketribusi Pelayanan 
Registasi Dan Pencapan 
Hewan 

b. Perda No. 17 Th. 2001 ttg 
Retribusi lzin Usaha Media 
Penerangan Elektronik 

c. Perda No. 07 Th. 2001 ttg 
Retribusi lzin dan 
Pengawasan Ternak Keluar 
Daerah 

Psrda No. 16 Th. 2002 ttg 
Retribusi lzin Usaha Angkutan 

a. Perda No. 18 Th. 2001 ttg 
Pemberian lzin Peman- 
faatan Hasil Hutan Kayu 

b. Perda No. 19 Th. 2001 ttg 
Izin Pemaafaatan Kayu 

c. Perda Na. 12 Th. 200 1 ttg 
Retribusi Pemeliharaan 
Jalan 

a. Perda No. 20 Th. 2001 ttg 
Retribusi lzin Lalu Lintas 
Hasil Buah-BuahanModi- 
kultura Dan Buah Kelapa 
Sawit Dalam KaS. Ogan 
Komering llir 

b. Perda No. 22 Th. 2001 ttg 
Retribusi lzin Dispensasi 
Jalan Angkutan BeraV 
Khusus Kab. Ogan 
Komering llir 

Perda No. 9 Th. 2002 ttg 
Retribusi Pemakaian Kekaya- 
an Daerah 

Perda No. 07 Th. 2002 ttg lzin 
Penebangan Dan Pengang- 
kutan Kayu Hasil Hutan 

Perda No. 5 Th. 2002 ttg lzin 
Penebangan Dan Pengang- 
kutan Kayu Rakyat 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Kab. Buol 

Kab. 
Bantaeng 

Kab. Blora 

Kab. 
Sawahlunlol 
Sijunjung 

Kab. Ogan 
Komering llir 

Prop. Jawa 
Timur 

Kab. 
Sumenep 

Kab. 
Bangkalan 
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Keputusan 
Mendagri No. 70 
Th. 2003 
(24-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 71 
Th. 2003 
(24-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 72 
Th. 2003 

Perda No. 10 Th. 2001 ttg 
Retribusi Izin 'rebang Dan lzin 
Angkut Kayu DesalHutan 
Rakyat Dan Kayu Olahan 
Perda No. 10 Th. 2001 ttg 
Ketribusi lzin Penebangan Dan 
Pengangkutan Kayu 

Perda No. 07 Th. 2002 ttg lzin 
Pemasukan Minuman Keras 
Dan Retribusinya 

a. Perda No. 05 Th. 2001 ttg 
Retribusi lzin Pemasukan 
Dan Peredaran Mi~iuman 
Beralkahol Dalam Kota 
Manado 

b. Perrla No. 9 th. 2002 ttg 
Pajak Undiac 

a. Perda No. 08 Th. 2001 ttg 
Pengendalian Fenebangan 
dan Peremajean Tanaman 
Kelapa 

b. Perda No. I O  Th. 2082 ttg 
Pajak Huller 

Perda No. 13 Th. 2061 ttg lzin 
Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu, Non Kayu Pada Tanah 
MiliWHutan Rakyat 

Perda No. 6 Th. 2001 ttg 
Program Pembangunan 
Daerah (PROPEDA) 

Perda No. 47 th. 2002 ttg 
Retribusi lzin Pengangkutan 
Barang Di Darat, Laut, Sungai 
Dan danau Dalam Kab. Musi 
Banyuasin 
Perda No. 05 Th. 2002 ttg lzin 
Pemilikan, Retribusi lzin 
Penjualan, Dan Pembelian 
Ternak Di Kab. Gunungkidul 

a. Perda No. 05 Th. 2002 ttg 
Retribusi lzin Pemanfaatan 
Sumber-Sumber Air 

b. Perda No. 22 Th. 2002 ttg 
Retribusi lzin Usaha 

-Bettentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

Ibidem 

-Bettentangan dng Keppres No. 
3 Th. 1997 ttg Pengawasan dan 
Pengendalian Minuman Beral- 

Kab. Sragen 

Kab 
Purbalinsga 

Kab. 
Kepulauan 
Sangihe dan 
Talaud 

Kota 
Manado 

Kab. 
Lampung 
Barat 

Kab. Lutuk 
Linggau 

Kab. Asahan 

Kab. Musi 
Banyuasin 

Kab. 
Gunungkidul 

Kab. 
Tabanan 

28 

29 

30 

' 

(24-9-2003) kohol, dan Perda Propinsi 
Sulawesi Utara No. 5 Th. 2001 
ttg Pengawasan dan Pengen- 
dalian Peredaran Minuman 
Beralkohol 

Keputusan 
Mendagri No. 
Th. 2003 Pengendalian Minuman Beral- 
(24-9-200'3) kobol, dan Perda Propins~ 

Sulawesi Utara No. 6 Th. 2001 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Keputusan 
Mendagri No. 146 
Th. 2003 
(30-1 2-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 74 
Th. 2003 
(24-9-2003) 
Keputusan 
Mendagii KO. 145 
Th. 2003 
(30-1 2-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 75 
Th. 2003 
(24-9-20033 
Keputusan 
Mendagn No. 76 
'rh. 2003 
(24-9-2003) 

- 
Keputusan 
Mendagli No. 77 
Th. 2003 
(24-9-2003) 

Keputusan 
Mendagri No. 78 
Th. 2003 
(30-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 79 
'rh. 2003 
(30-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 80 

ttg Pengawasan dan Pengen- 
daliar~ Peredaran Minuman 
Beralkohol 
-Bettentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

-Bettentangan dng UU No. 18 
'rh. 1997 

l bidem 

Ibidem 

-Membatalkan Angka 2 Pada 
Kegiatan Pokok Program 
Penbangunan Daerah Perda 
Kab. Asah~n No. 6 Th. 200 I No. 
6 Th. 2001 ttg Program 

.Pembangunan Daerah 
(PROPEDA) 
Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 ttg Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 

Ibidem 

Ibidem 

-Bettentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 dan Peraturan 



Kota Palu 

Kab. 
Banggai 

Penjualan Dan Penyewaan 
VCD, LD, DVD dan 
Sejenisnya 

Perda No. 23 Th. 2001 ltg 
Retribusi Perdagangan Eksport 
Melalui Penerbitan Certificate 
off Origin (COO) Atau Surat 
Keterangan Asal Barang (SKA) 
Perda No. 31 Th. 2001 tlg 
Retribusi Perizinan Pengu- 
sahaan Sarana Produksi 

I Pertanian Kab. Banggai 
Kab. 1 Perda No. 19 'rh. 2001 tla 

Kota 
Waringin 
Barat 

Kota 
Banjarbaru 

Pontianak 

Perda No. 15 Th. 2002 tlg 
Retribusi Pengangkutan, Hasil 
Hutan, Pertanian, Perkebunan, 
Perikanan dan lndustri 
Perda No. 09 Th. 2001 tlg 
Retribusi lzin Pengam- 
bilanlpemanfaatan Hasil hutan 
Ikulan, Hasil Hutan Diluar 
Kawasan Hutan dan Hasil 
Kayu Ferkebunan 

Retribusi Peredaran ~ a i  
Hutan Dan Hasil hutan lkutan 

Sungai Retribusi lzin Usaha lndustri 
Selatan Penggergajian Kayu 

Pemberian Dan Retribusi lzin 
Usaha lndustri Penggergajian 

a. Perda No. 22 Th. 2001 ttg 
Kuantan Retribusi A ngkutan Hasil 
Singingi Alam 

b. Perda No. 29 Th. 2001 tlg 
Retribusi ljin Pemanfatan 
Kayu. 

+p Lampung Perda Retribusi No. Lalu 09 lintas th. 2002 Ternak llg 

Timur - ( dan Hasil lkutannya 

Perda No. 49 'rh. 2001 ttg 
Tulungagung relribusi Kartu ldentitas Ternak 

dan Peruba'lan Kepemilikan t 
( Ternak 

Kab. 1 a. Perda No. 13 Th. 2002 ttn 
lndragiri Retribusi Pemakaian Jalan 
Hulu Dalam Wilayah ' Kab; 

lndragiri Hulu 
b Perda No. 16 Th. 2002 llg 

Dispensasi Penggunaan 

Tahun 2003 
(30-9-2003) 

Keputusan 
Mendagri No. 82 
Th. 2003 
(30-9-2003) 

Keputusan 
Mendagri No. 83 
Th. 2003 
(30-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 84 
Th. 2003 
(30-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri KO. 85 
Th. 2003 
(30-9-2003) 
Keputusan 
~ e n d a ~ r i  No. 86 
'rh. 2003 
(30-9-2003) 

Keputusan 
Mendagri No. 87 
Th. 2003 
(30-9-2003) 
Keputusan 

1 Mendagri No. 88 
'rh. 2003 
(30-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 96 
Tn. 2003 

1 (30-9-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 91 
Th. 2003 
(30-9-2003) 

, Keputusan 
Mendagri No. 92 

I Th. 2003 , (30-9-2003) ' 

Keputusan 
I Mendagri No. 97 

Th. 2003 
1 (28-10-2003) 

Keputusan 
I Mendagri No. 98 
1 Th. 2003 

(28-10-2003) 
1 Keputusan 
, Mendagri No. 99 

Th. 2003 

Pemerintah No. 66 Th. 2001 tlg 
Retribusi Daerah 

lbidem 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 dan UU No. 41 Th. 
1999 tlg Kehutanan. 

lbidem 

Bertentangan dng UU No. 18 
'rh. 1997 dan UU No. 41 Th. 
1999 ttg Kehutanan, dan PP 
No. 34 th. 2002 llg Tata Hutan 
dan Pe~yusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan, Peman- 
faatan Hutan dan Penggunaan 
Kawasan Hutan. 
Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

lbidem 

Ibidem 

Bertentangan dng UU No. 41 
Th. 1599 ttg Kehutanan, dan PP 
No. 34 th. 2002 llg Tata Hutart 
dan Penyusunan Rencana 
Pengeloiaan Hutan, Peman- 
featan Hutan dan Penggunaan 
Kawasan Hutan. 
Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

lbidem 

Bertentangan dng UU No. 13 
Th. 1980 tentang,Jalan.dan U.U 
No. 14 Th. 1992 tentang LIAJ. 

l bidem 



49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

- 

56 

57 

58 

- 

Kab. 
Indragin hilir 

Kab. 
Tanjung 
Jabung 

Kab. 
Bojonegoro 

Ibidem 

Ibidem 

-Bedentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 ttg Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 

-Bedentangan dng UU No. 13 

lndragiri Hulu 
Perda No. 26 Th. 2001 ttg 
Perubahail Atas Perda No. 59 
'rh. 2000 ttg Retribusi 
Pemakaian Jalan Dalam Kab. 
lndragiri Hilir 
Perda No. 19 Th. 2001 ttg 
Tonase Dan Portal 

a. Perda No. 13 Tin. 2001 ttg 
Retribusi lzin Pemberian 
Kartu Temak Yang Dimiliki 
atau Dipelihara 

b. Perda No. 20 Th. 2001 ttg 
Th. 1980 tentang Jalan dan UU 
No. 14 Th. 1992 tentang LLAJ. 

-Bedentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

Ibidem 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 dan UU No. 41 Th. 
1999 ttg Kehutanan. 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

Ibidem 

Ibidem 

Bertentangan dng UU No. 21 
Th. 1992 ttg Pelayaran, PP No. 
81 Th. 2000 ttg Kenavigasian 
dan PP Nc. 69 Th. 2001 ttg 
~epelabuhanan 

- 

Bertentangan dng UU No. 11 
~ h . '  1974 ttg Pengairan, UU No. 
18 Th. 1997 dan PP No. 23 Th. 
1982 ttg lrigasi 
Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997. 

Ibidem 

Ibidem 

(28-1 0-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 100 
Th. 2003 
(28-10-2003) 

Keputusan 
Mendagri No. 102 
Th. 2003 
(28-1 0-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 103 
Th. 2003 
(28-1 0-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 104 
'Th. 2003 
(28-1 0-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 147 
Th. 2003 
Keputusan 
Mendagri No. 105 
Th. 2003 
(28-1 0-3003) 
Keputusan 
Mendagri No. 113 
Th. 2003 
(4-1 1-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 106 
Th. 2003 
(28-10-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 107 
Th. 2003 
(28-10-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 108 
Th. 2003 
(28-1 0-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 112 
Th. 2003 
(4-1 1-2003) _ 
Keputusan 
Mendagri No. 114 
Th. 2003 
(4-1 1-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 115 
Th. 2003 
(4-1 1-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 119 
Th. 2003 
(17-1 1-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 120 
Th. 2003 
(1 7-1 1-2003) 

I 

Kab. Ciamis 

Kab. Bone 

Kab. 
Lombok 
Barat 

Kab. Cilegon 

Kab. 
Lombok 
Tengah 

Kab. 
Pelalawan 

Prop.Nusa 
Tenggara 
Barat 

Retnbusi Pemakaian Jalan 
Kabtipaten 

c. Perda No. 6 Th. 2001 ttg 
Pajak Pembuatan Film 

a. Perda No. 17 Th. 2001 ttg 
Retribusi Penggunaan Jalan 
Dan Bongkar Muat Barang 

b. Perda No. 10 Th. 2001 ttg 
Retribusi Pelayanan Tata 
Usaha Hasil Hutan Milik 

a. Perda No. 4 'Th. 2000 ttg 
Retribusi Hasil-Hasil Bumi 
dan Perairan yang Diper- 
dagangkan I<eluar Daerah 

b. Perda No. 5 Th. 20CO ttg 
Retribusi lzin Dan 
Pengawasan Temak Kelvar 
Daerah 

Perda No. 16 Th. 2001 ttg 
Retribusi Kartu Pemilikan 
temak 

Perda No. 1 Th. 2001 ttg 
Kepelabuhan Di Kota Cilegon 

Perda No. 16 Th. 2001 ttg 
Retribusi Pelayanan Air lrigasi 
Tanaman 

Perda No. 08 Th. 2001 ttg 
Retribusi Angkutan Hasil Alam 

a. Perda No. 7 Th. 2001 ttg 
Retribusi Jasa Atas 
Pekerjaan 

b. Perda No. 10 Th. 2001 ttg 
Lain-Lain Pendapatan Asli 
Daerah Yang Sah 



xxxi 

ttg .Kehutanan, dan PP No. 34 
Kotawaringin Timur (30-1 2-2003) th. 2002 ttg Tata Hutan dan 

Keputusan 
Mendagri No. 133 
Th. 2003 
(30-1 2-2003) 

Keputusan 
Mendagri No. 134 
Th. 2003 
(30-1 2-2003) 

Keputusan 
Mendagri No. 135 
'rh. 2003 
(30-1 2-2003) 

Keputusan 
Mendagri No. 136 
Th. 2003 
(30-1 2-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 137 
Th. 2003 
(30-1 2-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 138 
Th. 2033 
(30-1 2-2003) 
Kepu!usan 
Mendagri No. 139 
Th. 2003 ttg 
Pembatalan 
Ketentuan Pasal 1 
Huruf K, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 
19, 20, 21, 22, 23, 
25, 27, 28, 29, 31 
dan 35 Perda 
Kab. Tuban No. 9 
Th. 2003 
(30-1 2-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 111 
Th. 2003 
(4-11-2003) 

Keputusan 
Mendagri No. 141 
Th. 2003 
(30-12-2003) 

a. Perda No. 5 Th. 2003 ttg 
Retribusi Pertambangan 
Kota Bitung 

b. Perda No. 6 Th. 2003 ttg 
Retribusi Ketenagalistrikan 
Kota Bitung 

a. Perda Nc. 20 Th. 2001 ttg 
lzin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan 

ti. Perda No. 21 Th. 2001 ttg 
lzin Pemungutan Hasil 
Hutan 

c. Perda No. 24 th. 2001 ttg 
Retribusi Hasil Hutan 

Perda No. 21 Th. 2002 ttg 
Retribusi Hasi! Hutan (RHH) 

Perda No. 9 Th. 2003 ttg 
Kepelabtihan 

a. Keputusan Bupati No. 82 Th. 
2001 ttg ljin Pemakaian 
Dermaga PT. PLN Pem- 
bangkitan Jawa dan Bali 2 
Unit Pembangkitan Gresik 

b. Perda No. 19 Th. 2001 ttg 
Kepelabuhan Di Kab. Gresik 

59 

60 

61 

62 

63 

-Bertentangan 3ng UU No. 11 
Th. 1967 ttg Ketentuan- 
ketentuan Pokok Pertam- 
bangan, UU No. 18 Th. 1997 
dan Keppres No. 5 Th. 1994 ttg 
Pedoman Penyederhanaan dan 
Pengendalian Perizinan di 
Bidang Usaha 
-Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997, UU No. 20 Th. 2002 
ttg Ketenagalistrikan, dan 
Keppres No. 5 Th. 1994 tty 
Pedoman Penyederhanaan dan 
Pengendalian Perizinan di 
Bidang Usaha. 
Bertentangan dng UU No. 41 
Th. 1999 ttg Kehutanan, dan PP 
No. 34 th. 2002 ttg Tata Hutan 
dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan, Peman- 
faatan Hutan dan Penggunaan 
Kawasan Hutan 

Ibidem 

Ibidem 

l bidem 

Bertentangan dng UU No. 21 
Th. 1992 ttg Pelayaran, PP No. 
a1 Th. 200a ttg Kenavigasian 
dan PP No. 69 Th. 2001 ttg 
Kepelabuhan. 

Bertentangan dng UU No. 21 
Th. 1992 ttg Pelayaran, dan 
Peraturan Pemerintah No. 69 
Th. 2001 ttg Kepelabuhan. 

Bertentangan dng UU No. 21 
Th. 1992 ttg Pelayaran, PP No. 
81 Th. 2000 ttg Kenavigasian 
dan PP No. 69 Th. 2001 ttg 
Kepelabuhan. 
Bertentangan dng UU No. 18 

Kota Bitung 

Kab. Tebo 

Kab. Muaro 
Jambi 

Kab.Tuban 

Kab. Gresik 



65 

66 

67 

68 

Kab. 
Lampung 
Selatan 

Kab. Sintang 

Kota 
Mataram 

Kab Seruyan 

laan Hutan, Pemanfaatan Hutan 
dan Penggunaan Kawasan 
Hutan 
Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

Bertentangan dng UU No. 21 
Th. 1992 ttg Pelayaran, 
Peraturan Pemerintah No. 81 
Th. 2000 ttg Kenavigasian dan 
Peraturan Pemerintah No. 69 
Th. 2001 ttg Kepelabuhan 
Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997, karena tidak ada jasa 

yang diberikan Pemenntah 
Daerah serta terhadap kayu 
bulat dan kayu olahn telah 

dikenakan PBB, PSDH, PPN 
dan PPh. 

Perda no. 14 Th. 2000 ttg 
Pemeriksaan Kesehatan Lalu 
Lintas Temak Di kab. Lampung 
selatan 
Perda No. 9 th. 2002 ttg 
Retribusi Kelengkapan 
Administrasi kapal Di Perairan 
Daratan 

Perda No. 11 Th. 2001 ttg 
Pajak Atas Pengiriman Barang 
Antar Pulau 

Keputusan Bupati No. 27 Th. 
2003 ttg Penetapan Perubahan 
Dana Retribusi Pembangunan 
Daerah Berdasarkan Kepu- 
tusan Bupati Seruyan No. 39 
Th. 2003 ttg Penetapan 
Perubahan Besamya Dana 
Kontribusi Pembangunan 
Daerah (DKPI) yang Berlaku Di 
Kab. Seruyan Berdasarkan 
Perda Kab. Kotawaringin Timur 
No. 16 Th. 2001 

Keputusan 
Mendagri No. 143 
Th. 2003 
(30-1 2-2003) 
Keputusan 
Mendagn No. 144 
Th. 2003 
(30-1 2-2003) 

Keputusan 
Mendagn No. 148 
Th. 2003 
(30-1 2-2003) 
Keputusan 
Mendagri No. 140 
Th. 2003 
(30-12-2303) 
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No. 

1. 

2. 

3 

. 

. . 

4 

PerdalKeputusan KDH 

a. Perda No. 10 Th. 2002 ttg 
Leges 

b. Perda No. 46 Th. 2001 ttg 
Retribusi Pengirimanl Surat 
Keterangar! Asal (SKA) 
tiasil Perikanan 

a. Perda No. 4 Th. 2003 ttg 
Retribusi lzin Pemakaian 
Alat Berat Swasta 

b. Perda No. 5 Th. 2003 ttg 
Retribusi lzin Penjualan, 
Pemilikan dan Pengguna 
Gergaji Mesin 

c. Perda No. 13 Th. 2001 ttg 
Retribusi Pemeriksaan 
HewanKernak, Hasil Ter- 
nak dan Hasil Ikutannya. 

a. Perda No. 2 Th. 2003 ttg 
Retribusi Kegiatan Usaha 
Perikanan dan Kelautan 

b. Perda No. 7 Th. 2001 ,ttg 
Retribusi Kayu 

c. Perda No. ' 8 'rh. 2001 ttg 
Retribusi Perneriksaan 
Hewan Ternak, Hasil Ter- 
nak Dan Hasil' Ikutannya. 

a. Perda No. 12 Th. 2003 ttg 
Perubahan Perda Kab. 
Bojonegoro No. 17 Th. 2001 

. . ttg Retribusi lzin Angkut 
Kayu Olahan dan Kayu Dari 
Ternpat Penimbunan Kayu 

ProvlKabl 
Kota 

Kab. 
Tanjung 
Jabung 
Barat 

Kab. 
Kuantan 
Sirlgingi 

KabSerang 
. .  

' Kab. 
Bojonegoro 

. 

Keputusan 
Mendagri 8 Wkt 

Pembatalan 
Keputusan 
Mendagri No. 1 
Th. 2004 ttg 
Pembatalan Pasal 
10 Huruf P Angka 
5 
(6-1 -2004) 

Keputtisan 
Mendagri No. 133 
th. 2004 
(27-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 2 
Th. 2004 
(6-1-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 3 
Th. 2004 
(6-1 -2004) 
Keputilsan 
Mendagri No. 136 
th. 2004 
(27-2-2004) 
Keputusan 
,Mendagri, No.. 4 
Th. 2004 

Alasan Pembatalan 

Bertentangan dng UU No. 20 
Th. 1997 ttg Penerirnaan 
Negara Bukan Pajak, UU No. 
22 Th. 1999 tig Pernerintahan 
Daerah, dan PP No. 26 Th. 
1999 ttg Tarif Atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan 
Pajak Yang Berlaku Pada 
Departemen Kehakiman 
-Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 ttg Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 

-Bettentangan dng UU No. 13 
Th. 1980 ttg Jalan, UU No. 8 
Th. 1983 ttg Pajal: 
Pettambahan Nilai Barang dan 
Jasa dan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah, UU No. 18 Th. 
1997 
-Bettentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

Ibidem 

-Berten!arlgan dng UU No. 18 
Th. 1997, dan Keppres i40. 5 Th. 

1 
1994 itg Pedomar, Penye- 

(6-1 -2004) derhanaan dan Pengendalian 
Perizinan di Bidang Usaha 

Keputusan . 
Mendagri No. 128 
Th. 2004 
(27-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 129 
Th. 2004 
(27-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 5 
Th. 2004 
(6-1-2004) ' 

-Bertentangan dng UU No. 18 
Th'. 1997 ttg Pajak Daerah dar, 
Retribusi Daerah 

. . 
Ibidem 

-Bedentangan dng UU No. 18 
Th. !997, UU No. 41 Tk. 1999 
tlg Kehutanan, dan PP No. 34 

. Th. 2002 ttg Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Penge- 
lolaan Hutan, Pernanfaatan 
Hutan dan Penggunaan 
Kawasan Hutan 



Selatan 

7 Kab. 

I Banjarbaru 

Manggarai 7- 
Kota Kupang 

Jayapura 

b. Perda No. 14 Th. 2001 ttg 
Retribusi Penggunaan 
Tempat Menaikan Dan 
Menurunkan Ternak Di 
Pasar Hewan Dan Tempat 
Lain 

c. Perda No. 10 Th. 2001 ttg 
Retribusi Retribusi Peme- 
riksaan Ternak Besar Betina 
Bertanduk Tidak Produktif 
Dengan Tanda 
~emeriksaan (CAPS) 

Perda No. 03 Th. 2003 ttg 
Retribusi Dacrah ~ t a s  
Pepjualan Hasil Pertanian dan 
lndustri Keluar Wilayah Kab. 
Bariio Sela!an 

a. Perda No. 14 Th. 2002 ttg 
lzin Pemungutan Hasil 
Hutan Kayu dan Hasil Hutan 
Bukan Kayu 

b. Perda No. 07 Th. 2003 ttg 
Retribusi Pelayanan Bidang 
Ketenagakerjaan 

Perda No. 7 Th. 2301 ttg 
Retribusi lzin Penumpukan 
Barang 

Perda No. 7 Th. 2002 tig 
Retribusi Trayek dan lzin 
Operasi 

Perda No. 10 Th. 2002 ttg 
Retribusi Pasar 

Perda No. 16 Th. 2002 ltg 
Retribusi Pemasukan Produksi 
Hasil Hutan dan Perkebunan 

a. Perda No. 40 Th. 2002 ttg 
Retribusi .Kartu Ternak 

b. Perda No. 44 Th. 2002 ttg 
Retribusi Pemasukan dan 
Pengeluaran Hewanl 
Ternak 

c. Perda No. 49 Th. 2002 ttg 
Retribusi Pemasukan dan 
Pengeluaran Atas Tanaman 
Pangan Serta Hasil 
Pertanian Tanarnan Pangan 
dan Hortikultura Ke Dan 

Keputusan 
Mendagri No. 111 
th. 2004 
(27-2-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 112 
th. 2004 
(27-2-2004) 

Keputusan 
Mendagn No. 6 
Th. 2004 
(6-1 -2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 7 
Th. 2004 
(6-1 -2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 187 
Th. 2004 
(5-1 0-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 8 
Th. 2004 
(6-1 -2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 9 
Th. 2004 
(6-1 -2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 10 
Th. 2004 
(6-1 -2004) 
Keputusan 
~endagri  No. 11 
Th. 2004 
(6-1 -2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 12 
Th. 2004 
(6-1 -2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 13 
Th. 2004 
(6-1 -2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 14 
Th. 2004 
(6-1 -2004) 

-~ertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

lbidem 

Bertentangan dng UU No. 8 Th. 
1983 ttg Pajak Pertambahan 
Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah sebagaimana beberapa 
kali diubah terakhir dng UU No. 
18 Th. 2000, Undang-Undang 
No. 18 Th. 1997 
-Bedentangan dng UU No. 41 
Th. 1999 ttg Kehutanan, dan PP 
No. 34 'rh. 2002 ttg Tata Hutan 
dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan, Peman- 
faatan Hutan dan Penggunaan 
Kawasan Hutan 
-Bedentangan dng UU No. 18 
Th. 1997, 'JU No. 13 Th. 2003 
ltg Ketenagakerjaan, dan PP 
No. 66 Th. 2001 ltg Retribusi 
Daerah 
Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

Bertentangan dng UU No. 14 
Th. 1992 ttg LLAJ dan UU No. 
18 Th. 1997 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 dan PP No. 66 Th. 
2001 ttg Retribusi Daerah. 

Ibidem 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 . . 

lbidem 

l bidem 

, .  . 
. . .  . . . . 

. . 

. .  . 
xxxiw 



Banyuasin 1 
Kab. Bekasi 

Kota Banjar 
Baru 

Kota 
Manado 

~etena~akerjaan 

- I Th. 2004 
(1 1-2-2004) 

Dari Kab. Sorong 
a. Perda No. 19 Th. 2002 ttg 

Retribusi Pelayanan Bidang 
Keputusan 
Mendagri No. 19 

-- 
a. Perda No. 12 Th. 2002 ttg 

Retribusi Pengawasan 
Norma Keselamatan dan 
Kesehatan Ke rja 

b. Perda No. 16 Th. 2002 ttg 
Retribusi Penempa!an dan 
Perlindungan Hubungan 
Keja Tenaga Keja 

c. Perda No. 10 Th. 2002 ttg 
Retribusi Pengamanan Dan 
Pengawasan Serla Pembi- 

b. Perda No. 32 Th. 2002 ttg 
Usaha Pertambangan 
Umum Di Kab. Musi 
Banyuasin 

Perda No. 5 Th. 2001 ttg 
Retribusi Pelayanan Di Bidang 
Ketenagake jaan 

a. Perda No. 10 Th. 2002 ttg 
Retribusi Pdayanan 
Ketenagake jaan 

b. Perda No. 7 Th. 2002 ttg 
Retribusi lzin Usaha 
Ketenagalistrikan Untuk 
Kepentingan Sendiri 

c. Perda No. 4 Th. 2002 ttg 
Retribusi lzin lndustri dan 
Perdagangan 

naan Agribisnis 
No. 13 Th. 2001 ttg 

Keputusan 
Mendagri No. 11 6 
th. 2004 
(27-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 20 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 21 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 109 
th. 2004 
(27-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 226 
Th. 2304 
(7-1 0-2004) 

I I Retribusi Ketenagake jaan 
Kota Bitung 

b. Perda No. 14 Th. 2002 ttg 
Retribusi lzin Berjualan 
Keliling dan Berjualan Di 
Tempat Tertentu Dalam 
Kota Bitung 

c. Perda No. 17 Th. 2002 ttg 
Retribusi Jasa Pelayanan Di 
Bidang Perkoperasian, 
Pengusaha Kecil dan 
Menengah Di Kota Bitung 

d. Perda No. 16 Th. 2002 ttg 
Retribusi lzin Pengelolaan 

. . P&~lman Di Kota Bitung 

I e. Perda No. 19 Th. 2001 ttg 

- 
Keputusan 
tdendagri No. 22 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 23 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 
Keputusan 
Mendaari No. 141 

Keputusan 
Mendagri No. 24 
Th. 2004' 
(1 1-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 36 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997, UU No. 13 Th. 2003 
ttg Ketenagakerjaan, dan PP 
NO. 66 Th. 2001 ttg Retribusi 
Daerah. 
-Bedentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

Bertentangan dng UU No. 18 
'rh. 1997, ULI No. 13 Th. 2003 
ttg Ketenagakerjaan, dan PP 
No. 66 Th. 2001 ttg Retribusi 
Daerah. 
lbidem 

Bertentangan dng UU No. 1R 
Th. 1997 

Bertentangan dng UU No. 5 Th. 
1984 ttg Ferindustrian, UU No. 
18 Th. 1997, PP NG. 13 Th. 
1995 ttg lzin Usaha lndustri PP 
No. 66 Th. 2001 ttg Retribusi 
Daerah. 
Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

lbidem 

lbidem 

lbidem 

bedentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

I . '  

. . 
. . xxxv 

. . . . . . 
. . ~. 

Keputusan 
Mendagri No. 108 
th. 2004 
(27-2-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 50 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 

Keputusan 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 dan PP No. 25 Th. 
2000. 

-Bedentangan dng UU No. 8 
Th. 1983 tlg Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan 
Jasa Dan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah, UU No. 18 Th. 
1997' 
- Bertentangan dng UU No. 18 
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. . . . . . xxxvi 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Th. 1997 ttg Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah dan PP No. 25 
Th. 2000. 

Ibidem 

-0ertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 dan PP No. 25 'rh. 
2000 

-0ertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997, UU No. 13 Th. 2003 
ttg Ketenagakerjaan, dan PP 
No. 66 'rh. 2001 ttg Retribusi 
Daerah. 
-Bertentangan dng UU No. 13 
Th. 1980 ttg Jalan 

l bidem 

Bertentangan dny UU No. 18 
Th. 1997, UU No. 13 'rh. 2003 
ttg Kstenagakerjaan, dan PP 
No. 66 Th. 2001 ttg Retribusi 
Daerah. 

I 
Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

Ibidem 

Beflentangan dng UU No. 13 
Th: 1980 tenrang Jalan, dan UU 
No. 14 Th. 1992 tentang LLAJ 

Ibidem 

l bidem 

Kota 
Bontang 

Kota 
Makasar 

Kab. 
Mamuju 

Kota 
'rangerang 

Kab. Ogan 
Komering 

Ulu 

Kab. 
Sawahluntol 

Sijunjung 

Kab. 
Lampung 

Barat 

Kab. Ciamis 
Usaha Jasa Traktor Mendagri No. 33 

Th. 2004 
(1 1-2-2004) 

Retribusi Daerah Di Sektor 
lndustri dan Perdagangan 

Perda No. 6 Th. 2002 ttg 
Retribusi Pelayanan Kelena- 
gakejaan 

a. Perda No. 3 Th. 2002 ttg 
Pengaturan dan Pemu- 
ngutan Retnbusi Usaha Di 
Bidang Penndustrian dan 
Perdagangcan Gi Kota 
Makassar 

b. Perda No. 5 Th. 2002 ttg 
Pengaturan dan Pernu- 
ngutan Retribusi Ketena- 
gake jaan Dalam Wilayah 
Kota Makassar 

c. Perda No. 8 Th. 2003 llg 
Penyertaan Modal Daerah 
Da!am Rangka Pernben- 
tukan Perseroan Terbatas 
(PT) Jangkar Utama Perda- 
na Dan Penetapan Jalan 
Lingkar Tengah Sebagai 
Jalan Khusus Serta 
Pengenaan Tarif Retnbusi 
Jasa Usaha 

Perda No. 9 Th. 2002 ttg 
Retribusi lzin Ketenagakejaan 

Perda No. 13 Th. 2002 ttg 
Retribusi Pelayanan Bidang 
Katenagake jaan 

Perda No. 5 Th. 2001 ttg 
Penerimaan Sumbangan PT 
Semen Baturaja Kepada 
Pemerintah Kab. Ogan 
Kornering Ulu 
a. Perda No. 13 Tt,. 2001 ttg 

Retribusi lzin Pemakaian 
Alat Berat Swasta 

b. Perda No. 9 'rh. 2001 ttg 
Retribusi Pernangkalan 
Hasil Bumi 

Perda No. 7 Th. 2001 ttg 
Retribusi Tandan Buah Segar 

Kab. a. Perda No. 9 Th. 2001 ttg Keputusan Ibidem 
Ketapang Pungutan Terhadap Hasil Mendagri No. 34 

Produksi Tandan Buah Th. 2004 
Segar (1 1-2-2004) 

Mendagri No. 51 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 25 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 
Kepulusan 
Mendagn No. 26 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 53 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 

Kepulusan 
Mendagri No. 166 
th. 2004 
(23-8-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 27 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 
Keputusan 
Mendagn No. 180 
Th. 2004 
(6-1 0-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 29 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 30 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 
Keputusan - 
Mendagri No. 139 
th. 2004 
(27-2-2004) 
Kepatusan 
Mendagri No. 31 

Kelapa Sawit I T h  2004 

Perda No. 22 Th. 2001 ttg lzin Keputusan 



26 

27 

i 
28 

29 

30 

31 

32 

Kab. Maluku 
Utara 

Kab. Gowa 

Kab. 
Manggarai 

Kab. 
Kepulauan 

Riau 

KotaBatam 

Kata Dumai 

~ a b l  Kerinci 

b. Perda No. 10 Th. 2001 ttg 
Pungutan Tyerhadap Hasil 
Produksi Minyak Sawit 
(CPO) dan Inti Sawit 

a. Perda No. 18 Th. 2002 ttg 
Retribusi Tempat Pele- 
langan lkan dan Peme- 
riksaan Mutu Hasil Laut 

b. Perda No. 17 Th. 2002 ttg 
Retribusi Pengusahaan 
Perikanan 

a. Perda No. 15 'rh. 2001 ttg 
Retribusi Penjualan Hasil 
Perkebunan 

b. Perda No. 20 Th. 2001 ttg 
Pembinaan Usaha lndustri 
dan Usaha Perdagangan 

Perda No. 7 Th. 2001 ttg 
Retribusi Usaha Perfilman 

Perda No. 6 Th. 2002 ttg 
Tenaga ke rja Lokal 

Perda No. 19 Th. 2001 ttg 
Pengaturan, Pengawasan dan , Pengendalian Minuman 
Beralkohol Kota Batam 

a. Perda No. 15 Th. 2000 ttg 
Wajib Latih Tenaga Kerja 
Bagi Perusahaan 

b. Perda No. 14 Th. 2000 ttg 
Pembinaan Kesejahteraan 
Buruh Di Wilayah Kota 
Dtimai 

~ e r d a  NC. 11 ~ h .  2002 ttg 
Retribusi Ketenagakerjaan 

. .  . . . 

. . . . 
xxxvii 

. . .  . . .  

, .  

Perda No. 11 Th. 2002 ttg 
Perpanjangan lzin Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing 

. a:. Perda No. 19 Th. ,2002 ttg 
Retribusi Ketenagikerjaan 

b. Perda No. 31 Th. 2001 ttg 
Penyelenggaraan . Usaha 

. Kepariwisataan 

Perda No. 32 Th. 2001 ttg 
Retribusi lzin Keselamatan dan 

. .  . 

Keputusan 
Mendagri No. 35 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 107 
th. 2004 
(27-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 145 
th. 2004 
(27-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 37 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 54 
'rh. 2004 
(1 1-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 38 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 39 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 40 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 41 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 171 
'rh. 2004 
(6-1 0-20040 
. . . . .  

Keputusan 
Mendagri No. 42 
T h. 2004 

. . . . .  

I . . .  

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 dan PP No. 25 Th. 
2000. 

Ibidem 

Ibidem 

Bertentangan dng UU No. i 8  
Th. 1997 dan PP No. 25 Th. 
2000 dan Keppres No. 3 Th. 
1997 ttg Pengawasan dan 
Pengendalian Minuman 
Beralkohol 
-Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 7 
-Bedentangan dng UU No. 18 
Th. 1997, UU No. 13 Th. 2003 
ttg Ketenagakerjaan, dan PP 
No. 66 Th. 2001 ttg Retribusi 

.Daerah.. . 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997, UU No. 13 Th. 2003 
ttg Ketenagakerjaan, dan PP 

(11-2-2004) . 

Keputusan 
Mendagri No. 43 
Th. 2604 
(1 1-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 44 
Th. 2004 
(11-2-2004) 
Keputusan 
Mendagfi'No. 114 
th. 2004 
(27-2-2004) 
Keputusan 

.Mendagri No. 45 

. . 

33 
. .  

34 

35 

Kab. Serang 
. .  

. . Kota ' 
Bandung 

Kab. 
,. Sukoharjo 

No. .66 Th. 2001 ttg Retribusi 
Daerah. 

Ibidem 
. .. 

~. 

Ibidem 

Bertentangan dng UU No. 18 
. . 

Th. 1997 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997, ULI .No. 13 Th. 2003 . 

, 

. 
. . 

. . 
. . 



36 

37 

38 

39 

40 

41 

43 

Kab. Blitar 

Kota 
Samarinda 

Kab. Kutai 

Kota 
Banjamasin 

Kota 
Benykulu 

Kota 
Gorontalo 

Kab. Maluku 
Tenggara 

Kesehatan Ke j a  

a. Perda No. 7 Th. 2001 ttg 
Retribusi lzin Pemakaian 
Peralatan Keja Tertentu 

b. Perda No. 23 Th. 2000 ttg 
Retribusi Kartu Ternak 

c. Perda No. 24 Th. 2000 ttg 
Pemeriksaan Daging Yang 
Berasal Dan Luar Daerah 
dan Dipasarkan Di Kab. 
Blitar - 

Perda No. 10 Th. 2001 ttg 
Retlibusi Pelayanan 
Ketenagakerjaan 

Perda No. 12 Th. 2001 ttg 
Pemberian lzin Mempe- 
kejakan Tenaga Keja Warga 
Negara asing Pendatang 
a. Perda No. 7 Th. 2002 ttg 

Retribusi Pelayanan Eidang 
Ketenagake jaan 

b. Perda No. 5 Th. 2001 ttg lzin 
Penumpukan Barang dan 
Pargudangan 

Perda No. 6 Th. 2002 ttg 
Retribusi ljin Usaha Peternakan 
dan Peredaran Sarana Produksi 
Petemakan. 
a. PerGa No. 23 'rh. 2001 ttg 

Retribusi lzin Usaha 
Perfilman 

b. Perda No. 13 'rh. 2090 ttg 
Penerimaan Sumbangan 
Pihak Ketiga Kepada 
Pemerintah Daerah Kab. 
Gorontalo 

c. Perda No. 65 Th. 2000 ttg 
Retribusi Pengamanan, 
Pengawasan Dan Pem- 
binaan Usaha Perkebunan 

d. Perda No. 16 Th. 2001 ttg 
Retribusi Pelayanan Jasa 
Ketatausahaan 

e. Perda No. 20 'rh. 2001 ttg 
Retribusi Pengamanan, 
Pengawasan Dan Pembi- 
naan Petemakan 
0 

a. Perda No. 02 Th. 2002 ttg 
Retribusi lzin Peredaran dan 

Th. 2004 
(1 1-2-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 46 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 
Keputusan 
Mendagn No. 96 
th. 2004 
(1 2-2-2004) 
Keputusan 
Uendagri No. 97 
th. 2004 
(12-2-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 47 
Th. 2004 
(.i 1-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 48 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 
Keputusa; 
Mendagn No. 49 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 

Keputusan 
Mendagn No. 186 
Th. 2004 
(6-1 0-2004) 
Keputusan 
Mer~dagri No. i 19 
th. 2004 
((27-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 52 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 88 
Th. 2004 
(12-2-2004) - 

Keputusan 
Mendagri No. 135 
th. 2004 
(27-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 143 
th. 2004 
(27-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 144 
th. 2004 

Keputusan 
Mendagri No. 55 

ttg Ketenagakerjaan, dan PP 
No. 66 Th. 2001 ttg Retribusi 
Daerah. 

Ibidem 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

Ibidem 

Ibidem 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

-Bedentangan dng UU No. ?8 
i h .  1997, UU No. 13 Th. 2003 
ttg Ketenagakerjaan, dan PP 
No. 66 Th. 2001 ttg Retribusi 
Caerah 
-Bedentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 dan UU No. 13 Th. 
1980 ttg .lalan. 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

-Bertentangan dng UU No. 8 
Th. 1983 ttg Pajak Pettam- 
bahan Nilai Barang dan Jasa 
Dan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah, UU No. 18 Th. 
1997. 
-Bettentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 ttg Pajak Daerah dan . Retribusi Daerah 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

-Bettentangan dng UIJ No. 18 
Th. 1997 dan PP No. 25 Th. 



Mataram -i 

45 Kab. 
Tapanuli 

Tengah 

lzin Tempat Penjualan 
Minuman Beralkohol 

b. Perda No. 06 Th. 2002 ttg 
Retribusi lzin kerja Tenaga 
Asing 

a. Perda No. 10 Th. 2001 ttg 
Retribusi lzin Usaha Perfilm- 
an dan Rekaman Video 

b. Perda No. 7 Th. 2002 ttg 
iietribusi Pelayanan 
Ketenagakerjaan 

c. Perda No. 8 Th. 2002 ttg 
Retribusi lzin Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja 

d. Perda No. 22 Th. 2001 ttg 
Retribusi Perizinan Di 
Bidang Angkutan Jalan 

a. Perda No. 26 Th. 2001 ttg 
Retribusi lzin Bongkar Muat 
Barany 

b. Perda No. I S  Th. 2001 ttg 
Retribusi lzin Usaha 
Industri, Perdagangan dan 
Gudang 

a. Perda No. 13 Th. 2001 ttg 
Retribusi Pelayanan Di 
Bidang Fertanahan. 

b. Perda No. 12 Th. 2001 ttg 
Retribusi lzin Usaha Di 
Bidang Kehutanan dan 
~erkebunan . 

, a. Perda No. 35 Th. 2001 ttg 
I Retribusi ~emeriksaan 

' Ternak ~eluar  Daerah Kab. 
AcehTengah . 

b. Perda No. 36 Th. 2001 ttg 
Retribusi Surat Kepemilikan 
Ternak 

Perda No. 8.Th. 2001 ttg 
1 Retribusi . Pelayanan. - .  lzin ' Penggunaan Jalan Diluar - -  . 

~epentingan'~alu Lintas 
Perda No. -16 Th. 2001 ttq 

1 Retribusi . lzin Angkut ~a; 

Th. 2004 
(1 1-2-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 56 
'rh. 2004 
(1 1-2-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 57 
'rh. 2004 
(1 1-2-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 21 1 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 

Kepu tusan 
Mendagri No. 212 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 239 
Th. 2004 
(7-1 0-20040 
Kepirtusan 
Mendagri No. 58 
Th. 2004 
(1 1-2-2004; 
Keputusan 
Mendagri No. 74 
Th. 2004 
(1 2-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 53 
'rh. 2004 
(1.1 -2-2004) 
Keputusan 
Meridagri No. 76 
Th. 2004 
(1 2-2-20040 
Keputusan 
Mendagri. No. 66 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) . 
Keputusan . . 

Mendagri No. 6 1  
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 
Keputusan 
Mehdagri. No. 62 
'rh. 2004 

. (1 1-2-2004) . 

Keputusan 
Mendagri No. 63 

2000 dan Keppres No. 3 Th. 
1997 ttg Pengawasan dan 
Pengendalian Minurnan 
Beralkohol. 
-Bedentangan dng UU No. 18 
'rh. 1997, UU No. 13 Th. 2003 
ttg Ketenagakerjaan, dan PP 
No. 66 Th. 2001 ttg Retribusi 
Daerah. 
-Bedentangan dng UU No. 8 
Th. 1983 ttg Pajak Pertam- 
bahan Nilai Barang dan Jasa 
Dan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah, UU No. 18 Th. 
1997 
-Bedentangan dng UU No. 18 
Th. 1997, U'J No. 20 Th. 1997 
ttg Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP), UU No. 13 Th. 
2003 ttg Ketenagakerjaan, PP 
No. 92 Th. 2000 ttg Tarif Atas 
Penerimaan Negara Bukan 
Pajak, dan PP No. 66 Th. 2001 
ttg Retribusi Daerah. 

l bidern 

-Bedentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 ttg Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 

lbidem 

lbidem 

Ibidem 

lbidem 

lbidem 

lbidem - 
. . 

Bertentangan dng UU No. 13 
Th. 198O'tentaiig Jalan dan UU 
No. 14 Th. 1992 tentang LIAJ. 

Bertentangan dng UU No. 18 
.Th. 1997. . . 

. .  . . . . .  . . . . . .  . . 

. . . . xxxix , ' . .  . 



49 

50 

Kab. Gresik 

I 

Kab. 
Pontianak 

i 

-Bedentangan dng UU No. 13 
Th. 1980 tentang Jalan dan UU 
No. 14 Th. 1992 tentang LLAJ. 

-8ertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997, PP No. 66 Th. 2001 
ttg Retribusi Daerah, dan 
Keppres No. 5 Th. 1994 ttg 
Pedoman Penyedarhanzan darl 
Pengendalian Perizinan di 
Bidang Usaha. 
-8ertentangan dng kepentingan 
umum, karena sumbangan 
bersifat sukareia dan tidak ada 
unsur paksaan, dan Iidak 
dibenarkan mengukur besamya 
sumbangan berdasarkan jenis 
usaha dan volume hasil usaha 
-8erteniangan dng UU No. i 8  
Th. 1997 

Ibidem 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

Perkebunan 

a. Perda No. 8 Th. 2001 ttg 
Retribusi Jalan Kabupaten 

b. Perda No. 5 Th. 2000 ttg 
Retribusi lzin Gangguan 

c. Perda No. 33 Th. 2000 ttg 
Sumbaagan Pihak Ketiga 
Kepada Penierintah Kab. 
Gresik 

d. Perda No. 10 Th. 2001 ttg 
Pajak Parkir 

e. Perda No. 8 Th. 2902 ttg 
Retribusi lzin Pelayacan 
Ketenagake rjaan 

a. Perda No. 23 Th. 2001 t!g 
Retnbusi Pengganti Nilai 
Tegakan 

51 

52 

. . .  .. 

1 bidem 

Ibidem 

Ibidem 

. 

Ibidem . 
. . 

Ibidem 

-8ertentangan dng UU No. 13 
Th. 1980 tentang Jalan dan UU 
No. 14 Th. 1992 tentang LLAJ. 

-Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

. . . . . . .  

Th. 2004 
(1 1-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 64 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 102 
th. 2004 
(1 9-2-2004) 

Keputusan 
Mendagri KO. !03 
th. 2004 
(1 9-2-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 104 
th. 2004 
(1 9-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 105 
th. 2004 
(1 9-2-2004) 
Keputusan 
:Jlzndagri No. 65 
'rh. 2004 
(I 1-2-2004) 

b. Perda No. 23 Th. 2001 ttg 
Retribusi Pemeriksaan 
Ternak 

a. Perda NG. 57 Th. 2001 l lg 
Retribusi Pemotongan 
Hevan Temak Kab. 
Morowali 

b. Perda No. 59 Th. 2001 ttg 
Tempat Pendaratan Kapal 
Kab. Morowali 

c. Perda No. 66 Th. 7001 ttg 
lzin Pemilikan dan Peng- 
gunaan Gergaji Rantai Kab. 
Morowali 

d. Perda No. 68 Th. 2001 t:g 
Penarikan Sumbangan 
Pihak Ketiga Kepada 
Pemerintah Daerah Kab. 
Morowali 

a. Perda No. 39 Th. 2001 ttg 
Retribusi Pemakaian dan 
Pe~lengkapan Jalan Daerah 
Kab..Luwu Utara 

b. Perda No.' 40 Th. 2001 !lg 
Retribusi Pengaturan dan 
Pengendalian Kendaraan 
Tidak Berrnotor Kab. Luwu 
Utara . .  . . .  

KaS. 
Morowali 

Kab. Luwu 
Utara 

. . . . 

Keputl~san 
Mendagri No. 129 
th. 2004 
(27-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 66 
Th. 2004 
(I 1-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 82 
Th. 2004 . . 
(1 2-2-2004) 
Keputtisan 
Mendagri No.. 121' 
Th. 2004 
(27-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 122 
Th. 2004 
(27-2-2064) 

Keputusan 
Mendagri No. 67 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 

'Keputusan 
Mendagri No.. 81 
Th. 2004 
(12-2-2004) 

. . . 



53 1 Kab. 
Simalungun 

Kota Binjai -I- 
Pangkal 
Pinang 

I 

56 1 Kab. 
Lampung 

Timur 

3-pm 
Serdang 

3i -p~ Sarnosir 

a. Perda No. 25 Th. 2001 ttg 
Retnbusi lzin Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik 
Untuk Usaha Sendiri dan 
Kepentingan Umum 

b Perda No. 15 Th. 2001 ttg 
Retnbusi Pemungutan Hasil 
Hutan Non Kayu 

b. Perda No. 22 Th. 2001 l!g 
P.dribusi Tanda Daflar 
Gudang 

c. Perda No. 24 Th. 2001 ttg 
Retnbusi Pembinaan, 
Pengawasan dan Pengen- 
daiian Industri. 

d. Perda No. 41 Th. 2001 ttg 
Perizinan Usaha Penge- 
lolaan Perkebunan 

Perda No. 17 Th. 2001 ttg 
Retribusi Wajib Pendaftaran 
dan Pemeriksaan Kendaraan 
Tidak Bermotor Di Kota Binjai 
Perda No. 09 Th. 2000 ttg 
Sumbangan Wajib Pengusaha 
Sarang Burung Walet dan 
~elest&iannya - 
a. Perda No. 10 Th. 2000 ttn 

Retribusi Atas lzin ~ e r u i  
tukan Penggunaan Tanah 

b. Perda No. 07 Th. 2000 ttg 
Pajak Reklame 

a. Perda No. 7 'rh. 2001 ttg 
Retribusi Pela-yanan lzin 
Bongkar Muat Barang 

b. Perda No. 9 Th. 2001 tig 
Retribusi Pelayanan lzin 
Pengelolaan ~ a y u ~ i l i k  - - 

a. Perda No. 28 'rh. 2000 ttg 
Penerimaan Sumbangan 
Pihak Ketiga Kepada Pihak 
Pemerinttrh 

b. Perda No. 27 Th. 2000 ttg 
Pajak Produksi ' Hasil 

.Tanaman Perkebunan 
NegaralDaerah, Perusa- 
haan Perkebunan Swasta 
dan Perkebu'nan Rakyat Di 
Kab. Deli Serdang - 

Perda No. 29 Th.' 2000 ttg 
Sumbangan Wajib Peru-sahaan 
Perkebunan, Negaral Daerah 
dan . Perusahaan Perkebunan 
Swasta Di Paerah Asahan 
a. Perda No. 16 Th. 2001 ttg 

Pemberian Sumbangan 
- . Pihak.' Ketiga - Kepada 

Keputusan 
Mendagri No. 28 
Th. 2004 
(1 1-2-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 70 
Th. 2004 
(1 2-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 71 
Th. 2004 
(1 2-2-2004) 
Keputusan 
Mendagn No. 72 
Th. 2004 
(1 2-2-2004) 
Keputusan 

1 Mendagri No. 73 
Th. 2004 

I (1 2-2-2004) 
Keputgsan 
Mendagri No. 75 
Th. 2004 
(1 2-2-2004) 

I Keputusan 
Mendagri No. 77 
Th. 2004 

Mendagri No. 78 
Th. 2004 
(1 2-2-2004) 

I Keputusan 
Me~idagri No. 232 

I Th. 2004 

1 ~ i n d a ~ r i  No. 79 
Th. 2004 
Keputusan 
Mendagri Nc. 80 
Th; 2004 

1 Keputusan 
I Mendagri No. 83 

Th. 2004 
(1 2-2-2004) 

1 Keputusan 
Mendagri No. 123 

R : 2 0 0 4  , , 1 (27-2-2004) 

Keputusan 
1 Mendagri No. 84 

Th. 2004 ,. 

1 (1 2-2-2004) 

~ e n d a ~ r i  No. 85 
, 'Th. 2004 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

lbidem 

Ibidem 

lbidem 

Ibidem 

lbidem 

Ibidem 

lbidem 

lbidem 

Ibidem 

lbidem 

Ibidem 

xli 



xlii 

I 

Pernerintah Kab. Toba 
Sarnosir 

b. Perda No. 6 Th. 2001 ttg 
Retribusi Pengawasan dan 
Pemeriksaan Kuali-tas Air 

a. Perda No. 20 Th. 2001 ttg 
Pajak Pengirirnan Barangl 
Bahan 

b. Perda No. 33 Th. 2001 ttg 
Retribusi Pendaflaran 
Ternak 

Perda No. 38 Th. 2001 ttg 
Retribusi lzin Pengelua~an 

6 1 

62 

Kab. 
Sumbawa 

Kab. Timor 
Tengah 

(12-2-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 125 
th. 2004 
(27-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 86 
Th. 2004 
(1 2-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 89 
Th. 2004 
(1 2-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 87 

63 

64 

65 

66 

. . 

67 

68 

69' 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

l bidern 

Th. 2004 
(1 2-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 90 
th. 2004 
(1 2-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 110 
th. 2004 
(27-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 91 
th. 2004 
(1 2-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 92 
th. 2004 
(1 2-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 93 
th. 2004 
(12-2-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 94 
th. 2004 
(12-2-2004) , 

Keputusan 
Mendagri No. 115 
th. 2004 . . 

(27-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 95 
th. 2004 
(1 2-2-2004) 
Kepu!usan 
Mendagri No. 98 ' 
th. 2004 
(12-2-2004) 

. . . . . . ' . . . .  

Keputusan ' 

Mendagri No. 101 
, th. 2004 , . . 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

. . . . . . .  . . .  . . 

Ibidem 
. 

. . 

Bertentangan dng UU No. 13 
Th. 1980 tentang Jalan, dan UU 
No. 14 Th. 1992 tentang LLAJ. 

Bertentangan dng kepentingan 
umurn, sebab 'sumbailgan 
bersifat sukarela dan tidak 
terdapat unsuc pernaksaan 

. . 

Bertentangan dng UU No: 18 
Th. 1997 

Utara 

Kab. Birna 

Kab. 
Sidenreng 
Rappang 

Kab. 
Banggai 

Kab. 
Tasikrnalaya 

, Kab. 
Jornbang 

' 

, Kab. Flores 

. . 

. Kota Palu 

Ternak dan Kulit 

a. Perda No. 15 Th. 2000 ttg 
Kontribusi Sisa Hasil Usaha 
Koperasi 

b. Perda No. 7 Th. 2001 ttg 
Usaha Perikanan 

Perda No. 31 Th. 2001 ttg 
Partisipasi Dan Surnbangan 
Pihak Ketiga 

Perda No. 12 Th. 2001 ttg Pajak 
Pengeluaran Hasil Bumi, Hasil 
Laut, Hasil Peternakan dan 
Hasil lndustri 
a. Perda No. 32 th. 2000 ttg 

Retribusi Prnberian lzin dan 
Biaya Pembonykar-an 
Reklarne Dalam Wil. Kab. 
Tasikrnal~ya 

5. Perda No. 34 Th. 2000 ttg 
Retribusi Peng~unaan Bon 
Kontan Perusahaanl Toko 
Dalam , Wil. , Kab. 

. . 
Tasikrnalaya 

c. Perda No. 6 Th. 2002 ttg 
luran Wajib Atas Usaha 
Kornodi;as Perkebunan 

Perda No. 4 Th. 2001 ttg 
Retribusi lzin Penggunaan 
Jalan 

- Perda No. 2 Th. 2000 . ttg. 
Surnbangan Atas Pengurn- 
pulan Dan Atau Pengeluaran 
Hasil Pertanian, Perkebunan, 
Peternakan, Perikanan Dan 
Hasil- Laut, Kehutanan Dan. 
Hasil Perindustrian 
a. 'Perda No. 6 Th. 2001 t tg 

Retribusi lzin Rumah Kostl 
Pemondokan . . 



"1 ;gz;i 
1 Tengah 

+r Rembang 

F Selalan 

b. Perda No. 1 Th. 2003 ttg 
Perubahan Atas Perda Kota 
Palu No. 20 Th. 2001 ttg 
Retribusi Perdagangan 
Antar Pulau Melalui Pener- 
bitan Surat Keterangan 
Komoditi Antar Pulau 

c. Perda No. 3 Th. 2003 ttg 
Perubahan Atas Perda Kota 
Palu No. 23 Th. 2001 ttg 
Retnbusi Perdagaiigan 
Ekspor Melalui Penerbitan 
Certificate of Origin (COO) 
Atau Surat Keterangar~ Asal 
Barang (SKA) 

d. Perda No. 11 Th. 2003 ttg 
Retnbusi Perdagangan Im- 
por Melalui Penerbitan 
Angka Pengenal lmpor 
(API) Dan Barang lmpor 

e. Perda No. 4 Th. 2003 ttg 
Perubahan Atas Perda Kota 
Palu No. 19 'rh. 2001 ttg 
Retribusi Tanda Daflar 
Gudang (TDG) 

f. Perda No. 5 Th. 2003 ttg 
Perubahan Atas Perda Kota 
palu No. 9 Th. 2001 ttg 
Retribvsi Surat lzin Usaha 
Industri (SIUI) 

g. Perda No. 3 Th. 2003 ttg 
Retribusi Tanda Daflar 
KeagenanlDistributor 
Barang Dan Jasa Produksi 
Daiarn Dan Luai Negeri 

Perda No. 02 Th. 2000 ttg 
iietri busi Peme-dksaan, 
Pengukuran Dan Pengujian 
Hasil Hutan 
Perda No. 30 Th. 2001 tta lzin 
Pemilikan Dan penggkaan 
Gergaji Rantai (Chain Saw) 

Perda No. 9 Th 2002 ttg lzin 
Bongkar Muat 

a.. Perda No. 24 Th. 2001 ttg 
Pajak Usaha  ema an-faatan 
Hasil Bumi 

b. Perda No. 41 Th. 2001 ttg 
Retribusi lzin Pemanfaatan 
Kayu Pada Tanah Milik 

1 Perda No. 11 Th. 2001 tlg Pajak 
Produksi Hasil Tanaman dan 
Hortikultura 

a. Perda No. 8 Th, 2001 ttg 

(1 2-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 191 
Th. 2004 
(6-1 0-2004) 

Keputusan 
Mendagn No. 192 
Th. 2004 
(6-1 0-2004) 

Kepdtusan 
Mendagri No. 193 
Th. 2004 
(6-1 0-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 221 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 222 
Th. 2004 

I (7-1 0-2004) 
1 Keputusan 

hlendagri No. 229 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 

1 Keputusan 
Mendagri No. 99 
th. 2004 

Mendagri No. 100 
I th. 2004 

Mendagri No. 118 

1 Keputusan 
Mendagri No. 117 
t h  2004 
(27-2-2004) . 
Keputusan 
Mendagri No. 118 
th. 2004 

1 (27-2-2004) 
Keputusan 

1 Mendagri No. 124 
th. 2004 1 (27-2-2004) 

1 Keputusan 

lbidern 

l bidem 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 dan PP No. 25 Th. 
2000 

Bertentangan dng UU No. 5 Th. 
1984 ttg Perindustrian, UU No. 
18 Th. 1997. PP No. 66 Th. 
2001 ttg Retnbusi Daerah,dan 
PP No. 13 Th. 1995 ttg lzin 
Usaha lndustri. 

l bidem 

Ibidem 

lbidem ----I 
lbidem 1 

lbidem 

Ibidem --I 
- - 

.Bedentangan dng kepen-lingan I 

xliii 



I / 82 1 Kab. Tanah 

78 

79 

a0 

Kab. Ogan 
Komering llir 

. . .  

Kab. Cianjur 

Kab. 
lndramayu 

Kab. 

Sumbangan Wajib Pem- 
bangunan Propinsi ( SWPP) 
~ambi  Dari ~ek to r  ~ehu: 
tanan 

b. Perda No. 9 Th. 2001 ttg 
Sumbangan Wajib 
Pembangunan Propinsi 
(SWPP) Jambi Dan Sub 
~ek to r  ~erkebunan 

a. Perda No. 23 Th. 2000 ttn 
Penebangan Pohon pad: 
Perkebunan Besar Di Jawa 
Barat 

b. Perda No. 24 'rh. 2000 ttg 
Usaha Pengolahan Teh 

Perda No. 22 Th. 2000 ttg 
Retribusi Peme-riksaan Hewanl 
Ternak Dan Hasil lkutannya 

Perda No. 03 Th. 2000 ttg 
Retnbusi Pabrik Pengolahan 
Hasil produksi 'The Rakyat 

a. Perda No. 12 Th. 2001 ttg 
Retribusi Dispensasi Jalan 

b. Perda No. 5 'rh. 2002 ttg 
Ketenagalistnkan 

c. Perda No. 6 Th. 2003 t g  
Retribusi Ketenagake jaan 

Perda No. 6 Th. 2002 ttg 
Retnbusi Izin Usaha Perfilman 

Perda No. 12 Th. 2002 ttg 
Retribusi lzin Per~yelenggaraan 
Sekolah Swasta Dan Kursus 
Pendidikan Luar Sekolah Yang 
Diselenggarakan Masyarakat 
DIKLUSEMAS 

berda NO. 4 )  ~ h .  2002 t tg  
Retribusi Sedifikasi Kepemi- 
likan Dan Pas Ternak 

Perda No. 08 'rh. 2003 ttg 
Retribusi Pelayanan Bidang 
Ketenagakerjaan 

. . 

a. Perda No. 15 Th. 2001 ttg 
Pajak Peiusatiaan lndusiri 
Daerah Dalam Kab. Ogan 
Komering llir 

b. Perda No: 16 Th. 2001 ttg 

Mendagri No. 126 
th. 2004 
(27-2-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 127 
th. 2004 
(27-2-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 130 
th. 2004 
(27-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 131 
th. 2004 
(27-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 132 
th. 2004 
(27-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 133 
th. 2004 
(27-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 134 
th. 2004 
(27-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 140 
th. 2004 
(27-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 176 
'Th. 2004 
(6-1 0-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 137 
th. 2004 

1 (27-2-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 148 
th. 2004 
(1 2-3-2004) . 

Keputusan 
Mendagri No. I49 

Mendagri No. 170 
th. 2004 
(6-1 0-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 172 
th. 2004 

umum karena sumbangan 
bersifat sukarela dan tidak 
terdapat unsur pemaksaan 

lbidem 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

lbidem 

lbidem 

lbidem 

-- 
-Bedentangan dng UU No. 13 
Th. 1980 tentang Jalan dan UU 
No. 14 Th. 1992 tentang LLAJ. 

-Bedentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

Bedentangan dng UU No. 18 
Th. 1997, UU No. 13 Th. 2003 
ttg Ketenagakerjaan, dan PP 
No. 66 Th. 2001 ttg Retribusi 
Daerah. - 
Bedentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

Beitentangan dng . jiwa dan 
semangat Pasal 31 Undang- 
Undang 1945, UU No. 18 Th. 
7 997 

Bedentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 dan PP .No. 66 'Th. 
2001 ttg Retribusi Daerah. 

I Bedentingan dng UU NO- 
Th. 1997, UU No. 13 Th. 2003 
ttg Ketenagakerjaan, dan PP 
No. 66 'rh. 2001 ttg Retribusi 
Daerah. . . 

lbidem 
I 

. . , . .. 

. . . . . . . . 
. . 

. . . . .  . .  xliv 



1 89 1 Kab. I ( Karawang 

Retribusi lzin Tanda Daftar 
Perusahaan, lzin Usaha 
Perdagangan, lzin Usaha 
lndustri Dan lzin Tanda 
Daftar Gudang 

a. Perda No. 28 Th. 2001 ttg 
Pajak Pendaftaran Peru- 
sahaan 

b. Perda No. 29 'rh. 2001 ttg 
Pajak Hasil Burni 

c. Perda No. 34 Th. 2001 ttg 
Retribusi lzin Pernanfaatan 
Hasil Hutan 

Perda No. 4 Th. 2003 ttg 
Retribusi Pelayanan Jasa 
Pengujian Dan Sertifikasi Mutu 
Barang 
Perda No. 6 Th. 2002 ttn 
Retribusi Pelayanan ~ete: 
nagakerjaan 

Perda No. 29 Th. 2003 ttg 
Pelayanan Bidang Keienaga- 
ks jaan 

a. Perda No. 11 Th. 2001 ttg 
Retribusi Tera dan Tera 
Ulang Alat Ukur 

b. Perda No. 22 Th. 2001 ttg 
Pelayanan Bidang 
Ketenagakerjaan 

Perda No. 15 Th. 2001 ttg 
Retribusi lzin Penyimpangan 
Waktu Kerja dan Waktu lstirahat 
Bagi Perusahaan 

, Perda No. 20 'rh. 2001 ttg 
Retribusi Pelayanan Keie- 
nagakerjaan 
. . 

~ e r d a  No. 12 Th.. 2003 ttg ' ~eiribusi Ketenagakerjaan 

Mendagri No. 198 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 173 
th. 2004 
(6-1 0-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 200 
Th. 2004 
97-10-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 237 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 174 
th. 2004 
(6-! 0-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 175 
Th. 2004 
(6-1 0-2004) 
Keputusan 
~ e n d a ~ r i  No. 177 
'Th. 2004 
(5-1 0-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 178 
Th. 20b4 
(6-1 0-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 179 
Th. 2004 
(6-1 0-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 181 
Th. 2004 
(6-1 0-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 132 
Th. 2004 
(6-10-2004) . ' 

Keputusan 
Mendagri No. 183 
Th. 2004 
(6-1 0-2004) 

'rh. 1982 ttg Wajib Daftar 
Perusahaan, UU No. 18 Th. 
1997, PP No. 66 Th. 2001 ttg 
Retribusi Daerah, dan Keprnen 
Perindustrian No. 2891MPPI 
Kepll012001 ttg Ketentuan 
Standar Pernberian Surat lzin 
Usaha Perdagangan (SIUP) 
berlaku sepanjang usaha yang 
bersangkutan rnasih berjalan. 
-Rertentangan dag UU No. 18 
Th. 1997 

-Bedentangan dng UU No. 18 
Th. 1997, U'J No. 8 Th. 1983 ttg 
Pajak Pertarnbahan Nilai dan 
Jasa dan Pajak Atas Barang 
Mewah, PP No. E5 Th. 2001 ttg 
Pajak Daerah. 
-Bedentangan dng UU No. 18 
Th. 1997,UU No. 20 Th. 1997 
ttg Penerirnaan Negara Bukan 
Pajak, PP No. 22 Th. 1997 ttg 
Jenis dan Penyetoran 
Penerirnaan Negara Bukan 
Pajak, PP No. 66 Th. 2001 ttg 
Retribusi Daerah. 
Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 bg ~aja l !  Daerah dan 
Retriblrsi Daerah dan PP No. 25 
Th. 2000 
Bertentanaan dna UU No. 18 
Th. 1 9 9 7 , " ~ ~  N; 13 Th. 2003 
ttg Ketenagakerjaan. 

Ibidem 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 dan PP No. 25 Th. 
2000 , , . 

- Eertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997, UU No. 13 Th. 2003 
ttg .Ketenagakerjaan, dan PP 
ND. 66 Th. 2001 ttg Retribusi 
Daerah. 
Bertentangan dng UU. No. 18 
Th. 1997, UU No. 13 Th. 2003 
ttg Ketenagakerjaan, dan PP 
No. 66 'rh. 2001 ttg Retribusi 
Daerah. 

Ibidem 

xlv 



Prop. 
Kalimantan 

Tengah 

Kab. 
Sambas 

Kab. Murung 
Raya 

Kab. Pasir 

Kota Kendari 

Prov. 
Gorontalo 

Kab. Deli 
Serdang 

Ka b. 
. . Langkat . 

Kota 
Prabumulih 

Kota Bandar 
Lampung 

. . 

a. Perda No. 7 Th. 2002 ttg 
Pengujian Mutu Mata 
Dagangan Ekspor 

b. Perda No. 4 Th. 2002 ttg 
Tertib Pemanfaatan Jalan 
dan Pengendalian Muatan 

Perda No. 11 Th. 2002 ttg 
Retribusi lzin ~en~elenggaraan 
Usaha Perfilman 

a. Perda No. 22 Th. 2003 ttg 
Retn'busi Pelayanan Bidang 
Ketenagakejaan Di Kab. 
M U N ~ ~  Raya 

b. Perda No. 18 Th. 2003 ttg 
Retribusi Pemakaian Jalan 
Dan Bonakar Muat Barana 
Di Kab. hhrung Raya 

- 
-- 

Perda No. 7 Th. 2003 ttn 
Retribusi Pelayanan ~ e t &  
nagakejaan 

Perda No. 11 Th. 2003 ttg 
Retribusi Jasa Pelayanan Di 
Bidang Syarat-Syarat Keja 

a. Perda No. 15 Th. 2003 ttg 
Retribusi Usaha Di Bidang 
Perdagangarl 

b. Perda No. 25 Th. 2002 ttg 
Retribusi Penempatan 
Tenaga kerja 

Perda No. 22 th. 2003 ttg Pajak 
Parkir 

Perda No. 5 Th. 2003 ttg 
Retribusi Pendafiaran Perusa- 
haan 

1 Perda No. 41 Th. 2003 ttg 
Retribusi Pelayanan Ketenaga- 
kejaan 

a. Perda No. 10 th. 2003 ttg 
Pelayanan Dan retribusi 

Keputusan 
Mendagri No. 185 
Th. 2004 
(6-1 0-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 242 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 188 
Th. 2004 
(6-1 0-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 189 
Th. 2004 
(6-1 0-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 234 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 190 
Th. 2004 
(6-1 0-2004) 
Keputusan 
~endagri  No. 194 
Th. 2004 
(6-1 0-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. IS5 
Th. 2004 
(6-1 0-2004) 
Keputusan 
Meadagri No. 196 
Th. 2004 
(6-1 0-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 197 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 199 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 201 
Th. 2004 
(7-10-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 202 
Th; 2004 ... 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

l bidem 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 dan PP No. 13 Th. 
1995 ttg lzin usaha Industri. 

Bertentangan dng UU No. I 6  
Th. 1997, UU No. 13 Th. 2003 
ttg Ketenagakerjaan, dan PP 
No. 66 'rh. 2001 ttg Retribusi 
Daerah 
-0ertentangan dng UU No. 13 
Th. 1980 tentang Jalan, UU No. 
14 Th. 1992 tentang LLAJ, UU 
No. I 8  Th. 1997. 

Ibidem 

- 
l bidem 

-0erten:angan dng UU ~o.-18 
Th. 1997 dan PP No. 25 Th. 
2000 
-Bertentangan dng UU No. 18 
'rh. 1997, U11 No. 13 Th. 2003 
ttg Ketenagakerjaan, dan PP 
No. 66 Th. 2001 ttg Retribusi 
Daerah 

Ibidem 

Bertentangar. dng UU No. 13 
Th: 1982 ttg Wajib Daflar 
Perusahaan, UU Lo. 18 Th. 
1997, PP No. 66 Th. 2001 ttg 
Retribusi Daerah, dan Kepmen 
Perindustrian No. 2891MPPl 
Kepll0/2001 ttg Ketentuan 
Standar Pemberian Surat lzin 
Usaha Perdagangan . (SIUP) 
berlaku sepanjang usaha yang 
bersangkutan masih berjalan. 
Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997, UU No. 20 Th. '1397 
ttg Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP); UU No. 13 Th. 
2003, ttg Ketenagakerjaan, dan 
PP lilo. 66 ' Th. " 2001 ttg 
Retribusi Daerah 

l bidem 

xlvi 



- 7 q - x -  
Surabaya 

Selatan 

- T F - p r  
Palangkara- 

a. Perda No. 11 Th. 2003 ttg 
Retribusi Pemanfaatan 
Sumber Daya Alam Daerah 
Untuk Usaha Bidang 
Perkebunan 

b. Perda No. 18 Th. 2001 ttg 
Perubahan Pertama Perda 
Kab. Ttilang Bawang No. 30 
Th. 1998 ttg Pajak Reklame 

c. Perda No. 12 Th. 2003 ttg 
Perubahan Pertama Perda 
Kab. Dati II Kab. Tulang 
Bawang No. 21 Th. 1998 ttg 
Pajak Penerangan Jalan 

a. Perda No. 21 Th. 2000 ttg 
Retnbusi !zin Gangguan 

b. Perda No. 11 Th. 2002 ttg 
Perubahan Pertama Perda 
Kab. Dati II Lampung 
Selatan No. 02 Th. 1998 ttg 
Pajak Penerangan Jalan 

c. Keputusan Bupati No. 11 Th. 
2002 ttg Uji Mutu Produk 
Penkanan Dalam Daerah 

-Bedentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

b. Perda No. 10 Th. 2000 ttg 
Pajak Penerangan Jalan 

Mendagri No. 205 

(7-1 0-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 203 
Th. 2004 

Th. 2064 
(7-10-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 235 
'rh. 2004 
(7-1 0-2004) 
Keputusan 
Mendagn No. 236 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 206 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 

Keputusan 
Idendagri No. 240 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 204 
Th. 2004 

l bidem 

Ibidem 

Ibidem 

-0ertentangan dng UU 
Gangguan (Hinder Ordonantie) 
Stbl 1926 No. 226 dan UU No. 
18 Th. 1997, PP No. 66 Th. 
2001 ttg Retribusi Daerah. 
-Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 199: ttg Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 

-Bedentangan dng Undang- 
Undang No. 18 Th. 1997, PP 
No. 66 Th. 2061 ttg Retribusi 

Kab. Lsmpung Selatan ( (7-1 0-2004) I Daerah 
Perda No. 1 Th. 2003 ttg 1 Keputusan I Bertentangan dng UU No. 18 
Pelayanan Dibidang ~ e t e l  
nagakerjaan 

Perda No. 8 Th. 2 0 0 3 x  
Retribusi Pelayanan Kete- 
nagakerjaan 

Mendagri No. 207 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 208 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 

Th. 1997, UU NO. 13 Th. 2003 
ltg Ketenagakerjaan, dan PP 
No. 66 Th. 2001 ttg Retribusi 
Daerah. 
Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997, UU No. 20 Th. 1997 
ttg Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP), UU No. 13 Th. 
2003 ttg Ketenagakerjaan, PP 
No. 92 Th. ZOO0 ttg Tarif Atas 
Penerimaan Negara Bukan 

.Pajak, PP No. 66 Th. 2001 ttg 
- I Retribusi Daerah. 

Perda No. 6 'rh. 2003 ttg 1 Keputusan [ Bertentangan dng UU No. 5 Th. 

xlvii 

Retnbusi lzin lndustri Kayu 

a. Perda No. 18 Th. 2001 ttg 
lzin Undian dan Pajak 
Hadiah Dalam Rangka 

I Pengumpulan Sumbangan 
Untuk Kesejahteraan Sosial 

b. Perda No. 29 Th. 2002 ttg 
I Penerangan Jalan Umum 

Dan pajak Penggunaan 
Tenaga Listrik 

~endagri  No. 209 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 210 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 230 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 

1984 ttg ~erindustrian, UU No. 
18 Th. 1997, PP No. 13 Th. 
1995 t:g lzin Usaha Industri, PP 
No. 66 Th. 2001 ttg Retribusi 
Daerah. 
-0ertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th..1997, PP No. 65 Th. 2001 
ttg Pajak Daerah. 



xlviii 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

Kab. 
Lombok 
Barat 

Kota Pars- 
Pare 

Prop. 
Sulawesi 

Utara 

Kab. Maros 

Kab. 
Nunukan 

Kota 
Balikpapan 

c. Perda No. 15 Th. 2001 ttg 
Retribusi Angkutan Barang 
Di Jalan 

a. Perda No. 21 Th. 2001 ltg 
Retribusi Surat lzin 
Pemungutan Hasil hutan 
Bukan Kayu Dan Retribusi 
Hasil Hutan Bukan Kayu 

b. Perda No. 27 Th. 2001 ttg 
Pajak Penginman Barang 
Antar Pulau 

Perda NO. 4 Th. 2004 ttg Usaha 
Kepariwisataan 

Perda No. 2 Th. 2002 ttg 
Retribusi Pengawasan Mutu 
dan Pengembangan Produksi 
Cengkih dan Pala Dalam Prop. 
Sulawesi Utara 
a. Perda No. 5 Th. 2002 ttg 

Retribusi lzin Tempat Usaha 

b. Perda No. 9 Th. 2002 ttg 
Retribusi lzin Usaha 
Perikanan 

c. Perda No. 10 Th. 2002 ttg 
Pengambiian Hasil Hutan 
lkutan 

d. Perda No. 13 Th. 2002 ttg 
Pengaturan Dan Pemu- 
ngutan Retribusi Ketena- 
gakejaan Dalam Kab. 
Maros 

Perda No. 16 Th. 2002 ttg 
Retribusi lzin Usaha lndustri 

Perda No. 16 Th. 2003 ttg 

1 
Retribusi lzin Bidang lndustri 

Keputusan 
Mendagri No. 243 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 213 
'rh. 2004 
(7-10-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 214 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 215 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 216 
Th. 2004 
(7-10-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 217 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 218 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 219 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 

. 
Keputusan 
Mendagri No. 219 
Th. 2004 
(7-10-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 223 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 

Keputusan 

-6ertentangan dng UU No. 13 
Th. 1980 tentang Jalan, UU No. 
14 'rh. 1992 tentang LLAJ, UU 
NO. 18 Th. 1997, PP NO. 43 Th. 
1993 ttg Prasarana dan Lalu 
Lintas Jalan dan PP No. 65 Th. 
2001 ttg Pajak Daerah. 
Bertentangan dng UU No. 8 Th. 
1983 ttg Pajak Pertambahan 
Nilai dan Jasa. Dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah, 
Undang-Undang No. 18 Th. 
1997 , PP No. 66 Th. 2001 ttg 
Retribusi Daerah. 
-6ertentangan dng UU No. 8 
Th. 1983, UU No. 18 Th. 1997 
dan PP No. 65 Th. 2001 ttg 
Pajak Daerah. 
Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 dan PP No. 66 Th. 
2001 ttg Retribusi Daerah. 

Ibidem 

-6ertentangan dng UU No. 5 
Th. 1984 ttg Perindustrian, UU 
No. 18 Th. 1997, PP No. 13 Th. 
1995 ttg Iziil Usaha Industri, PP 
No. 66 Th. 2001 ttg Retribusi ' 
Daerah. 
-8ertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

-Bertentangan dng UU No. 8 
Th. 1983 ttg Pajak 
Pertambahan Nilai dan Jasa 
Dan Pajak Penjuslan Atas 
Barang Mewah, UU No. 18 Th. 
1997 , PP No. 66 'rh. 2001 ttg 
Retribusi Daerah dan UU No. 
34 th. 2002 ttg Tata Hutan dan . Penyusunan Rencana Penge- 
lolaan Hutan 
Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

Bertentangan dng' UU No. 5 Th. 
1984 ttg Perindustrian, UU No. 
18 Th. 1997, PP No. 66 Th. 
2001 ttg Retribusi Daerah, dan I PP No. 13 Th. 1995 ttg lzin 
Usaha Industri. 

Ibidem 
Mendagri No. 224 
Th. 2004 
(7-1 012004) 



Kab. 
Bengkayang 

Prov. 
Sumatera 
Selatan 

Kota Kendari 

Kab. 
Bengkulu 

Utara 

Kab. 
lndragiri Hilir 

Kab. Sintang 

Prop. Nusa 
Ten~gara 

Timur 

Prov. DKI 

Kab. Kerinci 

Perda No. 1 Th. 2001 ttg 
Retribusi Pengelolaan Hasil 
Hutan 

Perda No. 21 Th. 2001 ttg 
Penyelenggaraan Kewenangan 
Pemerintah Prop. Sumatera 
Selatan Di Bidang Usaha 
Penyediaan Tenaga Listrik 
Untuk Kepentingan Sendiri dan 
Umum Serta Usaha Penunjang 
Tenaga Listrik 
Perda No. 2 Th. 2002 ttg Surat 
lzin Usaha Perdagangan 

Perda No. 13 Th. 2002 ttg 
Retribusi Produksi Minyak 
Kelapa Sawit 

Perda No. 56 Th. 2000 ttg ~ a j a k  
Hasil Pertanian Dan Perikanan 

Perda No. 13 Th. 2002 ttg lzin 
Bengkel 

Perda No. 7 Th. 2001 ttg 
Retribusi lzin O?erasi dan 
Kelebihan Muatan Angkutan 
Jalan 
Ke~utusan Gubernur No. 101 
Th: 2002 ttg Ketentuan 
Pembangunan Menara 
Telekomunikasi Di Prop. 
Daerah khusus Ibu Kota Jakarta 

Perda No. .I4 .Th. 2002 tentang 
Retribusi Dispensasi Melalui 
Rambu Jalan 

Keputusan 
Mendagri No. 225 
Th. 2004 
17-1 0-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 227 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 228 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 

Keputusan 
Mendagri No. 233 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 238 
Th. 2004 

~ e n d a ~ r i  No. 240 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 244 
Th. 2004 
(7-1 0-2004) 
Keputusan 
Mendagri No. 150 
Th. 2004 
(1 2-3-2004) 

Keputusan . 
Mendagri No. 231 
Th. 2004 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997, UU No. 41 Th. 1999 
ttg Kehutanan, PP No. 66 Th. 
2001 ttg Retribusi Daerah. 

l bidem 

Bertentangan dng UU No. 5 Th. 
1985 ttg Perindustrian, UU No. 
18 Th. 1997, PP No. 66 Th. 
2001 ttg Retribusi Daerah dan 
PP No. 13 Th. 1995 ttg lzin 
Usaha lndustri. 
Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997 

Ibidem 

Bertentangan dng UU No. 18 
'rh. 1997 dan PP No. 25 Th. 
2000, PP No. 66 Th. 2001 ttg 
Retribusi Daerah. 

Ibidem 

Bertentangan dng UU No. 18 
Th. 1997, Undang-Undang No. 
36 Th. 1999 ttg Telekomur,ikasi, 
dan PP No. 14 Th. 2000 tentang 
Tarif atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak Yang 
Berlaku Pada Departemen 
Perhubungan. 
-Bedentangan dng UU No. 13 
Th. 1980 tentang Jalan, UU No. 
14 Th. 1992 tentang LLAJ, UU 
No. 18 Th. 1997, PP No. 43 Th. 
1993 ttg Prasarana dan Lalu 
Lintas Jalan dan PP No. 66 Th. 
2001 ttg Retribusi Daerah. 



LAMPIRAN 4: 

DAFTAR P E R D m P U T U S A N  KEPALA DAERAH 

YANG DIBATALKAN TAHUN 2005 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Keputusan 
Mendagri 

Keprnendagri 
Nornor 1 Tahun 
2005 
(31 -1 -2005) 

Keprnendagri No. 
2Tahun 2005 
(1-1-2005) 

Keprnendagri No. 
3 Tahun 2005 
(1 -1 -2305) 

Kepmendagri No. 
61 Tahun 2005 
(1 5-4-2005) 

Keprnendagri No. 
4 Tahun 2005 
(3-3-2005) 

Keprnendagri No. 
45 Tahun 2005 
(29-3-2005) 

Keprnendagri No. 
5 Tahun 2005 
(3-3-2005) 

Keprnendagri No. 
6 Tahun 2005 
(3-3-2005) 

Keprnendagri No. 
7 Tahun 2005 
(3-3-2005) 

ProvlKabl 
Xota 

Kabupaten 
Hulu Sungai 
Selatan 

Kabupaten 
Tapanuli 
Utara 

Kabupaten 
Sirnalungun 

Kabupaten 
Kupang 

Kabupaten 
Donggala 

Kabupaten 
Pare-pare 

Alasan Pembatalan 

Bertentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, 
UU No. 33 Tahun 2004 tentang 
Perirnbangan Keuangan Antara 
Pernerintah Pusat dan 
Pernerinlah Daerah, Peraturan 
Protokoler dan Keuangan 
Pirnpinan dan Anggota DPRD. 
Bertentangan dengan UU. No. 
18 Tahun 1997, PP No. 66 
Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah 

Ibidem 

Bertentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997 dan PP No. 65 
tahun 2001 lentang Pajak 
Daerah 
-Bedentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997 dan UU No. 33 
Tahun 2004 

-0ertentangan dng UU No. 18 
Tahun 1997, UU No. 33 Tahun 
2004, PP No. 66 Tahun 2001 

.tentang Retribusi Daerah 
Begentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997 

Bertentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997 dan PP No. 25 
Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pernerintah dan 
Kewenangan Pernerintah 
Propinsi Sebagai Daerah 
Otonorn 
Bertentangan dng UU No. 18 
Tabun 1997 

PerdalKepts.KDH 

Perda No. 23 Tahun 2001 
tentang Penghargaan Puma 
Bhakti Pejabat Negara dan 
Sekretaris Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan 

Keputusan Bupati Tapanuli 
Utara No. 14 Tahun 2003 
tenlang Pelaksanaan Perda No. 
04 Tahun 2000 tentang 
Surnbangan Pihak Ketiga 
Kepada Pernerintah Kabupaten 
Tapanuli Utara 
a. SK Bupati Sirnalungun No. 

522.211578112001 tentang 
Pernberian Surnbangan 
Pihak Ketiga Dan Usaha 
Sektor Kehutanan Kepada 
Pernda Kab. Sirnalungun 

b. Perda No. 5 thn 1998 ttg 
Pajak Penerangan Jalan 

a. Perda No. 13 Tahun 2001 tt 
Retribusi lzin Pengambilan 
dan Pengeluaran Hasil 
Pertanian dan Perkebunan 

b. Perda No. 12 Tahun 2001 ttg 
retribusi lzin Pengurnpulan 
Dan Pengeluaran Hasil 
Kelautan dan Perikan-an 

' a. Perda No. 39 Tahun 2001 ttg 
Retribusi Sertifikasi Benih 
Pertanian Tanarnan Pang- 
an, Hortikultura, Dan Hijau- 
an Makanan Ternak 

b. Perda No. 41 Tahun 2001 
tentang Retribusi Sertifikasi 
Perdagangan Ternak, Pro- 
duksi Ternak, Hewan Piara 
dan Bahan Asal Hewan 

Perda No. 5 Tahun 2004 
tentang Usaha Peternakan Dan 
Perneliharaan Ternak 



7 1 Provinsi 
Maluku 
Utara 

a. Perda No. 11 Tahun 2004 ttg 
Retribusi Pengawasan Mutu 
Produksi Hasil Perkebunan 

b. Perda No. 9 Tahun 2004 
tentang Retribusi Usaha 
Perikanan 

Kepmendagri No. 
8 Tahun 2005 
(3-3-2005) 
Kepmendagri No. 
52 Tahun 2005 
(29-3-2005) 

~ u t a n  Berbasis ~ a s ~ a r a k a t  
Kabupaten Wonosobo 

b. Perda No. 16 Tahuli 2003 
tentang lzin Usahr;, lzin 
Perluasan dar! Tanda Daftar 
lndustri 

Kepmendagn No. 
109 Tahun 2005 
(4-7-2605) 

tina Hewan, Ikan Dan 
Tumbulian Antar Area 

b. Perda No. 1 Tahun 2002 
tentang Pajak Kendaran 
Berrnotor 

9 

c. Keputusan Gubemur Kepala 
Dati I Lampung No. 31 
Tahun 1996 ttg Petunjuk 
Pelaksanaan Perda Prop. 
Dati I Lampung No. 8 Tahun 
1994 tentang Usaha-Usaha 
Kesejahteraan Penganggur 
dan Usaha-Usaha Pembe- 
rian I(e j a  Kepada Pengang- 
gur Di Prop. Dati I Lampung 

Kabupaten 1 Perda No. 10 Tahun 2002 

Prop. 
Lampung 

Kepmendagri No. 
18 Tahun 2005 
(1 6-3-2005) 

a. Perda No. 10 Tahun 2000 ttg 
Retribusi Pelayanan Karan- 

Yimur 

Kabupaten 
Maringin 

Kota 
Sarnarinda 

, 

Kepmendagri No. 
59 Tahun 2005 
(1 5-4-2005) 

Kepmendagri No. 
10 Tahun 2005 

Tanaman, Benihl Bibit Seda 
Pengolahan Hasil Perkebunan 
Dan Kehutanan 
Perda No. 34 Tahun 2001 
tentang Retribusi lzin 
Pengeluaran Ternak 
a. Perda No. 19 Tahun 2000 

tentang Usaha Penkanan, 
Pengawasan Pemotongan 
Temak Dan Perdagangan 
Daging Dalsrn Wilayah Kota 
Sarnarinda 

b. Perda No. 28 Tahuil 200 
tentang Usaha Peternakan, 
Penampungan, Pemotong- 
an Unggas, Peredaran 
Daging dan Telur Unggas 

Kepmendagri No. 
11 Tahun 2005 
(1 4-3-2005) 
Keprr~endagri No. 
12 Tahun 2005 
(14-3-2005) 

Kepmendagri No. 
13 Tahun 2005 
(14-3-2005) 
Ke~mendaari No. 

Keprnendagri No. 
128 Tahun 2005 
(1 4-1 2-2005) 

-Bedentangan dng UU No. 18 
Tahun 1997 dan PP No. 25 - - 

Tahun 2000 
-Bedentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997, UU no. 18 
tahun 2000 tentang Perubahan 
Kedua atas UU No. 8 tahun 
1983 tentang PPN dan PPnBM, 
PP No. 54 tahun 2002 tentang 
Usaha Perikanan dan PP No. 
66 Tahun 2001 tentanp 
Retribusi Daerah 
-Bedentangan dengan Pasal 5 
ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 . . .  

tentang Kehutanan dan Pasal2 
ayat (3) angka 4 huruf c PP No. 
25 Tahun 2000 
-Bedentangan denyan UU 18 
Tahun 1997, PP No. 13 Tahun 
1995 tentang lzin Usaha 
Industri, PP No. 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah 
-Bedentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997 dan PP No. 25 
Tahun 2000 

-Bedentangan dengar1 UU No. 
18 Tahun 1997 dan PP No. 65 
Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah 
-Bedentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997 dan PP No. 66 
tahun 2001 tentang Reiribusi 
Daerah 

Bedentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997 

Bedentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997 dan UU No. 33 

.Tahun 2004 t:g PKPD 

1 I .  

Ibidem 

-Bedentangan dengan UU 18 
Tahun 1997, PP No. 7 Tahun 
2004 tentang Perubahan atas 
PP No. 49 Tahun 2002 tentang 
Tarif Atas Penerimaan Negara 



lii 

14 

15 

16 

17 

18 

dalam ' Wilayah Kota 
Samarinda 

c. Perda No. 30 Tahun 2000 
ttng Retribusi Pernbuatan 
Badan Kapal Dalam 
Wilayah Kota Samarinda 

raan Angkutan Barang Di 
Jalan Dalam Wilayah Kota 
Samarinda 

d. Perda No, 8 Tahun 2001 
tentang lzin Penyelengga- 

Percia N3. 7 Tahun 2002 ttg 
Perizinan Pen daftaran Usaha 
Peternakan 
Perda No. 3 Thn 2001 tentang 
Retribusi Telur Ayam Buras 

a. Perda No. 7 'rhn 2003 tlg 
Perubahan Pertama Atas 
Perda Kab. Pontianak No. 
21 Tahun 2001 ttg Retribusi 
Sertifikasi Benihl Bibit 

b. Perda No. 12 Tahun 2002 
tentang Retribusi Usaha 
Perikanan 

Perda No. 9 Tahun 2002 
tentang Pajak Parkir 

Perda No. 26 Tahun 2301 
tentang Pelayanan Di Bidang 
Pertanian 

Perda No 3 Tahun 2002 tlg 
Reribusi Pemotongan Hewan 
dan Pemeriksaan Hewan, Hasil 
Temak, Serta hasil lkutannya 
a. Perda No. 9 Tahun 2000 

tentang Retribusi Rumah 
Potong Hewan Dan Tata 
Niaga Ternak 

b. Perda No. 14 tahun 2004 
tentang lzin Bongkar Muat 
Barang 

a. Perda No. 21 Tahun 2002 ttg 
Pengendalian Pemanfaaan 
Flora dan Fauna Yang Tidak 
Dilindungi Lintas Kabl Kota 
Di Prop. Jateng 

b. Perda No. 3 Tahun 2004 tlg 
lzin Pernanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Lintas KablKota 
di Propinsi Jateng 

Perda No. 23 Tahun 2001 
Tentang Retribusi ljin Usaha 
Perusahaan Penggilingan Padi, 
Huller dan Penyosohan Beras 
Perda No. 11 Tahurl 2001 

Kota 
Bontang 

Kabupaten 
Bengkayang 

Kabupaten 
Pontianak 

Kota Bandar 
Lampung 

Kota 

Kepmendagri No. 
129 Tahun 2005 
(1 4-1 2-2005) 

(14-12-2005) 

Kepmendagri No. 
130Tahun2005 

Kepmendagri No. 
15 Tahun 2C05 
(14-1 2-2005) 
Kepmendagri No. 
16Tahun 2005 
(1 4-! 2-2005) 
Kepmendagri No. 
17 Tahun 2005 
(14-1 2-2005) 

Kepmendagri No. 
42Tahun 2005 
(21 -3-2005) 

Kepmendagri No. 
19 Tahun 2005 
(16-3-2005) 

Kepmendagri No. 
20 Tahun 2035 
(1 6-3-2005) 

Kepmendagri No. 
21 Tahun 2005 
(16-3-2005) 

Kepmendagri No. 
22 Tahun 2005 
(16-3-2005) 

Kegmendagri No. 
114 Tahun 2005 
(4-7-2005) - 
Kepmendagri No. 
23 Tahun 2005 
(16-3-2005) 

Kepmendagri No. 
55 Tahun2005 
(4-4-2005) 

Kepmendagri No. 
24 Tahun 2005 
(16-3-2005) 

Kepmendagri No. 

I ( Bandung 

Bukan Pajak Yang Berlaku di 
Departemen Pertanian 
-Bedentangan dengan UU 18 
Tahun 1997 

UU No. 18 Tahun 1997 

I 
-Bedentangan dengan UU No. 
14 tahun 1992 tentang LLAJ, 

Bertentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997 

Beeentangan dng UU No. 18 
Tahun 1997 dan UU No. 33 
Tahun 2004 

Ibidem 

Bertentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997 da~ i  PP No. 54 
Tahun 2002 tentang Usaha 
Perikanan 
Bertentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997 dan PP No. 65 
Tahun 2001 tentsng Pajak 
Daerah 
Bertentangan dengan UU No. 
16 Tahgn 1997, PP No. 13 
Tahun 1995 tentang izin Usaha 
Industri, PP No. 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah 
Bertentangan dengan UU No. 
'i8 Tahun 1997 dan PP No. 66 
Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah 

Ibidem 

Bertentangan dengan UU 18 
Tahun 1997, UU No. 33 Tahun 

.2004 PKPD, PP No. 66 Tahun 
2001 tentang Retribusi Daerah 
Bertentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997 dan PP No. 66 
Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah 

Bertentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997, UU No. 41 
tahun 1999 tentang Kehutanan, 
PP No. 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah 

Ibidem 

Bertentangan dengan UU No. 

19 

20 

21 

22 

23 

Kabupaten 
Karawang 

Kota 
Tangerang 

Provinsi 
Jawa 
Tengah 

Kabupaten 
Sragen 

Kabupaten 



24 

Sleman 

Kabupaten 
Temanggun 
9 

tentang Pemeriksaan dan 
Pemotongan Hewan ternak 
Serta Pemeriksaan Daging dan 
Hasil lkutannya 
a. Perda No. 14 Tahun 2004 ttg 

Retribusi Pelayanan Insemi- 
nasi Buatan 

b. Perda No. 15 Tahun 2004 
tentang Retribusi lzin Usaha 
di Bidang Peternaan 

c. Perda No. 17 Tahun 2004 ttg 
Retribusi Pemeriksaan 
Kesehatan Hewan yang 

Ibidem 

- 
Ibidem 

Bertentangan dengan UU No. 
18 Tehun 1997, UU No. 33 
Tahun 2004 ttg PKPD, PP No. 
66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah, dan PP No. 
13 tahun 1995 tentang Lain 
Usaha lndustri 

Ibidem 

-Bertentangan dengsn UU 18 
Tahun 1997, UU No. 33 tahun 
2004 t t ~  PKPD, PP No. 66 
Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah 
-Bertentangan dengan UU 18 
Tahun 1997, UU No. 33 Tahun 
2004 ttg PKPD, UU No. 38 
Tahun 2004 tentang Jalan dan, 
PP No. 66 Tahun 2001 tentang 
Reiribusi Eaerah 

. . .  
Ibidem 

. . . . . 

-Bedentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997 tentang Pajak 
dan Retribusi Daerah dan PP 
No. 54 Tahun 2002 tentang 
Usaha Perikanan 

Ibidem . . . 

-6ertentaiigan deng& UU No. 
. .I8 Tahun-1997 dan PP No:65 

tahun 2001 tentang Pajak 
.. . 

Daerah 
Ibidem 

. .  . 

I 

. 

25 Tahun 2005 
(16-3-2005) 

Kepmendagri No. 
26 Tahun 2005 
(1 6-3-2005) 
Kepmendagri No. 
27 Tahun 2005 
(16-3-2005) 
Kepmendagri No. 
27 Tahun 2005 
(16-3-2005) 

25 

26 

27 

2 8  

. 

29 

. 

. . 

30 

18 Tahun 1997, UU No. 33 
Tahun 2004 dan PP No. 66 
Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

Kabupaten 
Tulungagung 

Kabupaten 
Madiun 

Kabupaten 
Sampang 

Perda No. 48 Tahun 2001 
tentang Retribusi Tuberikuiinasi 
Pada Sapi Perah 
Perda No. 13 Tahun 2002 
tentang Retribusi Pelayanan 
Bidang Peternakan 
a. Perda No. 23 Tahun 2002 

tentang Retribusi Pemberian 
Tanda Daftar Usaha Atas 
Perusahaan 

b. Perda No. 20 Tahun 2002 
tentang Retribusi lzin Usaha 
Industri, lzin Perluasan dan 
Tanda Daftar Gudang 

c. Perda No. 21 Tahun 2002 
tentang Retribusi lzin Usaha 
Perdagangan 

Kepmendagri No. 
29 Tahun 2005 
(1 6-3-2005) 
Kepmendagri No. 
30 Tahun 2005 
(1 6-3-2005) 
Kepmendagri No. 
31 Tahun 2005 
(16-3-2005) 

Kepniendagri No. 
97 Tahun 2005 
(4-7-2005) 

Kepmendagri No. 
98 Tahun 2005 
(4-7-2005) 

Kepmendagri No. 
118 Tahun 2005 
(4-7-2005) 

.Kepmendagn Na. ' 
32 rahun 2005 
(16-3-2005) 

. 

Kepmendagri No. 
33 Tahun 2005 
(21-3-2005) . ' 

Kepimendagri No. 
34 Tahun 2005 
(21 -3-2605) 
Kepmendagri No. 
59 Tahun 2005 
(15-4-2005) . . 

Kepmendagri No. 
35Tahun 2005 
(21-3-2005) 

i 

- Kabupaten 
Blitar 

.:. 

Kabupaten 
Deli Serdang 

d. Perda No. 7 Tahun 2003 
tentang Retribusi Perlin- 
dungan Jalan dari 
Pemakaian Kendaraan 
Bermotor 

' Perda . .No; 20, Tahun 2000 
tenlang Retribusi Pemberian ljiri 
Usaha Bagi Perusahaan 
Penggilingan Padi, Huller dan 
Penyosohan Beras 
a. Perda No. 22 Tahun 2000 ttg 

Rertibusi k i n  Usaha 
Perilcanan - ' 

I I 

. . 

Kabupaten 
Langkat 

. . . .  

b. Perda No. 25 Tahun 2000 
tentang Pajak Produksi 
Hasil Tambak 

c. .Perda No:30 tahun 1998 ttg 
, Pajak . Pernofaatan . Air. . . 

Bawah Tan.ah dan Air 
. . .  Permukaan 

a. Perda No. 33 Tahun 2002 
tentang . lzin Usaha 
Petikanan . ' .. 



Retribusi Pemeriksaan 
Mutasi Hasil Perikanan 

c. Perda No. 6 tahun 1998 ttg 
Pajak Penerangan Jalan 

( Perikanan 
32 1 Provinsi I a. Perda No. 29 Tahun 2002 

31 

Kspulauan 
Bangka 
Belitung 

tentang lzin Usaha 
Perikanan 

b. Perda No. 30 Tahun 2002 
tentang Retribusi Pengujian 
Mutu HAsil Perikanan 

Kota 
Pekanbaru 

Nunukan tentang Retribusi lzin Usaha 
Perikanan 

b. Perda No. 24 Tahun 2001 
tentang Retribusi lzin 
Pemanfaatan Laut dan 

Perda No. 09 Tahun 2000 
tentang Penzinan Usaha 

Kota 
Palangkara- 
Ya 

Sungai 
Perda No. 18 Tahun 2002 
tentang Retribusi lzin Usaha 
Perikanan dan lzin Penang- 
kapan Ikan, Pengujian Mutu 
Hasil Perikanan, Hasil Perikan- 
an yang Diper dagangkan 
Keluar Daerah dan Karantina 

No. 26 Tahun 2002 
1 1 ~abanan 1 tentang Retribusi lzin Usaha 
I 1 
1 36 1 Kabupaten ( Perda No. 17 Tahun 2001 

Lombok 
Tengah 

Kabupaten 
Kupang 

Kabupaten 
Gowa 

tentang Retribusi lzin Usaha 
Perikanan 

Perda No. 12 Tahun 2001 
tentang retribusi lzin 
Pengumpulan Dan Pengeluaran 
Hasil Kelautan dan Perikanan 

Perda No. 19 Tahun 2001 
tentang Retribusi Perizinan 
Usaha Peri kanan dan Hasil 
tangkapan lkan 

Kepmendagri No. I 
36 Tahun 2005 1 

39 

(21 -3-2005) 
Kepmendagri No. 
60 Tahun 2005 
(1 5-4-2005) 

Kepmendagri No. a 

Kabupaten 
Morowali 

Ibidem 

a. Perda No. 47 tahun 2001 
tentang Pajak Alat Tangkap 

Bertentangan dng UU No. 18 
Tahun 1997 dan PP No. 65 

, tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah 

l bidem 

Kepmendagri No. 
43 Tahun 2005 
(21 -3-2005) 
Kepmendagri No. 
44 Tahlln 2005 
(29-3-2005) 

121 -3-2005) 
Kepmendagri No. 
38 Tahun 2005 
(21 -3-2005) 
Kepmendagri No. 
112Tahun 2005 
(4-7-2005) 

Kepmendagri No. 
39 Tahun 2005 
(21 -3-2005) 
Kepmendagri No. 
40Tahun 2005 
(21-3-2005) 

Kepmendagri No. 
41 Tahun 2005 
(21 -3-2005) 

Bertentangan dengan UU No. 
16 Tahun 1997, UU No. 31 

Ibidem 

Bertentangan dengan UU 18 
Tahun 1997 dan PP No. 15 
Tahun 2002 tentang Karsntiila 
lkan 

l bidem 

Bertentangan dengsn UU No. 
18 Tahun 1997 dan UU No. 12 
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan 
Bertentangzn dengan UL: No. 
18 T a h ~ n  1997 dan PP No. 54 
Tahun 2002 tentang Usaha 
Perikanan 

Tahun 2004 tentang Perikanan, 
PP No. 66 tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah, PP No. 54 
Tahun 2002 tentang Usaha 

I Perikanan 

(29-3-2005) 2004 ttg PKPD, PP NO. 66 
.Tahun 2001 tentang Retribusi 

. - . . . . - . . - . . 

d ~ ! a n g a n  dng UU No 18 

Kepmendagri No. 
45Tahun 2005 

46 Tahun 2005 
(29-3-2005) 

Bertentangan dng UU No. 18 
Tahun 1997, UU No. 33 Tahun 

Kepmendagri No. 
47 Tahun 2005 
(29-3-2005) 

Tahun 1997, UU-NO. 31 tahun 
2004 tentang Perikanan, PP No. 
66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah dan PP No. 54 
tahun 2002 tentang Usaha 
Perikanan 
-Bedentangan dengan UU No. 
18 ~ahun-  1997, uu No. 18 
tahun 2000 lentang Perubahan 
Kedua atas UU No. 8 tahun 
1983 tentang Pajak Pertam- 
bahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah dan PP No.. 66 

. . 
. . . . . . 

. .  . 
. . 

. . . . . . 
liv 
. . 

. . 
. . . . 



Kabupaten 
Buol 

Kota 
Manado 

Kabupaten 
Jeneponto 

Kabupaten 
Maluku 
Tengah 
Kota Arnbon 

Provi~lsi 
Jarnbi 

. . 

. . 

b. Perda No. 69 tahun 2001 
tentang Retribusi lzin Usaha 
Perikanan 

Perda No. 2 tahun 2001 tentang 
Retribusi lzin Usaha Perikanan 
dan Keluatan 
Perda No. 15 tahun 2001 
tentang Retribasi Pemanfataan 
Sumber Daya dan Fasilitas 
Umum di Bidang Perikanan dan 
Kebaharian 
a. Perda No. 12 Tahun 2003 

tentang Retribusi lzin Usaha 
Perikanan 

b. Perda No. 10 Tahun 2001 ttg 
Registrasi Alat ukur, Takar, 
Timbang dan Perleng- 
ka~annva (UT'TP) dalam 
w/layah ~ a b :  ~enebn to  

Perda No. 4 Tahun 2003 
tentang Retribusi lzin Usaha 
Perikanan 
Perda No. 14 Tahun 2003 
tentang Retribusi lzin Usaha 
dan Pungutan Hasil Perikanan 

a. Keputusan Gubernur Jambi 
No. 274 tahun 2001 tentang 
Sumbangan Pihak Ketiga 
dari Para PemiliidPengusa- 
ha Kendaraan Bermotor 
Luar Daerah yang Diope- 
rasikan di Propinsi Jambi 

b. Perda No. 5 Thn 2004 
tentang Retribusi Surat 
Keterangan Hasil Pemerik- 
saan Mutu Kendaraan 
Bermotor 

. . 

c. Perda No. 2 Tahun 2004 
tentang tertib Pemanfaatan 
Jalan dan Pengendalian 
Kelebihan Muatan . . 

d. Perda . No. -7 Tahun 2001 
tentang Perneriksaan Mutu 

, Hasil Perikanan 

e. Perda No. 6 Tahun 2001 
tentang Pungutan Pengu- 
sahaan Perikanan - .  . 

Kepmendagri No. 
48 Tahun 2005 
(29-3-2005) 

- 
Kepmendagri No. 
49 Tahun 2005 

(29-3-2005) 
Kepmendagri No. 
50 Tahun 2005 
(29-3-2005) 

Kepmendagri No. 
51 Tahur! 2005 
(29-3-2005) 
Kepmendagri No. 
103 Tahun 2005 
(4-7-2005) 

Kepmendagri No. 
53 Tahun 2005 
(29-3-2005) 
Kepmendagri No. 
54 Tahun 2005 
(29-3-2005) 

Kepmendagri No. 
56 Tahun 2005 
(6-4-2005) 

Kepmendagri No. 
81 Tahun 2005 
(29-4-2005) ' 

Kepmendagri No. 
82 Tahun 2005 
(29-4-2005) 

-Kepmendagri No. 
1 1  5 Tahun 2005 
(4-7-2005) 

Kepmendagri No. 
11 6 Tahun 2005 
(4-7-2005) 

Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah 
-6ertentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997, UU No. 31 
tahun 2004 tentang Perikanan, 
PP No. 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah,dan PP No. 54 
tahun 2002 tentang Usaha 
Perikanan 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

Bertentangan dengan UU 18 
Tahun 1997 dan PP No. 25 
Tabun 2000 

Ibidem 

BeCentengan dengan UU No. 
18 Tahun 1997, UU No. 33 
Tahun 2004, dan PP No. 66 
Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah 
-6ertentangan dengan Perda 
No. 5 tahun 1987 tentang 
Penerimanaan Sumbangan 
Pihak Ketiga Kepala Daerah, 
karena pungutan seharusnya 
sukarela dan tidak ada unsur 
paksaan, sedangkan Keputusar: 
Gubernur Jambi No. 274 tahun 
2001 menetapkan besarnya 
tariff yang harus dibayar .oleh 
pihak ketiga. 
-8ertentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997, PP No. 66 
Tahun 2001 tentang Retribusi 
~aerah, dan PP No. 44 tahun 
1993 tentang Kendaraan dan 
Pengemudi . - - . . 

-6ertentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997, UU No. 14 
tahun 1992 tentang LLAJ, PP 
No. 66 tahun 2001 ten'tang 
Retribusi Daerah 
-8ertentangan dengan UU 18 
Tahun. 1997 dan PP No. 1 5  
tahan 2002 tentang Karantina 
Ikan. . .. 

-6ertentangan dengan uu 18 
Tahun 1997 dan PP No. 54 
Tahun 2002 tentang . Usaha 



lvi 

Kepmendagri No. 
57 Tahun 2005 
(64-2005) 

Kepmendagri No. 
58Tahun2005 
(1 54-2005) 

Kepmendagri No. 
62 Tahun 2005 
(154-2005) 

Kepmendagri No. 
63 Tahun 2005 
(154-2005) 

Kepmendagri No. 
64 Tahun 2005 
(15-4-2005) 
Kepmendagri No. 
65 Tahun 2005 
(1 54-2005) 
Kepmendagri No. 
66Tahun 2005 
(1542005) 
Kepmendagri No. 
67 Tahun 2005 
(1 5.4-2005) 
Kepmendagri No. 
68 Tahun 2005 
154-2005 

kepmendabri No. 
70 Tahun 2005 
(1 5-4-2005) 

Kepmendagri NO. 
71 Tahun2005 
(1 5-4-2005) 

Kepmendagri No. 
72 Tahun 2005 
(1 5-4-2005) 
Kepmendagri No. 
73Tahun 2005 
(15-4-2005) 

Kepmendagri No. 
74 Tahun 2005 
(15-4-2005) 

. . 

Perda No. 17 tahun 2003 
tentang Pemanfataan Kawasan 
Konservasi Taman Nasional 
Laut Taka Bonerate 

Qanun No. 6 tahun 2004 
tentang Pajak Hssil Bumi 

a. Perda No. 3 th 2000 ttg 
Perubahan Atas Perda 
Nomor 5 Tahun 1998 
tentang Pajak Penerangan 
Jalan di Kab. Tingkat II 
Asahan 

b. Perda No.6 tahun 2000 ttg 
Perubahan Atas Perda No. 
3 Tahun 1998 ttg Pajak 
Pemanfaatan Air Bawah 
Tanah dan Air Permukaan 
di Daerah Kab. Tingkat II 
Asahan 

Perda No.16 tahun 2002 
tentang Pajak Penerangan 
Jalan 
Perda No. 07 tahun 2003 
tentang Pajak Penerangan 
Jalan 
Perda No.11 tahun 1997 
tentang Pajak Pe3erangan 
Jalan 
Perda No.4 tahun 2001 tentang 
Pajak Penerangan Jalan 

Perda No.11 tahun 2001 
tentang Pajak Penerangan 
Jalan 
a. Perda No. 06 Tahun 2004 ttg 

Retribusi Pungutan Dana 
Pengawasan Pencemaran 
Limbah lndustri Tapioka 
Kab. Tulang Bawang 

b.  Perda No. 13 tahun 2004 
tentang Pajak Parkir 

Perda No. 25 Tahun 2002 
tentang Retribusi Penjualan 
Produksi Usaha Daerah 
Keputusan Walikota Bandar 
Lampung No. 820155410412004 
tentang Retribusi Pemeriksaan 
Kesehatan Temak yang akan 
Masuk dan atau Keluar Daerah 
Kota Bandar Lampung 
Perda No. 17 Tahun 2001 
tentang Retribusi Perizinan dan 
Perigaturan Pengelolaan Hasil 

46 

47 

48 

49 

- 
50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

I 
57 

Perikanan 
Bertentngan dengan UU No. 5 
tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya, UU No. 41 tahun 
1999 tentang Kehutanan, serta 
PP No. 68 tahun 1998 tentang 
Kawasan Suaka Alam dan 
Kawasan Pelestarian Alam, 
Bertentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997, PP No. 65 
tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah 

l bidem 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

dertentan~an dengan UU No. 
18 Tahun 1997 dan PP No. 66 
tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerzh 

-Bertentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997 dan PP No. 65 
tahun 2001 tentang Pajak 
Daera h 

l bidem 

Bertentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997 dan PP No. 66 
Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah 

Bertentangan dengan UU No. 
41 tahun 1999 tentang 
Kehutanan, UU No. 18 Tahun 

. . 

Kabupaten 
Selayar 

Kabupaten 
Aceh Singkil 

Kabupaten 
Asahan 

Kabupaten 
Labuhan 
Batu 
Kabupaten 
Kampar 

Kabupaten 
DATl II 
Batanghari 
Kabupaten 
Muaro Jambi 

Kabupaten 
Te bo 

Kabupaten 
Tulang 
Bawang 

Kabupaten 
Way Kanan 

Kota Bandar 
Lampung 

Kabupaten 
Buton 



Kabupalen 
Musi 
Ban yuasin 

58 

Kabupaten 
Lamandau 

b. Perda No. 05 tahun 2004 
tentang Retribusi izin Usaha 
Angkutan 

Perda No. 10 Tahun 2002 
tentang Retribusi lzin Tinggal 
Warga Negara Asing (WNA) 

Kota Metro 

a. Perda No. 19 Tahun 2004 
tentang ljin Penumpukan 
Hasil Hutan dan Perkebun- 
an 

b. Perda No. 18 Tahun 2004 
tentang Retribusi Pengang- 
kutan Hasil Hutan dan 
Perkebunan 

c. Perda No. 23 Tahun 2004 
tentang Retribusi Parkir 
Berlangganan 

Perda No. 4 Tahun 2004 

a. Perda No. 04 Tahun 2004 
tentang Retribusi Bongkar 

Kepmendagri No. 
75 Tahun 2005 

K~bupaten 
Katingan 

Natuna 

, Kabupaten 
Palalawan 

tentang Retribusi lzin Usaha 
Perlambangan dan Energi 

Provinsi 
Sumatera 
Selatan 

Kepmendagri No. 
77 Tahun 2005 
(294-2005) 

Kepmendagri No. 
76 Tahun 2005 
(294-2005) 

Kepmendagri No. 
78 Tahun 2005 
(294-2005) 

Kepmendagri No. 
79 Tahun 2005 
(2942005) 

Kepmendagri No. 
80 Tahcn 2005 

Kepmendagri No. 
83 Tahun 2005 
(294-2005) 

Perda No. 28 Tahun 2001 
ten!ang Pengendalian Pembu- 
angan Limbah Cair 

Keputusan Bupati Katingan No. 
12 tahun 2005 tentang Petunjuk 
Teknis Peraturan Daerah No. 8 
tahun 2004 ttg Sumbangan 
Pihak Ketiga Kepada Daerah 
Perda No. 12 tahun 2003 
tentang Retribusi Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Keja 

Kepmendagri No. 
86 Tahun 2005 
(29-4-2005) 

. . .  

Kepmendagri No. 
84 Tahun 2005 
(29-4-2005) 

Kepmendagri No. 
85 Tahun 2005 
(294-2005) 

1997, PP No. 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah, serta 
PP No. 34 tahun 2002 tentang 
Tata Hutan dan Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Hutan, 
Pemanfaatan Hutan dan 
Penggunaan Kawasan Hulan 
-Bedentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997, PP No. 41 
Tahun 1993 tentang Angkutan 
Jalan, PP No. 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah 
-0ertcntangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997 dan PP No. 41 
Tahun 1993 tentang Angkutan 
Jalan 
-Bertentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997, UU Nc. 31 
tahun 2004 tentang Perikanan, 
PP No. 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah, PP No. 4 
tahun 2004 tentang Perubahan 
Ketiga Atas PP No. 26 tahun 
1999 tentang Tarif Atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku pada 
Departemen Kehakiman 
Bertentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997 dan PP No. 66 
Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah 

Ibidem 

65 

lbidem 

Bertentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997,UU No. 20 

Provinsi 
Kalimantan 
Barat 

tahun 1997 tentang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak, P? No 66 
tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah 
Benentangan dengan Perda 
No 8 tahun 2004 tentang 
Sumbangan Pihak Ketiga 
Kepada Daerah.. 

Bertentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997 dan PP No. 66 
Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah 

1 Berlentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997, PP No. 66 

1 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah, PP No 82 Tahun 2001 ' !tg Pengelolaan Kualitas Air dan 

1 Pengendalian Pencemaran Air 
Berlentangan dengan UU No. 
10 Tahun 1995 tentang 
Ke abeanan dan PP No. 25 D 

a. Perda No. 3 Tahun 2004 ttg 
Pengaturan Kendaraan 
Bermotor Bukan Baru Dai  

lvii 

Kepmendagri No. 
87 Tahun 2005 
(294-2005) 



lviii 

Tahun 2000 
Beltentangan dengan UU 18 
Tahun 1997 dan PP No. 15 
Tahun 2002 tentang Karantina 
lkan 
-Bedentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997, PP No. 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan, 
PP No. 66 Tahun 2001 tentang 
Retr~busi Daerah 
-Bedentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997, UU No. 33 
Tahun 2004, PP No. 66 Tahun 
2001 tentang Retribusi Daerah 
-8erlentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997, UU No. 25 
Tahun 1992 tentang Perko- 
perasian, PP No. 25 Tahun 
2000, PP No. 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah 
-8erlentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997, UU No. 33 
Tahun 2004, PP No. 66 Tahun 
2001 tentang Retribusi Daerah 
Bertentangan dengan UU No. 5 
Tahun 1990 tentang Konse~asi 
Sumber DAya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya, 18 Tahun 1997, 
PP No. 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah 
Berlentangan dengan UU 18 
Tahun 1997, UU No. 20 Tahun 
1997 tentang Penenmaan 
Negara Bukan Pajak, PP No 22 
Tahun 1937 tentang Jenis dan 
Penyetoran dan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak, PP No. 66 
Tahun 2001 tentang Retribus; 
Daerah 
Bertentangan dengan UU 18 
Tahun 1997, ULI No.14 Tahun 
1992 tenlang LLAJ, PP No. 44 
Tahun 1993 tentang Kendaradn 
dan Pengemudi, PP No. 66 
Tzhun 2001 tentang Retribusi 

.Daerah 
Beltentangan dengan UU 18 
Tahun 1997, PP No. 13 Tahun 
1995 tentang lzin Usaha 
Industri,dan PP No. 66 Tahun 
2001 tentang Retribusi Daerah 
Bertentangan dengan UU 18 
Tahun 1997, UU No. 38 Tahun 
2004 tentang Jalan, UU No. 14 
Tahun 1992 tentang LLAJ 

-Bedentangan dengan UU 18 
Tahun 2000 tentang Pajak 
Perlambahan Nilai Barang dan 
Jasa dan Penjualan Barang 
Mewah dan UU No.11 Tahun 
1995 tentang Cukai 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

Provinsi 
Maluku 

Kabupaten 
Sukabumi 

Kabupsten 
Tasikmalaya 

Kabupaten 
Sukoharjo 

Kabupaten 
Wonosobo 

Provinsi 
Sumatera 
Utara 

Kabupaten 
Siak 

Luar Negeri 
b. Perda No. 7 Tahun 2003 

tentang Retribusi Pengujian 
Mutu Hasil Perikanan 

a. Perda No. 19 Tahun 2004 ttg 
Retrebusi Pemeriksaan 
Pengukuran dan Pengujian 
Hasil Hutan 

b. Perda No. 18 Tahun 2004 ttg 
Retribusi Pemeriksaan Mutu 
Hasil Perkebunan 

c. Perda No. 12 Tahun 2004 
tentang Retribusi Pelayanan 
Jasa Koperasi 

d. Perda No. 15 Tahun 2004 
tentang Retribusi Pemerik- 
saan Mutu dan Sertifikasi 
Hasil Perikanan 

Perda No. 2 Tahun 2001 
tentang Pajak Sarang Burung 
Walet, Telur Penyu dan Rumput 
Laut 

Perda No. 1: tahun 2004 
tentang lzin Usaha 
Perlambangan 

Perda No. 7 Tahun 2004 
ten:ang Retribusi lzin 
Mengemudi Kendaraan Tidak 
Bermotor 

Perda No. 16 Tahun 2003 
tentang lzin Usaha, !zin 
Perluasan dan Tanda Daftar 
Industri 

Perda No. 7 Tahun 2002 
tentang Retribusi Penyelengga- 
raan Angkutan 

a. Perda No. 22 'rahun 2002 ttg 
Ketentuan Retribusi Usaha 
Perdagangan Minuman 
Beralkohol 

Kepmendagri No. 
113Tahun 2005 
(4-7-2005) 

Kepmendagri No. 
88Tahun 2005 
((294-2005) 

Kepmendagri No. 
89 Tahun 2005 
(29-4-2005) 

Kepmendagri No. 
90Tahun2005 
(294-2005) 

Kepmendagri No. 
91 Tahun 2005 
(294-2005) 

Kepmendagri No. 
92 Tahun 2005 
(294-2005) 

Kepmendagri No. 
93 Tahun 2005 
(294-2005) 

Kepmendagri No. 
94 Tahun 2005 
(294-2005) 

Kepmendagri No. 
95Tahun 2005 
(294-2005) 

Kepmendagn No. 
99 Tahun 2005 
(4-7-2005) 

Kepmendagri No. 
100 Tahun 2005 
(4-7-2005) 



lix 

-0ertentangan dengan UU No. 
18 Tahun 1997, dan PP No. 66 
Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah - 
Bertentangan dengan UU 18 
Tahun 1997, PP No. 15 Tahun 
1998 tentang Perubahan Atas 
PP No. 36 Tahun 1997 tentang 
Pengakhiran Kegiatan Usaha 
Asing dalarn Bidang Perda- 
gangarl, dan Keputusar! 
Menperindag No. 2891MPPl 
KepllOl 2001 tentang SILIP, 
karena SlUP berlaku selarna 
perusahaan menjalankan 
kegiatan usaha perdagangan. 
-Bedentangan dengan UU 18 
Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 
2001 tentang Minyak dan Gas 
Burni, PP No. 36 Tahun 2004 
tentang Kegiatan Usaha Hilir 
Minyak dan Gas Burni, PP No. 
22 Tahun 2005 tentang Harga 
Jual Eceran Bahan Bakar 
Minyak Dalam Negeri 
-0ertentangan dengan UU 18 
Tahun 1997, UU No. 33 Tahun 
2004 ttg PKPD dan PP No. 66 
Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah 
Bertentangan dengan UU l a  
Tahun 1997, PP No. 66 Tahun 
2001 tentang Retribusi Daerah 

Ibidem 

Ibidem 

Ibidem 

Bertentangan dengan UU 18 
Tahun 1997, UU No. 33 Tahun 

-2004 ttg PKPD, PP No. 66 
Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah 
Bertentangan dengan UU 18 
Tahun 1997, UU No. 8 Tahun 
1983 tentang PPN BJ dan PP 
BM sebagairnana telah diubah 
dengan UU No. 18 Tahun 2000, 
PP No. 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah, PP No. 54 
Tahun 2002 tentang Usaha 
Perikanan 
Bertentangan dengan UU 18 
Tahun 1997 

Bertentangan dengan UU 18 

73 

74 

75 

76 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

Kabupaten 
Lornbok 
Tirnur 

Kabupaten 
Rote Ndau 

Kota Cirnahi 

Kabupaten 
Klaten 

Kabupaten 
Karangar~yar 

Kabupaten 
Magelang 

Kabupaten 
Jepara 

Kabupaten 
Takalar 

Kabupaten 
Banjar Baru 

Kota 

b. Perda No. 29 Tahun 2002 
tentang Retribusi Angkutan 
Hasil Alarn 

Perda No. 8 Tahun 2004 
tentang Retribusi lzin Usaha 
Bengkel Kendaraan Berrnotor 

a. Perda No. 17 Tahun 2004 
tentang Retribusi lzin 
Penirnbunan Dan Penyirn- 
panan Bahan Bakar Minyak 

b. Perda No. 34 Tahun 2004 
tentang Retribusi lzin 
Pengumpulan dan Penge- 
luaran Hasil Kelautan dan 
Perikan-an 

Perda No. 26 Tahun 2003 
tentang Ketentuan dan Tata 
Cara Pelayanan Pernberian ljin 
Usaha industri 
Perda No. 11 Tahun 2003 
tentang Retribusi lzin Usaha 
Perdagangan 
Perda No. 7 Tahun 2002 
tentang Retribusi lzin Usaha 
Perdagangan 
Perda No. 13 Tahun 2001 
tentang Retribusi lzin Usaha 
Perdagangan 
Perda No. 13 Tahun 2001 
tentang Retribusi lzin Usaha 
Perdagangan 

Perda No. 14 Tahun 2001 
tentang Usaha Perikanan 

Perda No. 9 Tahun 2002 
tentang Retribusi lzin 
Pengumpulan Hasil Hutan 
Bukan Kayu 
Perda No. 14 Tahun 2001 

Keprnendagri No. 
119 Tahun 2005 
(4-7-2005) 

Kepmendagri No. 
101 Tahun 2005 
(4-7-2005) 

Keprnendagri No. 
102 Tahun 2005 
(4-7-2005) 

Kepmendagri No. 
110 Tahun 2005 
(4-7-2005) 

Kepmendagri No. 
104 Tahun 2005 
(4-7-2005) 

Kepmendagri No. 
105 Tahun 2005 
(4-7-2005) 
Keprnendagri No. 
106 Tahun 2005 
(4-7-2005) 
Keprnendagri No. 
107 Tahun 2005 
(4-7-2005) 
Keprnendagri No. 
108Tahun 2C35 
(4-7-2005) 

Kepmendagri No. 
11 1 Tahun 2005 
(4-7-2005) 

Kepmendagri No. 
131 Tahun 2005 
(14-12-2005) 

Kepmendagri No. 



82 

83 

84 

117'rahun 2005 
(4-7-2005) 

Keprnendagri No. 
132 Tahun 2005 
(14-1 2-2005) 
Kepmendagi No. 
133 Tahun 2005 
(14-1 2-2005) 

Keprnendagri No. 
134 Tahun 2005 
(14-12-2005) 

Keprnendagri No. 
135 Tahun 2005 
(1 4-1 2-2005) 

Kepmendagri No. 
136 Tahun 2005 
(14-12-2005) 

Tahun 1997 dan PP No. 41 
Tahun 1993 tentang Jalan 

Bertentangan dengan UU 18 
Tahun 1997 

Bertentangan dengan UU 18 
Tahun 1997, UU No. 33 Tahun 
2004 ttg PKPD dan PP No. 66 
Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah 
Bertentangan dengan UU 18 
Tahun 1997, PP No. 25 Tahun 
2000 dan PP No. 66 Tahun 
2001 tentang Retribusi daerah 

Bertentangan dengan UU '8 
Tahun 1397, P? No. 66 Tahun 
2001 tentang Retribusi daerah 
dan PP No. 54 Tahun 2002 
tentang Usaha Perikanan 
Bertentangan dengan UU 18 
Tahun 1997, PP No. 66 Tahun 
2001 tentang Retribusi daerah 
dan PP No. 36 Tahun 2004 
tentang Kegiatan Usaha Hilir 
Minyak dan Gas Bumi dan PP 
No. 22 Tahun 2005 tentang 
Harga Jual Eceran Pahan Bakar 
Minyak 

Pontianak 

Kota 
Bontang 

Kabupaten 
Morowali 

Kabupaten 
Enrekang 

tentang Retribusi lzin Usaha 
dan lzin Trayek Angkutan 
Umum 
Perda No. 5 Tahun 2002 
tentang Retribusi Rumah 
Potong Hewan 
Perda No. 15 Tahun 2003 
tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Perdagangan 
Hasil Bumi dan Hasil lndustri 

Perda No. 32 Tahun 2001 
!entang Retribusi Pembinaan 
kepemilikan Alat Ukur, takar, 
Timbang Serta Perlengkapan- 
nya 
Perda No. 7 Tahon 2002 
tentang Retribusi lzin Usaha 
Perikanan 

Perda No. 2 Tahun 2004 
tentang Retribusi alas lzin 
Penimbunan dan Penyimpanan 
Bahan 3akar Minyak 

85 I Kabupalen 
Flores 

86 Kabupaten 
Flores Timur 



LAMPIRAN 5: 

PEMBATALAN PERDA /KEPUTUSAN KEPALA DAERAH 

OLEH MENTEIU DALAM NEGERI TAHUN 2006 

KDH 
Perda No. 14 Tahun 2002 
tentang Retribusi Pasar 
Grosir dan atau Pertokoan 

a. Perda No. 1 Tahun 2 E  
ttg Pengelolaan Air 
Bawah Tanah dan Pernan- 
faatan Air Permukaan 

b. Perda No. 2 Tahun 2003 
ttg Pengusahaan Pertam- 
bangan Umurn 

c. Perda No. 3 Tahun 2003 
ttg ?enyedim Tenaga 
Listrik Untuk Kepen- 
tingan Sendiri, Urnurn, 
dan Usaha Penunjang 
Tenaga listrik 

Perda No. 7 T&un 2000 
tentang Retribusi Izin 
Pengambilan Hasil Hutan 
a. Perda No. 18 Tahun 2002 

ttg Retribusi Pelayanan 
Ketenagakerjaan 

b. Perda No. 19 Tahiln 2002 
ttg Retribusi Pemasukan 
dan Peageluaran Hewan 
Ternak Bahan Asal 
Hewan ternak, Produksi 
Bibit Hewan Ternak dan 
Perneriksaan Kesehatan 
Hewan Ternak di 
Kabupaten Berau 

c. Perda No. 10 Tahun 2003 
ttg Retribusi Pengujian 

. Kendaraan Bermotor 
a. Perda No. 10 Tahun 2002 

ttg Retribusi Hasil 
Produksi Usaha Perke- 
bunan 

b. Perda No. 3 Tahun 2003 
ttg Retribusi Izin Bidang 

, Industri dan Perdagangan 
Serta Pendaftarm Peru- 
sahaan 

Keputusan 1 Alasan Pembatalan 

(9-1-2006) I Pajak Daerah dan Retribusi 
I Dacrah 

Keprnendagri 1 Ibidem 
NO: 2 Thn 2006 1 

Keprnendagri 
No. 3 Thn 2006 
(9- 1-2006) 
Keprnendagri 
No. 4 Thn 2006 
(9- 1 -2006) 

Ibidem 

Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997 dan PP 
No. 3 Tahun 2005 tentang 
Penyediaan dan pernanfaatan 
Tenaga Listrik 

(9- 1-2006) 

Keprnendagri 
No. 8 Thn 2006 

Keprnendagri 
No 5 Thn 2006 
(9- 1 -2006) 
Keprnendagri 
No. 6 Thn 2006 
(9- 1-2006) 
Keprnendagri 
No. 7 Thn 2006 

Kepmendagri 
No. 10 Th 2006 
(9- 1-2006) 

Becentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997 

Ibidein 

Ibidem 

Ibidem 

-*rtentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997, UU No. 
18 Tahun 2003 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai dan Jasa 
dan Pajak Atas Barang 
Mewah 
-Bertentangan dengan . UU 
No. 18 Tahun 1997, PP No. 
36 Tahun 1977 tentang 
Pengakhiran Kegiatan Usaha 
Asing Dalam Bidang Perda- 
gangan sebagaimana telah 
diubah dengan PP No. 15 
Tahun 1988 dan PP No. 13 
Tahun 1955 tentang Izin 
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Pekalongan 1 

6 ( Kabupaten 
( Serang 

7 

Provinsi 
Sulawesi 
Tenggara I- 

Keprnendagri 
Nomor 11 

Perda No. 12 Tahun 2002 
tentang Retribusi Penerbitan 

Provinsi 
Jawa 
Tengah 

x+iiGzz Kebumen 

Usaha lndustri 
Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997, PP No. 

Daftar Pengangkutan 
Pengganti (DPP) Hasil 
Hutan 

11 

a. Perda No. 6 Tahun 2002 
ttg Pengambilan Air 
Bawah Tanah (Retribusi 
Izin Pengzmbila! Air 
Bawah Tanah 

b. Perda No. 14 Tahun 2003 
ttg Retribusi Penyeleng- 
garaan Perhubungan dan 
Telekomunikasi 

Kabupaten 
Kapuas 

Perda No. 6 Tahun 2002 
tentang Retribusi Izin 
Dispensasi Jalan 

Perda No. 13 Tahun 200 1 
tentmg Perizinan 
Pengusahaan Minyak dan 
Gas Bumi 

-- 
Perda No. 9 Tahun 2003 
tentang Pemberian Ijin 
Pernanfaatan Kavu Pada 

I Porda No. 52 Tahun 2004 
1 tentang Rehibusi 

Keplnendagri 
Nomor I6 
Tahun 2006 

Tahun 2006 1 

Keprnendagri 
Nornor 12 
Tahun 2006 
(9- 1-2006) 

Keprnendagri 
No. 40 Tahun 
2006 
(1 0-8-2006) 

Nornor 13 
Tahun 2006 
(9-1 -2006) 

I 
I 
L 
1 Keprnendagri 
1 Nomor 14 

Keprnendagri 
Nornor 15 

Sikka ke Luar Negeri (28-2-2006) 

25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pernerintah dan 
Kewenangan Propinsi 
Sebagai Daerah otonom, PP 
No. 34  Tahun 2002 tentang 
Tata Hutan dan Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Hutan 
d m  Penggunaan Kawasan 
Hutan -- 
-Bertentangan dengan UU 
No. 18 ~ a h u n  1997, UU No. 
7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air dan PP 
No. 6 6  Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah 
-Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997, UU No. 
36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi dan UU No. 
32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran 
Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997, UU No. 
14 Tahun 1992 tentang 
LLAJ, UU No. 38 Tahun 
2004 tentang Jalan, PP No. 
43 Tahun 1993 tentang 
Prasarana d m  Lalu Lintas 
Jalan 
Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah dan UU No. 22 
Tahun 2001 tentang Minyak 
dan Gas Bumi 
Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997, UtJ No. 
20 Tahun 1997 juncto PP 
No. 92 Tahun 2000 tentang 
Tarif Atas Jenis PNBP pada 
Departemen Tenaga Kerja 
dan Trarrsrnigrasi, serta UU 
.No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakeriaan 
Bertentangan dengan UU 
No. 1 8 Tahun 1997, PP No. 
66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah dan PP No. 
34 Tahun 2002 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan 
Rencana Pengelolan Hutan, 
Pemanfaatan Hutan dan 
Penggunaan Kawasan Hutan 
-Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997, UU No. 
13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, dan PP No. 
66  Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah 
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b. Perda No. 23 Tahun 2001 
ttg Retribusi Penggunaan 
Tenaga Kerja Warga 
Negara Asing Pendatang 
di kabupaten Sikka 

Kotamadya Perda No. 8 Tahun 1996 ttg 
Dati I1 Retribusi Pasar dn Pusat +--I- 

I Ujung ( perbelanjaan Dslarn Kota 
I Pandang 1 DATI I1 Ujung Pandang 

14 1 Kota 1 a.Perda No. 13 Tahun 2002 

Kota 
Durnai 

tentang Pajak Parkir 

b. Perda No. 14 Thn 2002 
Ttg Angkutan Jalan dan 
Retribusi Perizinan 
Angkutan Dalam Wilayah 
Kota Makassar 

a. Perda No. 1 Tahun 2000 
tentang Pajak Pernan- 
faatan Air Bawah Tanah 
dan Air Permukaan 

b. Perda No. 7 Tahun 
2004 Tentang Retribusi 
Izin PeralatanlMesai, Per- 
e d m  Hasil Hutan dan 
Usaha Perkebunan 

Kabupatzn Perda No. 9 Tahun 2001 &I 
I Sukaburni I tentang Retribusi Pemerik- 

sam. Hewan dan Ikan. 

a. Perda No. 16 Tahun 2001 
ttg Retribusi Dispensasi 
Jalan Daerah 

b. Perda No. 16 Tahun 2001 
a g  Retribusi Dispensasi 
Jalan Daerah 

c. Perda No. 8 Tahun 2002 
ttg Pengelolaan Hutan 
Rakyat Dalam Daerah 
Kabupaten Banu 

d. Perda No. 5 Tahun 1999 
Tentang Retribusi Rumah 
Potong Hewan 

tentang Pajak Potong 
Hewan 

Keprnendagri 
Nomor 18 

-- 
Kepmendagri 
No. 19 Tahun 
2006 
(28-2-2006) 
Kepmendagri 
No. 20 Tahun 
2006 
(28-2-2006) 
Keprnendagri 
Nomor 67 
Tahun 2006 
(14-8-2006) 

Kepmendagri 
Nornor 24 
Tahun 2006 
(10-8-2006) 
Kepmendagri 
Nornor 39 
Tahun 2006 
(9-1 0-2006) 

Kepmendagri 
No. 25 Tahun 
2006 
(10-8-2006) 
Kepmendagri 
No 26 Tahun 
2006 
(1 0-8-2006) 
Kepmendagri 
Nomor 27 
Tahun 2006 
(1 0-8-2006) 
Kepmendagri 
No. 28 Tahun 
2006 
(1 0-8-2006) 
Keprnendagri 
Nomor 77 
Tahun 2006 
(2 1-9-2006) 

Kepmendagri 
No. 29 Tahun 
2006 

-Bedentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997, UU No. 
20 Tahun 1997 juncto PP 
No. 92 Tahun 2000 tentang 
Tarif Atas Jenis PNBP pada 
Departernen Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, serta UU 
No. 13 Tahun 2003 ttg 
Ketenagakerjaan dan PP No. 
66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah -- 
Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997, dan PP 
No. 66 Tahun 2001 tentane ., 
Retribusi Daerah 
-Bertentancran denaan UU 
No. 18 ~ a h u n  1997, dan PP 
No. 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak daerah 
-Bertentangan dengan 'JU 
No. 18 Tahun 1997, UU no. 
14 Tahun 1992 tentang 
LLAJ dan PP No. 41 Tahun 
1993 tentang Angkutan Jalan 
Bertentangan dengan UU 
No. 18 ~ a h n  1997- 

-Bertenrangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997, PP No. 
66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah dan PP No. 
34 Tahun 2002 tentang Tata 
Hutan dan Rencana 
Pengelolan Hutan, Pernm- 
faatan Hutan dan Penggu- 
naan Kawasan Hutan 
Bertentangan dengan UU 
No. 1 8 Tahun 1997 

Ibidem 

-Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1397 dan UU 
No. 14 Tahun 1992 tentang 
LLAJ. 
-Bertentangan dengan UU 
No. 1 S Tahun 1997 

Ibidem 

-Bermtangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997 dan PP 
No. 43 Tahun 2002 tentang 
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Indragiri 

b. Perda No. 10 Tahun 2001 
ttg Retribusi Izin Badan 

Kepmendagri 
Nomor 30 

c. Perda No. 16 Tahun 2603 
ttg Retribusi Penyebarad 
Pemasaran Benih Ikan 
Tawar dalam Kab. Tana 
Toraja 

d. Perda No. 17 Tahun 2003 
ttg Retribusi Pemeriksaan 
IPengujian Mutu Ikan 
Dalam Kab. Tana Toraja 

e. Perda No. 18 Tahun 2003 
tentang Pajak Pendaftarm 
Izin Usaha dan Perusa- 
ham 

Keprnendagri 
Nornor 31 
Tahun 2006 
(1 0-8-2006) 

Keprnendagri 
Nornor 32 
Tahun 2006 
(I  0-8-2006) 
Keprnendagri 
Nornor 33 
Tahun 2006 

I (1 0-8-2006) 

a. Perda No. 17 Tahun 2004 
ttg Ret~ibusi Registrasi 
Alat Ukur, Tekar, 
Timbang dan Perleng- 
kapannya 

b. Perda No. 26 Tahun 2004 
ttg Retribusi Pemeriksaan 
Komoditas Perdagangan 

c. Perda No. 22 tahun 
2004 Tentang Retribusi 
Rumah Potong Hewan 

a Perda No. 7 Tahun 2004 
ttg Retribusi Izin 
Gangguan 

b. Perda No. I5  Thn 2002 
ttg Retribusi Hasil Hutan 
dan Perkebunan 

Keprnendagri 
No. 34 Tahun 
2006 
(10-8-2006) 

Kepmendagri 
No. 35 Tahun 
2006 
(1 0-8-2006) 
Keprnendagri 
No. 80 Tahun 
2006 
(2 1 -9-2006) 
Keprnendagri 
Nornor 36 
Tahun 2006 
(1 0-8-2006) 
Kepmendagri 
Nornor 87 
Tahun 2006 

I Perubahan Kedua Atas PP 
I No. 12 Tahun 2001 tentang 

lrnpor dan atau Penyerahan 
Barang Kena Pajak Tertentu 

1 yang Bersifat Strategis Yang 
dibebaskm dari penge-naan 
PPN sejalan dengan arah 
kebijakan nasional. 
-Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997, UU No. 
25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian dan PP No. 4 
Tahun 1994 ttg Persyaratan 
dan Tata Cara Pengesahan 
Akta Pendirian dan 
Peru bahan Anggaran Dasar 
Koperasi 
-Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun !997 

Ibidem 

-Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997, PP no. 
13 Tahun 1995 tentang Izin 
Usaha Industri, PP No. 36 
Tahun 1977 sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan 
PP No. 15 Tahun 1998 
tentang Pcngakhiran 
Keglatan Usaha Asing 
Dalam bidang Perdagang-an 

. -~ 
Pzal--6-.- -Kee put. "sari J 0 

Menperindag No. 2 3 9 ~ ~ 1  
~ e ~ / 1 0 / 2 0 0  1 tentang Keten- 
tuan Standart Pemberian 
Surat Izin Usaha Perda- 
gangan (SIUP) 
-Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997 dm PP 
No. 25 Tahun 2@00 

-Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997 dm PP 
No. 66 Tahun 2001 tentang 
Retri busi Daerah. 
-Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997 

-Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997 dan UU 
No. 36 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran 
.-Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997. UU No. 
33 Tahun 2004 tentang 

lxiv 



c. Perda No. 17 Thn 2002 
ttg Retribusi Lalu Lintas 
Hasil Kayu Olahan 

Kepmendagri 
No. 89 Tahun 
2006 

PKPD, PP No. 66 Tahun 
2001 tentang Retribusi 
Daerah dan PP No. 34 Tahun 
2002 tentang Tata Hutan dan 
Rencana Pengelolan I-lutan, 
Pemanfaatan Hutan dan 
Penggunaan Kawasan I-lutan 

Ibidem 

1 (9- 10-2006) 
Provinsi I Perda No. 50 Tahun 2002 1 Kepmendagri 1 Bertentangan dengan UU 

Kabupaten 
Slernan 

Banten 

Kota 
Cilegon 

Kabupaten 
Kendal 

Parnekasan -r 
Tabanan 1 

tentang Retribusi Penye- 
lenggaraan Perhubungan 

Perda No. 3 Tahun 2004 
tentang Retribusi Izin 
Gangguan 

Keputusan Bupati No. 18 
Tahun 2004 tentang 
Ketentuan Pengaturan 
Pernilik Menara Tele- 
kornunikasi di Kab. Kendal 

Langkat T 

Telekornunikasi Seluler (1 0-8-2006) 

Nomor 38 
Tahun 2006 
(1 0-8-2006) 

Kepmendagri 
No. 39 Tahun 
2006 
(1 0-8-2006) 
Kepmendagri 
No. 41 Tahun 
2006 
(10-8-2006) 

No. 18 Tahun 1997. UU No. 
36 Tahun 2002 tcntang 
Telekomun~kasi dan UU No. 
32 Tahun 2002 tentang 
Peny iaran 

Ibidem 

Ibidem 

~&ekasan No. 1A ~ a h u n  
2005 tentang Pernberian Izin 
Pernbangunan Menara 

~e put usan Bupati ( Kepmendagri 1 
No. 43 ~ a h u n  
2006 
(1 0-8-2006) 

[bide111 

NO: 674 ~ a h h  2002 ttg 
Persetujuan Prinsip 
Membangun 

-Anteena/T6wer .- ~- . .- . .- .. .. - - .. . . . . --. . .-.. ~ ~ - . . 

Ibidem 

Keputusan Bupati Tabanan I Kepmendagri 1 Ibidem 

~ e ~ u t u s a n . ' b u ~ a t i  Buleleng 
No. 46 Tahun 2004 ttg 
Penerimaan Lain-lain 
Pendapatan Daerah atas 
Keberadaan Tower Telpon 
Seluler di Kab. Buleleng 
Qanun No. 6 Tahun 2005 
tentang Retribusi Izin 
Disoensasi Kelas Jalan 

Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997 dan UU 
No. 14 Tahun 1992 tentanp 

Kepmendagri 
No. 45 Tahun 
2006 
(1 0-8-2006) 

Kepmendagri 
No. 46 Tahun 
2006 

( (1 4-8-2006) I LLAJ 
- 

a. Perda No. 21 Tahun 2002 1 Keomendagri ( -Bertentangan dengan UU 
ttg Perubahan Perda No. I NO: 47  aho on I No. 18 ~ a h u n  1 9 9 7 , ~ ~  No. 
43 Tahun 2000 ttg 
Retribusi Izin Penggu- 
naan Jalan Kabupaten 
Langkat Terhadap 
Kendaraan Pengangkut 
Barang 

14 Tahun 1992 tentang 
LLAJ dan PP No. 43 Tahun 
1993 tentang Prasarana dan 
Lalu lintas Jalan 
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b. Perda No. 19 Tahun 2002 
tentang Izin Bongkar 

Kepmendagri 
No. 48 Tahun 

-Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997. UU No. 
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30 

3 1 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Kota Binjai 

Kabupaten 
Indragiri 
Hilir 

Kabupaten 
Gunung 
Mas 

Kota 
Banjarma- 
sin 

Kota 
Tangerang 

Kabupaten 
Sragen - 

Kabupaten 
Pemalang 

Provinsi 
DIY 

Provinsi 
Bali 

Kabupaten 
Lombok 

Kabupaten 
Dompu 

Muat Barang 

Perda No. 21 Tahun 2001 
tentang Izin Dispensasi 
Kelebihan Muatan di Kota 
Binjai 

a. Perda no. 64 Tahun 2000 
ttg Retribusi Izin 
Kendaraan Angkutan 
Barang yang Melakukan 
Bongkar Muat 

b. Perda No. 8 Th 2005 ttg 
Retribusi Izin Pemancar 
Transmisi dan Teleko- 
munikasi dalam WiIayah 
Kab. Indragiri Hilir 

Perda No. 18 Tahun 2004 
tentang Pungutan Retribcsi 
Atas Kegiatan Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan 
Perda No. 10 Tahun 1995 
tentang Izin Kelebihan 
Muatan Angkutan Barang 

Perda No. 3 Tahun 2001 
tentang Retribusi Dispensasi 
Pemakaian Jalan 

Perda No. 6 Tahun 2004 
tentang R~ t reus i  Dispensasi 
~ G u k  Jalan Dalarn Ibukota 
Kab. Sragen 
Perda No. 13 Tahun 2002 
tentang Retribusi Kendaraan 
Angkutan Barang 

Perda No. 2 Tahun 2002 
tentang Penertiban dan 
Pengendalian Kele-bihan 
Muatan Barang di provinsi 
DIY 
Perda No. 11 Tahun 
2001 Tentang Retribusi 
Penimbangan Kenda-raan 
Angkutan Barang 
Perda No. 7 Tahun 
I994 tentang Retribusi 
Angkutan Dng Kenda-raan 
Tidak Bemotor 

a. Perda No. 15 Tahun 2001 
Ttg Pajak Atas 
Pengeluaran Barang 

2006 
(1 4-8-2006) 

Kepmendagri 
No. 49 Tahun 
2006 
(1 4-8-2006) 

Kepmendagri 
No. 50 Tahun 
2006 
(1 4-8-2006) 

Kepmendagri 
Nomor 37 
Tahun 2006 
(10-8-2006) 

Kepmendagri 
No. 5 1 Tahun 
2006 
(1 4-8-2006) 
Kepmendagri 
No. 52 Tahun 
2006 
(1 4-8-2006) 
Kepmendagri 
No. 53 Tahun 
2006 
(1 4-8-2006) 
Kepmendagri 

-No,? Tahun _ 
2006 
(1 4-8-2006) 
Kepmendagri 
No. 55 Tahun 
2006 
(1 4-8-2006) 

Kepmendagri 
No. 56 Tahun 
2006 
(1 4-8-2006) 

Kepmendagri 
No. 57 Tahun 
2006 
(1 4-8-2006) 
Kepmendagri 
No. 58 Tahun 
2006 
(1 4-8-2006) 

Kepmendagri 
No. 59 Tahun 
2006 

14 Tahun 1992 tcntang 
LLAJ dan PP No 66 Tahun 
2001 tentang Reu ~busi 
Daerah 
Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997, U U  no. 
14 Tahun 1992 tcntang 
LLAJ dan PP No. 43 rahun 
1993 tentang Prasarana dan 
Lalu lintas Jalan 
Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997. IJU No. 
14 Tahun 1992 [cntang 
LLAJ dan PP No 66 Tahun 
2001 tentang Retr~busi 
Daerah 
-Bedentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997. UU No. 
36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi dan UU No. 
32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran 
Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997. UU No. 
14 Tahun 1992 tentang 
LLAJ. 

Ib~deln 

Ib~deni 

Ibidem 

Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997, UU no. 
14 Tahun 1992 tentang 
LI-AJ dan PP No. 43 Tahun 
1993 tentang Prasa~ana dan 
Lalu lintas Jalan 

Ibidem 

Ibrdem 

Bertentangan dengar] UU 
No. 18 Tahun 1997, UU no. 
14 Tahun 1992 tentang 
LLAJ dan PP No 41 Tahun 
1993 tentang Angkutan Jalan 
Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997 dan PP 
no. 65 Tahun 2001 tentang A 
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Antar Daerah (1 4-8-2006) Pajak Daerah 
b. Perda No. 4 Tahun Keprnendagri Ibidem 

2004 ttg Izin Dispen-sasi No. 60 Tahun 
r.enggunaan Jalan Kab. 2006 

(1 4-8-2006) 
c. Perda No. 5 Tahun Keprnendagrl Ibidem 

2004 ttg Rertibusi Jalan No 61 Tahun 
dan Jembatan 2006 

(14-8-2006) 
d. Perda No. 6 Tahun Keprnendagri Bertentangan dengan UU 

2004 ttg Retribusi Izin No. 62 Tahun No. 18 Tahun 1997, UU No. 
Operasi Mobil Barang 2006 14 Tahun 1992 tentang 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

Kabupaten 
Birna 

Kabupaten 
Belu 

Provinsi 
Sulawesi 
Selatan 

Kabupaten 
Sidenreng 
Rappang 

Provinsi 
Gorontalo 

Kabupaten 
Donggala 

Kabupaten 
Karo 

Kabupaten 
Binjai 

Kabupaten 

Perda No. 9 Tahun 2004 
ttg Penyelenggaraan Peng- 
angkutan Orang di Jalan 
dengan Sepeda Motor 
Perda No. 14 Tahun 2004 
Ttg Retribusi Izin Masuk 
Kendaraan Bemotor Asal 
Negara Republik Demokra- 
tik Timor Leste ke Wilayah 
Kdb. Belu 
Perda No. 41 Tahun 2001 
Tentang Retribusi 
Penimbangan Kenda-raan 
Berrnotor 

a. Perda No. 24 Thn 2001 
tg Izin Dispen-sasi Jalan 
Daerah 

b. Perda No. 22 Thn 2001 
Ttg Keur Hewan, Bahan 
Asal dari Hewan dan Ikan 

Perda No. 42 Tahun 2002 
Tentang Retribusi Penye- 
lenggaraan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan 

Perda No. 29 Tahun 2001 
Tentang Retribusi Izin Usaha 
Angkutan Barang dengan 
Kendaraan Bermotor 

Perda No.26 Tahun 2001 
Ttg Retribusi Rumah Potong 
Hewan 

Perda No. 11 Tahun 2002 
Ttg Perubahan Pertama 
Peraturan Daerah Kota 
Binjai No. 3 Tahun 2000 
tentang Retribusi Pemerik- 
saan Kesehatan Hewant 
Ternak Unggas dan Hasil 
Ikutannya. 
a. Perda No. 9 Tahun 

Keprnendagri 
No 63 Tahun 
2006 
(14-8-2006) 
Keprnendagrl 
No. 64 Tahun 
2006 
(14-8-2006) 

Kepmendagri 
No. 65 Tahun 
2006 
(1 4-8-2006) 

Keprnendagri 
No. 66 Tahun 
2006 
(1 4-8-2006) 
Keprnendagri 
No.78 T-ahun 
2006 
(2 1 -9-2006) 
Keprnendagri 
No. 68 Tahun 
2006 
(1 4-8-2006) 

Keprnendagri 
No. 69 Tahun 
2006 
(1 4-8-2006) 

Keprnendagri 
No. 70 Tahun 
2006 
(2 1-9-2006) 
Kepmendagri 
No. 71 Tahun 
2006 
(21-9-2006) 

Kepmendagri 

LLAJ dan PP No 41 Tahun 

Ibidem 

Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997 dan UU 
No. 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan 

Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997, UU No. 
14 Tahun 1992 tentang 
LLAJ dan PP No. 43 Tahun 
1993 tentang Prasarana dan 
Lalu lintas Jalan 
-Bertentangan dengan UU 
No 18 Tahun 1997 dan UU 
No 14 Tahun 1992 tentang 
LLAJ 
-Bettentangan dengan UU 
No. - -  18 Tahun - 1997 

Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997, UU no. 
14 Tahun 1992 tentang 
LLAJ dan PP No. 43 Tahun 
1993 tentang Prasarana dan 
Lalu lintas Jalan 
Bertentanqan dengan UU 
No. 18 1 jhun 1997, UU no. 
14 Tahun 1992 tentang 
LLAJ dan PP No. 41 Tahun 
1993 tentang Anghutan Jalan 
Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997 

Ibidem 

Ibidem 
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59 Keprnendagri 
No. 9 1 Tahun 
2006 
(9-1 0-2006) 

34 Tahun 2002 tentang Tata 
Hutan dan Rencana 
Pengelolan Hutan, Pernan- 
faatan Hutan dan Penggu- 
naan Kawasan Hutan 
Bertentangan dengan UU 
No. 18 Tahun 1997, PP No. 
66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah dan UU 
No. 33 Tahun 2004 tentang 
PKPD 

Kabupaten 
Tanjung 
Jabung 

Perda No. 34 Tahun 2001 
Ttg Retribusi Pengirimanl 
Surat Keterangan Asal 
(SKA) Perikanan 


